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ABSTRAK
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A, Nama : Farhaddiansyah.
B. No. Pokek Mazhasiswa . DH060N06173
C. Judul CTANGGUING JAWARB HUKUM  pPEMBERE

LETTER OF COMFORT SEBAGAI JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

PROGRAM

D. Jumiah Halaman » Halaman Pengantar : xi, Halaman Isi Thesis: 253
Tabun Pembuatan Tesis 2009

E. Isi Abstrak . Belakangan ini di kalangan perbankan mulai populer

dokumen yang berbentuk leiter of comfort, di mana pihak yang memperoleh pinjaman
memberikan comjfort letter kepada bank pemberi kredit dalam transaksi jual-beli
commercial paper dan  promissory note (CP). Swrat itu dimaksudkan  untuk
menentramkan hati pemberi kredit atau pembell CP, karena diterbitkan oleh perusahaan
ferkenal dam yang sering menjudi persoalan masih ada pejabal bank yang kelira
menganggap fefter of comfort identik denpan jaminan bank, padahal aotara kedua
dokumen tersebut masing-masing mempunyal arti dan akibat hukum yang sangal
berbeda. Beberapa ahli menyatakan bahwa Letter of comfort idak mengakibatkan adanya
kewajiban hukum bagi penerbitnya, melainkan hanya kewajiban moral semata-mata
Menurut penwlis hal tersebut adash keliru karena Leiter of Comfort diterbitkan dalam
bentuk surat pernyataan yang merupakan janii bagi dirinya sendiri untuk kepentingan
pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena i Lefter of Comfori dapat dipergunakan
bagi pihak yang berkepentingan tersebut, Khususnya apabila terfjadi wanprestasi (defaulr)
pada Debitur. Dalam hal ini pihak vang berkepentingan terscbut adalah bank atau
lembaga keuangan lainnya karena Leiter of Comfort dalam thesis ini digunakan sebagai
jaminan dalam perjanjian kredit. Menurut Penulis tanggung jawab atau kewajiban hukum
dari pemberi Letter of Comfort tidak hanya bersifat moral semata walaupun berdasarkan
penclitian penulis ada beberapa cara pertanggungjawaban bersifat moral terbadap
pemberi Leffer of Comfort apabila Debitur wanprestasi {defawli}. Menurut penulis
pemberi Letter of Comfort selain pertanggungjawaban secara moral juga dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-uadangan,
khususnya Kiteb Undang-undang Hakum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Talun 1992 tentang Perbankan,
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persercan Terbatas dan Undang.undang
Kepailitan. Menurut peoulis dengan adanya perfanggungjawaban secara hukum terbadap
pemberi Letter OF Comfort, bank dan lemmbage keuangan lainnya dapat aman dalam
menjalankan usahanya dalam pemberian kredit,
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D. Total of Page : Introduction Page : xi, Tesis Content : 253
Year of Made 2009
E. Abstract Content : Presently in the banking sector this popular form of the

document letter of comfort, where the party who obtained the loan to provide comfort
letter to bank lender in the buy-sell transactions commercial paper and promissory note
(CP). Letters that are intended to comfort the heart of the lender or the CP buyer, as
published by the company's popular and often the problem is still there to be an official
bank letter that mistakenly considered synonymous with the comfort of a bank guarantee,
and between the two documents each have a meaning and legal consequences which is
very different. Some experts claim that the Letter of comfort does not lead to any legal
obligation for the publisher, but only moral obligations solely. According to the author it
is mistaken because Letter of Comfort is issued in the form of a letter which is a promise
to himself to the interests of other parties interest. Therefore, the Letter of Comfort can be
used for the parties interest. Especially when the debtor is default to the Creditor. In this
case, the parties concerned is a bank or other financial institutions because the Letter of
Comfort in this thesis is used as collateral in the credit agreement. According to the
author's responsibility or legal obligation of the grantor Letter of Comfort is not only a
moral although only based on the research I have some way of moral responsibility
towards our Letter of Comfort when debtor defauit. According to the author our Letter of
Comfort in addition to the moral responsibility can also be based on legal regulations,
especially the Book of Law Civil Law, Law Number 10 Year 1998 regarding the changes
on the Law Number 7 Year 1992 on Banking, Company Law Act 40 of 2007 regarding
Limited Liablity and Bankruptcy Law. According to the authors questioned the existence
of the law against granting Letter Of Comfort, banks and other firancial institutions can
safely run in a business in the provision of credit.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pepatah mengatakan dalam menjalankan bisnis kita harus siap untuk
melakukan spekulasi. Tujuan dari bisnis pastinya adalah mendapatkan keuntungan
sebanyak-banyaknya, tetapi pepatah mengatakan apabila tidak mendapatkan
untung, paling tidak jangan sampal merogl. Bisnis merupakan salah satu vang
menjadi kegiatan manusia schari-harl. Setiap manusia pasti pernah melakukan
bisnis dalam hidupnya walsupun dalam keschariannya manusia tersebut bekeria
sebagal pepgawal dari orang lain

Bisnis merupakan salah satu mata pencaharian bagi manusia khususnya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harl. Pada saat ini kegiatan bisols sudah
berkembang  dengan pesat, bahkan tidak hanya secara lokal, tetapi juga
internasional, babkan bisnis juga dilakukan melalui internet yang telah hampir
dapat menghubungkan setiap manusia yang ada di dumiz ini yang sudah
meropunyai dan dapat menggunakan teknologi internet tersebut. Salah satu hal
yang penting untuk diperbatikean dalam melakukan bisnis adalah tersedianya
modal, kbususnya apabila bisnis yang dilakukan cukup besar.

Modal tidak hanyva dibutubkan dalam melakukan bisnis, tetapi juga hal-hal lain
dalam kehidupanr schari-hari. Modal dalam kehidupan sehari-hari manusia antara
lain diperiokan untuk menikah, sekolah, keschatan, tempat tinggal, transporiasi
dan lain-lain. Modal juga dapat disrttkan sebagai dana bagi manusia untuk dan
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya schari-hari. Ketersedisan modal
atan dana bagi manusia merupakan hal yang sangat penting. Pada saat ini apabila

kita mgin membutuhkan dana ataw modal baik untuk melakukan bisnis maupun

1
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dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita dapat pergi ke bank atan
lembaga pembiayaan lainnya nntuk memperoleh dana atau modal.

Peran bank dan lembaga pembiayaan lainnya dalam rangka pemenuhan
kebutuhan modal atan danz, batk untuk bisnis maupun untuk kehidupan sehari-
hari adalah menyediakan dana atau modal tersebut dengan cara mengadakan
kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan dengan cara mengedakan perjanjian
kredit. Kegiatan pinjam-ineminjam ini atau yang lazim discbut dengan kredit
bermacam-macam jenis produknya, antara lain kredit modal kerla, kredit modal
ekspor, kxedit kepemibkan rumah, kredit kendaman bermotor, kredit tanpa apunan
dan lain-lain. Penulis hanya mencanturnkan kredit tanpa agunan ssbagal contoh,
sedangkan dalam penclisan inf penulis akan memfokuskan kepada pemberian
kredit dengan agunan.

Kegiatan pinjam-meminjam unfuk mendapatkan dang ateu modal dilakukan
dengan cara pinjam-meminjarn sang. Keglatan pigiam-meminiam sang felab
dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasayvarakat yang telabh mengenal vang
sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua magyarakat telah
menjadikxan kegiatan pinjam-meminjam  cang scbagar sesuatu yang  sangat
diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekenomiannya dar untuk
meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai
kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya
dalam hal ini bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Scbaliknya, pihak peminjam
berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu untuk melakokan peminjaman wang
tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam-meminjam uang
kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan

dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperlvan dana guna
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pembiayaan usshanya. Dengan demikian kegiatan pinjam-meminiam vang sudah
merupakan bagian dari kelidupan masyarakat saat ini,

Apabila kita meninjau lebib lanjot dari sudut perkembangan perekonomian
nasional dan internastonal akan dapat diketahui betapa besar peran yang terkait
dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada sast ind. Berbagai lembaga
keuangan, terutama bank konvensional, telah membeantu pemenvhan kebutuhan
dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman nang antara lain
dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha
bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota magyarakat yang
memeriukan dana.’

Faktor-fakior pertimbangan dalam pemberian perbankan adalah menggunakan
asas § (lima} C atau "Five 5 of Credit yang terdini dari Characier (watak),
Capacity (kemampuan), Colleteral (Jaminan) dan Condition of economy {prospek
usaha).” Faktorfaktor ini digunakan untuk melakukan analisa permohonan kredit.
Dengan adanya analisa ini, maksa pihak bank dapat menentukan apakah Debitur
dapat diberikan pinjaman ataw tidak.”

Kegiatan pinjam-meminjam uang vang terjadi di masyarakat nmumnyz sering
dipersyaratkan dengan adanya penyershan jaminan ufang oleh pibak peminjam
kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang {(benda)
schingpa merupakan jaminan kebendaan danfatau berupa janji pepanggungan
utang atau janji yang hanya memberikan kenyamanan kepada pemberi pinjaman

atau kreditur, sehingga merupakan jaminan perorangan atay hadan hukwmn,

kan 4 Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Postaka,

. Bahsan, Hokum Jaminan dan Jsminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta : BT, Raja Grafindo
Persada, 2007), bal. 10

! Ibid.,
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Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pibak peminjam dalam
rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak -
yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman
mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada
pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan utang tersebut
sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman
dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyerahan jaminan dalam kegiatan pinjam-meminjam ini seperti yang
dinyatakan sebelumnya dapat dilakukan dengan penyerahan jaminan kebendaan
baik benda bergerak maupun tidak bergerak melalui lembaga seperti hak
tanggungan, jaminan fidusia, cessie, gadai, dan hipotik, kemudian jaminan yang
sifatnya adalah janji, yaitu penanggungan yang diterbitkan oleh orang perorangan
dan badan hukum serta pemerintah.* Pada jaminan kebendaan daam beberapa
jenis benda sifatnya konkrt dan mempunyai nilai yang artinya bendanya ada,
dapat dilibat dan disentuh dan mempunyai nilai ekonomis, sedangkan dalam
penanggungan hanya bersifat janji berupa untuk melunasi sebagian maupun
seluruh utang peminjam.5

Selain penanggungan ada jaminan yang sifatnya berupa janji dari pihak afiliasi
peminjam, tetapi bukan merupakan janji untuk melunasi utang, tetapi hanya janji
supaya pihak peminjam dapat membayar hutangnya dengan baik dan menjalankan
kegiatan usahanya dengan baik. Jaminan yang berupa janji ini tidak menyatakan
akan menanggung utang dari pihak peminjam. Jaminan int hampir tidak ada nilai

ekonomis bahkan hanya bersifat moral. Berdasarkan penelitian penulis bentuk

4 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, cet3, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
1966), hal. 17

* Kartono, Hak-hak Jaminan Kredit, cet 2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1977), hal. 18
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jaminan ini sering dijadikan sebagai salah satu jaminan dalam perjanjian kredit
dalam kegiatan pinjam-meminjam khusosoya pada pinjamean vang dalam jumlah
besar, Berdaswkan penelitian penulis jaminan ini digunakan untuk menjamin
pinjaman lebih dard USD 5.000.000 (fima juta Dollar Amerika Serikat). Nama dari
jaminan int adalah Letter of Comfort.

Letter of comfort seperti yang telah disebutkan sebelumnya hanya bersifat janji
yang memberikan kenyamanan dan digunakan untuk menjamin utang dalam
jumlah besar. Pihak pember pinjaman barus memperhatikan kondisi pihak
peminiam Khususnya apabila mempunyat masalah pembayaran kepada pihak
pemberi pinjaman atau mempunyai suatu masalsh dengan kegiatan bisnisnya yang
dapat mempengaruhi kegiatan pinjam-meminiam dengan salsh samu jaminannya
berupa Leiter of Comfort vang berasal pihak afiliasi peminjam khosusnya dalam
masalah pertanggungjawaban. Hal ii terlihat dari beberapa kasus yang telah terjadi
di luar negeri dimana fetier of comfort tidak dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum, melainkan pertangpung jawaban secara moral. Kasus-kasus tersebut
adalah Texace Inc v Pemmzoil Co, Kleinwort Benson Lid v Mualgysia Mining
Corporation BHD, Bangue Brussels Lampert 84 (BBL) v Australian National
Industries Lid (AND) NSW LR dan Pirnacle Point Casine (Fiy) Lid v Auret and
Others (4) S4 at 763.°

Padahal seluruh tindakan yang mengandung resiko perlu adanya tanggung
yawab hukum apabila Hidak dilakukan atan diterpkan dengan baik dan benar.
Pemberian Jeiter of comfort sebagai jaminan dalam perianjian kredit perbankan
merupakan tindakan vang mengadung resiko, oleh karepa itv mepurut pemulis

harus dapat diperianggungiewabkan secara hukum bukan hanya secara moral saja.

5 J. Michael Judio and K, D, H, Maiszis, Letter of Comforz, Goldman Judin Maisels Inc, Attorneys of
Johannesburg.
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Berdasarian hal tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan
ini dalam thesis yang bergudul "Tanggeng Jawab Hukum pemberi Letter of

Comfort secbagai jaminan dalam perianjian kredit perbankan”™,

B. Rumusan Masalabh
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka
penclitian i akan diarahkan terutama delam  menjawab  permasalahan-
permasalashan sebagal berikut:
1. Bagaimanakah fanggungiawab hukum dari pembert leffer gf comfor{ sebagai
jaminan dalam kredit perbankan?
2. Kendala-kendala yuridis apa sajakah vang menghambat pertanggunpjawaban

pemberi letter of comfort schagai jaminan dalam kredit perbankan?

C. Tujuan Penulizan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis akademis dan
keperluan praktis, dengan tujuan penelittan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab hukum dari pemberi letter of
comfort sebagai Jaminan dalam kredit perbankan?
2. Untuk mengetahul bagaimanakah kendala-kendala yuridis apa sajakah yang
menghambat pertanggungjawaban pemben letter of comfort sebagal jaminan

dalam kredit perbankan?

D). Kerangka Teori Dan Kenseptoal

Dasar yang fundamental di dalam hukum perjaniian yang banyak dianut di

berbagai negara adalah suatu azas yang berbunyl “Pocta sunt servamda™ yang
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berarti “Janji harus ditepati™. Azas pacte sunt servanda ini kemudian muncul di
berbagai peraturan hukum di semua bangsa vang berperadaban,’

Pacta sunt servanda berasal dari bahasa Latin yang berarti “janji harus
ditepati”, azas inl merupakan prinsip dasar sistem hukum oivif Iaw dan hukum
internasional. Pada vmumnya, azas ini berkaitan dengan konirak atau perjanjian
yang dilakukan di antara para individu, dengan menekankan bahwa perjanjian
merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan menyiratkan
bahwa pengingkaran ferhadap kewsjiban yang ada pada perjanjian merupakan
tindaken melanggar janji atan wanprestasi® Menurut penulis sclain janji yang
diadakan oleh para pihak Pacta St Servanda beriakn bagi janii yang dibuat
secara sepibak.

Prinsip wmum perilaka yang baik dalam segala bidang terutama bidang
komersial menyimpulkan adanya keadaan bona fide, yang merupakan persyaratan
terciptanya keseluruhan sistim, sehingpa ketidakpatuhan akan dijatuhi hukuman
oleh undang-undang di beberapa negara terkadang meskipun tidak ada kerugian
yang dideriia olch salah satu pihak.

Professor Aziz T Saliba LLM dari Universidade de Itauna dan Faculdades de
Direite do Oeste de Minas - Brazil menulis komentarnya yang berjudul
Comparative Law Europe poda Contracts Law and Legisiotion Volume 8 Number
3 September 2001, menyatakan bahwa Pacta sumt servande merupakan sakralisasi
perjanjian (Sanctity of Coniracts). Titik fokus dari bukum perjanjian adalah
kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip ofonomi, vang berarti

bahwa dengan memperhatikan batasan hukum yang fepat, orang dapat

? Asril Sitompul, Pagta Sunt Servanda Dan Rebus Sic Stantibus Dalem Hulum Perianiian, Pusat
informasi Hukum Indonesia, Bandung February 2008, hitp/ipihilawverscom/blos/?p=16 tanggal
BApril 2009,

ey
ikid.,
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mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan pilihannya dan apabila mereka
telah memutuskan untuk membuat perfanjian, mereka terikat dengan perjanjian
tersebud. Kekuatan mengikat suatu pedanfian mempunyai akar religi. Old

Testament, yang disskralkan oleh kaum kristiani dan Yahudi menyatakan:

Apabila sescorang berjanil kepada Tuban atau mengambil sumpsh untuk

memenuhi kewajiban dengan suatu janii, meka iz tidek boleh mengingkari

perkataannya dan haruslah in meluksanakan apa yang telah dikamkannya™. Di

dalam New Testomeni, terdapat perintab untuk mematuhi perkatean: “Apa

yang kamu katakan ‘ya’, biarlah tetap *ya® dan ‘“tidak’ tetap ‘tidak.”

Hal yang sama yang berkaitan dengan perjagjian dapat pula ditemui di dalam
hukum Islamn. Surat ke 5 Al Qur'an, yang dinamakan Surat Al Maidah yang
sering pula dinamakan Sural tentang Perjaniian, dimulai dengan pernyataan: “Hai
orang-orang yang beriman! Tuopatkan (setua) perjanjian”. Pernyataan ini
ditemukan di dalam hukum Romawi: pacte surit servanda ex fide bona:™ .. janji
harus di tepati dengan itikad baik.

Rebus sic startibus. Pembatasan terhadap *“kesucian perjanjian”™ disampaikan
oleh ahli-ahli hukum kanonik pada Abad XII dan XIII. Menurut mereka dalam
istilah Latin nya: contractus qui habent tractum succesivum el depentiam de future
rebus sic siantibus mtelliourtur. Toi dapal diterjemahkan menjadi “Peganjian
menentakan perbuatan selanjutnya vatuk melaksanakarmya pada masa yang akan
datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan
di masa yang akan datang tetap sama”™.'® Akan tetapi azas Rebus sic stantibus ini

tidak boleh dicampuradukkan dengan force majewre. Keadaan Force majeure

menyampingkan kewajiban pelaksanaan hanya apabila terjadi suatu keadaan yang

* thid,,
” @‘!
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tidak dapat dicegah (dan tidak dapat diduga). Dalam force majeure, pelaksanaan
haruslah tidak dimungkinkan secara fisik dan secara hukum dan bukan semata-
mata hanya karenz lebih sulit untuk dilaksanakan. Dasar perbedsannya adalah,
bahwa di dalam force majeure tidak tenmasuk kesulitan skonomis bahkan juga
ketidakrnungkinan secara ekonomi.

Rebus sic stantibus pertamakali diterapkan oleh peradilan keagamaan, Hal
tersebut kemudian diadopst oleh pengadilan lain dap para shli hukum dan konsep
ini telah diterima secara luas pada akhir abad XVII. Pada umumnya dalam
sejarah perubahan hukum, penerimaan guatu konsep tertentu dalam hukum secara
berangsur-angsur mengabur seiring dengan waktu, Sebagaimana dikatakan oleh
Prof. Rosenn

Pada awal abad kelimabeles, popularitas teorl rebus sic stomtibus mulai
memudar, sebagian karcna adanya protes untuk kepentingan komersial
terhadap meningkatkan Kketidakamanan yang ditimbulkan oleh pencrapan
secara Iuas teonl lersebut. Pada gkhir abad delapanbelus, azas pacta sunt
servarda mencapal puncaknya, dan teori rebus sic stantibus telsh menghilang
hanya mencadi doktrin yang usang, Yang ikut mendorong kepudarannya
adaleh munculnya positifisme saintifik, dan meningkatnya penckanan pada
otonomi individval dan kebebasan berkontrak.'!

Karens Liberalisme, yang merupakan aliran filsafat yang mendominasi di abad
ke delapan belas, membawsa ide baru vang tidak kompatibel dengan penerapan
yang tegas dan terbatas dari prinsip rebus Sic siomiibus sebagaimans dikemukakan
oleh para kanonis dan karena azas Pacta sunt servanda, dianggap sangat sesuai
dengan konsep lasse faire, lussez passé maka kitab undang-undang yang

dikelnarkan pada masa itu (Kode Napoleon dan falion Civil Code) tidak

mengadopsi konsep rebuy sic staniibus.,
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Code Napoleon, secara umum, mencerminkan nilai-nilai burjuis. Karaktertstik
penting lainnya dari Kode Napoleon adalah bahwa ia memisahkan antara gereja
dengan negara. Oleh karena itu, seperti dijelaskan di atas, rebus sic stantibus pada
awalnya diterapkan oleh pengadilan gereja apabila dicurigai terjadi perzinahan,
tidak sulit untuk dimengertt mengapa rebus sic stantibus dikeluarkan dari Kode
Napoleon. Klausula yang menghalangl pencrapan rebus sic signtibus dalam
kontrak, yang fergantung kepada hukum Perancis, adalah Arikel 1134 Kode
Napoleon vang berbunyi “Agreements legally made take the place of law for those
who make them. They may be revoked only by mutual consent or for causes which
the low authorizes. They must be execwied in good faith.”

Seielah pecahnya Perang Duania I, para ahli hukum Eropa mencari justifikasi
teori umtuk memberi kelonggaran kepada pemberi janji untuk melaksanakan
kontrak yang sangat sulit dilaksanakan, Sebagai akibainya, prinsip Rebus sic
stantibus sckali lagi di daur wlang, dengan nama dan peraturan legislatif’ yang
berbeda di berbagai negara, bersama dengan dasar justifikasi yang paralel,

Perjanjian di Indonesia berpedomean kepada KUHPerdata, di dalam Pasal 1338
KUHPerdata dinyatakan bahwa

“Setiap persehijuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mercka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ifu tidak dapat ditarik

kembali selain dengan sepakat keduva belsh pihak, atau karena alasan-alasan
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Persetujuan-persetujuan harus
dilaksanakan dengan itikad haik”

Pasal ini mencerminkan azas pacta sl servanda yang diterapkan di dalam
KUHPerdata Indonesia, Alinea kedua Pasal 1338 ini menyatakan bahwa
perjanjian yang telah dibuat secara sah hanya dapat ditarik kembali apabila ada
kesepakatan para pihak. Sedangkan alasan-alasan yang oleh undang-undang

dinyatakan cukup terdapat pada KUHPerdata mulai Pasal 1321 sampai dengan
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Pasal 1328, dan dilanjutkan pada Pasal 1446 sampai 1456. Pengecualian atas azas
pacia sunt servanda ini terdapat pada Pasal 1444 KUHPerdaia.

Hubungan teori pacta sunt servanda dengan tanggung jawab hukum pemberi
letter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan adalah pihak
pembert letfer of comforf tersebut harus menepati janjinya dan apabila pibak
Debitur wanprestasi, maka pemheri letter of comfort sebagal joaminan dalam
perjanjian kredit tersebut dapat dipertangpngiawabkan, Teori pacta sunt servanda
beriaku bagi setiap pihak vang mengadakan perjaniian baik perfaniian sepibak
maupun perjaniian dengan beberapa pihak.

Berdasarkan feoriteori yang telah diutarskan diatas, maka kerangka
konseptual dari thesis ini antara lain membahas tentang kredit, vaitu:

?eﬁyeziiaan uang atau iagihan yang dapat dipersamakan dengan in
berdasarkan persetujuan afau kesepakatan pinjam meminjam anfars bank
dengan pihak lain yang mewaiibkan peminjam untuk melunasi hutangnya
setelah jangka wektu fertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau
pembagian hasil kelmmngmiz

Menyerahkan secara sukarela sejumlab uang untuk dipergunaken secara
bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan
pinjaman ity untuk keuntungannnya dengan kewajiban mengembaliican
jumlah pinjaman itu dibelakang hari, ™

Kredit tfidak terlepas dari perjanjian karena kredit dibuat dengan suvatu
perjanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dengan

mana satu orang atan lebih mengikatkan dirinya terbadap satu orang atau lebih,'?

Perjanjisn wuntek memperoleh suatu kredit berakar davi perjanjian pinjam

2 tndonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal | ayat 12, LN 31, TLN 3472
¥ Mariam Darus Badrulzaman, Perianjian Kredit, (Bandung : 1989), bal, 21

¥ indunesia, Kitab Undane-undang Hukum Perdata terjemahan R, Subskti dan R, Tiitrosudibio, Cet
&, {Jakarta Pradaya Paramita, 1974), Pasal 1313

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



12

meminjam yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka yang
dimaksud dengan Perjanjian kredit adalah
Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan
yang sama pula.”’

Salah satu yang diperlukan dalam perjanjian kredit adalah jaminan. Jaminan
mempunyai kegunaan dan fungsi menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. 16 Salah satu jenis jaminan
yang berhubungan erat dengan tesis ini adalah penanggungan atau jaminan
pribadi. Penpangpgungan atau jaminan pribadi (horgrocht) adalah

Suatu perjanjian dimana pihak yang satu (sebagai borg) menyanggupi
kepada pihak lain (kreditur dari suatu perjanjian hutang piutang) bahwa ia
menjamin pembayaran kembali hutangnya tersebut, bila si debitur tidak
memenuhi kewajibannya'’

Sesuai dengan yang dibahas sebelumnya jaminan yang penulis maksud adalah
leiter of comfort. Letter of comfort adalah written assurance, ofien issued by the
seller's parent company or bank, which is intended to affer "comfort’ to the buyer
as lo the seller's ability or willingness to perform its obligations. Kemudian
pengertian lain dan letter of comfort adalah A letter issued to a lending institution
by a parent company acknowledging the approval of a subsidiary company's

attempt for financing'®. Black Law Dictionary menyatakan Letter of comfort

adalah A4 letter from a parent corporation on behalf of subsidiary, stating its

13 Ibid., Pasal 1754

1 R Subekti, Jaminan-Jaminan_untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 19

" bid., Pasal 1820
'* www.investopedia com/terms/lletterofcomfort.asp - 29k, hari Jumat, tanggal 13 Juni 2008
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support (but short of guaraniee) for the activities and commitments for another
corporarion.w

Karena penulisan tesis ini menyangkut bank dan perbankan, maka perbankan
adalah segala sesuatu yang menyanghkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, sertz cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya’
dan bank adalah badan usaba yang menghimpun dana dari masyarskat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau benituk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.”!

E. KEASLIAN PENULISAN

Dalam menyusun suatu karya ilmiah syarat vang paling utama dan sangat
penting untuk diperhatikan adalah keashian suatu karya tulis tersebut, Dalam hal
ini karya tlis tersebut adalah thesis yang diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk Julus program pascasarjana dan mendapatkan gelar magister hukum.
Berdasarkan keterangan dan daftar judul thesis yang penulis lihat belum ada yang
mengajukan atan melakukan penulisan dengan judul thesis vang sama. KeasHian
ini juga berlaku uptuk tempat lain, vaitu belum ada piheak yang melakukan
penulisan dengan jusul thesis yang sama, sehingga menurut penulis thesis ind
merupakan murni basil pemikirzn dan penelitian penulis.

Melalui penelusuran komputer di perpustakaan Fakultas Hukum Unpiversitas

Indonesia, ternyata penelitian mengenai tanggung jawab hukum pembert Jetter of

" Bryan A. Garper (Editor in Chief), Black’s Law Dictionary, edisi kedefapan, {Saint Paul : Thomson
West, 1999}, hal 283

* Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tghun 1998 tentany Perabahan sise Lindang-undang Nemor 7
Tahon 1952 tentang Perbankan, Pasal | ayat 1, LN 182, TLN 3790

) thid, Pasal | ayat 2

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



14

comfors ssbagal jaminan dalam peganjian kredit perbankan beluwm pernah
dilakukan. Oleh sebab itu penelitian ini adalah asli dan memenuhi azas-

azas keilmuan : jojor, rasional, obyektif dan terbuka.

F. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan thesis ini adalah sebagai

berikut:

1. Sifat penelitian | peselitian ini  bersifat deskriptilf analitis  artinya
menggambarkan fakia yang dilelil dengan peraturan perundang-undangan,
teori-teor serta pendapat para ahli hukum 2

2. Mectode pendekatan : perelitian inl menggunakan pendekatan secara yuridis
normatif, yaity yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibubungkan dengan
kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan
antara funtutan nilai-nilal ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan
dengan kenyataan yang ada di lapangan.®

3. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitien ini
berupa:

&. Penelitian Pustaka {Library Research).

1.) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Undapg-Undang Nomor 7 Tahun 1952 isntang Perbankan, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan danperaturan-peraturan

fainnya.

= Soejonn Sozkante, Pengantar Penelitian Hukom, {Jakarta : Universitas Indonesiz, 1986), bal. 15,

= Morris Cohen, Peneliian Dy Hukum, (Jakarta - Rals Grafindo Persada, 1995), hal. 17,
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2.) Bahan hokum sekunder, yaitu bahan-bahan vang erat hubungannya
dengan bahan hulasm primer dan dapal membantu menganalisis baban

hukum pimer, yang meliputl buku-buku, jurnal, kamus dan artikel.

b. Penelitian Lapangan (Field Research), vaitu penelitian vang dilakukan

untuk mendapatkan data primer,* yaitu data yang diperoleh dari wawancara
dengan Senior Pariner Law Offices of Remy & Pariner yang juga
merupakan mantan Ketua Muda Mabkamah Agung Republik Indonesia
Bapak. M, Yahya Harahap, 8.H, dan mengutip apa yeng selalu diutaraiakn
oleh Prof. Erman Radjagukuguk, S.H., LLM., Ph.D dalam kulish Hukum
Perusahzan dan Kepalitan. Sclam it penulis juga mendapatkan data pada
saat penulis bekerja pada Law Offices of Remy & Partners, yaitu pada saal
dinas di beberapa bank. Penulis pada saat dinas tersebut mendapatkan
keterangan serta infomasi dart pejabat dan staff dari bank yeng
bersangkutan, Penulis tidak dapat mencantumkan nama-nama dari pejabat
dan staff bank tersebut karena penulis terkat peganjian kerahasiaan

{confidentially underiaking).

Sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara akan merupakan arah bagi

pengumpulan data-data sekunder, schingga dalam aralisa data akan diutamakan

pada data sckunder.

Metode analisis : metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif artinya

menjabarkan dengan kalimat-kalimat, sehingga memperoleh bahasan atau paparan

yang sistemnatis dan dapat di mengertl,”

* foid .

# 1bid., hal. 25.

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



16

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian singkat mengenai susunan dari
penulisan ita sendiri secara teratur dan terperinel, Maksud dan fujuen dari
sistematika pepulisan inl agar dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para
pembacanya karena dapat melihat hubungan antara satu bagian dengan bagian
vang lain mengenai selurnh materd ist penulisan makalah ini.

Secara keseluruhan, muekalah ini terbagi ke dalam 5 (Jima) bab, dengan
perincian sebagai berkut:

Bab 1 pendahulvan vang terdiri afas istar belakang moagalsh, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penulisan, maniaat penelitian, finjuan pustaka,
keaslian penualisan, kerangka teorifis dan kerangka konseptual, metode pepelitian
dan sisternatika penulisan.

Bab U Letier of comfort sebagat janfi dalam bentuk surat pernyatsan yang
didalamnys menguraikan fentang finjauan yuridis surat pernyatagn dan tinjaunan
yuridis letter of comfort serta letter of comfort scbagai surat pernyataan berentuk
ianji

Bab W fetter of comfort schagai jaminan dalam perjaniian kredit perbankan
yang didalamnpya menguraikan fentang pengectian dan jenis kredit, jenis-jenis
kredit, fungsi dan tujuan kredit, penyelesaian dan penyelematan iransaksi kredit
berrnasalah, pengertian dan fungsi jaminan, maksud dan fujuan jaminan, macan-
macam jaminan, sifat jaminan, hapusnya pembebanan atas jaminan, letter of
comfort sebagal jaminan dalam kredit perbankan.

Bab IV tanggung jawab hukum pemberi letter of comfort dalam keedit
perbankan yang dalam bab ini menguraikan tentang tanggung jawab hukum dalam
hukum pemberi letter of comfort berdasarkan bukum persercan terbatas, tanggung

jawab hukum dalam hukum perbankan, fenggung jawab hukum dalam kitab
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undang-undang hukum perdata dalam bidang jaminan dan tanggung jawab hukum
pemberi letter of comfort apabila debitur mengalami kepailitan serta membahas
tentang lefter of comfort bukar mempakan jaminan kredit yang paling kuat dan
aman sebagai kendala dalam pertangsungjawaban hukum dalam pcxjax:;iian kredit
perbankan,

Bab V penutup yang merupakan bab terakhir dari penulizan thesis ini. Dalam
bab ini zkan memberikan kesimpulan dan saran dard penulisan thesis ini yang
mungkin berguna bagi para pembaca,

Demikian gambaran fesis ini dimana rangkaian bab demi bab merupakan satu
kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain, agar dapat dijadikan panduan guna

memberikan batasan dan mang lingkup dalam pembahasan selanjutnya,
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BAB IX
LETTER OF COMFEORT SEBAGAI JANJI

DALAM BENTUK SURAT PERNYATAAN

A. Tinjuan Yuridis Sarat Pernyatasn

Bab ind, penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan kedaan faktual yang
berhubungan dengan bagian-bagian dad sub bab yang ada dalam bab ini. Pada
sub-sub bab pada bab ini penulis menguraikan pensantar tentang hal-hal vang
berhubungan dengen kegiatan bisnis masyarakat pada unugnnya  yang
berhubungan dengan hukum kemudian dikaitken dengan inti pokok dari bab ini,
yaitu Lefrer of Comfort. Pada bab ini penulis bermaksud untuk menjelaskan
terrnasuk dalam jenis dan kategor apa surat dalam bentuk Leffer of Comfort.

Surat pernyataan ini dapat digonakan untuk berbagal macam hal dan
tergantung dari isi surat tersebut dapat mempunyai nilai. Surat pernyataan dalam
bentuk lain, yaitu Leffer of Comfort digunakan oleh beberapa pengusaha sebagai
jaminan datam kredit perbankan.

Surat pernyataan adalah salah satu surat yang digunakan untuk mendapat
kepastian hukum, Kepastian hukum yang dimaksud adalah suatu jaminan bahwa
yang dinyatakan dalam surat tersebut adalah benar adanya atau pemyataan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Surat pernyatasn juga didefinisikan
sebagai surat dinas yang berisi pernyataan tertulis yang mengemukakan kesediaan
/ kesanggupan seseorang atau kelompok untuk menanggung segala resiko yang

berkaitan dengannya.’

! Definist 7 Istilah, www.dephut.go id/alaman/pransfogi kehutanan/definisi.pdf, tangeal 5 September
2008

1
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Surat perniyataan biasanys digunakan oleh subjek hukum dalam rangka
untuk memberikan kepastian bagi penerimanya atau mendapatkan kepastian
dari pencrimanya dan merupakan salah satu yang dpersyaratkan untuk
mendapatkan sesuatu, misalnya “Surat Pernyataan Tidak Bekerja Scbagai
Pengawai Negeri Sipil, Angkatan Bersenjats Republik Indonesia, Kepolisian,
atau Lembaga Pemerintahan lainnya™ yang diberikan seseorang untuk menjacii
advokat kepada Perhimpunan Advokat Indonesia {(PERADI) atau sebaliknya
surat pemyataan dalam benfuk dan isi yang lain vang digunakan untuk dengan
pegawai negerd sipil dan lembaga pemerintaban lainnya.

Surat pernyataan digunakan adalah surat yang telah lazim digunakan
dalam kegiatan schani-harl untuk tmjuap dan berfumgsi scbagal alat seperii
yang telah diurarkan sebelumnya. Surat pernyataan ind sangat bervariasi isi dan
bentuknya, bahkan sural pernyataan berupa janji kepada pihak yang dituju
untuk memastikan semua kegiatan yang akan dilaksanakan dapal berlangsung
dengan lancar. Beberapa surat perpyatasn berdasarkan pengalaman penulig
berbentuk janji-janii yang ditujukan kepada pibak lain dan didalamnya
terdapat suatu klausola tentang sankst bagy pelangparan terhadap surat
pernyataan tersebut, seperti “Apabila di kemudian bad diterukan pelanggaran
atas Surat Pemnyataan ini balk sebagian maupun selorohnya oleh selah sag
pihak ataa pibak terkait lainnya, maka kami bersedia untuk menurankan Lagu-
lagu tersebut dengan mengacu kepada ketentuan Perjanjian Content™,

Surat pernyataan scperii yang ielah diuraikan diatas sangat berguna
untuk kepentingan dan kepastian hukum khusunya kepada pihak yvang

menerira atay pihakyang di toju, sehingga snatu kegiatan dapat berlangsung

? Surat Pernyataan, Independent Music Portal, www.importmusic.com, tanggal 6 September 2008,
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dengan lancar. Surat pernyataan juga dapat dikategorikan sebagai sumpah bagi
pemberinya, dimana pemberi tersebut bersumpah bahwa apa yang dinyatakan
dalam surat pernyataan tersebut merupakan benar adanya, sehingga penerima
surat kuasa tersebut mendapatkan kepastian hukum dari pihak yang
memberikannya.

Surat pernyataan juga digunakan dalam kegiatan perbankan khususnya
dalam kegiatan Jaminan Simpanan Uang pada Bank yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973, isi dari peraturan tersebut antara
lain adalah

“bahwa semua bank termasuk bank asing yang melakukan usaha

berdasarkan suatu izin usaha dari Menteri Keuangan, diwajibkan

menjamin simpanan uang pihak ketiga kepadanya, baik vang berupa
giro, deposito, tabungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
peraturan pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya”

Peraturan tersebut dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan dinyatakan sudah tidak berlaku, tetapi dalam rangka
jaminan tersebut bank wajib menandatangani surat pernyataan yang berupa
“kesanggupan bank untuk memenuhi persyaratan dalam ranka pemberian
jaminan dan betanggung jawab atas pemenuhan semua persyaratan™. Surat
pemyataan yang diwajibkan kepada bank tersebut isinya antara lain adalah

“menyatakan bank umum yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan

pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank

Indonesia, menyampaikan laporanyang diminta Badan Penyechatan

Perbankan Nasional dan Bank Indonesia, memberikan kontrak jaminan

kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam bentuk surat
utang, dan bank tidak membagikan deviden kepada pemegang saham,

3 Rachmasi Usman, Aspek Hukum Perbankan Indonesia, (PT. Gramedia Pustaka Ulama : Jakarta,
2000}, hal. 202

! Ibid,,
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selama jangka waktn jaminan berlaku atau selama kewajtban kepada
Badan Penyehatan Perbankan Nasional belum dibayar’

Surat pernyataan tersebut dikeluarkan pada saat Indonesia mengalami
krisis ekonomi, sehingga dibentuk Badan Penychatan Perbankan Nasional
untuk membenahi kegiatan pei'bankan Indonesia. Surat pemyataan tersebut di
atas mempunyai kegunaan supaya bank-bank yang pada saat terjadi krisis
moneler tidak merugikan masvarakat, sehingga simpanan wvang atan bentuk
lain dari masyarakat yvang dipercayakan kepada bank fidak hilang, sehingga
mengakibatkan kerugian kepada masyarakal, selain ifu ketentuan fersebut
dikeluarkan dalam rangka mepgembaiikan kepercayaan masyarakat kepada
bank karena bank dan kegiatan perbankan merupakan salah satu hal yang
paling penting dan vital bagi kehidupan masayarakat,

Hal yang dapat dipersamakan dengan surat pemyataan dalam kegiatan
perbankan, scpengetabuan penulis terdapat dalam perjaniian kredit, vaita suatu
klagsula tentang “negatif dan positif konvenan™ dimana dalam perjaniian
tersebut ditepaskan tentang status dari Debitur, apakah sebagai Badan Hokum
atau pribadi dengan melampirkao identitas dari Debitur. Selain tentang status
Debitor hal-hal lain yang termasuk dalam negatif dan positif konvenan dalam
suatu perjangian kredit merupakan pernyataan bagi Debitur.

Surat pemyataan sangat berguna dalam kegiatan bisnis di masyarakat,
tetapl suatu hal yang perlu dipechatikan adalah surat pernyataan tanpa adanya
klausula yang tegas yang mengatur sanksi dari pelanggaran atas surat
pernyataan tersebut, maka surat pernyataan vang dikeluarkan tersebut hanya
mempunyal sanksi moral terhadap penerbitnya, oleh karena itu dalam surat

pernyataan wajib untuk dicantumkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan

3 .
b,
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oleh penerbit. Surat pemyataan selain mempunyai sifat sanski yang lemah dan
hanya bersifat moral yang apabila tidak dinyatakan secara tegas dalam sanksi
dalam surat pernyataan tersebut juga mempunyai kekuatan hukum yang
lemah. Surat pernyataan biasanya hanya ditandantangani secara sepihak oleh
penerbitnya atae yang diberi wewenang untuk menandatanganinya, oleh
karena itu kekuatan hukum dari surat pernyataan tersebut dapat dipersamakan
dengan perjanjian dibawah tangan. Supaya surat pemyataan fersebut
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan kuat penerbitnya, maka
surat pernyataan tersebut sebaiknya dilegalisasi oleh notaris. Surat pernyataan
vang dilegalisasi oleh notaris setidaknya mempunyai kekutan hukum yang
kuat dan mengikat penerbit, sehingga apabila penerbit tidak melaksanakan
atau keadaan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam surat
pernyataan, depngan kata lain terdapat pelanggaran atas surat pemyataan
tersebut, maka penerima surat pernyataan tersebut dapat menuntut penerbit
atas pelanggarannya apabila menimbulkan kerugian bagi penerima dengan
tuntutan wanprestasi. Selain dilegalisasi kemudian di register, lebih baik surat
pernyataan dibuat dalam akta otentik yang pengaturannya terdapat dalam Pasal
1868 KUHPerdata yang isinya adalah ”suatu akta otentik ialah suatu akta yang
dibuat dalam bentuk vang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan
pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Akta
otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma yang artinya akta
otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki
keabsahan tanda tangan dari para pihak.

Menurut penulis surat pernyataan dapat dipersamakan atau dianggap

sebagai perjanjian sepihak sama halnya seperti hibah, tetapi tidak mempunyai
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objek hanya berupa hal-hal yang hams dilaksanakan oleh penerbit kepada
penerima. Pedaniian yag mencantumkan klausla negatif dan positif konvenan
vang telah penulis wraikan sebelumnya menurut penulis adalah pemnyataan
yang dimasukkan dalam suata perjanjian 2 (dun) pihak. Sural pernyataan
merupakan perjanjian sepihak karena didatamnya terdapat klausula-klausula
yang wajib dilaksanakan oleh penerbit dan swai pernyataan tersebut
ditandaangani oleh penerbit pribadi. Tujuan dari surat pernyvatasn bukan
memberikan suatu objek kepada pencrimanva, melainkan memberikan
kepastian, kenyvamanan, ketenangan, kevakinan dan lain-lain yang berasal dari
penerbit.

Sepertt yang telah penulis uraikan bahwa terhadap surat pemyataan
tersebut dapat di funtut atau di gugat dengan wanprestasi (defauif). Gugatan
atau huntuian wanprestasi dapat digunakan terhadap penerbit surat pernyataan
yang {alai memenubi apa yang felah dinyatskanoys yang merupakan janiji
baginya. Menurut penulis dasar hukum dari surst pernyataan adalah Pagal
1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan :

*Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila

ituatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian

kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu”.Siapa pun yang
telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menartknya kembali, jika
pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

Dalam kegistan perbankan seperti yang teleh diuraikan sebelumnya
juga memakal suart pernyataan untuk tujuan lertenty, yaitu sebagal jaminan
simpanan uwang pada bank yang diterbitkan oleh bank denpan pihak Badan
Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Indonesia sebagai penerima dari

surat pemyataan tersebut. Dalam kegiatan perbankan khususnya dalam
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perjanjian kredit apabila terdapat dkumen-dokumen yang kurang atau belum
terpenuhi karena suatu sebab yang dapat dipertanggungjawabkan atau untuk
keperluan bank, biasanya bank meminta surat pernyataan yang menyatakan
tentang keadaan yang diminta oleh bank dan penerbit menvatakan bahwa apa
yang tercantum dalam surat pemyatsan tersebut adalah kondisl yang
sebenarnya dan benar adanya. Sehingga bank mendapatkan kepastian,
kenyamanan, keyakinan dan lain-lain dalam hukum dengen adanya surat
pernystaan yang diterbitkan oleh nasabah Debitur. Selain surat pornyataan dari
Debitur dalam rangkan perisaiian kredit perbankan vang bertujuan untuk
sebagai pernyataan apabila ada hal-hal yang kurang seperti vang telah penulis
uraikan, sepengeiahuan penulis ada surat pernyatean vang difadikan schagai
suatu jaminan dalam perjanjian kredit parbankan tersebut,

Surat pemyataan yang dijadikan jaminen dalam pedanjian kredit
perbankan tersebul selarma penulis melakukan peneclitian telah banyak
digunakan dan dalam beberapa pepaniian kredit fersebut, surat pernyataan ity
hanya menjadi sato-satunya jamdnan dalam perjaniian kredit perbankan
tersebut dan tidak ada jaminan lain seperti bak tanggungan, fdusia, gadai,
hipotek dan jaminan pribadi. Surat pernyataan tersebut jugs menjadi jaminan
yang nilainya tidak kecil dan menurut penulis merupakan jumlah yang cokup
besar. Surat pernyataan yang dijadikan jaminan tersebut berisi tentang janji-
janji deri afiliasi Debitur dalamrangka pelunasan hotang dari Debitar dan
bukan menjamin hutang Debitur seperti jaminan pribadi (borghtocht). Dalam
surat pernyataan tersebut juga ada yang mencantumkan hukumyang berlaku
(choice of law) dan tempat penyelesaian sengeketa (choice of forum) dari surat

pernyataan fersebut. Surat pernyatean fersebut hanva ditandatangani secara
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septhak oleh pihak afiliasi Debitur. Surat pernyatasn ini sifatnya hanya
memberikan kenyamanan bagi Kreditur atau bank supaya Debitur dapat
melunasi hutangnya dan seperti penulis telah uraikan sebelumnya igi dari surat
pernyataan terschut henya berupa janii-janji. Nama dan surat pernyataan
terschut adalah Letter of Comfort. Sepanjang penclitian dan pengetabuan
penulis bank-bank yang menerima jaminan dalam bentuk Zetter of Comfor:
telah melakukan legalisasi terhadap Letter of Comfort tersebut dihadapan
notaris, sehingga memucut peoulis telah mempunyar kekvatan hukum yang
mengikat.

Hal lain yang dapat menegaskan pertangpungjawaban surat pernyataan
berbentuk letter of comfors adalah pacia sunt servanda dan rebus sic stantibus.
Dasar yang fundamental di dalam hukum perjaniian yang banyak dianut di
berbagai negara adalab sustu szag vang berbuny! “Pacia sunt servanda” yang
berarti “Janji barus ditepati”. Azas pacta sunt servanda ini kemudian muncul
di berbagal peraturan hukum i semua bangsa yang berperadaban,

FPacta suni servonda berasal dari bahasa Latin yvang berarti “janji harug
ditepati”, azas ini merupakan prinsip dasar sistem hulmm civil /aw dan hukum
ipternasional. Pada wmumnya, azas ini berkaitan dengan kontek atau
perjanjian yang dilakukan di aotara para individy, dengan menekankan bahwa
perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan
menyiratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada
peganjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Prinsip umum perilaku yang baik dalam segala bidang terutama bidang
komersial menyimpulkan adanye keadaan bona fide, yang merupakan

persyaratan terciptanya kescluruhan sistim, schingga ketidakpatuban akan
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dijatuhi hukuman oleh undang-undang di beberapa negara terkadang meskipun
tidak ada kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Azas pacta sunt
servanda juga terdapat di dalam perjanjian internasional, “setiap traktat adalah
mengikat terhadap para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik™.
Selain fakta bahwa azas pacta sunt servanda bersama dengan azas itikad baik
yang merupakan prinsip-prinsip yang dikenal secara universal (The Vienna
Convention on the Law of Treaties, 1969, Preambule para. 3), azas ini juga
muncul pada Article 26 :“Every freaty in force is binding upon the parties 1o it
and must be performed by them in good faith.”

Azas ini dapat diterjemahkan dengan formula sebagai-berikut: “traktat
adalah apa yang diinginkan oleh perancangnya dan hanya apa yang mereka
inginkan dan karena mereka menginginkannya dengan cara mereka”. Suatu
pihak tidak boleh menggunakan ketentuan hukum internalnya sebagai alasan
atas kegagalannya untuk memenuhi ketentuan traktat (Article 27).
Pembatasan atas azas “pacta sunt servanda” ini terdapat dalam ketentuan
tentang “peremptory norm of general international law” (atau jus cogens),
akan tetapi, dalam kenyataan negara-negara mengharapkan bahwa traktat yang
diadakan untuk lingkup tertentu, misalnya yang secara khusus berhubungan
dengan perlindungan terhadap lingkungan, tidak secara kaku diterapkan oleh
secluruh negara hanya berdasarkan azas “pacta sunt servanda”. Inilah
sebabnya maka beberapa traktat yang dibentuk belakangan ini memuat
kewajiban untuk bekerjasama dalam rangka memfasilitasi kepatuhan terhadap
kewajiban yang ada pada traktat (lihat juga Article 8 The Ottawa Convention

on the prohibition of landmines).
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Professor Aziz T Saliba LLM dari Universidade de Itaunz dan
Faculdades de Direito do Oeste de Minas - Brazil menulis komentarnya yang
berjudu]l Comparative Law Ewrope pada Contracts Law and Legisiation
Volume 8, Number 3 September 2001, menyatakan bahwa Pacta sunt servarula
merupakan sakralisasi perjanjian (Sanctity of Comirgeis). Tittk fokus dar
hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan
prinsip otopomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batasan hukuum
yang tepat, orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesual dengan
pilihannya daa apabila mereka telah memutuskan untuk membuat petjanjian,
mereka terikat dengan perjanjian tersebut. Kekuatan mengikat suat perjanjian
mempunyai akar religi. Old Testament, yang disakralkan oleh kaum kestiani
dan Yahudi menyatakan “Apabila seseorang berjanii kepada Tuban atan
mengambil sumpah untuk memenuhi kewajiban dengan suatu jangi, maka ia
tidak boleh mengingkari perkatasnnya dan harusiah ia meloksanakan apa yang
telah dikatakannya”. Di dalam New Tesromeni, terdapat perintah untok
mematuhi perkataan “Apa vang kamu katakan ‘ya’, biarlah tetap ‘va’ dan
“tidak” tetap *tidak®”,

Hal yang sama yang berkaitan dengan perjanjian dapat pula ditermad di
dalam hukum Islam. Surat ke 5 Al Qur’an, yang dinamakan Surat Al Maidah
yang sering pula dinamakan Surat ientang Peganjian, dimulai dengan
pemyataan “Hai orang-orang yang beriman! Tunaikan {semupa} perjanjian®,
Pemnyataan ini diternukan di dalam hukum Romawi: pacia sumt servanda ex
fide bona: ™ ,_jenii harus di tepati dengan itikad baik.

Rebus sic stantibus. Pembatasan terbadap “kesucian perjaniian”

disempaikan oleh ahli-ahl hukum kanontk pada Abad XTI dan X1 Menurm
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mereka dalam istilab Latin nya: contractus qui habent tractum succesivum el
depentiam de future rebus sic siantibus intelliguniur. Ini dapat diterjemahkan
menjadi  “Perjanjian  menentukan  perbuatan  selanjutnya  untuk
melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada
persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap
sama’. Akan tetapi azas Rebus sic stantibus ini tidak boleh dicampuradukkan
dengan force majeure. Keadaan Force majeure menyampingkan kewajiban
pelaksanaan hanya apabila terjadi suatu keadaan yang tidak dapat dicegah (dan
tidak dapat diduga). Dalam force majeure, pelaksanaan haruslah tidak
dimungkinkan secara fisik dan secara hukum dan bukan semata-mata hanya
karena lebih sulit untuk difaksanakan. Dasar perbedaannya adalah, bahwa di
dalam jforce majeure tidak termasuk kesulitan ekonomis bahkan juga
ketidakmungkinan secara ekonomi. |
Rebus sic stantibus pertama kali diterapkan oleh peradilan keagamaan.
Hal tersebut kemudian diadopsi oleh pengadilan lain dan para ahli hukum dan
konsep ini telah diterima secara luas pada akhir abad XVIII. Pada umumnya
dalam sejarah perubahan hukum, penerimaan suatu konsep tertentu dalam
hukum secara berangsur-angsur mengabur seiring dengan waktu. Sebagaimana
dikatakan oleh Prof. Rosenn
Pada awal abad kelimabelas, popularitas teori rebus sic stantibus mulai
memudar, sebagian karena adanya protes untuk kepentingan komersial
terhadap meningkatkan ketidakamanan yang ditimbulkan oleh
penerapan secara luas teori tersebut. Pada akhir abad delapanbelas,
azas pacla sunt servanda mencapai puncaknya, dan teori rebus sic
stantibus telah menghilang hanya mencadi dokirin yang usang. Yang
ikut mendorong kepudarannya adalah munculnya positifisme saintifik,

dan meningkatnya penekanan pada otonomi individual dan kebebasan
berkontrak.®

® Asril Sitompul, Op, Cit,
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Karena Liberalisme, yang merupakan aliran filsafat yang mendominasi
di abad ke delapan belas, membawa ide baru yang tidak kompatibel dengan
penerapan yang tegas dan terbatas dari prinsip rebus sic stantibus sebagaimana
dikemukakan oleh para kanonis dan karena azas Pacta sunt servanda,
dianggap sangat sesuai dengan konsep lasse faire, lassez passé maka kitab
undang-undang yang dikeluarkan pada masa itu (Kode Napoleon dan lfalian
Civil Code) tidak mengadopsi konsep rebus sic stantibus.

Code Napoleon, secara umum, mencerminkan nilai-nilai burjuis.
Karakteristik penting lainnya dari Kode Napoleon adalah bahwa ia
mermisahkan antara gereja dengan negara. Oleh karena itu, seperti dijelaskan
di atas, rebus sic stantibus pada awalnya diterapkan oleh pengadilan gereja
apabila dicurigai tegadi perzinahan, tidak sulit untuk dimengerti mengapa
rebus sic stantibus dikeluarkan dari Kode Napoleon. Klausula yang
menghalangi penerapan rebus sic stantibus dalam kontrak, yang tergantung
kepada hukum Perancis, adalah Artikel 1134 Kode Napoleon yang berbunyi
“Agreements legally made take the place of law for those who make them.
They may be revoked only by mutual consent or for causes which the law
authorizes. They must be executed in good faith.”

Setelah pecahnya Perang Dunia I, para ahli hukum Eropa mencari
justifikasi teori untuk memberi kelonggaran kepada pemben janji untuk
melaksanakan kontrak yang sangat sulit dilaksanakan. Sebagal akibatnya,
prinsip Rebus sic stantibus sekali lagi di daur ulang, dengan nama dan
peraturan legislatif yang berbeda di berbagai negara, bersama dengan dasar
justifikasi yang paralel. Petjanjian di Indonesia tunduk kepada KUHPerdata, di

dalam Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa:
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Setiap persetujuan yang dibuat sccara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuainya.

Persetujuan-persetujuan ity tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan vang oleh

undang-undang dinyatakan cukup.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iitikad baik.

Pasal ini mencerminkan azas pacta sunt servanda yang diterapkan di
dalam KUHPerdata Indonesia. Alinea kedua Pasal 1338 ini menyataken
batrwa perianjian yang telah dibuat secars sah hanya dapat ditarik kembali
apabila ada kesepakatan para pihak. Sedangkan alasan-alasan vang olch
undang-undang dinyatakan cokup terdapat pada KUHPerdata mulai Pasal
1321 sampai dengan Pasal 1328, dan dilanjutkan pada Pasal 1446 sampal
1456. Pengﬁcuaiiari atas azas pacia sunt servande ini terdapst pada Pasal 1444
KUHPerdata yang berbunyi “Jika barang tertenfu yang menjadi bahan
persetujuan, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian
hingga sama sekall tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapusiah
perikatannya, asal barang itu muspah atau hilang diluar salzhnya diberntang
dan sebelum ia lalal menyerabkamya,”

Alinea pertama Pasal 1444 ini mencerminkan tunduknva perjaniian
kepada ketentuan tentang force mugjenre yang diluar kendali para pihak dan
tidak membebaskan pibak yang memipunvai kewajiban untuk fetap memberi
penggantian kepada pihak yang berhak, scbagaimana dinyatakan pada Pasal
1445 “Jika barang yang terutang, diluar salabnya di beritang, musnah, tak
dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-
hak atau tuntutan ganti rogi mengenai barang tersebut, diwajibkan

memberikan hak-hak dan tuntuten-tuntutan tersebut kepada orang yang yang

menguiangkan padanya”.
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Narnun deraikian pihak yang mempunyai hak tidak dapat mepuntut hak
vang lebih dari hak atau tuntutan gaofi rogi vang ada pada pihak yang
mempunyai kewaiiban, hal ini sesuai dengan azas nemo plus juris yang berasal
dari Hukum Romawi “Neme plus juris as alium transfere potest quam ipse
haberet”, wyaity: “tidak seorangpun yang dapat menyerahkan hak lebih
daripada jumlah hak yang ada padanya™.’

Hal ini tidak mengherankan karena KUHPerdata yang berlaku di
Indonesia adalah berasal dari KUHPerdata Belanda (Burgerlifk Wetboek),
vang schagai negera penganut sistem civil Jaw sangat dipengaruhi oleh Huloum
Romawi seperti juga negara-négara Bropah daratan lainnya. Penparuhi ind
sangat terlihat apabila kita bandingkan bunyi Pasal 1338 KUHPerdata dengan
Artikel 1134 Kode Napoleon di atas.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

datam hukumn perjanjisn terdapat dua azas yang dianut yaitu azas pacia sunt

servanda dan azas rebus sie stantibus. Azas pacta sunt servanda sudah sejak
lama berlaku di negara-negara yang menganut civil law, sedangkan azas rebus
ste stamtibus mmncol kembali seteleh Perang Dunia 1, disebabkan kesnlitan
vang timbul dalam melaksanakan penjanjian akibat terjadi perang vang
memakan waktu lama dan membawa kerusakan di berbagat negara di Eropah.
Indonesia yang mendapat warisaa hukum perdata Belanda yang sangat
dipengarubi oleh hukum Romawi tidak menganut azas rebus sic siantibus
fetapi menganuot azas pacta sunt servanda.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pertanggungjawaban dari pemberi

atau penerbit surat pemyataan berbentuk Jetter of comfort ditegaskan dalam

7 1hid.,
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teorl perjanjian yang sudah cukup terkenal dan telah banyak digunakan oleh
sebagian besar negara-negara didunia, yaitu asas pocta sunf servanda dan
rebus sic stantibus. Berdasarkan teori tersebut, maka pemberi atau penerbit
surat pernyataan berbentuk lefter of comfort mempunyal kewsajiban dan

tanggung jawab untuk menepati janji vang dinyatekannya.

B. Tinjauaa Yuridis Letter of Comfort
L. Letter of Comfort

Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan
dengan Letter of Comjori. Hal-hal yang berkaitan tersebut termasuk
didalamnya definisi dari  Letter of Comfort dari berbagai referensi.
Berdasarkan pengetabuan penulis Letrer of Comfort tidak diatur dalam
persturan perandang-undangan dan tidak banyak buku-buku di Indonesia vang
membahas masalah Letter of Comfor? ini, oleh karena itz dalam menguraikan
definisi-definisi dalam Letter of Comfort ini penulis banyak melakukan
pencarian melalu media internet. Berikat penulis uraikan tentang hal-hal yang
berkaiftan dengan letter of Comforr khususova berkaitan depgan kegiatan
bisnis.

Belakangen ini di kalangan perbankan mulai populer dokumen yang
berbentuk Letter of Comfori, di mana pihak yang memperoleh pinjaman
memberikan comfort letrer kepada bank pemberi kredit dalam transaksi jual-
belt commercial paper promissory note (CP). “Surat itu dimaksudkan untuk
menentramkan hati pembert kredit atau pembeli CP, karena diterbitkan oleh
perusahaan terkenal,” uwjar Rasjim.Yang sering menjadi persealan, menurut

dia, masih ada pejabat bank yang keliru menganggap Letter of Comfort identik
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dengan jaminan bank, padahal antara kedua dokumen tersebut masing-masing
mempunyai arti dan akibat hukum yang sangat berbeda. Letter of Comfort
tidak mengakibatkan adanya kewajiban hukum bagi penerbitnya, melainkan
hanya kewajiban moral sermata-mata.

Letter of Comfor{ menurut kamus dalam investoperdia adalah 4 lefter
issued to a lending institution by a paremt company acknowledging the
approval of a subsidiary company's attempt for financing®, Letter of Comfort
bukan merupakan suatu jaminan khususnya dalam perjajian kredit, melainkan
hanya memberikan pernyataan bahwa perusahaan induk atau afiliasi dar
Debitur mengetahui tentang adanya pemberian kredit oleh bank, seperti yang
definisi lainnya dinyatakan dalam kamus investopedia, yaitu The 'Letfer of
Comfort' in no way guarantees the loans approval for the subsidiary company.
It merely gives reassurance to the lending institution that the parent company
is aware and approves of the situation.’

Pengertian lain dari Letter of Comjfort adalah A comfort letter is a
written assurance, often issued by the seller's parent company or bank, which
is intended to offer ‘comfort’ to the buyer as to the seller's ability or
willingness to perform iis obligations.

Beberapa hal adanya penerbitan Lelter of Comjfort sebagal jaminan
dalam suatu perjanjian adalah karena pihak yang mengadakan perjanjian atau
pihak lain yang merupakan afiliasi dari pihak yang mengadakan perjanjian
tidak dapat memberikan jaminan atau garansi. Seperti yang dinyatakan dalam

kamus investopedia berikut : Comfort letters are often used because the seller

§ www.investopedia.com/terms/l/letterofcomfort.asp - 29k, hari Jumat, tanggat 13 Juni 2008

’ Ibid.,
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is unable or wnwilling to provide a bond or guarantee of performance.

Common reasons for this are:

o The seller’s puarantee facility may have been reached and it may be unable
to procvure further guarantees.

s The seller is not empowered to obiain a guarantee because of financial
constrainls or fts constitution or borrowing facilities.

s The issuer of the comfort letier may be unwilling fo underiake a binding
legal obligation on behalf of the seller.

s If the seller's parent is (o issue the letter, the parent may wish 16 preserve its
own credit rating ard gearing.

» Unlike guaraniees, on demand bonds and standby letters of credit, comfort
letters are nat reguired fo be noled in a company's accounts as contingent
liabilities.

Pada saal un banyak pihak Khususnya Kreditur atau pihak yang vang
diberikan faminan berupa Lester of Comfort tidak ingin merugi apabila terjadi
suat default atau wanprestasi oleh karena ity pada saat ini akibat hukum dan
Letter of Comfort sudah mengalami perkembangan dan bervariasi dari
merupakan sustu pemyataan yang fidak mengikat dalam hukum sampai
dengan suatu permnyataan yang mempunyai kewajiban dalam huokum. bal
tersebut dinyataken sebagai berikut The fegal effect of o comfort letier may
vary front being merely a norn-hinding stmentent of present intention {which is
the effeci of most comfort letters) to a legally binding contractual obligation,

Profesi akuntan publik juga mengenal istilah Letter of Comjort melalui
kata “confort leter”, yaitu “surat yang dibuat oleh Akuntan yang menyatakan

ada atau tidaknya fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan kevangan
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terakhir sampai dengan menjelang tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran
vang dapat mengakibatkan perubshan signifikan atau membahayakan posisi
kenangan atau hasil usaha sebagaimana disajiikan dalam laporan kevangan
yang dilampirkan sebagal bagian dokumen Pemnyataan Pendafiaran dan dimuat
dalam Prospektus”. '

Istilah lain adalah lefier of Comfort yang mervpakan surat atau
dokumen yang bersikan pernyatzan sikap mendukung ataupun bentuk
penilaian positif dar seseorang terhadap seseorang lainnya, yang diberikan
kepada pihak lain yang membutuhkannya dengan tujuan agar dukungan atau
rekomendasi tersebut dapat semakin mepambah keyakinan bapgi pibhak
penerima  tersebu! untuk memutuskan apakah askan mencruskan  atau
menghentikan hubupnpan bukum, baik misalnya dalam pemberian fasilitas
kredit)! Zetier of comfort ini sebenamya hanyalah merupakan perianda
kesanggupan yang tidak mengikat secara hukum. Tidak ada sanksi hokum apa-
apa vang akan diterima penandatangan, jika suatu hari nanti dia mengingkari

kesanggupannya. i

2. Fungsi dan Tuivan Letter of Comfort
Letter of Comfort digunakan oleh banyak pihak dan mempunyai
beberapa fungsi serta berguna untuk berbagai macam tujuan. Leiter of Comfort
mempunyai fungsi den tujuan untuk suaty ruang lingkup tertentu dan biaganya
diterbitkan oleh pihak atau pejabal yanp berwenang dar suatu subjek hukom

yang berbentuk badan hukwn atau yang disahkan oleh negara. Pejabat-pejabat

** s hkhpm.orgAamus/c/comfortiaticrasy - 9%, hari fomat, Tanggal 13 Juni 2008
B Agustinus Dawaria dan sksioma Lase, Peagertion Pokok dan Teknik Perancancanmva, 17 July 2007

cetak/ 202/ blekonamiipres 14 b, tanggal 18 November 2008
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tersebut antara Isin adalah Notards, yaitu “pejabat umum yang berwenang
untuk memnbuat akta otentikdan kewenangan lainnya sebagaimana diroaksud
datam undang-undang ini”*®> dan Akuntan, yaitu “Akuntan adalah seseorang
yang berhak menyandang gelar atau sebutan akunian sesuai dengan peratursn
perundang-undangan yang berfaku“"* serta Akuntan Publik, vaitu “Akunian
Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk
memberikan jusa sebagaimana diatr dalam Peraturan Menteri Keuangan ind."
Letter of Comfort yang diterbitkan oleh pejabat atau pihak yang
berwenang tersebut ditujukan kepada lembaga Negara yang berwenang atau
pihak lain yang berkepentingan. Salah satu contoh bentuk Letter of Comfort
menurut panulis adalah Cover Letfer dari Notaris yang merupakan informasi
atau keferangan fentang akia atau dokumen-dokumen lain vang sedang dalam
pengurusan, Fungsi serta twjuan dari Letter of Comfort vang diterbitkan oleh
Notaris ini adalah membenkan keterangan yang bergima bapi pihak lain,
seperti bank, konsoltan hukam, instansi terkait dan lain-kain, sehingga pihak-
pihak tersebut mengetehui tenfang keadaan, keabsahan dan status dard
dokumen-dokumen tersebut, Kemudian Lefier of Comfort yang diterbitkan
oiah akuntan atan akuntan publik mempunyai fungsi dan tujuan berupa
memberikan keterangan atau informasi tentang :
“ada atau tidaknya fakta material vang terjadi setelah tanggal laporan
kevangan terakhir sampszi dengan menjelang tanggal efcktifhya
Pernyataan Pendaflaran  yang  dapat mengakibatkan  perobahan

signifikan atau membshayakan posisi keuangan atav hasil usabe
sebagaimana dissjikan dalam laporan keuangan vang dilampirkan

£7, TEN 4432

* indonesia, Peraturan Menterd Keuangan Nomor 17/PMK 0172008 Tanggal $ February 2008 tentang
Jasa Akanian Publik Pasal ¥, Huruf 1

5 Thid., Pasal 1 huraf )
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schagai bagian dokumen Pemyatasn Pendaftaran dan dimuat dalam
pmwk{ ﬁi&

Letier of Comfort tersebut di atas ditujukan kepada Badan Pengawas
Pasar Modal - Lembaga Keuangan (Bapepam) Departemen Keuangan dan
Perjamin Pelaksana Emisi Efek untuk tujuan keamanan dalam lingkup
kenangan (finance) suatu perseroan yang akan melakukan go public dengan
melakukan Initial Public Offering, obligasi, right issue dan produk-produk
pasar modal lainnya dalam hal adanya suvatu peristiwa vang dapat
mempengarchi operasional dan kevangan persercsn. Ketentuan Bapepam
menyatakan babwa

“Comfort Letter merupakan sumber  informasi tambaban bagi

Bapepam; media bagi Penjamin Pelaksama Emist Efek untuk

memperoleh data keuvangan perusshsan yang belum dicakup dalam

laparan keuanpan yang telzh diandit Akuntan sebagaimana tercantum
dalam Prospektuslah; bahan untuk mempersiapkan  Perjanjian

Penjaminan Emisi Efek™"’,

Letter of Comjort atau Comfort Letter seperti yang telah diuraikan
diatas dikeluarkan oleh pihak atau pejabat yang berwenang dalam rangka
memberikan keamanan, pengetahuan, kepastian dan lain-lain, sehingga pihak
yang menerimanya dapat mengetabui konsekuensi dant keadaan atau kondisi
dari hal-ha) yang dibutuhkan scperti dokumen-dokumen, akta-akta, data,
informasi, keterangan dan lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak lain khosusnya
dalam kegiatan bisnis. Pihak atau pejabat yang berwenang tersebut
memberikan suatu keterangan atau nformasi secara tertulis baik dalam bentuk

Cover Letter, Surat Pernyataan dan Comford Letter sangat berguna dalam

hukurn yang berfungsi sebagai janii pihak yang diwakili oleh pejabat yang

$.3 {eptane Podoman Ponvus {otter of Comfort, Pasal 1

* Persturan Bapeparm Nomor VHI. e
Lampiran Kepotusan Bapepam Nomer Kep-41/P0M/1985 Tazzggai i? Jamaz*} 1985,

Y Ihig., Pasal 2
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berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang berguna
memberikan kepastian hukum, sehingga pihak yang menerima khususnya
rekan bisnis dan instansi pemerintah dari pihak yang menerbitkan Letter of
Comfort tersebut dapat mengetahui apakah perscroan terschut dapat berjalan
dengan batk, Menurut penulis apabila terjadi pelanggaran ferhadap pencrbitan
Letter of Comfort terscbut, maka pihak vang menerbitkan atau pihak yang
mewakili dalam penulisan dan penerbitan Letier of Comfort dapat dikenakan
sanski berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Saah satu bentuk dart Letfer of Comfort menurut penulls vang sangat
berguna uniuk pendukung kegiatan bisnis suaty persercan adalah persturan
perundang-tndangan,  khususnya perstwran  perundangamdangan vang
diterbitkan oleh Pemeriniah dalam ranpgka memberikan jaminan pemerintah
terhadap provek suatu perseroan yang menyangkut hajat dup orang banyak.
Salah satu Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah vang berguna sebagal
jaminan dalam rangka proyek yang diadakan oleh salab sam Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) adaiah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006
tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untok Percepatan Pembangonan
Tenaga Lisink yang mengguoakan Batubama jo P;:ratm Menteri Kevangan
Nomor 44/ PMK.O1/ 2008 Tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian
Jarminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik yang menggunakan Batubara, Peraturan tersebut ditujukan kepada PT.
{Persero) Perusahaan Listnik Negara dalam rangka jaminan terhadap kredit-
kredit untuk proyek berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Melalui peratura perndang-undangan tersebut para investor atau pihak yang
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memberikan kredit untuk proyek terscbut mempunyai kepastian serta
keamanan terhadap dana yang diberikan dalam rangka proyek tersebut.
Menurut penulis dan berdasarkan hal-hal yang telah divraikan di atas,
maka fungsi dan tyjuan dari Letter of Comfort adalah memberikan kepastian,
keamanan dan kenyamanan bagl penerimanya, sehingga kegiatan bisals vang
akan dijalenkan da diadekan dapat berlangsung dengan lancar. Letter of
Comfort seperti ang telah dinratkan sebelumnya mempunyai berbagaimacama
bentuk antara lain peraturan perundang-undangan, Suratl Pemyataan, Cover
Lerter dan lain-lain. Penuliz telah uratkan salah satu bentuk Letier of Comfort
adalah jaminan pemerintah. Jaminan pemerintzh dalam bentuk peraturan
perendang-undangan yang berfungsi sebagai jaminan bagi proyvek-proyek
tertentu  khususnya bagi kredit-kredit yang diberikan oleh bank. Selain
peraturan  perundang-undangan yang merupakan Ledter of Comfort dari
pemerintah penulis dalam thesis ini akan menguraikan tentang Surat yang
menurut penulis merupakan salah satu bentuk dan Surat Pernyataan yang
perihalaya adalah Leiter gf Comfort yang bergunan sebagai jaminan bagi
perjanjian kredit dengan bank yang diterbitken oleh afilisasi dant pihak

Nasabah Debitur.,

C. Letter of Comyort sebagai janji dalam bentuk Surat Pernyataan
Letter of Comfort seperti vang telah diuraikan sebelumnya merupakan surat
yang bertujuan memberikan kenyamaoan, keamanan seria kepastian bagi
penerimany2. Penerima Letfer of Comfort wersebul mengharapkan segalanya akan
berjalan dengan baik dan lancar, leier of Comfort seperti yang telah penulis
uraikan sebelumnya diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk suatu tujuan.

Letter of Comfort juga dapat diterbitkan oleh pihak yang bersangkutan atau pihak
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yang mewakili atau pibak ketipa dari pihak yang bersangkutan untuk suatu tujuan
terientu. Letter of Comfort tentu saja disampakan dalam bentuk tertulis dalam
bentuk sural yang akan diberikan kepada pibak yang bersangkutan atau dengan
bentuk fain seperti undang-undang misalnya dengan fujuan  memberikan
keamanan, kepastian dar kenyamanan khususnya dalam mengadakan bisnis.
Letter of Comfort bervariasi jenisnya dan diperuntukkan untuk tujuan yang
bervariasi juga khususnya untuk hubungan bisnis. Letter of Comfort yang penulis
babas dalam thesis ini merupakan Leffer of Comfort berbentuk surat yang
ditujukan kepada pihak kreditor dan Lewer of Comfors tersebut dierbitkan oleh
afiliasi dan atan pibak ketiga debitor dan bukan pihak debitor sendiri yang
menerbitkan Leffer of Comjort tersebut. Letter of Comfort berbentuk surat yang
disampaikan tersebut mepurut penulis merupakan surat pernyataan. Surat
pernyataan tersebut berisi janji-janji dad pihak yang menerbitkan.

Surat pernyataan seperfi yang lelah diuraikan sebelumnya mempunyal ist
yang variasi. Leffer of Comfort juga merupakan sural pernvataan yang mempunyai
isi yang bervariasi, tetapi lebih mengkhususkan kepada janji. Janji mempunyai
definisi sebagal “ucapan yvg menyalakan kesedisap dan kesanggupan untuk
berbuat™'®, selain ftu Janjt juga mempunyal definisi sebagal “persetuinan antara
dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat
atau tidak bherbuat sesuatu)”, kemudian definisi lain dari janji adalah “syarat;
keteptuan {termn and condition)”, “penundasn wakiu  (membayar dsb)”,

“penangguhan” . Janji bisa dapat diberikan secara lisan maupun tertulis

¥ Pusm Eatzasa I)apammea Pendidiken Nasiona! Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa fndonesia,
R GHtE0.] hi/l tanggal 1§ November 2008,
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walaupun yang terfulis yang ditandatagangi oleh pihak yang berjanji mempunyal
kekuatan hukum lebih koat,

Letter of Comfort menurut penulis lebih cocok denga definisi janii yang berarti
“ucapan ¥E menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat™® yang
asalnya hanya dari 1 (satn) pihak. Berdasarkan hal tersebut menurut penulis Letrer
of Comfors merupakan janji sate pibak yang sifatnya adalah pernyataan kepada
pihak lain untuk sustu tujuan tertentu yang dalam thesis ini untuk tujuan jaminan
dalam perjanjian kredit perbankan.

Jani dalam Leiter of Comffort ini merupakan janji yang isinya dapat berbentuk
pernyatazn bahwa sepala hal yang diperlukan dalam rangka terpenuhinya suatu
tujuan. Letter of Congort layaknya surat pernyataan berist tontang keterangan dan
informasi dari pibak yang menerbitkan, tapi juga bersifat jang kepada pihak lain,
bahwa pihak yang menerbitkan akan melaksanaken suatu kewaiiban sehubungan
dengan adanya suatu kegiatan misal perjanjian kredit atan perjanjian bisnis
lainnya.

Bentuk Lefter of Comfort sepanjang penelitian dan pengetahuan penutis
bentuknya tidak tcbal atau berlembar-lembar, melainkan hanya satu atau duva
lembas. Isi dari Letter of Comfort tepat, padat dan singkat dan ditandatangani oleh
pihak vang menerbitkan. Sesual depgan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan apabila diinginkan oleh pihak vang berkepentingan, maka Lefrer of
Comfort dapat dibuat dengan akta otentik atau dilegalisir oleh pejabat vang
berwenang yang dalam hal ini adalah notaries, schingga mempunyal kekuatan

hukum yang lebih kuat dari surat pernyataan yang hanya dibuat dibawah tangan,

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



42

Maksud dari tujuan tertentu pada isi dari Lerter of Comfort khususnya masalah
janji untuk hal-hal tertentu ialah Letter of Comfort hanya diterbitkan untuk 1 (satu)
kegiatan,apabila ada kegiatan lain yang membutuhkan Letter of Comfort, maka
akan diterbitkan Letter of Comfort yang lain khusus untuk tujuan tersebut. Jadi 1
(satu) Letter of Comfort hanya untuk satu tujuan dan satu kegiatan. Hal tersebut
dilakukan supaya tidak ada tumpang tindih kewajiban pihak yang menerbitkan
Letter of Comfort tersebut.

Salah satu kegiatan bisnis yang telah dipublikasikan dan berhubungan dengan
penerbitan Leiter of Comfort adalah proses tender PT. Bank Centra Asia (Persero),

Tbk, dengan kronologis sebagai berikut :*'

Penjualan 51% (lima puluh satu persen) saham Bank Central Asia (BCA)
dalam perjalanannya ternyata masih banyak menyimpan pertanyaan. Pada
banyak kesempatan, dibuat aturan-aturan yang seakan-akan dilunakkan untuk
memberi kesempatan lebih banyak kepada para penawar.Dimulai dengan
permintaan jadwal uji tuntas (due diligence) yang konon diminta oleh salah
satu konsorsium asing. Padahal, saat itu kedelapan short listed investors
(investor terseleksi) lainnya telah siap dengan batas waktu yang ditetapkan.
Konsorsium tersebut juga mendapatkan keistimewaan dalam mendapatkan
data-data BCA, termasuk surat-menyurat BCA kepada Menteri Keuangan
yang sebenamya tidak diberikan kepada calon investor lain.

Sebelum melengkapi dokumen, para penawar juga diminta menandatangani
letter of comfort, tanda kesediaan dari para pemegang saham untuk ikut
bertanggung jawab jika pada suatu saat nanti BCA kekurangan likuiditas.
Menurut sumber di BI, Konsorsium Standart Chartered (Stanchart) pada
awalnya keberatan menandatanganinya. "Akan tetapi, setelah dijelaskan
bahwa klausul /etfer of comfort ini merupakan usulan dan Bank Sentral di
Inggris sendiri, barulah mereka mengerti," wjarnya.

Letter of comfort ini sebenarmnya hanyalah merupakan pertanda kesanggupan
yang tidak mengikat secara hukum. Tidak ada sanksi hukum apa-apa yang
akan diterima penandatangan, jika suatu hari nanti dia mengingkari
kesanggupannya.

Menurut BI, sanksi yang akan dijatuhkan jika ada pihak yang cidera janji
terhadap letter of comfort antara lain adalah masuk Daftar Orang Tercela
(DOT) yang tidak dapat lagi mengoperasikan di Indonesia.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah BI tidak juga belajar dari pengalaman
masa lalu ketika para pemilik bank lepas tangan setelah semena-mena

2! fwan Setiawan, Op., Cit.
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memberikan kredit kepada grup sendivi dan sebagion kabur dari tanggung

Jjawabnya scbagal pemilik saham bank.

Mengapa Bl tidak mengambil lengkah menpikat para calon pemilik bank

dengan perjanjian yang lebih mengikat dengan sanksi hukum yang jelas

seperti fetter of undertaking?

Sumber-sumber di Bl mengatakan, masuk daflar DOT merupakan hukuman

vang berat bagi pengusaha. Selain ifu, ternyata starglar transaksi perbankan

yang dirckomendasikan Basle Committe dari Bank of Intermational Settlement

(BIS) juga hanya menggunakan letter of comfort, bukan letter of undertaking

yang lebih berat ikatannya,

Berdasarkan kronologis tersebut diatas Letfer of Comfort yang diterbitkan oleh
pihak yang bersangkutan sifatnya adalah janji, tetapi tidak harus dipenuhi karena
pertangpungjawabannya bersifat moral. Letter of Comfort yang diterbitkan
berdasarkan kronoligis tersebut diatas juga merupakan perjanjian 1 {satu) pihak
bukan dua pihak atau lebih dan bentuknya menurut penulis adalsh surat pernyataan.
Seperti yang telab penulis uraikan sebelumnya isi dani Letter of Comfort adalab jani
vang memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian suapaya transaksi atau
kegiatan bisnis dapat berjalan denga lancar.

Berdasarkan wraian tersebut, maka Letter of Comfor! dapat digolongkan
sebagai surat pernyataan yang berbentuk janji kepada pibak yang berkepentingan atau
pihak vang menerima Lefier of Comfori tersebut, Janji dalam bentuk Letter of Comyfort
sebatknys dituangkan secara tertulis dan wajib dibust secara ofentik atau dibuat
dihadapan notaris atau setidalonrya dilegalisasi (warkeming) oleh notaris schingga
mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dari pada dibuat dibawah tangan
Apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi {(defiault) terhadap janji dalam Letier of
Comforl, maka sanksi yang dapat diberikan tidak secara materiil, tetapi sifat
pertanggungjawabannya hanya bersifat moriil.

Letter of Comfort tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, tetapi banyak digunakan antuk kepentingan bisnis. Letter of

Comfort yang digunakan untuk kepentingan bisnis biasanya adalah surat pernyataan
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yang berhubungan dengan svrat pernyataan berbentuk janji penjaminan atas bisnis
tersebut baik dikeluarkan oleh pihak yang bersanpkutan sendiri, pihak afiliasi dan atau
pihak ketiga yang bersangkutan. Jadi Letter of Comfort merupakan surat pernyataan
yang diterbitkan oleh pihak yang bersangkutan yang berbentuk janji kepada pihak

yang berkepentingan dalam suatu kegiatan bisnis,
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LETTER OF COMFORT SEBAGAT JAMINAN

DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

A. Pengertian dan Jenis Kredit

Setisp manusia selalu berusaha untuk memenpuhi kebutuhannya dan kebutvhan
manusia veng beraneka ragam selalu meningkat, sedangken kemampuan nhuk
mencapal sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Untuk memenuhi hasrat dan cita-
citanya dalam hal meningkatkan usahanya atau meningkatkan daya guna sesuatu
barang, iz memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Salah satu bantuan dapat
diperolch pada suatu lembaga keuangan khususnya bank mauspun lembaga keuangan
lainnya vang memberikan fasilitas permodalan. Bantuan dari bank maupua lembaga
kevangan ini dalam bentuk tambahan modal ini sering disebut dengan kredit,

Dalam pengertian sehari-hari pengertian “kredit” sering diartikan dengan
“pinjaman wang”. Seorang pedagang yang ingin meneari piniaman uang akan
mengatakan bahwa ia akan mencari kredit. Namun demikian di Indonesia istilah
kredit sudah dikenal oleh masvarakat secara luas dan sudsh populer dalam abad ke 20
{dua puluh) ini walapun kata “kredit™ terscbut tidak terdapat dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu ”Credere™ yang berarti
kepercayaan {rust or faith). Qleh Karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan.
Sescorang atau badan hukum yang memberikan keedit {kreditur) percaya bahwa
pencrima kredit {(debitur) dimasa mendalang akan sangup memenuhi segala sesuatu

yang telah dijanjikan dan apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang atau jasa.’

' Thomas Suyatne, Dasar-Dasar Perkreditan, Bdisi Kedua, Jakarta 2 1991), hal, 13
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Dengan diterimanya kontraprestasi (balas prestasi) pada masa yang akan
datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam pengertian ekonomi adalah
penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk
vang maupun jasa. Kita dapat melihat bahwa faktor waktu merupakan faktor utama
yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi.

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti pihak kesatu memberikan
prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan
kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Kredit
berfungsi koperatif antara si1 pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur).
Keduanya, yaitu debitur dan kreditur salng menarik keuntungan dan mengambil
resiko. Singkatnya kredt dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen
kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi dimasa yang akan datang.

Bagi masyarakat Indonesia istilah kredit ini sudah tidak asing di desa maupun
di kota dan prakteknya sudah dilaksanakan secara luas. Hal ini mendorong para
konseptor Undang-undang Perbankan untuk memasukkan sebagai istilah resmi dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah oleh
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengertian kredit yang tercantum dalam UU
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 12 yang berisi
sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan vang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian
hasil keuntungan.
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Sedangkan Levy merumuskan arti hukum dari istilah kredit adalah sebagai
berikut :

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uvang untuk dipergunakan secara bebas

oleh penerimia kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu

untuk keuntungannnya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu
dibelakang hari.”

Berdasarkan rumusan tersebut di atas ukuran yang dipergunakan oleh Levy
untuk kepercayaan itu adalah kemampuan ekomomi si debitur, dimana kreditur
pereaya meminjamkan uvang kepada debitur oleh karena debitur dapat dipercaya
kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman itu di belakang barl. Mengaps dalam
prakick perkreditan justru uvang yang kita sering jumpal. Dewass ini kehidupan
ekonomi modern adalah prestasi usng, maka transaksi kredit menvangkut uang
sebagai alat kredit. Uang dalam fransaksi kedit lebih mudah atan lancar dalam
pelaksanaakn kredit jika dibandingkan dengan barang dan jasa, terotama untuk
mepgukur pembayaran dikemudian bari dan jelannya transaksi kredit semakin
diperlancar dengan adanya ukuran yang tepat mengenal berapa yang akan diterima
oleh kreditur dan berapa yang harus dibayar oleh debitur pada masa yang akan datang
it

Bank vang berpedomnan hanya untek memperolch hasil vang setinggi-
tingginya dari uang vang dipinjamkan tanpa mempersoalkan penanggungan kredit
yang diberikan disebut pemberian kredi berlandaskan privat ekonomi. Pertimbangan
utarna baginya ialah pinjaman pokok bersama tingkat bunga yang tingi, tepat pada
waktunya dibavar kembali,

Perilaku lainnya ialah pemberian kredit berdasarkan sosial skonomi jika

penilaian kredit dipusatkan kepada faktor-faktor yang memungkinkan bukan hanya si

* Mariam Darus Badmlzaman, Perianiian Kredit, (Bandung : 1989), hal. 21
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penerima kredit menikmati hasil kredit tersebut, tetapi juga masyarakat sekitamya.

Bank dalam memberikan kredit bukan hanya bertitik tolak mencari keuntungan yang

sebesar-besarnya,tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat,

sehingga menambah kemakmuran masyarakat.

Kredit dapat diberikan berdasarkan asas kepercayaan, oleh karena itu, maka
pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan dan ini berati suatu lembaga
kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima
kredit akan mengembalikan pinjaman yang dterimanya sesuai dengan jangka waktu
dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh para pihak. Jadi dapat dikatakan bahwa
suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang ditenimanya
kalau tidak ada keyakinan.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa unsur yang terdapat dalam kredit
adalah sebagai berikut 3
1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dan st pemberi kredit bahwa prestasi yang

diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya
kembali dalam jangka waktu tertentu si masa yang akan datang,

2. Waktu, yaitu suatu masa yang akan memisahkan antara pemberi prestasi dengan
kontraprestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang. Dalam unsur
ini terkandung pengertian bahwa uang yang ada sekarang lebih tinggi nilanya dari
uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Degree of risk (tingkatan resiko), yaitu suatu tingkatan resiko yang akan dihadapi
sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya dikemudian har, karena

masih selalu terdapat ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan, maka

3 Ibid., hal. 22
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semakin lems kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkatan resikonya dan

timbulah jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi adalah objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk nang, tetapi
juga dalam bentuk barang atau jasa, karena kehidupan ekonomi modern sekarang
ini didasarkan kepada uang, maka trapsaksi-transsksi kredit dalam prakick
prekreditan sering menyangkut uang,

Kredit dimohonkan dan digunakan oleh pihak yang membutubkannya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, yaita untuk modal kerja dan modal kehidupan schari-
hari. Modal terscbut bentuknyva adalah dana segar yang diperoleh dari lembaga
keuangan das bank. Cara memperoleh dana tersebut melaloi kegiatan pimam-
meminjam antara pihak peraberi pinjaman (Kreditur) dan pitak peminjam (Debitar).
Kegigten pinjam-meminjam tersebut dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian
antara Kreditur dan Debitur. Perjanjian antara Kreditur dan Debitor ini disebut dengan
Perjanjian Kredit. .

Pepatah yang mengatakan bahwa untuk menjadi sukses, orang harus berani
berhutang (mengambil kredit). Terlepas apakah pepatah ini benar atau keliru, tapi
layak jupa untuk dibahas berbagal kemungkinannya dalam pranata hukum.*

Setiap kredit yang telah disepakat oleh pemberi kredit (kreditur) dan penerima
kredit (debitur) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yatin perjanjian
kredit, Perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian kredit
sendiri berakar pada perdanjian pinjam meminjam schapaimana yang diatar dalam

Pasal 1754 KUHPerdata. Nah dalam pembuatan perjanjian kredit barus dilihat dan

¢ Munir Fuady, Hukom Perkreditan Kontemporer, {Bandung - PT. Cites Aditya Bakd, 20023, bal. 18

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



58

dipahamsi tentang syaral sahnya perjanjian vang diator dalam Pasal 1320 KUHPerdata

yaitu®
1. Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian.
2. Para pihaknya cakap untuk membuat perjanjian.
3. Ada hal tertentu yang dipenanjikan
4. Dan perjanjian tersebut didasarkan pada sebab yang halal.
Perjanjian kyedit mempunyal fungst yang penting baik bagi kreditur maupun bagi
debitur antara lain®
1. Berfungsi sebagal penjaniian pokok.
2. Berfungsi sebagal alat bukit mengenai batasan hak antara kreditur dan debitur.
3. Berfungsi sebagal alat monitoring kredit,
Perjanjian kredit baik yang diadakan oleh lembaga perbankan maupun lembaga
pembiayaan lainnya dalam praktcknya mempunyai 2 bentuk’
1. Perjanjtan dalam bentuk Akiz Bawah Tangan (diatur dalam Pasal 1874
KUHPerdata),

Akia bahwa fanpae mempunval kekuatan hukam pembuktian apabila tanda
tangan yang ada dalam akia tersebut diskui oleh yang menandatanganinya, Supays
akta bawah tangan tidak roudsh dibantsh maka diperivkan legalisast oleh Notaris
yvang berakibat akia bawah fangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
seperd akta otentik,

2. Peranjian dalam bentuk Akta Otentik (diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata)

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang artinya akta

* Ihid.,
® Mariam Darus, Op., £it, hal. 43
¥ bid,,
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otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atan menyelidiki

keabsahan tanda tangan dari para pihak.

Ketentuan tentang berakhirnya peganjian kredit, mengacu pada Pasal 1331
KUHPerdata dan berbagai praktek hukum lainnya vang timbul dalam hal pengakhiran
perjanjian kredit. Hal ini dilakukan melalui :*

1, Pembayaran,

2. Subrograsi (Pasal 1400KUHPerdata); penggantuan hak-hak kreditur oleh pihak
ketiga yang membayar utang.

3. Pembaruan utang/novasi {pasal 1413 KUHPerdata).

4. Perjumpaang uiang/kompensasi (pasal 14258 KUHPerdaia)

B. Jenis-Jenis Kredit
1. Jenié«jauis krexdit perbankan untuk masyarakat,
Jenis kredit ini dapat dilibat dari berbagai sudut, yang akan diuraikan sebagai
berikut : *
a. Kredit dilihal dan segi tujuannya.

1} Kredit konsumtf, yaity kredit yang diberikan dengan tujuan untuk
memperoleh atan membel barang-barang dan kebutuhan lainnya yvang
bersifat konsumtif.

2) Kredit produknf, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk
memperlancar jalaonya proses produksi.

3} Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan fijuan untuk
membeli barang-barang untuk dijual lagi.

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

* Ibid.,

® Dahlan Siamat, Manajemen Lembara Keuvaneap, (Jakarta : Lembapa Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas lndonesin, 1999), hal. 108
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I} Kredit jangka pendek, yaim yang berjangka waktu maksimum 1 (saty)
tehun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman
musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 {satu) tahun,

2} Kredit jangka menengah, vaitu kredit vang berjangka waktu antara 1 {satu}
sampat 3 (tiga) tahun, kecuai kredit untuk tanaman musiman.

3} Kredit jangks panjang, yaitu kredit yang berjangka wakiu lebih dari 3
{tiga) tshun, Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit
investasi yang bertujuan menambah permodalan perusahaan dalam rangka
untuk melaksanakan rehabilitasi ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek
baru.

¢. Kredit dilihat dari sudut jaminannya

1} Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam batas
waltn antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (ltma) tahun dan dibertkan
tanpa jaminan kepada debifur.

2) Kredit dengan jamipan, yaitu keedit yang diberikan oleh kreditur kepada
debitur dengan jangka waktu vang disepakatt antara debitur dan kreditur
dengan pemberian jaminan dari debitee kepada kreditur.

d. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya.

1} Kredit eksploitasi, yaitu kyedit begangka waktu pendek yang diberikan
oleh suatu bank kepada perusahsan vntuk membiayal kebutuhan modal
kerja perusshaan, sehingga dapat berialan dengan lancar,

2y Kredit investasi, yaitu kredit janpgka waktu menengsh atau panjang vang
diberikan olch svam baok kepada peruszhasn uniuk melaksanakan
investasi atau penanaman modal,

2. Kredit untuk pengusaha glongan ekonomi lemzh
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a. Rredit canda kuilak, kredit modal kerja jangka pendek dengen jangka waktu
maksimum 3 {tiga) bulan vang diberikan kepada pedagang kecH atau bakul di
pasar-pasar untuk memperlancar usahanya.

b, Kredit mini adalsh kredit yang diberikan kepada golongan pengusaba kecil
dipedesaan, misalnya petani, pedagang, pengralin dan nelayan serta burch-
buruhnya.

¢. Kredit midi adalah kredit yang diberikan kepada nasabab-nasabah vang
seruda usahanya dibiayai dengan kredit mind, kemudian membutahkan modal
yang lebih besar karena perkembangan usahanya.

4. Kredit investasi kecil atau kredit modal kerja permanen.

(. Fungsi danTujuan Kredit
Bank dan lembaga keuangan lainnyz yang bergerak dalam bisnis pemberian
kredit dalam berbagai macam bentuknya memegang peranan penting didalam
kehidupan perckoomian yang modemn. Usaha pokok bank dan lembaga keuangan
lainnya vang berperak dalam bisnis psmberian kredit adslah membernkan kredit,
Terutama kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas di
segala bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi,
Fungsi kredit dalam kehidupan perekoncmian dan perdagangan antara lan
sebaga berikut |
I. Kredit pada hakikatnya dapat mepingkatkan dayva guna uang. Para pemilik vang
atau modal dapat menyimpan uvangnya kepada lembaga-lembaga keuangan dan
penvimpan dapat secara langsung meminjamkan vangnya kepada para pengusaha
vang memerlukan wntuk meningkatkan produkst atau untuk meningkatkan

usahanya.
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2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang. Kredit vang disalurkan
melalai rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru, seperti cek, giro,
bilyet dan wesel akan dapat meningkatian peredaran uang giral sedangkan kredit
perbankan yang ditarik secara tunal dapat pula meningkatkan peredaran nang
giral, sedangkan kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula
meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga lalu lintas uang akan berkembang,

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna peredaran barang. Dengan mendapat keedit,
para pemgusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya
guna barang tersebut menjadi meningkat.

4. Kredit sebagal salah satu alat stabilitas ekonomi.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan dalam berusaha atau herhisnis.

6. Kredi dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

7. Kredit scbagat alat uniuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank adalah suate jenis lembaga keuangan yang melaksanaskan berbagai macam
jenis jasa dalam bentuk penyediaan, penyimpanan, peéngioman dan jass-jasa lain
dalam bidang keuangan. Jasa dalam bidang keuangan tersebut antara lain memberikan
pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan lerhadap mata uang, bertindak
sehagai tempal penyimpanan, membiayai usaba-usaha perusahaan dan lain-iain. Bank
sebagai lembaga keuangan menjual kepercaysan {(kredit) dan jasa. Bank dalam
bisnisnya memberikan pinjaman atau kredit memperoleh bunga, komisi atau provist
darl penjualan kredit dan pemberian jasa tersebut.

Selanjutnya bank dilihat sebgal pembern kredit bagl masyarakat melalui sumber
daya yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat, maka
dalam membahas tujuan kredit kita tidak dapat melepaskan dirti dari falsafah yang

dianut oleh negara kita, yaitu Pancasila.
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Pemberian kredit dimaksodkan untuk memperoleh keuntungan, meaka bank hanya
boleh akan meneruskan simpanan masyarakat kepads nasabahnya dalam bentuk
kredit, jika nasabah yang menerima kredit itu mampu mengembalikan kredit yang
telah diteriroanya, sehingga unsur keamanan dan keuntungan saling berkaitan.

Berdasarkan uraian tersebut ¢i atas bank berussha untuk menarik sebanyak
mungkin nasabah-nasabah bary, memperbesar dana-dananya dan juga memperbesar
pemberian kredit dan bisnis lainnya dalam bidang kenangan. Bank juga memegang
peranan penting dalam pembangunan, yaitu sebagal agemi of development utau
"nelaksana pembangunan”, vaitu bertugas mensukseskan program pemerintab dalam
pembangunan sesuai dengen Pancasila yang merupakan falsafab negara kita dengan
cara meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mencapal masyarakat adil dan

makmur,

D. Penyelesaizn dan Penyelamatan Transaksi Kredit Bermasalah

Pada umumnya perkreditan dipandang mempunyal peranan yang sengal
penting bagi bank. Karena kredit merupakan bagian kekaysan bank yang menjadi
sumber penghasilan yang utama, namun demkian di lain pihak kreditor juga
merupakan bagian kekayaan yang senantiasa mengandung risiko besar, schingga
beberapa bank menyebutkan sebagai "Risk Asser”,

Sebagal ussha wntuk mengurangi ataupun kalau dapat menghilangkan sama
sekali risiko atas pemberian kredit diperfukan adanya penilatan terhadap suatu
pemberian kredit. Penilalan pemberian kredit barus didehulukan dengan teliti dan
seksama yang senantiasa dilendasi oleh nilai-nilal sebagar berikut
1. Aman, vaitu kredit tersebut mempunyai kepastian dapat diterirna kemball

pembayaran atau pelunasannya secara tertib. Dalar kaitan ini sumber pelunasan

kredit terutama diharapkan dari dena yang dapat dihimpun oleh nagabah karena
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keberhasilan usaha yang dibiavai oleh kredit vang bersangkutan dan bukan dari
hasil Hkuidasi jaminan.

. Terarah, yaitu kredit yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan vang sejalan
dengan kebijaksanaan pemberian kredit yang telah ditetapkan termasuk
kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perandang-undangan yang berlaku,

. Menghasilkan, yaitu kredit yang diberikan tersebut dapat memberikan penghasilan
bagi bank untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikelnarkan, sehingsa
kelangsungan hidup bank terjamin ataupun sekurang-kurangnya dapat mencegah
atau memperkecil terjadioya resiko kerugian apabila hal tersebut menyangkut
kredit penyelamatan.

. Pelengkap, yaitu kredit yang diverikan tersebut sebagai pelengkap atau tambahan
modal yang diperlukan oleh nasabah untuk menjalankan usaba atan proyeknya.
Nasabah dalam hal ini harus menyertakan self financing dalam mermbiayai usaha
atau proyek tersebut,

. Dikenal, yaito kredit hanya dapat diberikan kepada nasabah debitur dan usaha
yang telah dikenal baik oleh bank.

Seperti telah diuraikan di atas dalam setiap pemberian kaedif oleh bank kepada

nasabah debitur, maeka didalamnye mengandung resiko, yaitu resiko kemacetan.

Resiko kemacetan tersebut dapat timbul apabila debitur tidak mempunyai lagi

kermanan dan kemampuan dalam metunasi kreditnya.

Ditinjan  dari segi kemampuan nasabah sehubungan dengan kewajiban

pembayaran utang pokok dan bunpa atau yang disebut kolektibilitas, maka debitur

dapat dibedakan menjadi 4 (empat} golongan lancar, kurang lancar, diragukan dan

macet, Tidak mengembalikan pinjaman dalam suatu perjanjian kredit, dalam praktek

sering diistilahkan dengan kemacetan kredit atau kredit macet. Pada umumnya
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berbagai faktor yang menyebabkan kredit macet adalah bisa karena faktor intern dapat

pula faktor ekstern. Faktor intern karena manajemen pengelolaan dana perusahaan

yang bersangkutau kurang baik, sedangkan faktor ekstern karena akibat kondisi

perekonomian yang kurang baik oleh persaingan dunia usaha yang sangat tajam.
Pengertian kelalatan atau wanprestasi ialah apabila si berutang {debitur) tidak

melakukan apa yang dijanjikannya. Wanpresiasi seorang debitur dapat berupa 4

{empat) macam, yait

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak scbagaimana yang dijanjikan.

3. Melakukan apa yvang dijaniikan tetapi terlambat.

4. Melakokan sesuatu yang menurut perjaniian tidak boleh dilakukannya.

Dalam prakiek wanprestasi disini disebabkan oleh kelalaian dari pihak debitur
untuk melaksanakan kewajibanmya dalam perjangian sesual jadwal waktu yang telah
discpakati bersamya. Debitur yang telah dikategorikan diragukan dan macet perlu
perhatian kbusus dani pihak bank, Masalab yang dibadapt bagaimana kondisi
perusabaan vang kira-kira dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bank untuk
menyelamatkan serta tindakan penyelamatan apa yang bermanfaat untuk diambil.

Penyelematan dan penyehatan kredit adalah upaya yaog dilakukan bank dalam
rangka mendapatkan kepastian pembayaran kembali atay pelunasan kredit dan
sekaligus meningkatkan kapasitas  debitur dalam  memenuhi  kewsjibannya,
Penyehatan dan penyelarnatan kredit dapat dilakukan dengan cara
1. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Perubahan syarat pmjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau
jangka wakin termasuk masa tenggeng untum kredit bermasalah yang mungkin

dapat menyebabkan tegadinya perubaban besarnya angsuran. Dengan perkataan
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lain kebijaksanaan ini berkaitan denpan jangka waktu angsuran, misaluya semuia

angsuran ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan kemudian menjadi 6 (enam) bulan.

Penurunan jumlah setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka

waktu kredit.

2. Perubahan fasilitas (Restructuring)

Perubahan struktur fasilitas kredit yang menyvangkut ketentuan dan persyaratan
anfara lain penambahan dana dari bank dan atau konversi seluruh atan sebagian
tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru.

3. Tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu oleh bank dalam melskokan
penychatan dalam penyelamatan kredit, misalnya keikuisertaan dalam pengelolaan
usaha (convertible bond), hapus buku (write off), hapus tagih (hair cur),
pelelangan jaminan yang diberikan debitur dan lain-lain.

Berdasarkan wraian diatas selanjutnys apabila usaha yang dilakukan oleh bank
tersebut tidak berhasil atau tidek dapat menvelesaikan masalah dalam arti fasilitas
kredit tersebut tetap dalam status macet, maka upaya hukum vang wajib dilaksanakan
oleh pihak bank selaku kreditur adalsh penyelesaian sengkets sesual dengan
perjaniian dan kefentuan peraturan perundang-undangan yang berlaka. Upaya ini
adalah upaya terakhir dalam rangka mengembalikan dana yang telah pinfamkan oleh

bank karena debitur telah macet maupun wanprestasi.

E. Pengertian dan Fungsi Jaminan

Dalam kehidupan z,m, manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan harus
bermasyarakat. Setiap masyarakat terdapat lapisan-lapisan yang tinbul dengan
sendinnyva maupun dengan sengaia disusun untek mengejar suafu thjuan bersama,
Salzh satu penyehbab timbulnya lapisan-lapisan masyarakat dengan sendirinys adalah

kepandaian dan bakat seseorang. Bagaimanapun potensiainya bakat seseorang atau
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golongan untuk maju dalam bidang usaha, tidak dapat dipisabkan dengan golongan
lainnya.

Setiap masyarakat dimanapun berada, selalu ferdapat suatu golongan
masyarakat yang mempunyal bakat dan kemauan keras, tetapi kurang memiliki modal
mytnk dapat merealisasikan ciptasrinya dan dilain pihak terdapat golongan vang
mempunyat harta/modal melimpah, Untuk dapat mengembangkan potensi yang ada
pada dirinya, maka gelongan yang kurang memiliki modal akan mencad golongan
yang memiliki modal, dimana pemilik medal akan membants meminjamkan vang
atau dengan kata lain membenkan kredit.

Dengan memperhatikan karakter dan tingkeh Iako manusia di dalam lintas
hukum, ada yang berkarskter baitk den ada yapg tidak baik, mska di dalam suatu
perjanjian hutang piutang (kredif), biasanya pihak yang berpivtang (kreditur} tidak
begitu saja percaya babwa pihak yang berhutang (debitur) akan membayar lonas
hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Karena itu para
kreditur yang skan meminjamkan uvangnya, selalu meminia adanys jaminan dari
debitur agar pivtang dari kreditur dapat dilunasi tepat pada wakiunya.

Penyediaan jaminan adalah hal vang teramat peating dalam meandapatkan
pinjaman uang, baik dar perorangan, badan hukum lain maupun bank, Sebagaimana
diketahui vang vang diberikan sebagai pinjaman oleh suatu bank kepada para
nasabahnya adalah vang yang berasal dari simpanan masyarakat dengan kepercayaan
bahwa uwang terscbut akan diurus sebaik-baiknya dan pengembaliannya kepada
masyarakat pasti terjamin. Oleh karena itu bank akan memberikan pinjaman kepsda
nasabah yang mau dan mampu mengembalikan pinjaman vang telah diterimanya.

Untuk memberikan pinjaman tentu bank ingin mengetahui kemampuan dan

kemauan nasabah mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya, maka bank akan
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menganalisa permohonan kredit. Fakior-fakior yang mempeangaruli bank dalam
menilai st pemchon kredit (nasabah debitur) dikenal asas 5 (lima) C atau "Five {5 of
Credit yang terdinn dani Character (watak), Capacity {(kemampuan), Collateral
(aminan) dan Condition of ecomomy {prospek ussha), dengan adanya asas § C
tersebut, maka akan memudahkan bank dalam menganalisa permohonan kredit.”®
Collateral atau jaminan merupakan salah satn asas darl 5 C,, yaitn barang-
barang vang diserahkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan terhadap kredit
vang diterimanya. Hal ini ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang Perbankan
Nomor 7 Tahun 1992 (UL Perbankan) yang menyebutkan “dalam mé:mberikan kredit,
bank wmum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur
untak melunasi hutangnya sesoat dengan yang dipefjanjikan”, Moksud dari pasal 8
UU Perbankan | yaitu kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingpa
dalam pelaksanaannys bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
Untuk mengucangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam mehmasi hutangnya sesuai denpan
yvang diperjaniikan merupakan fuktor penting yang harus diperhatikan oleh bank
Untuk memperoleh kayskinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus
melakukan penilaian yang seksama terthadap watak, kemampuan, modal, agunan dan
prospek usaha dari debitur. Mengigat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan
pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh
keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutang; agunan dapat hanya
berapa barang, proyek atae hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersanghkutan.
Tanzh kepemilikannya didasarkan pada hokum adat, yaitu tanah yang bukti

kepemilikan berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai

* M. Bohsan, Op., it hal. 10

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



61

agunan. Jadi salah satu faktor dapat dikabulkan suatu perjanjian kredit adalah
keharusan memberikan janinan.

Kata jaminan berasal dari kata Jamin adalah kata yang sudah lazim kits dengar
dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.'' Misalnya seorang pedagang
mengatakan “Saya jamin barang dagangan saya mempunyai kualitas yang tinggi dan
terbaik” atan Menteri Keuangan mengatakan “Indonesia akan terhindar dari jatuhnya
perekonomian  vang telah melanda negara-negara Fropa dun Amerika dan
perekonomian Indonesia akan tetap berjalan dengan baik™. Hal ini juga dapat teradi
apabila kita membeli barang-barang lainnya, dimana para pedagang akan memberikan
pernyatasn-pernyataan yang sifatoya menjamin suatu barang tersehut adalab barang
yang bagus, bahkan ada yang memberikan kariu garansi dan bal-hal lainnya dalam
menjual barang dagangan mereka, schinpga bayak konsumen yang membeli barang
dagangan ferscbut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sifat jamin atau penjaminan
yang diberikan, hakekatnya adalah untiuk menguatkan atau meyakinkan orang lain
tentang keadaan sesuatu atau tentang pelaksanaan sesuat vang berkaitan dengan kata
Jaminan atau Jamn ferschut,

Dalam makna yang kurang lebih sama, istilab Jaminan inipun sudah sangat
biasa bahkan baglan vang fidak terpisabkan dalam kegiatan perbankan kbususnya
dalam bidang pemberian kredit. Kegiatan pemberian kredit oleh instansi-instansi yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan (Bank dan Lembaga Perobiayaan) dalam
memberikan kredit akan meminta jaminan sebagai pengamanan pengembalian kredit
tersebut, walaupun pada saat ini sudah ada produk pemberian kredit oleh perbankan
yang tidak membutuhkan jamman seperti produk kartu kredit dan kredit tanpa agunan,

Selain hal tersebut pemberian jaminan sangat diperlukan untuk meyakinkan Kreditur

¥ R. Subeki, Jaminan-Jaminan Pemberian Kredit menuryt Hukum Indonesia, {Handung : PT. Citra
Aditya Bakti, 1989}, hal. 17
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bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dari Debitur sesvai dengan
perjanjlan dan apabila Debitur tidak mengembalikan atav gapal atau cidera jonji
{defaul), maka barang jaminan atay Penjamin akan diklaim untuk membayar hutang
Debitur tersebut.

Kamus perbankan memberikan arti jaminan vaitu “Kekaysan atap
kesanggupan seseorang uniuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang™2.
Sedangken tujuan suvatu jaminan dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 14
Tahue 1967 yang mengatakan “Bahwa jaminan itu bertyjuan watuk pelunasan
kewaiiban-kewaiiban Debitur kepada Bank™ babkan fungsi jaminan lebih ditegaskan
dalam Surat Edaran Bank indonesia No. SE. 42248/UPPK/PK vang mengatakan

Fungsi dari pada jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan
kekuasagn kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan barang-barang jaminan
tersebut bilamana Debitur cidera janji tidak membayar kemball hutangnya
pada waktu yang telah ditetapkan pada perjanjian. Agar Bank dapat
melaksanakan hak dan kekvasaannya atas barang jaminan termaksud, maka
perlu ierlebih dahulu dilakukan pengikatan secara yuridis formil atas barang
jaminan yang bersangkutan menurat hukum yang berlaku,

Berdasarkan ketentuan tersebust 4 atas sudah cukup menjclaskan tentang arti dan
maksud sustu jaminan, vaitu untuk melunasi hutang-hutang Debitur. Apar Kreditur
dapat melaksanakan haknya atas barang jaminan dan memberikan kepastian
kepadarniya akan pelaksanaan baknya itn, maka Kreditur harus ferlebih dahulu
nmengadakan pengikatan perjaniian yuridis formil atas benda-benda yaog dijaminkan.

Kata “jaminan” sering dihubungkan dengan adanya suatu hutang. Jiks seorsng
berhutang akan memberikan harta yang dimilikinya sebapai jaminan bshwa ia akan
mengembalikan apa yang diperjaniikannya di masa yang akan datang. Jadi persberian

jamunan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur atau bank

? Kamus Perbankan, disusun aleh Tim Kamus Perbankan Indonesia, Penerbit. Dan Tabun tidak
diketahui
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untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan yang discrahkan
Debitur bilamana Debitur mengalami cidera janji {wanprestasi/defoudt) dan tidak
membayar kembali pinjaman pada saat jatub waktunya perjanjian. 3

Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan asas wnum hak seorang kreditur
terhadap Debitur yang erat kaitannya dengan masalah jaminan, yaits :

“Segala kebendaan si Debitur, baik yang bergerak maupun yvang tidak bergerak,

baik vang sudah ada, maupun yang barn akan ada di kerudian hari, menjadi

tangpungan untuk segala perikatannya perseorangan’.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas mengaadung arhl bahwa selurah kckayaan
Debitur baik vang spdah ada maonpun yang akan ada dapat dijadikan pelunasan bagi
Kreditur. Ketentwan KUHPerdata mengatur tentang hak dan kedudukan setiap
kreditur dalam suaty perjanjian kredit apabila Debitur mempunyai stang Iebib dari
satu Kreditur, Ketentuan vang mengatur tersebut adalah Pasal 1132 KUHPerdatz yang
menyatakan

“Kebendaan tersehmt mienjadi jeminan bersama-sama bagi semua krediturnya

pendapatan  penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu

menurul besar kecilnya pivtang masing-masing, keeuali apabila antara kreditur ttu
ada alasan-alasan vang seh unnk didahuivkan™

Karerm settap kreditur mempunyai baic dan kedudukan yang sama terhadap
kekayaan Debitur yang meropskan jaminan atas perikatannya, maka ada
kemungkinan dalam membagikan hasil-hasil penjualan barta kekayaan Debitur terjadi
bentrokan diantara para Kreditur satu sama lain. Atan Debitur menganak-emaskan

seorang ateu beberapa orang kreditur yang lain, atau kemunpkinan lain dimana

¥ Rasjien Wiraatmadja, Penzikatan Jami
SH, 1989), hal, 10,

can, {Jakarta @ Kantor Advokat Raspirg W,
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Debitur akan berupaya untuk menyembunyikan harta bendanya sendiri, schingga
Kreditur tidak memperoleh apa-apa’® dari pengembalian kredit tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas salah satu atau beberapa Kreditur dari selurub
Kreditur yang dimana Debiter berhutang bernsaha menempatkan posisinya menjadi
Kreditur yang harus didabulukan dari Kreditur lainnya (Kreditur preferent yang
merupakan lawan dari Kreditur konkurent), misalnya dengan jaminan beropa Gadai,
Hak Tanggungan dan Fidusia,

Sepintas tampaknys pedindungan yang diberikan oleh kedua pasal dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata tersebut {1131 dan 1132) sudah cukup bagus, tetap
kenyataannya jaminan vang demikiap tidek memuaskan bagi kreditur, kurang
menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan, oleh karcoa harta
kekayaaan debitur tidaklab berlaku hanya baginya saja, melainkan juga sebagai
jaminan kreditur-kreditur lzinoya. Kemungkinan yang akan terjadi, bahwa piutang
dari si kreditur akan terlunasi selorubnya. Oleh karena im hak jaminan yang bersifat
preferent perlu bagi kreditur, maksudnya kreditur yang bersangkutan didshulukan dari
kreditur-kreditur lainnya dalam percleban hasil penjualan harta kekayaan si debitur.

Namun orang sering merasa fidak puas dengan jaminan secara umum ind, oleh
karepanya kreditur meminta supaya suatu benda tersebut dapat dijadikan jaminan
yang diikat secara yuridis. Dengan perkatagn lain kreditur meminta adanya jaminan
yang dikhususkan baginya baik yang berstfat kebendaan maupun perorangan. Dengan
demikian apabila debitur tidak menepati janji atau kewajibannya, maka kreditur dapat
dengan pasti dan mudah meleksanakan haknya terhadap debitur, dengan mendapat

kedudukan lebih tinggi daripada kreditur-kreditur lainnya,

" 81t Soemarti Harfone, Penzanta natlitan Pan Pen
Hukum Dagang Fakultas UGM, 1981 bal, 3 d&x} 4,

** A, Hamzah, Senjun Manullang, Lembaga
Co. 1987, Hal. 13
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Adapun jaminan khusus ini timbuinya karena adanya perjanjian yang khusus
diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat
kebendaan atau pun jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan perorangan adalah
selain suatu perjanijian antarg seorang berpintang (kreditur) dengan seorang kefiga,
vang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur), sedangkan
pembenan jaminan dan menyediakannya guna pemenuban (pembayaran) kewajiban
{hutang) seorang debitur,

Dengan demikian dari ketentoan pasal-pasal kiranya para ahli hukum telah
sependapat bahwa pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang
dapat dinilai dengan vang yang timbul dari suatu perikatan. Dalam hal pemberian
kredit dalam dunia perbankan, jaminan berfungst uatuk  melancarkan dan
mengamankan pemberian kredit, oleh karcna ity jaminan yang ideal adalah'® :

1. Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang
memerlukannya.

2. Jaminan yang tidak melemahkan potensi {kekuatan) si pencan kredit untuk
melakukan (meneruskan) usahanya

3, Jaminan yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk digksekusi, bila perlu dapat mudah
divangkan untuk melunasi hutangnya.
Secars umum dapat dinvataken kepupaan jaminan terutama dalam praktek

perbankan adalah sebagai berikut ';

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari

hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melskukan cidera

1% R. Subekti, Qp, Cit, (Bandung : PT, Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 19
7 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakaria : Gramedia, 1992), hal. 81
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janii, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan
dalam perjanjian.

2. Menjamin agar nasabah berperan serta didalam transaksi untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaba atau proyeknya
dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sckurang-
kurangnya kenngkinan untok dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

A, Jaminan yang memberikan dorongan kepada Debitur untuk memenuhi perjanjian
kredit. Khususaya mengenai pembayaran kembali sesual dengan syarat-syarat
yang telah disctujud agar ja tidak kehilangan kekayaan vang telah dijaminkan

kepada bank.

¥. Makasnd dan Tuinan 33&&2&3&‘

Pada umuomnya, dalam pergaulan hidep bermasayarakel orang sering
mengadakan suatu peganjian / persetujuan terfentu. Bila masyarakat melakukan
perjaniian olang piutang dimana scscorang dikenal baik oleh kreditur biasanya
kreditur akan memberikan pinjarnan hanya berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian
tertolis dan merminia jaminan. Tetapi pada masa sekarang ini, hal seperti ito sukar
dilakssnakan. Hal ini disebabkan oleh karena pada waktu membuat perjanjian
kelihatannya semuanya akan berjalan dengan lancar sebagaimana diharapkan semula,
Tetapi kesulitan-kesulitan baru timbul pada saat orang tersebut dituntut uniuk
melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan.

Jaminan merupakan salah satu aspek yang perlu men‘dapatkan perhatian dalam
mempertimbangkan  suatu  permohonan kredit, yang tujuannya adalab uniuk
menambah kepastian yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya dengan
barang-barang yang diserahkan oleh nasabah, jika kemudian hari tidak terselesaikan

sebagaimana mestinya.
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Walaupun sudah ada ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata,
namun  soorang kereditur yang berpengalaman akan memperhitungkan segala
kemungkinan, selalu berpegang teguh pada “The Five (s of Credit” | yaina character,
capability atau capucity, capital, collateral dan condition dengan demikian ia sclalu
mermperkuat kedudukannya sebagai seorang kreditur, meksudnya untuk mendapat
jaminan yang kvat dari pada apa yang diberikan oleh ketentuan dalam pasal 1131 dan
pasal 1132 KUHPerdata, Jadi kreditur dapat saja memperkuoat kedudukannya sebagai
kreditur, misalnyas dengan mengadakan perjanjian ssal tidak bertentangan dengen
kesusilaan dan ketertiban uroum, hal ini dimaksdukan untuk memperoleh jaminan
yang dapat lebih memperbesar kepastian bahwa pivtangnya akao dilunasi. Dengan
berbuat demikian, maka apabila perlu dapat penjual dan mempergunalan hasil
penjualan tersebut untuk membayar hutang-hutang debitur kepadanya lebih dahulu
daripada kreditur-kreditur yang lain. dengan demikian jelaslah bahwa hak-hak ini
bertnjuan untuk menjamin baltwa hutang-hotang debitur akan dibayar lunas atau
sehagat jaminan terwujudnya perianiian pokok.

Barang-barang yang diserabkan oleh nasabah sebagal jaminan dapat berupa
hak miliknya sendiri dan dapat juga berupa hak miliknys sendiri dan dapat juga
berupa hak milik pibak ketiga (dilakukan dengan pemberian kuasa) yang harus diikat
secara hukum,

Dengan demikian maka, maksud dan tujuan dard jaminan ini adalsh untuk
membenikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan
barang-barang jaminan tersebut bilamana nasabah bercidera janji, vaito fidak
membayar kembali hutangnya pada waktu yang telab ditetapkan dalam perjanjian,
Disarnping itu maksud dan tujuan dan jaminan adalah memberikan dorongan kepada

debitur agar betul-betul menjalankan usaba/proyeknya yang dibiayai dengan kredit
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bank, karena hal tersebut diabaikan resikonya adalah hak miliknya yang dijanjikan
akan hilang serta debitur barus betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang
tercanturm dalam perjanyian kredit,

Jadi secara singkat dapet kita simputkan bahwa pada dasamya oaksud dan
tujuan diadakannya jaminan adaleh untuk melindungi kreditur dan kerugian yang
mungkin timbul dengan tidak dibayamya kembali keedit yang telah diberikan atau
tidak dibayarnya dengan schagaimena mestinya, sehinpga dengan adanya jaminan,
maka kreditur merasa aman dan adanya kepastian hukum bagi pihak kreditur bahwa

piutangnya akan dilunast,

G. Macam-Macam Jaminan

Sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, terutama pembangunan
dalam bidang ekonomi, maka dalam dunia usaha Khususays parkiek perbankan
scbagal lembaga vang menvalurkan lgedit kepada para pengusaha menghendaki
jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan, Jaminan yang ideal dalam transaksi
pinjam-meminjam adalah jaminan yang mudah membantu penagihan hutang, tidak
meiemahkan debitur dalam melakukan uvsabhanya, setiap wakiu tersedia untuk
dieksekusi dan mudah disgunkan (dijual) untuk melunasi hutang. Berkut ini akan
diuraikan lebih lanjut mengenai jamican Gadai, Hipotik, Fidusia, Cessie dan penulis
juga akan menyinggung horgiocht sebagai jaminan perorangan dalany bab ini sebagai
pembanding dengan jaminan-jaminan kebendaan lainnya yang juga akan digunakan
sebagal perbasdingan dalam jaminan dalam bentuk Jefter of comfort vang menjadi
pokok penulisan thesis ini.

Seperti kita ketabndi bahwa jaminan kebendaan ada yang lerdapat dalam
KUHPerdata maupun dilvoar KUHPerdata, Gadai dan Hipotik merupakan jaminan

yang terdapat dalam KUHPerdata, sedangkan diluar KUHPerdata ada Fidusia yang
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diator dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiduaia dan Hak Tanggungan
vang diatur dalam UU No., 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah begerta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Kemudian juga ada jaminan yang tidak
dikenal dalam peratuwran perundang-undangan di Indonesia, tctapi sering digunakan,
vaitu jaminan dalam bentuk lefter of c;:;?y%rr yang akan peoulis bahas pada akhir bab,

Jaminan kebendaan, vaitu jaminan terthadap hak-hak kebendann yang bersifat
absolut, artinya memberikan kekuasasan langsung atas suatu suatu benda dan dapat
dipertahankan terhadap setiap orang. Salah satu jaminan kebendasn adalsh jaminan
Fidusia. Lembaga Fidusia tercatat dalam sejarsh hukurn Indonesis pertama sckali
diakui oleh vursprudensi Indonesia dengan putusan Hooggerechtschof (HGH)
tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus Battafsche Petroleum Maatschappil (BPM}
sehagai penggugat melawan Pedro Clignett sebagai tergugat. Fidusiz ferus
berkembang sampal akhimya disabkan nndang-undang khusus , yaitu Undang-mmdang
Nomer 42 Tahun 1999 teatang Jaminan Fidusia.

Fidusiz merupakan istilah vang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia,
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga memakai istilah
*Fidusia”. Kadang-kadang dalam bahasa Tndonesia untek Fidusia ini disebut juga
istitah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayasan™.'® Terdapat beberapa prinsip
utama dari jaminan Fidusia sebagai berikut :**

a. Bahwa sccara riil, pemegang Fidusia hanya berfungsi sebagal pemegang jaminan

saia, bukan sebagai pemilik yang sebenamya.

¥ Dalam terminologi Belanda, Fidusia disebut dengan istilah Fiduciare Eigendom Overdrachi (FEO),
sedangkan dalam bahasa Inpgris disebut dengan istilah Fiduaciary Transfer of Ownership (FIQ).
Dalam babaca Belanda kitg umpai pule pengongkapan jaminan Fidusia ini dengan istilah-istilab
Lekarheids ~ Eigendom {Hak Milik sebagat jaminan), Bezitfoss Zekerheidsrecht (jaminan tenpa
menguasai), Verruimd Pand Begrip (Gadal vang diperisas), Eigendom Overdracht tot Zekerheid
{Fenyerahan Hak Milik secam jaminan}, Hezitloos Pand {Gadai tanpa Ppenguasaan), Een Verkapre
Pand Rechi (Gadai berselubung), Uithow dari Pand (Gadai vang diperfuas).

¥ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung : PT. Ciira Aditya Bakii, 2600, bal, 4
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. Hak pemegang Fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika
wanprestasi dari pihak debitur.

. Apabila hutang yang sudah dilunasi, maka objek jaminan Fidusia harus
dikembalikan kepada pemberi Fidusia.

. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang Fidusiz melebihi jumiah hutangnya, maka
sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemben Fidusia.

Perelihan hak dalam konstruksi hukum tentang Fidusia adalah sah apabila

memenuhi syarat-syarat schagai berikut 2

. Terdapat perjaniian yang bersifat kebendaan (zakelijk).

. Adanya titel suatu peralibian hak

. Adanva kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda,
. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara penyerahan kepemilikan benda
tanpa secars fisik benda sama sekali (conmstitutum posessorium) benda bergerak
yang berwuiud, ateu dengan cara cessie untuk hutang piutang.

Berdasarkan SEBI No. 4/248/UPPK/PK. tanggal 16 Maret 1972, untuk bendag-

benda bergerak dapat dipakal lembaga jaminan Fidusia. Dalam praktek, barang-

barang vang diserahkan sebagai jaminan dalam Fidusia adalah benda-benda atau

barang-barang yang secara sosial ekonomt dapat menunjang kelancaran jalannya

suatu usaha atau perusahaan. Barang-barang seperii kendaraan bermotor, stok barang

dagangan, inventaris dan lain sebagainya.!

Cleh karena perjanjian Fidusia, seperti halnya denpan perjanjian atau lembaga

jeminan lainnya, vaitu bersifat accesoir, maka perjanjian atau hak Fidusia dapat hapus

P ibid

s Ind - Hill Co, 1987}, hal. 37
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disebabkan oleh hapusnya perikatan pokok, yaitu peranjian kredit atau pengakuan

hutang yang mendahuluinya,

Jaminan kebenadaan selain Fidusia adalzh Undang-undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanpgungan atas Tanab Beserta Benda-Benda yang Berkaitan

dengan Tanah (UUHT) atau yang biasa dikenal dengan HakTanggengan. Tanah yang

dapat dijadikan jaminan suatu utang dengan dibebani Hak Tanggungan, hmus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.

b,

Dapat dinilai dengan vang karepa utang yang dijamin berupa uang.

Termasuk hak yang didaRar dalam daflar umum, karena harus memenuhi svarat
publisitas,

Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena bila debitor ciders janji, benda
yang dijaminkan dapat dijual dimuka uroum.

Memerivkan penunjukan dengan undang-undang,

Berdasarkan pasal 4 UUHT yang merupakan objek dari Hak Tanggungan adalah

sebagai berikut .2

2)
b)
<)
d)

Hak Milik.

Hak Guna Usaha

Hak Guna Bangunan

Selain hak-hak atas tanah vang dimaksud pada ayat (1) UUHT, Hak Pskai atas
Tanah Negara yang menorut ketentuan yang berlaku wagib di dafiar dag menurut
sifatnya dapat dipindahtangankan dapat pula dibeban Hak Tanggungan.

Hak atas tanah berikut sgunan, tanaman, hasil karva yang sekarang dan di
kemudian hari akan ads yang merupakan satu kesatvan dengan tanah tersebut,

yang berada dalam kepemilikan vang sama maupun berbeda pembebanannya

seminar UUHT Medan 10 April 1986}, hal. 26
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dinyatakan dengan tegas oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT), jika tidak ditegaskan dalam APHT, maka
yang dibebani Hak Tanggungan hanya tanahnya saja.

Objek hak fapggungan meniadi leas jika dikaitkan dengan Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Rumah Susun, yaitu ;

a2 Rumah susun berikat tanah temnpat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan utang
dengan:

1} Dibebani hipotik, jika tanahnya hak milik atau bak guna bangonan.
2} Dibebani Fidusia, jika tanahnya hak pkat tas tanab negara

b. Hipotik atav Fidusia dapat juga dibebankan atas tansh schagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berseria rumah susun yang akan dibangun sebagal jaminan
pelunasan kredit vang dimaksud untuk membiayai pelaksanaan pembangunan
rumah susun yang telah direncanakan di atas tapah vang bersangkutan dan
pemnberian kreditnya dilakukan secara bertahap sesual dengan pelaksanaan
pembangusan rumah fersebut,

Hak Tanggungan berdaserkan UUHT mempunyai ciri<iri dan sifat antars lain
adalah sebagai berikut ;

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya (droil de
preference) kepada kreditornya berdasarkan pasal 1 angka 1 UUHT berbunyt
”..yang memberikan kedudvkan yang divtamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain™ dan ”._pemegang Hak Tanggungan dengan hak

mendahulul dari pada kreditor-kreditor lainnya”.
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b. Seclaly mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objak Hak Tanggungan ifu
berada (droif de suitz). Berdasarkan Pasal 7 UUHT yang berbunyi "Hak
Tanggungan tetap mengikuti objek dalam tangan stapapnn objek tersebut berada™.

¢. Memenuhi Asas Spesialitas dan Asas Publisitas. Asas Spesialitas dalam muatan
wajib APHT berdasarkan Pasal 11 UUHT berbunyi “Identitas Pemegang dan

Pemberi Hak Tanggungan, Domisili Pemegang dan Pemberi Hak Tanggungan,

Jumlah Utang-utang yang dijamin, Nilai Tanggungan, Benda atau vang menjadi

Objek Hak Tanggungan™ Mengenai pemenuvhan atas Asas Publisitas Hak

Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat

d. Mudah dan pasti pelaksasan eksekusinya, dengan cara ;

1) Menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasasn sendint melalui pelelangan
umum dan mengambil pelunasan dari hasil peojualan tersebut (pasal &
UUHT).

2) Penjualan objek Hak Tanggungan secara dibawab tangan jika dapat diperoleh
dengan harga fertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat 2
UUHT).

3} Memberikan kemungkinan penggunaan secara Parate Bkeekust (Pasal 26 jo 14
UUHT).

b} Objek Hak Tanggunpan tidak masuk dalam Boedel Kepailitan, Pemberi Hak
Tanggungan sebelum kreditor pemepang Hak Tanggungan mengambil pelunasan
dari hasil penjualan objek Hak Tanggongan (Pasal 21 UUHT)

Hak Tanggungan berdasarkan UUHT mempunyai sifat-sifat yang antara lain
adalah sebagm beriket ;

a. Tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 TJUHT).
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b. Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak Tanggungan dan setiap
bagian dati padanya, namun svarat ini tidaklah berlaku mutlak karena adanya
kemungkinan pengecualian atan penyimpangan berdasarkan pasal 2 avat (2)
UUHT dengan Roya Parsial. Pengecualian dperbolehkan jika diperjanjikan
dalam APHT. Roya Parsial adalah pelunasan hutang yang dijamin dengen cars
mengangsur yang besarnya samg dengan nilal masing-masing satuan yang
merupakan  objek  Hak Tanggungan, Bagian yang (elah diangsur
pembayarannya akan terbebas dari Hak Tanggungan dan hanya Hak
Tanggungan sebagai jaminan atang yang belum dilunasi.

c. Bersifat accesoir {mernpakan ikutan) pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian
yang menimbulkan utang piutang. Berakhir dan hapusnya Hak Tanggungan
terpantung kepada utang yang dijamin pelunasannya tersebut. >

Seiain dari Hak Taoggungan dan Fidusia juga terdapat jaminan yang berasal dari

tagihan. Terdapal macam-macam tagihan, mulai dari tagiban bissg wessel, chegue,
promes dan Jain-lain. Ada yvang berups tagihan atas sejumlah vang tertentu atau atas
sejumlah barang tertentu. Pengelompokan tagihan dapat dibag dalam 3 (tiga)
kelompok, yaitu tagihan atas bawa (uan fonder), tagihan atas unjuk (aan order) dan
atas nama (op naam). Tagihan tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam bentuk
Cessie piutang atas nama. Cessie plutang atas nama dimaksodkan sebagai jaminan
untuk memperoleh kredit”
1. Cin-ciri tagihan atas unjuk, atas bawa dan atas nama. KUHPErdata mengenal tiga
macam tagihan, yaitu tagihan atas bawa (aan fonder), tagihan atas unjuk {wan

order) adan alas nama (op nauam). Tagiban atas unjuk adalah tagihan-tagihan yang

B Adjie Habib, Qp., Cit, hal. 7+ &

# A. Hamzah dan Sanjun Manuilang, $.H, Lembapa Fiducia dan Penerapannya di Indonesia, cet. 1,
{Jakarta : Ind — Hill Co, 1987) hal. 19
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menyebutkan nama keeditornya atau orang lain yang ditunjuk kreditor tersebut,
yang tanpa bantuan atau kerjasama dari Debitor dapat dialibkan kepada orang lain
yang disebut oleh kreditor, dengan cara endossement. Tagihan atas bawa adalah
tagihan-tagiban yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditor dan hak tagihan
tersebut dilaksanakan oleh siapa saya yang membawa surat tagihan terselast.
Tagihan gan order atan atas tunjuk gelalv berbentuk suatu gurat {akta}, dan cara
penyerahannya pun berbeda dario tagihan atas nama. Tagihan atas nama adalah
tagihan yang bukan taguhan atas unjuk maupun tagihan atas bawa. Pada
prinsipnya tagihan atas nama menunjukan siapa kreditornya, tetapi karena tagihan
atas nama pada asasnya tidak harus dtivangkan dalam wijus surat (tulisan), maka
tagiban alas noma vang dibust secara lisan, sulit anfuk dikatakan bahwa tagihan
terscbut menyvebtukan nama kreditornya. Tagihan atas pama adalah tagihan-
tagihan vang hanya dapat ditagih oleh kreditor saja,
. Pengaturan cara penyerahan hak-hak tagih dalam KHUPerdata. Cara penyerahan
hak-bak tagihan tersebut diatur dalam Pasal 613 KUHPerdats. Penyerahan hak
tagihan atas unjuk dan atas baws diater dalam Pasal 613 avat 3 KUHPerdata vang
menyatakan :

"Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan

surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karens surat tunjuk dilakukan dengan

penyerahan surat disertai dengan cndosemen”™

Sedangkan penvershan hak tagiban stas nama diatur dalarn Pasal 613 ayat |
KUHPerdata yang menyatakan ;

“Penyershan akan pivtang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh

lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akia otentik atsu dibawah tangan,
dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahken kepada orang lain”
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Proses psmindahan hak pivtang atau tagihan (cessie) dalam prakieknya harus
memnuhi syarat-syarat sebagai berikut :*°
a) Piutang harus benar-benar ada dan merupakan hak dari pemberi cessie (cedent)

b} Piutang belum dibayarkan dan masih dapat ditagih.

¢} Piutang tidak dijaminkan kepada pihak lain.

d) Pivtang tidak dikuasakan kepada pihak lain, bebas dari sengketa dan segala
tuniuian apapun dart pihak lain.

¢} Pengalihan harus diberitahukan (befeneking) kepada yang berutang atau yang
bersangkutan ikut mepandatangani akta cessie agar cessic mengikal orang yang
beruiang kepada penenima cessie {cessionaris).

) Pemberiiahuan cessie hams dilakukan secara terfulis dan diminta persetujuan s
berutang dengan membuabuhkan tanda tangan pada surat tersebut,

Para pihak dalam cessic adalah kreditor semula, kreditor baru dan debitor.
Kreditor semula yang mengoperkan hak tagihannya disebut cedent, sedangkan yang
menerima hak tagihan cessionaris. la yang menggantikan hak-hak kreditor dalam atas
tagihan yang diterima olehnya, Debitor yang dalam cessie tidak berganti disebut
CessHs.

Selanjutnya jaminan lain yang telab diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dan dinyatakan dalam Pasal 1162 sampai dengan 1232 kemudian dikhususkan
uniuk objek vang diatur dalam Undang-andang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 1 angka 11 dan Undang-undang Nomor 42 Tzhun 1959 tentang
Fidusia Pasal 3, yaite jarminan hipotek. Jaminan hipotek ini dalam pegjanjian kredit

perbankan digunakan khusus untuk membehankan objek kapal yang mempunyal berat

B windajanarto, Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan, (Yakarta : Infobank, 1998), hal. 160
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20 m' (duapuluh meter kubik) apabila dalam perjanjian kredit tersebui akan

mengagunkan kapal. Sifat-sifat umum hipotik adalah sebagai berikut:*®

1. Bersifat hak kebendaan (zakelifkrechs), berarti hak hipotik mengikuti bendanya,
walau di tangan siapapun benda tersebut berada,

2. Azas accessoritas, artinya hak hipotik bukan merupakan hak yang berdiri seadiri
melainkan mengikuti perjanjian pokoknya.

3. Azas preferen. Hak hipotik merupakan hak vang lebih didaholukan
pemenuhannya dari pivtang vang lain (droit de preference).

4, Azas kemudahan, Maksudnya adalah bahwa eksekust  hipotik  mudzh
ditaksanakan.

5. Objcknya adalah benda-benda fetap.

6. Hak hipotik hanya berisi hak untuk melunasi hutang dari nilai benda jaminan dan
tidak memberi hak untuk menguasai bendanya.

7. Hipotik hanya dapat dibebankan atas benda orang lain dan tidak atas benda milik
sendiri.

8. Hipotik tidak dapat dibagi-bagi.

9. Terbuka (openbaar), artinya setiap orang dapat meneliti hak hipotik tersebuot.

10. Mengandung pertelaan {specialiteif), artinya situasi benda yang dihipotikkan harus
dijelaskan.

Berdasarkan Pasal 1162 KIUH Perdata, ohjek hipotik adalah benda tetap, yang
meliputi benda tetap karena sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang, Menurut
Pasal 1164 KUH Perdata, yang dapat dibebani hipotik adalah sebagai bertkut:

1. Benda-benda tak bergerak.

2. Hak memungut hasii atas benda tersebut,

% Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH, Mencari Sistern_Hukum Bends Nastonal, (Bandung:
Alumni, 1997}, halaman 99-100
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3. Hak opstal (sekarang Hak Guna Bangunan) dan hak erfpachs (sekarang Hak Gura

Usaha).

4. Bungatanah.

5. Bunga 1/10 (sepersepuluh).

6. Bazaar-bazaar atau pasar-pasar yang diakui Pemerintah beserta hak istimewa yang
melekat padanya.

Selain benda-benda tersebut diatas berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelavaran dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999 tentapg Fidusia i}bji::k Hipotek adalah Kapal dengan berat 20 m’
(duapuluh meter kubik). Jadi yang dapat dibebani hipotik selain benda tak berperak
juga hak-hak atas benda tersebut (benda tak bergerak yang tak berwujud). Di luar
Pasal 1164 KUH Perdata, chjek hipotik adalah:®
1. Bagian yang tak dapat dibagi-bagi dalam benda tak bergerak yang merupakan hak

milik bersama (bak milik bersama vaug bebas).
2. Kapal juga dapat dibehani hipotik.

Namun demikian setelah diundanpgkannya UUHT dan UU Pidusia, hipotik Hdak
lagi menjamin tanzh dan segala sesuatu yang bersatu atau dipessatukan dengan fanah,
melainkan hanya untuk menjaminkan kapal yang berukuran paling sedikit 20 m3 {dua
puluh meter kubik) atau 7 G'F (Gress Ton) isi kotor®®, pesawat udara dan helikopter™,

yang telah mempunyai tanda pendaftaras dan kebangsaan Indonesia.>”

# prof. Dr. Ny. St Soedewi Masichoen Sofwan, SH, Hukum Perdsta: Hukum Bends, {¥opyvakaria:
Liberti, 1981), halaman 108

** Qesuai ketentuan Pasal 314 RUHD Juncts Pasal 48 UU No. 2171992 juncio Passl 33 PP No, $172002
¥ Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

# prof, Dr. Sutan Remy Siahdeini, Halk Jaminan dan Kepailitan, (Jakarta: Jurmal Hukum Bisnis,
Volume 11, 2000), halaman 6.
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Kemudian masalah penghapusan hipotek diatur dalam Pasal 1209 KUH Perdata,

yang menjclaskan bahwa:

1. Karena bapusnya perikatan pokok.

2. Karena pelepasan hipotiknya oleh si berpiutang.
3. Karena penetapan tingkat oleh Hakim.”

Cara berakhirnya hipotik karena hapusnya perikatan pokok mengakibatian sifat
hipotik yaitu azas accessoritas menjadi hapus. Hal ini sgsual denpgan ketentuan Pasal
1381 KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu cara berakhimya perikatan-
perikatan adalah dengan pembayaran. Apabila Debitur melakukan pembayaran hanya
sebagian saja, maka hipotik ietap berizku sepenuhnya, schagai peleksanasan azas
hipotik yaitu tidak dapat dibagi-bagi.*’

Berdasarkan Pasal 314 KUHD, kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya 20
m3 (dua puiuh meter kubik) dapat dijadikan jaminan berups hipotik. Selanjutoya
dalam Pasal 60 ayat {1} UU No, 17/2008 diatur bahwa kapal yang dijadikan jaminan
hipotik terlebih dahulu harus didaflarkan,

Setelah penulis membahas lembaga yang pengaturannya terdapat dalam
KUHPerdata, yaitu jaminan hipotik, penulis akan menguratkan jaminan lain yang
digtur dalam KUHperdata, vaitu Jaminan Gadai. Pengertian Gada: menum! pasal
1150 KUHPerdata adalah ©

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang

diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas

uvtangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil
pelunasan piutanpgnya dan barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain;
dengan pengecualian biaya penjualan sebagal pelaksanaan putusan atas tantutan

mengenal pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang
dikeluarkan setelah barang ity sehagat Gadai dan yang harus didahulukan.

' Prof. Dr. Mariam Damus Badrulzaman, $H, “Bab-bab Tentang Hypotheek™, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 1991}, halaman 76.
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Ketentuan mengenai Gadal ini datur dalam Buku [ Bab XX pasal 1130 sampai
dengan 1161 KUHPerdata,

Penjaminan melalni lembaga jaminan Gadal ini dapat terlibat beberapa pihak
atau subjek. Pihak yang menggadaikan disebut sebagal “pemberi Gadai™ (pandgever).
Sedangkan pihak vang menerima Gadal disebut “penerima atau pemegang Gadal”
{pardnerer). Dalam transaksioya Gadat ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu debitur
{pihak yang berhutang), permberi Gadai, pihak yang menyerahkan benda Gadai dan
pemegang Gadai, vaitm kreditur vang menguasal benda Gadal sebagai jaminan
piutangnya.*

Seperti halnya dengan segala perbuatan hukum, pemberi hak Gadai, hanya dapat
dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa bertindak (hande!ingsbehmam)ﬁ Selain
cakap bertindak, wntuk pembert Gadal juga masih ada svarat lagi, yaitu ja barug
berhak unfuk mengasingkan barang #u seperti  menjual, memikarkan,
menghibahkannya dan lain-lain sebagainya. Hal ind dapat disimpulkan dari bakikat
umum, bahwa perbuatan yang menggadatkan juga termasuk perbuatan mengasingkan
barang, meskipun tidak secara langsung, yaim merubah kemungkinan dijusinya
barang itu untuk membayar wWangnya.

Gadai memiliki sifat hak kebendaan. Hak kebandaan (zakelijkrecht), ialah hak
mutlak atas sesuatu dimana hak itu memberikan kevasaan langsung atas sesvatu benda
dan dapat dipertabankan terhadap siapapun juga' Hak Gadai merupakan hak

kebendaan yang memberi jaminan terhadap benda bergerak milik orang lain sebagai

* Mariam Darus Badrolzaman, Bab-bals fentane Credistverband, Gadal dan Fidusia, (Jakarta | 1987),
hal. 51

> Wirjono Prodjodikero, Hukum Perdata tentang Hak Atas Renda, (Jakarta : 1986) hal. 155

* 8ri Soedewi Masjchoen, S.H, Hukum faminen di indonesia, Pokok Hukem Jaminan dan Jamingn
Peroranean, {Yogyakarta : 19803, hal, 24
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jaminan, Sifat kebendaan ini dapat diketemukan dalam Pasal 528 Kitab Undang-
undang HukumPerdata.

Hak Gadai mempunyai sifat accesoir, maksudnya adalah bahwa Hak Gadai ini
tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu pinjam meminjam uang atau perjanjian
kredit. Jadi Hak Gadai ini merupakan tambahan dan pedaniian pokok, yaitu
perfanjian hutang piutang atau perjanjian pinjaman uang atau yang lazim dikenal
dengan perjanjian kredit, Sesuat dengan Pasal 1152 ayat (1) Kitalb Undang-undang
Hukum Perdata yang menyatakan

Hak Gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul

dengan cara menyerabkan Gadal ity kepada kekuasaan kreditur atau orang yang

memberikan Gadal atau vang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak Gadai
hapus bila Gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang Gadal. Namun bila barang

im hilang, atau dimmbil dan kekuassannya, maka ia berhak untuk menumutnya

kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila Gadal itu telah kembali,

maka hak Gadai itu dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak adanya wewenang pemberi Gadal untuk bertindak bebas atas barang

itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak

orang vang telah kehilangan atay keeutigaan barang Hu untuk mepuntutnya
kembali.

Berdasarkan ketentuan {ersebut, maka benda yang digadaiken haros berada di
tangan atan dalam kekuasasn pemepang Gadai atau diserahkan kepada pihak ketiga
yang teleh disetujui oleh kedua belah pibak. Penyerahan barang atau benda Gadai
tersebut merupakan untuk sahnya perikatan Gadai. Dalam Pasal 1152 ayat (2) Kitab
Undang-undang Hukum Perdata “tidak sah® dalam adalah hak (Gadai atas segala
benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang astau si pemberi Gadai,
ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Dari ketentuan Pasal 11352
KUHPerdata ayat 1 dan 2 di atas, dapat dilthat babwa setiep objek Gadai harus
diserahkan kepada kreditur atau penerima Gadal, Objek Gadai tersebut harus
dikeluarkan dari kekuasaan debitur dan diserahkan kepada kreditur, Apabila dalam

perjanjian Gadai tersebut dijanjikan bahwa Gadai fetap berada di bawah kekuasaan
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debifur walaupun atas kemauan kreditur, maka perjanjian Gadai fersebut tidak sah dan
dianggap batal demi hukum. Perjanjian Gadai tersebut dianpgap tidak pernah ada>®

Penyerghan int menjadi syarat mutlak dalam penjaminan secara Gadai. Alasan
pengaturan ini sehenamysa karena demi keamanan hak dan kreditur afas pehunasan
utang-utang debitur. Apabila debitur masih memegang dan menguasai barang-barang
yang menjadi objek Gadai, dikhawatirkan debitur dengan mudah dapat mengalihkan
atau menyerabkan barang Gadainya kepada pihak lain walaupun pihak lain ini
memiliki itikad baik yang perlu dilindungi secara hukum. Akibatnya, tentu aken
sangat merugikan pihak kreditur dan hilanguya sifat jaminan dad CGadai tersebut.
Htulah alasannya mengapa syarat “diletakkan dengan membawa barang Gadainya di
bawah kekuasean si berpiutang” menjadi syarat yang penting dan mutlak oleh
wndang-undang. Oleh karena prinsipnya disini adalah asalkan barang ditaruh di hoer
kekuasaan pemberi Ouadal, maka dimungkinkan pula oleh undang-undang untuk
ditarubkan barang jaminan dalam kekuasaan pihak ketiga (Pasal 1152 ayat 2 Kitsb
Undang-undang Hukum Perdata) dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Pihak
ketiga ini berkedudukan schagar pemegang Gadai untuk kepentingan kreditue, namun
pihak ketiga tersebut haruslah mandiri dan independen serta dia bukan kuasa dari
kreditur. Pihak ketiga ini pun tidak funduk kepada perintah-perintah kreditur, namun
dia memiliki kewajiban agar maksed perjanjian Gadai ferlaksana dan bara
menyerahkan barang tersebut unituk proses eksekust, apabila debitur wanprestasi.

Hak Gadal obyeknyz terdiri atas benda-benda bergerak baik yang berwujud

maupun yang tdak berwujud, contoh barang vang tidak berwujud adalah hak untuk

Gadai  Sabawm,  htin//cfisel bl mpotconﬂﬁﬂ?fﬂg artikel-tentang-Ga

Tanggal 15 Febrsan 2009.
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mendapatkan pembayaran vang vang berwujud surat-surat piutang kepada pembawa
{ann tonder), atas unjuk (aan order) dan atas aama (op rnaom).

Kemudian setelah Jaminan Fidusia, Hak Tanpgungan, Cessie, Gadai dan Hipotik
dalam peraturan perundang-undangan di Indonsia juga mengenal jaminan berupa
yaminan pribadi (borgfockr). Jaminan pribadi ini dapat diberikan oleh beberapa pihak,
yaitu oleh perorangan (persone! guarantee), perusahaan (corporate guaraniee) dan
diberikan melalui bank yang disebul dengan Bank Garansi.

Jamninan yang bersifat perorangan ialah jarmioan yang menimbulkan hubungan
langsung pada perorangan tertentu, hanys dapat dipertahankan terbadap Debitur
tertentu, terhadap kekayaan debitur seurmumnya® Pasal 1820 KUHPerdata
menemukan mengenai apa yang dimaksud dengan borgiocht ztau penanggungan
hutang, yaite ;

Suatu perjanjian dimana pihek yang satu (sebagai borg) menyanggupi kepada

pihak lain (kreditur dari suatu perjaniian hutang piutang} bahwa ia menjamin

pembayaran kembali hutangnya terscbut, bila si debitur tidak memenubi
kewajibannya.”’

Tujuan daripada dorgrocht ini adalah entuk melindungt kepentingan kreditur
dan borgtocht ini bersifer umur, artinya dapat mengakibatkan selurah harta kekayaan
penanggung menjadi jaminan dari debitur yang bersanghkutan, Borghtochi adalah
persetujuan yang bewifat gccesoir vaitu perjanjian yang mengikoti petanjian
pokoknya aden apabila perjanjian pokoknya belnm berakhir atau selesai, maka
otomatis perjanjian tambahan akan berakbir atau selesai pula. Yadi perjaniian accesoir

tidak akan ada kaiau fidak ada peraniian pokoknya.

% $ri Soedewi Masciohoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia
Jumiinan Perorangan, {Yogyakana ; Uibserty, 19800, hal. 47

¥ Ritab Undang-undang Hukum Perdate, Pasal 1820
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Seorang borg tidak dapat mengikatkan diri untuk jumlah yang lebih maupun
syarat-syarat yang lebih berat, dari perjanjian pokoknya. Apabila penanggung
melebihi dari utangnya ataupun syarat-syaratnya yang lebih berat, maka borghtocht
tersebut tidak sama sekali batal melainkan adalah sab banya untuk apa yang meliput
pokoknya saia. Ketentuan tersebut meropakan suata konsckuensi yang logis karena
borgtocht merapakan perjanjian goceseir. Penangpung atau borghice! mempunyal
beberapa ciri, vaitu dalam jaminan penjamin tidak secara khusos memberikan sesuatu
barang sebagai jaminan kepada kreditur atau pemberi kredit, sehingga secara teoritis
penjamin akan bertujuan untuk membayar hutang tersebut dengan seluruh
kekavaanya. Jaminan borgloch ini tidak memberikan preferensi terbadap tagihan
pihak kreditur, sehingga dalam hal inl kreditor hanya memiliki kedudukan sebagai
kreditur konkuren, bersama dengan kreditor yang lain.

Penanggungan adalah sualu persetujuan yang bersifat accesoir, artinya tidak ada
penanggungan kalau tidak ada persetujuan utamanya. Hal inj berdasarkan Pasal 1821
ayat (1) KUHPerdata dan ini berarti bahwa ™
1} Penanggungan adalah batal demi bukum, jika persetyjuan {perikatan) utamanya

adalah batal demi hukum.

2} Penappgungan untuk suatu persetujuan yang dapet dibatatkan, fuga dapat
dibatalkan. Si penanggung (Borg) tetap dapat diharuskan memenuhi kewajibannya
sebagal penanggung selama persetujuan utamanya belum dinyatakan batal, Si
penanggung baru bebas dari kewajibannya sebagai penanggung jika persetujuan
utamanya telah dinvatakan batal.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direkst Bank Indonesia

termtang Pemberian Jaminan, pegjaniian Ini diterjemahkan dengan sehutan “Perjaniian

?* Kartono, Hak-Hak Jaminan Kredit, cet. 2, (lakarta : Pradnya Paramita, 1977), hal, 36
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Buntut”.” Berdasarkan Pasal 1822 KUHPerdata, maka seorang penanggung tidak
dapat mengikatkan diri untuk jumlah yang lebih besar dan dengan syarat yang lebib
berat daripada jumlah dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan antara
debitor dengan kreditor yang bersangkutan*® Schaiknya penanggung hanya untuk
sebagian utangnya atau dengan syarai-syarat yang lebih ringan yang diperbolehkan.

Selanjutnya pasal 1822 ayat (2) KUHPerdata, apabilz penanggung mengikatkan
diri untuk jumlai yang lebih besar daripada jumlab utang menurut perjanjian
utamanya, maka penanggungan seluruhnya batal, Hanya batal mengenai jumiah yang
melebibi jumiah butang yaog ditentokan dalam persetujuan ufamanya. Penanpgunpan
ssh untuk pada vang dilipoti oleh persetejuan utamanya, Hal int juga berlaky terhadap
penanggengan dengan syarat-syarat yang lebt berat dart pada syarat-syarat perjanjian
utamanya.

Penangpungan atau peniamin dapal berwujud perscorangan atau badan hukum,
Bila perscorangan disebut persone! guerantee, bila badan hukum, maka discbut
corporate guaraniee, bila memakai jasa perbankan, maka disebut scbagat bank
guaranice. Penanggung atgu penjamin apabila perseorangan hamus  mendapat
persetujuan darj suami atau isteri.’. hal ini distur dalam Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “mengenal harta
bersama, suami atau istri dapat bertindak atas perseujuan kedua belah pihak™,

Selain itu dalam Keputusan Mahkamsh Agung Nomor 808.K/Sip/1974 tanggal 30
Juli 1974, menycbotkan bahwa semuz harla kekayasn vang diperoleh pada waktu

perkawinan berlangsong moerupakan harta bersama, walaupun horta  terscbut

¥ Rasjim Wiraatmadja, Solusi Hukum_ Dala
Infobank, 19973, hal. 72.

* 1bid,, hal, 59

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



86

diatasnamakan salah seorang suami atau istri, Penaggung vang ielah menikah harys
mendapat persetujuan dari istri atau suami sebab ia bertanggung jawab teshadap
seluruh hartanya apabila debitor cidera janji.? Untuk corporate guarantee, direksi
perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) untuk menjadi Penanggung sebapaimana diatur dalam Pasal 88 Undang.
undang Persercan Terbatas 1995 {sekarang Undagg-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.”

Berdasarkan pasal 1824 KUHPerdata, penanggungan tidak dipersangkakakn,
melainkan harus diadakan dengan pernyataan yang tegas, vang berarti harus ada
persetyjuan penanggungan. Tala cara pembuatan jaminan pribadi tidak ditentukan
oleh peraturan pembuatan jaminan pribad tidak ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan, bisa berbentuk apa saja. Dalam praktek, terkadeng dibuat dengan akta
notaris atau bawah tangan. Bahkan seperti umumnya perjauiian lain, jarainan pribadi
secara lisan pun sudah cokup, walaupun kekuatan hukumnya lemah.

Perikatan yang timbul dari penanggungan (seperti balnya dengan setiap perikatan
lainnya) berpindah kepada ahli warisnya. Hal ini berdasarkan Passl 1826
KUHPerdata. Hal ini yang tidak banyak diketahui orang dan seringkali tidak didasari
oleh penanggung sendiri. Kata "pribadi” dalem jaminan pribadi tidak hanya ditujukan
ke benda tertentu saja, melainkan ke seluruh harta vang sudah dan / atau yang akan
ada dan menjadi hak si penanggung. Bahkan penanggung dapat dimintakan kepailitan
jika memenuhi syarat menurat Undang-undang Kepalitian.” Dalam jaminan pribadi,
penanggung dapat dengan mudab mengelak membayar hulangnya dengsn

mengalihkan atau menjaminkan aseinya kepada pihek lain, baik secara pura-purn

* Rasiim Wirsetmadia, Op, Cit. Hal. 74
® mhig,
4 1. Budi Untung, Op, Cit., hal. 59
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maupust sungguh-sunggub, wntuk mencegah hal ini, dapat digunakan lembaga actie

pauliana, Pasal 1341 KUHPer, yang memberikan status batal dan tidak berlaka (rull

and avoid) terhadap pengatihan tersebut, Hal ini jika terbukii dengen sengaja

dilakukan uaiek menghindari pembayaran hutang. Hal yang skan merugikan pibak

ketiga yang beritikad baik *

Penanggung dalam perjanjian penanggungan hutang debitor mempunyai bak-hak

yang merupakan hak isimews, yaitu

a)

b}

Hak untuk menuntst supaya harte kekayaan debitor disita terdebih dabubhy dan
dijual untuk melunagi hutangnya, Hak i lazine disebut het voorecht van eerdere
uitwinning, Hal ini diatur dalam Pasel 1831 KUHPerdata yang berbunyi :

"Si penanpgung tidaklah wajib membayar kepada si berpiutang, selain jika si

berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebib dabulu disita

dan dijual vatuk melunasi utangnya™.

Dalam persetujuan penanggungan, biasanya dicantwmkan suatu syarat yang
menyatakan bahwa si pesanpsung melepaskan segala hak-hak yang olch undang-
undang diberikan kepadanya dalam kedudukannya sebagal penanggung, termasuk
ket voorecht van eerdere uitwipning. Jalan lzin agar penanggung jangan sampai
mempergunakan hak ini adalah mengikamys dalam persetujuan pinjaman uang
yang bersangkutan sebagai orang yvang furut meminjam <an bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap seluruh butang, Jadi mengikainya sebagal medehoofdelijie
debitenr*®
Hak untuk menuntut supaya si kreditor terlebih dabulu membagi piutangnya
diantara para penanggung dan masing-masing penanggung harus membayar apa

yang menjadi bagiannya, apabila ada lebih dari seorang yang menjadi penanggung

* thid., hal. 59 - 60
* Kartono, Op, Cit., bal. 39
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untuk seorang debitor yang sama dan untuk utang yang sdama pula. Hak int lazim
discbut ket voorecht van schuldsplitsing. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1837
Kl HPerdata vang menyatakan :

“Namun itu masing-masing darf mereka, jika ia tidak telah melepaskan hak

istimewanya untuk meminta pemecahan utangnya, pada pertama kalinya ia

dipugat dimuka Hakim, dapat menuntut supaya si berpiutang lebih dahulu
membagi piulangnya dan menguranginya hingga bagian masing-masing
penanggung wtang yang terikat secara sah”

Dalam persetujuan penanggungan dicantumkan sysrat yang menyatakan para
;}eﬁaﬁggw}g melepaskan segala helc-hak meraka yang oleh undang-undang
diberikan kepada mercka sebagal penangguag, termasuk hef voorecht van
schuldsplitsing¥
Hak mengajukan eksepsi. Penanggung dapat mengaiukan tangkisan atau ekspesi
yang dapat dipakal debitor utama terhadap dan mengenai ufang itu sendiri. Hal ini
diatur dalam pasal 1847 KUHPerdata ™
Hak dibebaskan scbagain peniamin karepa kesalahan kreditor. Ketentuan ini
diatur dalam pasal 1840 KUHPerdata yang berbunyi -

“Si penanggung apabila ia karena salahnya st perbiutang, tidak lagl dapat

menggantikan hak-haknyas, hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewanya dari

si berpiutang itu”.

Penanggung utang yang telah membayarkan utang debitor utama, demi
hukum, akan menggantikan semua hak kreditor hingga penanggung tidak lagi
dijamin haknya bila ia membayar pinjamannya npanti, Misalnya kreditor menjual
agunan atan jaminan yang telah diserahkan debitor, maka penangpung dapat

dibebaskan sebagai penanggung.

*? Ihid., hal. 39
* Ragjim Wirnatoadja, Op., Cit. Hal. 73
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Seluruh hak {stimewa tersebut tidak berlaku bila penanggung telah melepaskan
hak-hak wtama yang diberikan undang-undang, dalam surat pepanggungan utang
yang secara tegas ditandatanganinya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur masalah kedudukan penanggung
terhadap debitor dalam Pasal 1840 vang menyatakan Si penanggung yang telah
membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang.

Segala hak yang dimiliki oleh kreditor terhadsp kreditor yang berhubungan

dengan utang, berpindah kepada penanggung terschut. Penanggungan akan hak
kebandaan, maka kreditor bersangkutan tidak mempunyai hak untuk didahulukan

dalam pelunasan hutangnya® Jadi kreditor harus membagi secara seimbang jumlah

tagihannya kepada pars penagih,

H. Sifat Jaminan

Sudah merupakan suatu hal yang lazim dimana dalam suatu petjaniian utang
plutang (kredit), segrang kreditur tidak begitu sasja meminjamkan uvang kepada
seseorang lznps meminta suatu jaminan. Untuk menjamin pengembalian kredit yang
diberikan, maka atas jeminan-jaminan yveng disershkan oleb debitur diadakan
pengikatan oleh pihak krediturdaiem suatu pegaeniian kredit dimana  debitur
renyerabkan jarminan untuk ditkat oleh bank sebsgat kreditwnya kemudian diadakan
perianjian terpisah vang morupakan tambshan {accesoir) yang dikaitkan dengan
perjanjian pokoknya (perjanjian kredit). Perianjian jaminan inl tergantung pada
perjanjian pokoknya. Dengan perkataan lain perjaniian jaminan yang terjadi setelah
perjaniian hutang piutang dibuat antara kreditur dengan debitur. Jadi perjaniian

jaminan itu baru ada setelah adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang,

“ Supramone, Og, Cit., hal. 160
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Sifat dari svatu perjanjian faminan adalah bersifat accesoir 1a tidak berdiri
sendiri karena ia adalah merupakan buntut dari suatu perjanjian pokok atau dalam
bahasa lain “gcrederes”, artinya mengikufi, membuntuti, mendekati orang atau barang
sesuat.”® Perjanjian jarninan ini dilahirkan oleh perjanjian pokok, yaitu pinjaman
uvang yang ditanpegung pembayarannya. Karena itu perjaniien jaminan juga
digantungkan pada perjaniian pokok. Hal ini berarti jika perjanilan pokoknya batal
atau berakhir, make perienjion jaminan juga zkan batal atau berakhir dengan
sendirinya. Dalam prakick perbankan nampak bahwa peganjian pemberian kredit
{perjanjian pokok) dan perjanjian penjarinan itu tercantum dalam formulir atau akie
yang terpisah,”’ dimana perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit
oleh bank, dengan kesanggupan mermberikan jaminan berupa kemungkinan hipotik,
Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, borgrocht dan lain-lain dan kemudian dilkouti
pejaniian penjaminan secara terseadinl yang merupakan tambahan {accesoir} yang
dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Dengan adanya kedudokan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan
sebagal perianjian gccesoir, maka akan menjamin kuatnya lembaga jamican tersebut
bagi keamanan pemberian kredit oleh kredifur, Seperti halnya perjanjian accesoir
yang lain, maka dana sebagai perjanjian yang bersifat accesoir ini mempunyai akibat-
akibat sebagai berikut :

- Adanya tergantung pada perjanjian pokok,
- Hapusnya tergantung pada perjagjtan pokok.
- Jika pezﬁaﬁ}iaa pokok batal, mmka perjanjian accesoir ikut batal.

« Tkut beralih dengan beralinys perjanjian pokok.

% Kartono, Hak-hak Jaminan Kredit, (Yakarta : 1977), hel. 5
*1 9ri Soedewi Masjchoen, Op., Cit, hal. 37
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- Jika perutangan pokok beralih karena cessie, subrograsi, maka ikut beralib juga

tanpa adanya penyerahan kbusus.

1. Hapusnya Pembebaxan atas Jaminan

Sebhagaimana kita ketabui bahwa perjanjian yang bersifat accesoir merupakan

buntat dari sustu petjanjian pokok, maka mengenal hapusnya pembebenan atas

jaminan ini juga tergantung pada pedjaniian pokek. Apabila peganjian pokoknya,

yaitu hutang piutang musnzh, maka perjanjian pemberian jaminan ikut berakhir.

Sesuai dengan pasal 1381 KUHPerdata disebutkan beberapa sebab hapusnya

perikatan, yaitu karena :

i.

2,

10.

Pembayaran.

Pemw@ pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
Pembaharnan hatang.

Perjumpaan hulang atau kompensasi.

Percarnpuran hutang,

Pembebanan hutang.

Musnahnya barang yaag terutang.

Pembatalan,

Berlakunya suatu syarat batal.

Lewataya waktu.

Sepuluh cara vang discbutkan dietas belum lengkap, masih ada cara-cara yang

tidak disebutkan seperti berakhirnya snatu ketetapan waktu dalam suatu pesjanjian

atan meninggalnya salah satu pihak dalam mamischap

# R. Subekti, Pokek-Pokok Hukum Perdats, (Jakarta : PT. Intermassy, 1982}, kal. 24
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J. Letter of Comfort sebagai Jaminan dalam Kredit Perbankan

Seclain  jaminan-jaminan yang diatur oleh peraturan perundang-upangan di
Indonesia yang telah penulis uraikan diatas, penulis dalam sub bab ini akan membahas
jaminan yvang tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi sudah lazim digunakan oleh
negard-pegara vang menganut alitan anglosaxon, tetapi diterapkan dan digunakan di
Indonesia. Jaminan int sepanjang penelitian penulis telah digunakan sebagai jaminan
dalam perianiien kredit perbankan dan lembaga keuvangan latnnya, Nama jaminan ind
adalah letrer of comfort.

Reperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya leifer of conifort dapat digonakan
sebagai jaminan dalem herbagal perjaniian, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian
jual-beli, perjanjian merger dan akuisis perusshaan dan lain-lain. Selsin dari
perianiian-perjaniian tersebut feffer of comfort juga digpunakan scbagai jaminan untuk
perianjian Kredit perbankan. Penggunaan leiter of comfori sebagal jaminan dalam
pegjaniian kredit perbankan iml sudah lazim dipunakan oleh para pihak peminjam
{debitur / borrower) dalam mengadakan perjanjian kredit di perbankan atau lerbaga
keuangan lainnya.

Jaminan letfer of comfort dalam perjanjian kredit tidak seperti halnya jaminan
pribadi (horgiocht) yang berupa jaminan perorangan (persenal guarantee) dan/atan
jaminan perusahaan (corporate guarantee) walaupun sebenamnya letier of comjort
dapat dipersamakan dengan jaminan pribadi tersebut. Persamaan tersebut menurut
penalis karena adanya sifat penjaminan dari individu danfatau badan hukum untuk
menjamin pejaniian kredit yang diadakan antara bank dengan debitur yang tidak
menjantinkan benda bergerak {moveble goods) maupun benda tidak bergerak
{inomovable goods). Kemudian yang menjadi perbedaan dengan jaminan pribadi

adalah penjaminan lefler of comfort yvang berasal dani individu atau badan hukum

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



93

tersebut berupa surat pemyataan untuk menjamin bahwa debitur akan menjalankan
usahanya dengan baik sehingga dapat melunasi seluruh pinjaman yang timbul dari
perjaniian kredit tersebut.

Scbagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa Jetter of comfort
isinya hanys merapakan surat pernyataan yang meayatakan penierbit lefter of comfort
akan mengusahakan supaya debitur yang dlam hal ini meropakan anak perusahaannya
akan menjalankan usahanya dengan baik dan sken mengusahakan supaya debitur
dapat melunasi hutangnya dengan baik. Sepanjang penelitian penulis beberapa bank
asing yang menjalankan usahanya di lndonesia mengizinkan pars debitur untuk
menggunakan letier of comfort.

Contoh redaksi dari letter of comfort yang diterbitkan guna kelangsungan usaha
perusazhaan para pelaku bisnis yang dilakukan oleh afiliasi dani para pelaku bisnis
tersebut adalah : >

Sample Letier of Comfort
[The letter should be on the parent bank's letierhead)

To: The Monetary Authority
Subject: [Name of Al} (“the Company™)

The Banking Ordinance, Cap 155 (“the Ordinance™)

In support of an application by the Company for authorization as [ 1 under the
Ordinance, we state and confirm the following:

1. We are the legal and beneficial owners of [percentage}®% of the paid-up share
capital of the Company. It is our present infention fo maintain that pereentage
holding in the Company. We undertake to inform you forthwith of any change in
that intention and to consult you m advance of any likely decrease in that
percentage holding;

2. It is in our interest that the Company continues 0 condue! its business as an
Authorized Institution under, and in conformity with, the provisions of the
Ordinance;

3. It is in our interest that the Company and its subsidiaries meet their financial
obligations at all times. It is our policy to provide the Company with such support

% www.hank-dictionary com-letter-of-comfort28%/sample-letter-of-comfore-20% htm
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and assistance as may be reqguired fo ensure that is maintains capital and liguidity
levels to enable it at all times to meet its obligations in conformity with standards
of prudence generally accepted for its field of business; and

4. This letter of comfort was duly awthorized by a resolution of our Board of
Directors dated [date], a copy of whick 18 enclosed.

For ard on behalf of the parent bank.,
{ Authorized signature]
{MName and title of signatory]

Beberapa letter of comfort yang penulis temukan yang digunakan sebagai jaminan
daiam perjanjian kredit perbankan .mempunyai redaksi leter of comfort sebagai
berikut :

LETTER OF COMFORT

We have taken not and agree to your granting credit facility to our affiliated company:

xxxxxxxxxxx

aaaaaaaaaaa

Pursuant to the ..., Term Loan Facility {"Facility™) in the amount of ........ Ca— )}, and
more fully describe under the LOAN AGREEMENT dated ....,......... 45 executed by
and between PT, Bank...... and PT. ..., we hereby state our good faith intention. to
employ our best effort during the entire life of the Facility, to ensure the following *

#) the maintenance of the husiness operations and related profiesional management
of PT. ...

%) as specified and provided for under the agrement and pursuvant to the facility,
maintain the timely payment of inierest and principal payments to the PT. Bank...
by the PT. .., including all relevant fecs and related charges under same, and
otherwise maintain the financial integeity of PT. ... Iimited untill the amount of
share owned by PT. ... in conncetion with the Facility under the said Letter
Agreement.

Yours Faithfidly
T, ...

{Directon
Sepanjang penclitian penulis beberapa perusahasn vang mengadakan peranjian
kredit dengan bank yang menggunaskan jaminan lester 6f comfort adalah PT. Bali

Ococan Magic, PT. Sumalindo Lestart Jaya, Tbk, PT. United Tractors, Thk, PT,
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Metrodata Electronics, Thk, dan lain-lain, Semua letfer of comfort tersebut diterbitkan
dan diberikan oleh pemepang ssham perusahizan stau pihak ketiga lainnya yang
mempunyai kepeniingan terhadap perusahaan yang mengadakan perjanjian kredit
tersehut. Sepanjang penelitian penulis tidak ditemukan adanys peraberi atau penerbit
dari letter of comfort tersebut yang menspakan direksi dan / atau komisaris dari suatu
peruszhaan.

Proses pemberian Jefter of comjfort sepanjang peneliian penulis adalszh dengan
cara meminta persetnjuan dari para pemegang saham melalst Rapat Uman Pemegang
Saham (RUPS) perusahaan untuk meminta perschjuan kepada para pemegang saham
bahwa perusehaan akan mengadakan perjeniian kredit kepada bank alau lembaga
kenangan lainnya. Hal ini diterapkan apabila perjanjien kredit yang akan diambil
nilainys serta penerbitan letter of comfort memerlukan persctujuan dan para
pemnegang saham. Keraudian setelsh mengadakan rapat umnm pemegang saham dan
para pemegang sabiam telah sefuju untuk perjanjian kredit yang akan dilakukan oleh
perusshaan, para pemegang saham tersebut memberikan sarat yang ditujukan kepada
bank yang akan memberikan pinjerean bahwa paras pemegang sebam bersedia untuk
menerbitkan letier of comfort untuk perjanjian kredit tersebut.

Sctelah adanya persetyjuan para pemegang sabam dalam RUPS dan para
pemegang saham telah memberikan surat persetujuan kepada bank untuk penerbitan
fetter of comfors bank meminta kepade para pemegang saham untuk segera
menerbitkan letter of comfort yang isinya seperti yang telah dicantumkan diatas.
Setelah pembuatan dsn penerbitan letrer of comfors bank meminta kepada para
pernegang saham untuk melakukan legalisasi dan di register (wagrmerking). Tujuan
dari register ini adalah supaya Jetter of comfort terscbut di dafiar datam buku khusus

yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal int ditempuh apabila dokumen/suzat tersebut
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sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, scbelum di sampaikan kepada
notanis vang bersanghkutan. Kemudian fujuan dari legalisasi adalah supaya latier of
comfort yang dibuat di bawah tangan tangan tersebut ditanda-dangani di hadapan
notaris, setelah letter of comfort texsebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang
bersangkutan. Sehingga tangpgal Jetter of comfort yang bersangkutan adalah sama
dengan tanggal legalisasi dart notaris. Dengan demikian, notarls menjamin keabsahan
tanda-tangan dari para pihak vang dilegalisir tanda-tangannye, dan pihak (yang
bertanda-tangan dalam Jeiter of comfort) karena sudah dijelaskan oleh notaris tentang
isi surat tersebut, tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa yang bersangkutan
tidak mengerti isi dari letter of comfort tersebut. Legalisasi dan register ini adalsh
demi adanya kepastian hukum dan kekuatan hukoam atas letter of comjfort yang
diberikan dan diterbitkan oleh para pemegang saham tersebut.

Letter of comfort yang diterbitkan olgh pihak ketiga prosesnya adalah pihak ketiga
yang bersangkutan mengehiarkan surat pemyataan kepada bank yang bersangkutan
yang menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut sehujn untuk menjamin perjanjian
kredit tersebut dengan memberikan Jetter of comfort sebagai jaminan. Apabila aplikasi
perjanjian kredit disensjui, ;mka'pihak kctiga tersebut wajib segera menerbitkan lerrer
of comfort yang isinya seperti yang penulis telah uraikan diatas.

Penerbitan letter of comfort tidak seperti perjanjian jaminan pribadi (personal /
corporaie guarantee atan borglocht), dimana individu yang menjamin dengan
menerbitkan /eiter of comfort memerlukan persetujuan dad passngannya (suami atau
isteri). Letter of comfor? dapat diterbitkan oleh pribadi atau individu yang merupakan
pemegang saham atau pihak ketiga dan perusahaan lain yang merupakan pemegang
saham dari perusshaan yang mengadakan perjanjian kredit dengan bank tersebut,

Apabila pihak penerbit letter of comforr tersebut adalah suatu perusahaan, maka letter
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of comfort tersebut wailb ditandatangani oleh pihak yang mewakili perusahaan baik
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar perusahaan.

Sifat penjaminan yang hampir sama dengan jeminan leifer of comfors di Indonesia
adalah perjanjian jaminan pribadi atau perjanjian penanggungan (horghlocht, personal
{ corporaie guarantee). Lefter of comjor! selain mempunyai persamaan dengan
jaminan pribadi juga memiliki perbedaan.

Persarnaan letfer of comfort dengan perjanjian jaminan pribadi adalah dengan
melihat ketentuan yang diatur dalam pasal 1824 KUHPerdata, penanggungen atau
pemberian letier of comjort tidak dipersangkakan, melainkan harus diadakan dengan
pernyataan yang tegas, yang berarti barus ada penerbitan Zetfer of comfort. Tata cara
pembuatan felter of comfort tidak dintor dalam persturan perundang-undangan bisa
berbentuk apa saja dimana contoh ist darl Jetfer of comfort dapat dilthat pada urafan
penulis sebelumnya. Dalain praktek letier of comfort, terkadang hanya di legalisast, di
register atau dibuat desgan akta notariz atsu bahkan dapat dibuat sebatas perjanjian
bawah tangan. Bahkan seperti umumnya perjaniian lain, fefter of comfori secara Hsan
pun sudah cukup, walaupen kekuvatan bukumnya lemah dan jarang bahkan hampir
tidak pernah digunakan.

Letter of comjori pada isinya wajib mencantumkan perjaniian kredit vang
dimaksud, jumiah hutang, jangka wakin perjaniian kredit, para pihak yang
mengadakan perjanjian kredit dan status peperbit dag letter of comfore tersebut, [si
pokok dart fefter of comfort ini adaleh para penerbit Jetter of comjort ini akan
menjamin si debitur atau peruszhaan yang mengadakan perjaniian keedit dengan bank
atau lembaga kenangan lainnya supaya tetap beroperasi dengan baik, menialankan

bisnisnya dengan baik dan dapat melunast pinjaman yang diberika oleh bank tersebut.
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Letter of comfort ini tetap akan terus berlaku sampai dengan perjanjian kredit tersebut

selesai,

Persamaan lain antara Jetter of comfori dengan perjanjian jaminan pribadi yang
telah diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan pribadi atan perjanjian
penangpuagan dan letfer of comfort adalah suatu persetujuan yang bersifat accesair,
artinya tidak ada penangpungan atau penerbitan leffer of comyjort apabila tidak ada
perschujuan uvtamanya. Hal ind berdasarkan Pasal 1821 ayat (1) KUHPerdata dan ini
berarti bahwa:>*

1) Penanggungan dan leffer of comfort adalah batal demi hukumn, jika persetujuan
{perikatan) utamanya adalah batal demi hukum,

2) Lerter of comfort dan peranggungan wntuk svatu persctujuan yeng dapat
dibatalkan, juga dapat dibatalkan. Si penanggung (Borg) dan penerbit letter of
comfort tetap dapat diharuskan memenuhi kewajibanaya sebagai penanggumg dan
penerbit fetler of comfort selama persetujuan glamanya behon dinvatakaa batal. Si
penanggung dan penerbit letior ¢f comfort bara bebas dard kewsiibannya sebagai
penanggung jika persetujuan utamanys telah dinyatakan batal.

Letter of comfort juga mempunyai persamaan dengan perikatan yang timbul dari
penanggungan dalam hal perpindahan kewajiban pemberi letfer of comfori kepada
ahli warisnya hal ini menurut penulis diatur dalam Pasal 1318 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata vang isinya adalah ;

Orang dianggap memperolch sesuatu dengan perjanjian untuk dicl sendirt dan

untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak darpadanya, kecuali jika

dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat persetujuan ita babwa bukan ity
maksudnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sifat pertanggunjawaban dari penerbit leiter

of comfart sama haluya seperti pertanggungjawaban dalam perjanjian penanggungan

# Kartono, Hak-Hak Jaminan Kredit, cet. 2, (Jakaria : Pradnya Paramita, 1977), hal, 36
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(seperti halnya dengan setiap perikatan lainnya) berpindah kepada ahli warisnya
termasuk letter of comfort dimama sepanjang penelitian penulis pihak kreditar
menginginkan apabila penerbit Jetter of comfori telah tiada, maka kewajibannya harus
dipenuhi oich ahli warisnya. Hal ini sama dengen ketentua Pasal 1828 KUHPerdata,
Hal ini yang tidak banyak diketahui orang dan seringkali tidak didasari oleh
penanggung dan penerbit fetier of comfort sendin.

Perbedaan antara Zefter of comfort dengan jaminan pribadi antara Iain adalah ferter
gf comfor! merupskan perikatan secara Sepihak yang dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata dinyatakan dalam Pasal 1317 yang isinya adalah

Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu
perjanjian yang dibuat untuk dirt sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,
mengandung syarat seracam itu. Siapa pun yang telah mencntukan susty syarat,
tidak boleh menartknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan
mempergunakan syarat ifu,

Sedangkan jaminan pribadi timbul dari perikatan yang bukan secars sepihak
karena dalam perjanfiap tersebut selain sipenanggung juga terdapat kreditur yang
menandatangani perianjian jaminan pribadi tersebut, Jaminan pribadi tidak hanya
ditujnkan ke benda tertentu saja, melainkan ke sefuruh harta vang sudah dan / atau
yvang akan ade dan menjadi hak si penangpung, sedangkan datam fetrer of comfort
sepanjang penelitian penulis tidak mengikutka hariz bendanya, babkan ada vang
menyatakan  bahwa sifat pertanggungjawaban dari letter of comfort adalah
pertanggungiawaban moral saja,

Perbedaan lain antara jaminan pribadi dengan Lester of comfort adalah jaminan
pribadi sepanjang penelitian perulis telah banyak menggunakan akia otentik atau akta

yang ditandatangani dihadapan notaris sedangkan letfer of comfort hanya ditegalisasi
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serta di register oleh notaris dan sepanjang penelitian penulis letier of comfort belum

dibuat dihadapan Notaris.

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



BAB IV
TANGGUNG JAWAB HUKUM
PEMBERI LETTER OF COMFORT SEBAGAIL

JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

A. Kasus Letter of Camfort

Pada bagian im penulis akan membahas beberapa kasus dimana fetter of
comfort dignnskan sebagal jaminan dalam suatir hubungan bisnis. Kemudian
karena adanya suatu musalah hubungan bisnis tersebut tidak berlangsung dengan
bailla:, sehingpa menjadi sengketa. Dalam kasus-kasus fefter of comfort scbagai
jaminan yang akan penulis waikan selanjuinya bukan merupakan kasus lefter of -
comfors yang diterbitkan guna dijadikan sebagal jaminan dalam perjanjian keedit
perbankan, Menurut penulis walaupun kasus-kasus yang penulis dapatkan dasi
suate artikel ini tidak ada hubongannya, tetapi dapat memaparkan sifat dan
pertanggungiawaban leiter of comfor! yang sebenarnya merupakan jaminan yvang
tidak aman. Penulis selain memaparkan kasus juga akan memaparkan beberapa
pendapat yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Kasus ini penulis dapatkan dari suatu artikel yang disusun oleh J. Michael
Judin dan K. 1. H, Maisels. Penvusun atau pengarang artikel fersebot merupakan
Jounders dari kantor pengacara di Afrika Selatan, yaitu Goldman Judin Maisels
Ing, Attomeys of Johannesharg,

I Michael Judin dan K. D. H. Maisels dalam filosofi dari Jetter of comfort
menyatakan

“There is a valid reason why the pen is regarded as mighiier than the sword. 1i

has to do with the former's ability to articulate words which are capable of
striking blows in places where the sword can't possibly reach. But it is also
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due to the fact that words, while invented in order 1o communicate, often land
up being instruments not of clarification, but obfuscarion. Taking refuge
behind ambiguity, they confer greater power on those able ta munipulate and
mould them 10 imply evervthing, while being bound 1o nothing in particulw™!

Pengarang artikel dari letter of comfort yakai, J. Michael Judin and K. D, H.

Maisels menceritakan fetier of comfort dalam artikelnya sebagai berikut

“In the murky area of the low concerning letters of intent, words can be
especially misleading. Also known by the term “comfort letters”, leiters of
intent may provide anything but comfort for either the author ar receiver, for,
despite the name, comfort letters are not terms of commiseration. They are not
cards sent by one company to another expressing sympathy for the latter’s
financial problems, Rather, they are letters of awarencss and
acknowledgement of responsibility on the part of one pariy fo another. Also
known as “heads of agreement”, “agreements in principle”, and
“memoranda of wnderstanding”, they are usually direcied by a parent or
holding company to a lender, acknowliedging a moral linbility for loans made
to subsidinrics. But they are not letters of guarantee, and are therefore not
necessarily legally bimding. In juct, they are something of a comprontise,
Jatling imto that unceriain area between a legally binding wderiaking, and an
inducement that gives no undertaking whaisoever. In other words, they may
provide a temporary balm for troubled companies, bad their authors deny
resporsibility should anything go wrong. As such, ihe inferpretation of their
enforceabilify or otherwise, oflen depends on which side of the comfort letter
one stands, ay well asy the language used to communicate the comfort,
awareness and intent,

Thus, a man whe iy on the verge of insolvency, will probably interpref a letter
of intent issued by a bank on his behalf as being a proper and enforceable
contract. The bank, however, if called upon io pay, may asseri that the letter is
merely an acknowledgement of a transaction, bui nothing more.

The consequence of these letters - which purporf not 1o be binding but which
cortain terms indicating an inteniion to be bound, has resulted in some of the
most hotly contested litigation in the history of business transactions™?

Berdasarkan cerita dari J. Michael Judin and K. D. H. Maisels tentang fefier of

comfort tersebut diatas ada beberapa kasus yang diuraikan dalam artikel terscbut.

! J. Michael Judin and K. D H. Maisels, Letter of Comfort, Goldman Judin Maisels Inc, Attorseys of
Johannesburg
? Ibid.,
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kasus-kasus tersebut adalah Texaco fnc v Pennzoil Co, Kleinwart Benson Lid v
Malaysia Mining Corporation BHD, Bangue Brussels Lompert SA {(BBL} v
Australion National Indusiries Lid (ANT} NSW LR dan Pinnacle Point Casing
Py Lid v Awret and Others (4} SA af 763.

Perkara lefter of comfort pada kasus Texaco fnc v Pennzoil Co dalam artikel

tersetat menyatakan bahwa

“Resultzd in judgment for the largest sum ever awarded in delict over «
business dispute, a whopping 7,33 billion dollars in compensatory domages
and 4 billion dollars in punitive damages. The award was made against
Texaco after the mulli-national was sued in terms of a " "memorandum of
agreement” writien 10 Pennzoil, which bore all the hollprarks of a leiter of
intent only, but which, the jury decided was in fact an enforceable agreement,
lacking only the mecharics and details of the transaction to be supplied by the
parties’ at a later stage.

The Texave decision iy not wrigque. There have been a rumber of cuses
worldwide in which courts have held that if the parties intended 10 be bound
by a letter of intent prior to the execution of « final agreement, it will give
effect to the contents of the letier of intent, even if certain details have nof been
agreed upon. Furthermore, courts will sometimes supply and impose
commercially reasonable terms in respect of isswes upon whick agreement
cannot be reached”.

Walaupun interpretasi yang tidak jelas yang timbul dalam kasus tersebut
diatas, fetter of intent ({etter of comfort) adalah bagian integral dari prakick bisnis,
baik di lvar negeri dan di Afrika Selatan, meskipun penggunaan perangkat ini
dapat membuat hukum sebagai daerah ranjau yang tidek mencorigakan. Hal ini
tergadi di Inggris pada kasus Kleimwors Bensen Lid v Malaysia Mining
Corporation BHD. Dalam artikel menyatakan perkara tersebut adalah sebagai
berikut

“In this case, which has been used as a guide for South African auditors and

legal practitioners alike, the plaintiff bank agreed with the defendant to moke
a loan of up to 10 million pounds to the defendant’s wholly owned subsidiary

*Ihid,,
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M, which traded in tin on the London Metal Exchange. As part of the focitity
agreement, the defendant furnished the plaintiff with twa letiers of comfort,
assuring i thai the borrower was able to honour ail its liobilities and debis
wnder the agreement, However, these assurances turned oul io be worth less
than their weight in tin, In 1985 the tin market collapsed, leaving the
subsidiary liable to the plaintiff bank for the liability, which the defendeom
refused to pay.

In an action against the defendant, the plaintiff contended that the letter of
intent was legally binding. The defendant argued that the wording of the letter
was ambiguous and did not create g binding contractual obligation. (It was
common cause thal the defendant had not been prepared io emer into an
actual guarentee of ity Hability). The court of first instance held that the
circumstances in which the lelter of comfort was given, feasibly created the
presumption of a legal agreement, since the transaciion was of o commercia
nature. Because of this, the plaimtiff had relied on the veracity of the letter of
comfort to make the foan facility available. Furtherniore, the plaintiff was
assured of legal recourse in the event that the subsidiary defadied. Given the
Jact that contents of the leiter was not imvidious, the plaintiff’s claim
succeeded. The court of appeal however overruled this decision holding that
the defendant’s letter of comfort did not amount to a legal obligation, because
it referred merely to the general policy of the holding company in respect of
the subsidiary”.*

Pada tahun berikuinya ada perkara fetfer of comfort yang tequdi di Australia

yang sidangnys dilakukan di Pengadilan Tinggi Ingpris. Pada perkarm terscbut

putusan yang dikeluarkan merupakan kntikan, felapt fidek pemnsh menjad

pedoman. Hal ini terjadi pada kasus Bangue Brussels Lampert SA (BBL} v

Australian Notionad Industries Lid (ANI) (1989) NSW LR. Uraian dari kasus

tersebut adalah sebagai berikut

“Spedley Securities Lid (5SS Lid). a wholly-owned subsidiary of Spediey
Holdings Lid (SH Ltd) wanted to borrow 5 million dollars from the plaintiff
(BBL). The plaintiff required assurances that the loan would be repaid. The
defendant, Australion Nativnal Industries Lid (AND, which held 45% of the
shares in SH Lid, issued u ioiter of intent to BBL, confirming its aworeness
and approval of the loan and undertook to provide af least 90 days notice of
any decision taken by it v dispose of its shareholding in SH Lid

Despite the wndertaking, in the evert, ANI sold its shares in SH Lid withowt
giving the reguired natice, because it feared that BBL would call up the lfoan,

* Ibid.,
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thereby reducing the value of ANI's shares, SH Lid subsequently went into
liguidation and BBL sued ANI for recovery of its loss.

The issue for decision was, whether the letter of intent was legally binding an
ANTio give BBL 90 days noiice before selling its shares, and, to ensure that §8
Ltd met its financial obligations. The court held that, although the letier of
comfort was no! a guarantee, ANI could he held liable 1o BBL for S8 Lid’s
defaul*

Berdasarkan kasus pengadilan Kleiwor! Benson yang telah dinraikan

sebelumnya latfer of comfort merupakan suatu perjanjian walaupun bukan sebagai

jaminan dan mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal ni Roger CJ dalam

artikel tersebut menyatakan

“the whole thrust of the law today is to attempt to give proper effect to
commercial (ransactions. If is for this reason that uncerfainly, a corcept 8o
much loved by lowyers, has fallen into disfavour as a tool for striking down
commercial borgains. If these statements are appropriately promissory in
character, courts should enforce them when they are uttered in the course of
business, and there is ne clear indication thal they are not intended to be
legally enforceable”™®

Dalam scbuah keputusan vang dibwat oleh Ketua Pengadilan Australia yang

menurut artikel {ersebut merupakan keputusan yang baik dan elegan menyvatakan

sehagai berikut

1. ®In determining whether a letier of comfort gives rise o contractual
obligations;

(@) the ordinary rules of construction and interpretation relating to
contracts apply:

(B} the overriding lest is that of the intewtion of the parties as deduced
Jrom the document as a whole, seen ggainst the background of the
practices of the particular trade or industry and in the evenis
surraunding is inception,

{¢} the prima facie presumption that in respect of commercial transactions
there is an intention fo creaie legal relations applies, and the onus of
proving the absence of such intention resis with the party who asseris
that no legal effect is intended.”

2. In the circumstances, and taking inio account the negotiations leading o

the final version of the letter of comfort, and a close texivwal analysis of ity
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terms, the leiter of comfort conicined 2 enforceable contraciual promises,
breach of which gave rise to a liability in damages where the shares ...
were sold without the plaintiff being given 90 days’ notice™.

Sehubunpan dengan keputusannya Ketua Pengadilan mengsdakan suatu

penganatan tentang kasus feffer of comfort ini. Pengamatan terscbut adalah

1

“4As was noted in Kleinwort Benson, there is no general rute concerning letters
of comfori. It was developed as an alternative to a guaroniee or suretyship,

and according to writers on the subject, letters of comfort were first used in

the 1960's in the United States, because if was there that legally enforcenble

guarantees were required to be disclosed in the accounis of a company as a
contingent liability. "

“Lncertainty surrounds the practical legal obligations impesed by a letier of
comfort,”

“Nothing turns on the nomencloture of “letter of comfort” as was observed by
the Court of Appeal in Kieinwert Benson,”

“If the statements are appropriaiely promissory in character, couris should
enforce them when they are uttered in the course of business and there is »no

clear indication that they are not intended to be legally enforceable.”

vin Kleimwort Benson, the Court of Appeal subjected the letters to minute
textual analysis. Courts will becoms irrelevant in the resolution of commercial
disputes if they allow this approach 1o dominate their consideration of
commercial documents.”

In Kleinwort Benson, Ralph Gibson, L. J. had said that *

“In my judgment the defendanis made a statement as to what their policy was,

and did not in paragraph 3 of the comfort letters, expressly promise that such

poticy would be continued in the future.”

" Mt is inintical to the effective administration of fustive in commercial
disputes that a court should use a finely tuned Iinguistic fork ™

... seems to me thet B iy the remedies which the low in Australia permils

when confronted with this {ype of conduct that represents the advance that the

law in this country has achieved gver concepls ihat inform the decisior of the

English Court of Appeal in Kieinwort Benson™

Berdasarkan hal tersebut diatas apabila pernyataan dari Ralph Gibson adalah

benar, maka dokumen berupa letter of comifort hanya merupakan sebuah kertas

yvang tidak berarti, J. Michael Judin aad K. D. H. Maisels dalam artikelnya

menanggapi pengamatan dari Ketua Pengadilan Australia scbagat berikut

" Ibid.,
“Ibid.,
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“In the resuit, in this robusi Antipodean judgment, the court held that the

plaintiff was entitled to poyment of the amount of its foss. On 9 July 2007 the

Commercial Division of the Supreme Court of France gave a judgment which

aceords with the decision in the Australian case on the enforcement of a letter

of comfort or intent, holding that the words “using its best gfforis”™ to create
commitmert to perform the obligations of a debtor towards a creditor, can be
enforced”.’

Dalam artikel tersebut pengarang mencontohkan suatu kasus yang terjadi apa
tahun 1983. Kasus tersebut merupakan kasus sengketa yang terjadi akibat
petjaniian peminjaman vang. Dalam kasus tersebut pemegang saham dari Debitur
bertindak schagai penerbit atan pemberi lerter of iniers (letler of comfort) sebagai
jaminannya. Isi dari surat tersebut adalah

“For the parpose of re-structuring our affiliaie/s and having consideration of

{(sic) our links with that company, from now on we shall pay aliention i the

closing of the operation and we shall take the necessary steps in order to bring

the operation to a successfil conclusion, '

Kemudian Debitur harus melikvidasi dirinya dan  Kreditur menagih
pembayaran yang tmbul dari perjanjian pinjam-meminjam fersebut kepada
pemegang saham Debitur yang menerbitkan leifer of infent terscbhul. Pemegang
saham Debitur tersebut menolak untuk melakukan pembayaran dengan slasan
behws fetrer of comfort bukan mergakan jaminan dar hutang Debitur. Kerudian
pengadilan vang mengadli perkara int menyatakan “although the letler of intent
was nof a guargntee, it obliged "R” to "bring the operation fo a successful
conclusion” which meant that it had to repay the loar™."

Selain dari kasus terschut di atas kasus serupa sebelumnya juga ferjadi di

Perancis. Dalam kasus tersebut menyatakan bahwa “letter of intent was only an

?1bid,

¥ hid.,
H Tbid.,
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undertaking fo perform the obligations of the debtor if its terms obliged its author

specifically to pay or perform the vbligations of the debtor™.**

Dalam artikel tersebut menyatakan bahwa mengpunakan Kkata-kata “best
efforis” untuk mengusahakan supaya keberlangsungan usaha dart Debitur tidak
memberikan kewajiban pemegang ssham yvang berfindak sebagal penerbit atau
penerima leffer gf infent untuk membayar hutang Debitur seakan-akan berfindak
sebagai pemberi jarninan pribadi. Hal tersebut dinyatakan dalam artikel I. Michael

Judin dan K. D. H. Maisels sebagai berikut

“FThe use of the words “hest efforis” to bring the operation lo a successful
conclusion, did not previously create a duty to pay. The gffect of this decision
is as follows :

L. if the author of a letter of intent specifies that it aprees (o pay the creditor
on behalf of the debiar, the leiter of intent is a guarantce,

2. if the awihor of a letter of intent agrees to use ifs “best ¢fforts” to complete
the transaction, the author is required (o perform the obligations of the
debtor; and

3. I the author of a letter agrees only to survey or control the management of
& subsidiary, it does not agree (o perform the obligations of the debtor,
and only supporis the facilitation of the performance of those obligations.
It remains io be seen lo what extent the South African courts would enforece
the terms of comfori letiers or leiters of intent, but it seems o me that the
appreach of the Australian and French courts should be followed as being
both logical and inaccordance with modern commercial practice”.

Dalam prakteknya letter af comjfori diterbitkan atau diberikan olch pihak yang
berkepentingan walaupun menpikat, tetapi tidak dapat ditegakkan apabile terjadi
suatu sengketa seperti yang telsh diuraikan diatas. Hal ini ditegaskan dalam artikel
I Michael Judin dan K. D. H. Maisels schagai benkut

“in which a letter of comjort was held not to be enforceable, but unfortunately

the precise terms of the leffer are not set out in the report. The decision of the
Australian and French courts does not mean that ofl camfort letiers constitute

[g,
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legal obligotions in accordance with the conventional rules governing the law
of contracts™.”

Berdasarkan kasus-kasus utang telah diuraikan sebeluranya, maka yang perlu

kita perhatikan apabila pemegang saham akan menerbitkan letter of comfort atau

letter of intent yang semula ditujukan untuk jaminan, namuen tdak dapat

dieksekusi berdasarkan artike] yang disusun oleh J. Michael Judin dan K. D. H.

Maisels adalah

1

If the contents of o letier is lo the effect that the parent company merely
acknowledges that X has made a loam to the parent company’s subsidiary,
no Lability will arise.

To wear belt and braces, the letier of intent should state that the parent
comparny

acecepis no Hability to the lender.

i should alse be made clear (if this ix the case) that the letter of intent is 10
be

superceded by 6 formal writien agreement.

If advising a lender, and ay a precamtion to ensure thal a binding
agreement eventuaies, the letter of intent should provide that if the parties
are unable to agree 10 the terms of a full agreemeny, that the dispute shall
be referred to mediation in an effors to resolve the differences, or failing
that, arbitration or the decision of an experi.

When drafting o lstier of intent, the use of words such as “fidly” and
“totally” or ‘“absolutely” which are vague or open io different
interpretations, should be avoided’ }*

B. Tanggung Jawab Hukum Pemberi Letier of Comfort sebagai Jaminan dalam

Perjanjian Kredit Perbankan,

1. Tangpung Jawab Hokem

Istilah “tanggung jawab” sudah merupakan hal yang sangat penting

bagi kehidupan manusia. Makna dari istilah “tanggung jawab” adalah “siap

menerima kewajiban atau tugas”, Arti tanggung jawab di atas semestinya

sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. sebaliknya jika orang akan

diminta untuk berianggung jawab sesuai dengan definisi tanggung jawab
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tersebut biasanya masih merasa kesulitan, merasa keberatan, bahkan ada orang
yang merasa tidak sanggup jika diberikan kepadanya suatu tanggung jawab,
Dalam permasalahan pertanggung jawaban ini biasanya pihak yang berjanji
untuk bertanggung jawal tidak ingin atan mengelak untuk bertanggung jawab,
karena jauh lebih mudah untuk “menghindari” tanggung jawab, daripada
“menerima” tanggung jawab. "

Banyak orang mengelak berianggung jawab, karena memang Jebih
mudah mesggeser tanggung jawabnya, daripada berdiri dengan berani dan
menyalakan dengan tegas bahwa, “Ini tanggung jawab sayal” Banvak orang
yang sangat senang dengan melempar tanggung jawabnya ke pundak orang
lain.

Pengertian tanggung iawab memang seringkali terasa sulit untuk
menerangkannya dengan tepat. Adakalanya tangguog jawab dikaitkan dengan
keharusant untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan
kesediban untuk mencrima konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknyva
bentuk faoggung jawab ini menyebabkan terasa sulit merumuskannya dalam
bentok kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau kita
arati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran
unfuk melakukan, kesedizan ontuk melekukan, dan kemampuan uniuk
mejakukan,

Dalam kebudayaan kita, ymumnya “tanggung jawab” diartikan scbagai

keharusen untuk "menanggung” dan "mentawab” dalam pengertian lain yaitu

hitn:/fwurysnano. wordpress.comy200 77102 /memabam -
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suatu kebarusan untuk menanggung akibat vang ditimbulkan oleh perilaku
sescorang dalam rangka menjawab suatu persoalan,'®

Definisi, tanggung jawab (responsibility) menurut dmerican Heritage
Dictionary ialah kata benda'’ (1} keadaan, kualitas atau kenyatsan
bertanggung jawab (2) benda atau orang yang mempertanggungjawabkan,
tugas, kewajiban atau beban. Berianggung jawab {responsible}, kata sifat (1}
Secara legal atau etis bisa diandalkan atau perawatan atau kesejahteraan orang
lain, (2} Melibatkan keadaan bisa diandalkan secara pribadi atau kemampuan
untuk bertindsk tanpa bimbinpan atan wewenang atasan, (3} menjadi sumber
atan penyebab sesuaty, (4} mampu membuoat keputusan moral atau rasional
sendiri, dan dengan demikian bisa menanggung akibat perilakunya sendiri, (5)
bisa dipercaya atau diandalkan; bisa jadi tempat bergantung, (6} berdasackan
atan berciri khas punya penilaian yang baik atav pemikiranyang mantap, (7)
Memiliki sarana untuk membayar hutang atau memenchi kewaiiban, {8) Harus
menyerahkas tanggung jawab: bisa menangpung akibat. Tanggung Jawsb
(Responsibility) juga dapat diartikan sebagai “tekanan sosial yang mengikat
sesuai dengan kewajiban dan tugas yang dibutahkan status sosial ita sendin”.'*
Kemudian tanggunp jawab juga diarikan sebagai Keharusan sescorang
sebagai mahluk rasional dan bebas untok tidak. Mengelak serta memberikan
penjelasan  mengenai  perbuatannya, secara retrosfektif atau prosfekdf,

Berdasarkan penpertian tersebut tanggung jawab diartikan sebagai kesiapan
memberikan jawaban atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh

bela,orp/pustakn/640420, tangeal 17

;’ [ DEH

' Pepak, Menanamkan Rasa Tanggung Jawab, fify
Februari 2009,

¥ Majlah Magiyah, Puasa “thadah __ Privat” unluk Hertanpeung  Jawab,
Hnajlah b teom/2004 10 81 srchivebiml, tanpesl 22 Oldober 2004.

15 Arti / pengertian dari integritas, loyalitas dan tanggung jawab, htepforsanisasi. cre/arti-pengertian.
dari-intepritas-fovalitas-dan-tangpuns-jawak, Tanggal 17 Februari 2008
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seseorang pada masa lalu stan tindakan yang akan berakibat Jdi masa yang
akan datang."”

Standar yang digunakan untuk menentukan apakah telah terjadi
pelanggaran terhadap kewajiban atau tanggung jawab adalah hukum “orang
vang kompeten atau layak™. Bila seorang yang dianggap memiliki kompetensi
atay kelayakan mampu merjalankan tangpung jawabnya dengan bak tanpa
hambatan, maka sescorang yang dianggap melakukan keceroboban memang
akan di"vonis” melakukan kecerobohan atau pelanggaran tanggung jawab,
Tetapl bila seseorang yang memiliki kompetensi atau kelayakan tadi juga
melakukan hal yang sama dengan tertuduh, maka tidak akan dikatakan terjadi
suaty kecerobohan atau pelanggaran terhadap tanegong iawab. Conlohnya,
seorang tertuduh askan tetap dianggap melakukan keceroboban bila terjadi
kecelakaan di jalan vang licin, karena sescorang vang “layak” atan kompeten
akan menurunkan kecepatan kendarsanmya dalam siluasi vang sama. Pada
kasus lain, seseorang vang “kompeten” pun tidak dapat menghindan bila tiba
~ tiba seorang anak kecil berlari menyeberangi jalan bebas hambatan vang
ramai. Bila situasinya seperti ni, maka tidak akan dikatakan tegadi
kecerobohan meskipun pengermudi menabrak anak kecil tersebut. ™

Peter Salim dalam kamus yang begudul Comtemporary FEnglish-
Indanesion Dictionary manpun Henry Campbell Black dalam kamusnya yang
berjudul Black’s Law Dictionary, mengatakan, ada tige macam tanggung

jawab hukum yaitu tangpung jawab bhukum dalam artl accountability,

¥ tyus yosep, Tangmung jawab (Rcspomszhzy} dan Tangguag Gugat (&cwuntabxﬁiy} permwat dafam

- s annad ae idfunpad.
' a7 Biawabbiaidant azetanggzmg%?ﬁgngaﬁ%i}pmt%zﬁd
im%&i)&zzézzz%?i}paadaﬁ pdf, ta;zggai i? ?’@i}:uarz 2008.

# pefinisi Umum Kewsjiban Medis,
tanggal |7 Februari 2008,

i ww, freewebe com/tanpeunsiawabmedis/delinisi. htm,
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responsibility dan lability. Tanggung jawab dalam arti aecountability adalah
tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan kcuangan, misalnya akuntan
harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan responsibility
adalah tanggung jawab dalam artt yang barus memikul beban seperti
dikemukakan oleh Kasad Jenders! Endriartono Sutarto dadam kasus HAM
yang bertanggung jawab (responsible) di kalangan ABRI adalah mereka yang
memegang tongkat komando perintah kepada prajurit. Tanggung jawab dalam
arti Hability adalah kewajiban menanggong atas kerugian yang diderita 2!
Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat penulis fanggung
Jawab hukum adalah pertanggungiawaban suatu pibak terhadap pihak lain
dalam kapasitas dan kondisi terfentu berdasarkan bulkum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang disebabkan karena adanya perbuatan
-yang menimbulkan kerugian. Menurut penulis kerugian yang timbul tersebut
dapat berupa kerugian materil maupun Kerogian immateril, Selain itu menurut
penulis tanggung jawab hukum pemberi fetter of comfor! sebagai jaminan
dalam perjanjian kredit perbankan adalah pertanggungjawaban berdasarkan isi
yang merupakan janji dan undang-undang bapi yang menpadakaonya dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Moral
Belakangan ini di kalangsn perbankan mulai populer dokumen yang
berbentuk letter of comjort, di mana pihak yang memperoleh pinjaman
memberikan comfort fetter kepada bank pemberi kredit dalam transaksi jual-

beli commercial paper dan promissory note, Surat itn dimaksudkan untuk

2 Oleh K Martono, '{mgg_g Jowah Hukum PT. (Persero) Keretd Api

ele bappenas.go.idfupload/, oonnels 0 awab3620Huknin%e20P T doe, tanppal 17 Febmm
2008.
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menentrarnkan hati pemberi kredit atau pembeli CP, karena diterbithan oleh
perusahaan terkenal yang sering menjadi persoalan, masih ada pejabat bank
yang keliru menganggap letier of comfort identik dengan jaminan bank,
padahal antara kedua dokumen tersebut masing-masing mempunyai arti dan
skibat bukum yang sangat berbeda. Letfer of comyort tidak mengakibatkan
adanya kewajiban hukum begi penerbitnya, melainkan hanya kewajiban moral
semata-mata,”

Berdasarkan hal tersebut diatas menvatakan bahwa tanggung jawab
dari pernberian lfefler of comfort adalah tanggung taweb atan kewajiban moral
semata. Karena it dalam bagian ini penulis akan membahas tanggung jawab
moral dari pemberi atau penerbit letfer of comfort dengan sebelumnya penulis
akan membahas tentang moral dan moralitas.

Definisi Moral adalah tingkat kepedulian seseorang dalam menjunjung
nilai-nilai ethics.® Definisi moral ialah tingkeh laku yang telah ditentukan
oleh eiika. Tingkab laku yang ielah ditentukan oleh etika sama ada baik atau
buruk dinamakan moral. Moral terbagi kepada dua yaitu :**

a. Baik; sepala tingkah lakn yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik.

b. Buruk; tingkah laku yang dikenal past olch etika sebagai bunuk.
Kemoralan merupaken sesuatu yang berkait dengan peraturan-peraturan

masyarakat yang diwnjudkan di lear kawalan individu. Dorothy Emmet

mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila, adat, kebiasaan

F ik

# Aliran Pemikean Pendidik Malaysia, Ajm Pendidik, Pengertian Akblag dan Moral dari Sudut

Eesyamulan Hniversal dan Hak Tarigh,
bup:Awww raypendidik nevportal/imodules phnname=News X filewmri id=304, tanggal 7 Maret

2009
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masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkah Jaku seseorang Akhlak

dalam Islam menjadi penghubung yang cral demgan fenomena keimanan

seseorang Isiam,

Maral berhubungan dengan morzalitas, yaitu Moralitas adalah kesadaran
akan loyalitas pads tugas tanggung jawab. Moralitas berasal dan dalam
kepribadian manusia itu sendiri. Binatang tidak memiliki moralitas karena
tidak memiliki kepribadian, Manusia scbagai makhluk moral tdak dapat
dipahami kecuali terlehih dabuly mengenpali realitas Alam Semesta, Sumber
dari Kepribadisn. Moralitas manusia berasal dari kehidupan keluarga. Jadi
keluarga yang baik akan menghastlkan pribadi yang memiliki moralitas yang
baik pula. Keludrga adalah tempat mendidik moralitas. Sangat disayangkan
pada masa modern saat ini banyak keluarga yang berantzkan ailai-nilainya.
Moralitas Pribadi dan Moralitas Sosial.

1. Moralitas sosial akan terus berubah scsuai perubahan evolusi masyarakat
dan peradaban, contoh : adat makan dan minum skan berubah sesuai
perkembangan masyarakat.

2. Moralitas pribadi ity primordial dan merapakan realiias alam semesia,
melekat pada kepribadian. Moralitas pribadi itu ada deri semula, pada
semua pribadi, tidak dihasilkan dari evolusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka selain kehidupan manusia dalam
bentuk hobungan keluargs yang berantakan jupa terdapat hubungan antar
manusia yang berasal dari suatu transaksi atau perjanjian yang menggunakan
dana yang berasal atau vang dihimpun dari masyarakat menjadi sama

akibatnya, Hal terscbut karena adanva suaty produk vang felah divraikan
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sebelumnya yang bernama letter of comyjort vang digunakan sebagai jaminan
dalam pegjanjian kredit perbankan.

Sepanjang penelitian penulis tanggung jawab pemberi atan penerbit lester
of comfort ada yang sifatnya hanya morslitas semata, walaupun bentuk dan
akibat dari tanggung jawab moral ini adslah cukup berat. Bentwk dan
tanggung iawab moral ini antara lain adalah dengan cara memasukkan pelakn
usaha yang mengenyampingkan tapggung jawabnya atan tidak melakuloan
tugasnya dengan baik khususnya bagi pers penerbit alau pemberi feffer of
comiort dalam daflar hitam {black list) pengusaha, schingpa para penerbit
leiter of comfort tersebut akan sulit untuk melakokan bisnis bahkan tidak
tertutup kemungkinan akan kesulitan untuk memperolel keedit ataun pinjaran
dari bank atau lembaga kevnangan lafnnva.

Seperti yang telah diuraikan diatas, moral adalah mengetahul yang baik
dan buruk, serta moralitas adalah tanggung jawab terhadap tugas atau apa
yang dinyatakan atau yang dijanjiken kepada dan ekan digunakan pihak lain,
Tanggung jawab moral inl sama sckali tidak meogandusg wosw
pertanggungiawaban materil, tetapl dapat berakibat hilapgnya materi atau
harta atau kekayaan bagi pihak yang melanggamya. Bentuk sanksi dari
tanggung jawab moral atan pelanggaran terhadap tata krama atan kesusilaan
adalah dijashi oleh maesyarakat dan yang laing ekstrem adalah di cap buruk
oleh negara dan dunig usaha,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas apabila pemberi atau penerbit fetrer of
comjort bentuk pertenggungiawabannya hanya bersifat momal, maka
pertanggungiawabannya adalah dijauhi oleh publik dan di cap bunuk oleh

negara dan dunia vaha, misalnya masuk dalam daftar hitam (black lisf) dan
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tidak ada kewsjiban materil, seperti halnva vang penulis hahas dalam hab
sebelumnya dalam bagian tender BCA. Walaupun begitu tetap dapat
berdampak materiil bagi penerbit atan pemberi Jetter of comfort tersebut,
misalnya karena kehilangan kepercayvaan oleh masyarakat dalam dunia vsaha

atau bahkan negara.

Tanggung Jawab Hukwm berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.

8. Tanggung Jawab Hukem Perianjian dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Huokum perdata pertanggung
jawaban dari suatu perikatan adalah pertanggungiawaban karcea perbuatan
melawan hukum dan pertanggungiawaban karena wanprestasi. Menurut
penulis Leffer of comfort merupakarn produk yang lahir dari suatu perikatan
yang bersumber dari perjantian. Letter of comfort dalam thesis ini adalah
suatu pernyataan sepihak vang diberikan sebagai jaminan dalam perjanjtan
kredit perbankan. Berdasarkan hal tersebut perianggungjawaban fefter of
comjfort adalah wanprestasi {defaul() karena timbul dan suatu perjanjian.

Wanprestasi adalah apabila salah sam pihak berjanfi, tetapi tidak
melakekan apa yang telah dipefjanjikannya” Dalam Wanprestasi
biasanya seseorang atau badan hukum telah dinyatakan lalai kerena
Wanprestasi  tidak bisa terlepas dari masalah “pernyatasn lalai”
(ingebrekke stellings) dan “kelalaian® (verzuin).®® Wanprestasi seorang

debitur antars lain dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak

* Riduan Syahroni, Seluk Beluk Asas. Asas Hukum Perikatag, (Bandung : Almuni Banduag, 1985),

hal. 204,

2 Ihid., hal, 207,
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funai  memenuhi  prestas  terlambat memenubi  prestasi  dan  kelirg
memenuhi prestasi.”’

Jadi para pelaku Wanpresiasi felah dinyatakan lalat dengan surat
peringatan (sommafie) atau dengan sebuah akia sejenis oleh pihek yang
dirngikan dengan melakukan hal-hal yang ielah disebutkan di atas, maka
orang atau badan hukum tersebut harus mempertanggungjawabkannya =

Tanggung jawab hukum atau sanksi dalam perbuatan Wanprestasi
vang dikenakan terhadap debitur antara lain adalah
I. Debitur dibaruskan membayar ganti kerugian yvang telah diderita dan

ketentuan ini belaku bagi semua jenis perikatan. Ganti rugi bara akan

efekfif setclah debitur dinyatakan lalai oleb kreditur.” Pernyataan
debitur dalam keadsan lalai diatur delam ketentuan Pasal 1243 Kitah

Undang-Undang hukoum Perdata, vaitu:

Pengpantian biava, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya
seatu perikatan, barulah dapat diwajibkaa apabila siberhutang,
setelah  dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, fetap
melalaikannya, atau jtka sesuatu yang harus diberikan atao
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang

walktu yang telah dilampaukannya.*®
2. Dalam perjaniian timbal balik (bilateral) Wanprestasi dari satu pibak
memberikan hak pada pihak lainova untuk membatalian atau

memutuskan perjanjian lewat hukom ' Masalah pembatalan perjanjian

7 Abdul Kadir Muhammad, Hukem Perikatan, (Jakarta : Ghalia, 1981), hal. 67.

% Rusti Hardivan, Hukum Perianiian Indonesia den Commog Law, {Jakaria @ Sinar Harapan, 1993),
hal. 32,

# Subekti, Hukum Porjaniian, (Fekerta : PT Intermassa, 1990), hal. 47.

3 5. Satrio, Hukum Perjaniian, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 95.
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diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang
menyatakan Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam
pefanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salab satu pihak
tidak memenuli kewajibannya™. Dalam hal demikian peganjian tidak
batal demi hukum, tetapt pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipon syarat batal
mengenai  tidak  dipenuhinya kewajiban itn  dinyatakan dalam
perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjaniian, hakim
lelussa mepurut keadaan atas permintasn s Tergogal, untuk
memberikan suaty jangka waktu guna kesempatan memenuhi
kewajibannya.>?

3. Dengan peraliban risiko, yaitu apebila si penjual terlambat
menyershkan barangnya, maka risiko beralih dari si pembeli kepada si
penjual. Jadi dengan lalainya penjual, maka rsiko akan beralih
kepadanya. Risiko adaleh kewajiban untuk memikul kerugian jika
terjadt suato peristtwa di luar kesalahan salah satu pihak yang
menerima barang yang menjadi objek perjanjian.®® Peralihan risiko di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1237
yang isinya adalah “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan
suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilshirkan,

adalah atas tanggungan si berpiutang, jika si berhutang lalai akan

# Kitab Undang-Undang Hukues Perdeta, Qp. Cit., Pasal 266.
* Gr van Der Burght, Buku Temtang Perikatsn, (Randung : Mandor Maju, 1999), hal. 130,
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menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian kebendaan atas
tanggungannya”.™

4. Apgbila si debitur fidak melakukan apa yang dijaniikaonya, maka
dapat dikatakan melakukan "wanprestasi” baik ia alpa atau lalai atau
melanggar perjanjian.”® Apabila 5i kreditur memperkarakan kasus
tersebut ke Pengadilan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR yang
menentukan bahwa pibak yang dikalabkan di depan bakim diwajibkan
membayar biaya perkara, maka pihak vang dikalshkan wajib
membayar ongkos biaya perkara,

Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau
pembaialan perjaniian disertal dengan pembayaran ganti rogi. Menurut
Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Holkum Perdata pihak kreditur dapat
menuntut debitur yang lalal, untuk pemenuhan penanjian atan

pembatalan disertai dengan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.™

b, Tanggung Jawab Hukam Pemberi Leffer ¢f Confort dalam Kitab
Undang-undang Hukum perdsata,

Seperti yang telah penulis uraikan scbelusmya lfetter of comjort
merupakan perikatan yang labir dan suatu perjanjian oleh karena itu
pertanggungiawabanya adalah ganti kerugian berdasarkan wanprestasi atau
ingkar janji. Sifat perjanjian leffer of comfort menurut penulis seperti yang
telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya adalah pernyataan yang

tetntu saja berupa janji. Menunit penulis dasar hukum surat pernyataan

* Kitab Undang-tindang Hukum Perdata, Qn. Cit., Pasal 1237,
¥ Sudikno Meriokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakaria : Liberty, 1988), hal. 2.
* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jp. Cil., Pasal 1267
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dulam bentuk Jerrer of comfort ini diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang menyatakan

“Dapat pula dizdakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila

it suatu peganjian yang dibuat untuk diri sendiri, atan suatn

pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu” Siapa
pun yang telah menentukan svaty syarat, tidak boleh menariknyz
kembafi, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan

gyarat 1"

Dengan demikian berdassrkan ketentuan Pasal 1317 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata tersebut, mzka leffer of comfori sebagat jaminan
dalam perjanjian kredit perbackan adalah suvatu perjanjian  untuk
kepentingan pibak ketigs, yskni Kreditur vang berupa pemyataan untuk
mengamin supaya pihak Debitur dapat melunasi hutangnya dengan baik,
Menurut penulis apabila Debitur tidak dapat melunasi hotang, maka
pembert atan penerbit dari Jetier of comfort telah melakukan wanprestasi
terhadap apa yang dinyatakanaya dalam fefter of comfort tersebut.

Menumt  penuliz  pertanggungjawaban  tersebut  merupakan
pertanggungjawaban dari apa vang dinyatakan dalam surat pernyataan
vang «alam hal ini adalah penerbit atau pemberi letler of comfort. Selain
ity menurut peaulis siapa yang telah menyatakan atsu apa yang dinyatakan
dalam surat pernyataan merupakan janji bagi dirinya sendiri yang dapat
dipergunakan oleh pihak lain.

Dalam wawancara dan diskusi dengan Bapak M. Yahya Harahap, S.H
mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Senior
Partner dari Law Offices of Remy & Partners menyatakan bahowa ferter of
comfort sifatnya dapat dipersamakan dengan borghtocht atau jaminan

pribadi. Persamaan dan perbedaan lester of comfort telab penulis uraikan
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pada bab sebelumnya. Penulis sependapat dengan Bapak M. Yahya
Harahap, oleh karena itu pertanggungjawaban penerbit atau pemberi lefrer
of of comfort adaleh sama dengan pertanggungjawaban perjanjian
peanggungan karena letier of comfort terscbut mervpakan peraniian
tambahan {accesoir) dalam peganiian kredit,

Pertangpungjawaban letter of comfort apabila dipersamokan dengan
jaminan privadi (borgtocht) berupa pertanggungjawaban ganti kerogian,
Karena sifatnya yang hampir sama dengan letier of comjort, maka penerbit
atau pemben letier of comfors dapat meminta supaya harta Debitor terlebih
dahulu dilakukan eksekusi untuk melunasi butang dard Debitur, apabila
harta dari Debitur tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya baru
harta atau kekayean dari peperbit atau pemberi fefter of comfori vang
berikutnya dieksekusi untuk melunasi butang-hutang Debitur, Jadi apsbila
Debitur wanprestasi, maka penerbil atau pemberi letter of comfort juga
telah wanprestasi, tetapi karena sifatnya perjanjian tambahan (accesoir),
makg  menurut  penuolis  tangpung  jawab hukumnya  sama  dengan
perianggungiawaban perjaniian peanggungan apabila Debitur wanprestasi.

Hal ini masih mepjadi polemik bahkan terhadap seluruh
pertanggungjawaban hukum dari pemberi leffer of comfort. Apabila
penulis yang sekarang ini berprofesi sebagai seorang advokat dan diminta
oleh suatu bark untuk meminia pelunasen dari Debitur sedangkan harta
stau kekayasn Debitur tidak cukup untuk melunast hutangnya dan sebagal
jaminan terdapat letter of comfort, maka penulis akan menggunakan hal ind
sebagai dalil, tetept apabila hal ini menjadi sengketa di Pengadilan, maka

semuanya tergantung dari keputusan Majelis Haldm.
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Berdasarkan Pasal 1831 Kitab Undanpg-undang Hukum Perdata yang
menyatakan “Pepanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali
debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan
debitur harus disita dan dijual terlebih dabulu untuk melunasi vtangnya®,
maks pecerbit atau pemberi leffer of comfort sebagai jaminan dalam
perianiian kredit perbankan yang dipersamakan dengan penanggung dapat
dipertanggungjawabkan setelah Debitur teriebih dabulu melunasi atau
mempertanggungiawabkan hulangnya dengan harta kekayaannya. Kecuali
apabila Debitur dalam keadaan yang dinyatakan dalam Pasal 1832 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan

Pasal 1832

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang maitk debitur lebih

dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

{1} bila iz iclah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut
barang-barang debitur lebil daimlu disita dan dijual;

(2) bila ia telah mengikatkan dirinya bersarna-sama dengan debitur
ferutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-
akibat perikatannya diatur menurut asas-asss yang ditetapkan
untuk utang-utang tapggung-MMenanagung:

{3) jika debitur dapat mengajukan sustu fangkisan yang hanya
mengenai dirinya sendini secara pribady;

{4) ika debitur berada keadaan pailit;

{5} dalam hal penanpgpungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Kemudian selain Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
tersebuyt diatas, ketentean lain yang mengatur fentang perianggung jawaban
Debitur terlebih dahulu barn pertanggungiawaban pemberi atau penerbii
leiter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan yang
dipersamakan dengan perjanjian penanggungan adalah ketentuan Pasal
1833, 1834, 1835 dan 1837 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

menyatakan :
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Pasal 1833

Kreditur idak wajib menyita dan menjual lebih dahuln barang
kepunyaan debitur, kecuali bila pada wakiu pertama kalinya dituntut
dimuka Hakim, penanggung mengajukan permohonan untuk itu,

Pasal 1834

Penanggung yang menuntut agar barang kepunyaan debitur disita dan
dijual lebih dahuiu wajib menunjukkan barang kepunyaan debitor it
kepada kreditur dan membayar lebih dahulu biaya-biaya untuk
penyitaan dan penjuslan tersebut,

Penanggung tidak boleh menunjuk barang yang sedang dalam
sengketa di hadapan Pengedilan, atau batang vang sudah dijadikan
tanggungan hipotek umtuk utang yang bersangkutan dan sudah udak
lagi berada di tangan debitur Hu, ataupun barang yang berada di Tuar
wilayvak Indonesia.

Pasal 1835

Bila penanggung sesuai dengan pasal yang lalu telabh menunjuk
barang-barang debitur dan tclah membayar biaya yang diperiukan
unfitk penyitaan dan penjualan, maka kreditur bertanggung jawab
terthadap penanggung atas ketidakmampuan debitur yang terjadi
kemudian dengan tiadanya tonfutan-funtutan, sampai sejumiah harga
barang-barang vang ditmink .

Pasal 1837

Akan tetapi masing-masing darl mereka, bila tidak melepaskan hak
istimewanya untuk meminta pemisahan utangnya, pada waktu
pertama kali digugat di muka Hakim, dapat menuntut supaya kreditor
lebih dulu membagi piutangnya, dan menguranginya sebatas bagian
masing-masing penanggung utang yang terikat secara sah.

Apabila penerbit atau pemberi Jetter of comfort sebagai jaminan dalam

perjanjian kredit  perbankan  terdapat lebih danm 1 (satu) yang
pertanggungjawabannya dipersarmakan dengan perjanjian peoanggungan,
maka semua penerbit atau pemben leiter of comfort tersebut terikat uniuk
melunast hutang Debitur apabila wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal
1836 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “‘Jiks
beberapa orang telah mengikatkan diri sebagal penanggung uniuk seorang
debitur vang samg dan uniuk ulang vang sama, maka masing-masing

penanggung terikat untuk seluruh utang ™.
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Pendapat penulis baik selaku praktisi maupun akademisi dalam hal ini
menitik beratkan kepada keamanan dana masyarakat yang disimpan dalam
bank, sehingga pihak yang melakukan hal-hal vang tidak diinginkan
khususnya memberikan jaminan yang tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan di Indopesia dan mempunyai kendala scbagai
jaminan yang tidak aman, tetap dapat disita atau dieksekusi atau dicairkan
olch bank, sehingga keamanan, kesehatan dan kelancaran bisnis bank tetap
terjaga. Dengan terjaganya keamanan, keschatan dan kelancaran tersebut,
maka dana nasabah atau masyarakat vang disimpan di bank berdasarkan

kepercayaan tetap dapat terjega.

4. Tangpung Jawabh Hukam berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas.
a. Tanggung Jawah Hukam dalam Perseroan Terbatas,

Perseroan terbatas adalah suatu perseroan vang terbatas mengenai
tanggung jawab para pemegang sahamnya. Dalam kepustakaan bapvak
ditulis bahwa unsur pertanggungjawaban vang ferbatas itulah yang
menjadikan orang lebih memilih hentuk badan hukum Perseroan Terbatas
(Himited liability) sebagal wadah umink melakukan kegiatan usahanye vang
bertujuan mencapai laba (profit orfentel company). Hal mana disebabkan
secara yuridis setiap badan bukum Perseroan Terbatss dipandang sebagai
subyek hukum yang mandiri atau dengan kata lain Perscroan Terbatas
dalams hukum dipandang berdiri sendiri (otonom) terlepas dari orang
perorangan yang berada dalam perseroan tersebul. Persercan dapat
melakukan semua fungsi orang perorangan, vaitu dapat memiliki

kekayaan, dapat menggugat dan digugat dalam lalu lintas hukum, dapat
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membeli sesuatu atau menjual harta kekayaannya, dapat menerima hibah
sesuatu dari pihak lain, berhak menerima pengalihan atas sesuatu tagihan
yang menjadi hak orang lain, berkewaiiban untuk membayar hutang atau
tagihan lainnye kepada pihak lain, dapat menerima astau memberikan
pinjaman, dapat dinyatakan pailit dan sebagainya.
Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas mempunyal unsur-unsur
sebapai berikut -7
a. Organisasi yang teratur
Sebagai organisasi yang teratur, persercan mempunyal organ
yang terdiri atas Rapet Umum Pemegang Sabham (RUPS), Direksi dan
Komisaris, Keteraturan orgauisasi dapat diketahui melalui UUPT dan
Anggaran Dasar Romah Tangga Perseroan dan Keputusan RUPS
b. Harta kekayaan sendini
Persercan memiliki harta kekayaan sendiri berupa modal dasar
yang terdmi atas seluub pominal saham dan harta kekayaan dalam
bentuk lain, misalnya gedung kantor perseroan, barang inventaris
persercan yang diperoleh dart usaha persercan.
¢. Melakukan hubungan hukum sendini
Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum
sendin dengan pihak ketiga. Perseroan diwakili oleh pengurus yang
disebut Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan unfuk kepentingsn dan tujuan perseroan serfa mewakii
perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan,

d. Mempunyai tujuan sendin
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Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha,
perseroan mempunyai tuinan sendiri. Tujnan tersebut ditentukan dalam
Anggaran Dasar Perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan
adalah memperoleh keunhugan dan / atau laba perusahaan,

Pada satu pihak perseroan merupakan wadah yang menghimpun
dana orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam perseroan, akan
tetapt di lam pihak segala perbuatan yasg dilakukan dalam rangka
kerja sama dalam perseroan itu oleh hukum dipandang semata-mata
sebagal perbustan badan e sendiri. Keadaan ini membawa
konsekwensi hawa keuntungan yang diperoleh dipandang menjadi
beban perseroan yang harus dibayar dengan harta kekayaan perseroan
itu sendiri, Suatu fagiban kepada Perseroan Terbatus tidak dapat
dituntut sampai kepada harta kekayaan pribadi pada pemegang
sahamnya,

Berdasarkan asus keterbatasan tanggung jawab tersebut diatas, maka

perseroan terbatas dalam melakukan fungsi bukumnya bukan bertindak
sebagainya kuasa dari pars pemepang sshamnya, akan lelspi bertindak
untuk dan atas nawa dirinya sendiri, para pemegang saham tersebut bukan
merupakan pihak dari peganiian yang dibuat oleh perseroan terbatas
dengan pihak lain, oleh karena jtu pula pernegang seham tidak berhak
memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam
perjanjian itu dan scbaliknya pihak ketiga tidak dapat menuntut pemegang

saham atas perikatan yang dibuatnya dengan persercan terbatas.

Asas keterbatasan tanggung jawab ini dalam ilmu hukum discbut

dengan “doctrine of separate corporate personality”, dan dapat diambil
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alih kedalam UUPT sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT
vang berbunyi schapai berikut "Pemegang saham perseroan tidak
bertanggung jawab secam pribadi atag perikatan yang dibuat atas nama
perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi
nilai saham yang dimilikinya”.

Berdasarkan “docirine of separate carporate personality”, mi apabila
suatu persercan dinyatakan pailit dan hasil penjualan baria kekayaan
{aszet) persercan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang perseroan,
meka pemegang saham tidak bertanggung jawab wntuk melunasi
kekurangan  tersebut.  Menurut  “docirine of separale  corporate
personaiity” bshwa antars perseroan dengan pemegang ssham dibatasi
atau terdapat tabir (vesl) pemisah dan dalam ilmu hukum perseroan, tabir
tersebut dinamakan “tabir perseroan (corporate veil)”.

Untuk menggambarkan adanya tabir pemisah antara perseroan
dengan pernegang sashamnya, maka dalam penulisan ini kami akan kutip
satu kasus yang sudah cukup tua yang pemah diputus oleh Howuse of Lords,
Inggris dalam tahun 1987, yang mana kasus ind seringkah dijadikan acuan
olch para ghli hukum jika berbicara mengenai prinsip kemandirian
perseroan terbatas, oleh karena kasus ini menggambarkan dengan batk ciri
kemandirian perseroan terbatas (company limited by shares), yaitu kasus
Soiomon v. Salomon & Co.Ltd, sebagai berikut -

"Salomon adalah seorang pembnat sepatu boot yang telah menjual
usahanya ke perseroan Salomon and Co.ltd. Pemegang saham Salomon
and Co.Ltd terdiri dari Salomon beserta istri dan kelima anaknya. Suatu

saat, perseroan tersebut mengalami permasalahan keuangan yang berat,
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sechingga akhimya perseroan tersebut dilikuidasi. Setelah likuidator
menginvetarisasi kekayaan perseroan, ternyata kekayaan yang tersisa tidak
cukup melunasi utang perseroan, delarn arti tidak dapat memenubi
kewsnjibannya terhadap para kreditur. Maka kreditur {pemegang surat
hutang) Salomon and Co.ltd berpendapat, bahwa Salomon harus
bertanggung jawab untuk mengganti keruglan yang dislami persercan
kepada para kreditor, karena Salomon selain menjadi pemilik {pemegang
saham mayoritas) juga merupakan pengurus perseroan yvang menjalankan
bisnisnya untuk kepentingan pribadinya.

Pada pengadilan tingkat pertama, hakim memutuskan bahwa
Salomon harus bertanggung jawab atas hutang perseroan dengan alasan,
bahwa perseroan dijalankan oleh Salomon. Pulusan tersebut kemudian
dikvatkan olch hakim di Pengadilan tingkat banding yang menganggap
perseroan sebagal wekil dari Salomon. Oleh karena itu, Salomon hamus
membayar kerugian perseroan kepada kreditor, tetapi di tingkat Kasasi,
hakim berpendapat babwa walaupun suatu perseroan dijalankan oleh orang
yang sama dengan orang yang mendirikan dan menjadi pemegang saharn,
namun perseroan tersebut tidak berarti dijalankan oleh wakil dari para
pendiri dan pemegang saham tersebut, Dengan demikien tangpung jawah
untuk memenuchi kewajiban perseroan tidak dapat dibebankan pada para
pendiri (pemegang saham} atau pengurus perseroan, karena berdasarkan
huku: perseroan, terdapat perbedaan antara kepengurousan depgan
kepemilikan perseroan. Pemepang saham dengan pengums perseroan
adalah scbyek hukum yang berbeda. Menurut hakim Halsbury, suata

perseroan yang teish menjadi badan hukum adalah mandini dengan hak
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dan kewajiban yang berbeda dengan pribadi orang-orang yang mendirikan
persercan. Atas dasar pertimbangan tersebut akhirnya hakim tingkat kasasi
menolak tuntutan dart kreditor Salomon & Co Ltd.

Berdasarkan contch kasus diatas, dapat dilihat bshwa asas
keterbatasan tanggung jawab atau asas kemandirian perseroan terbatas itu
merupakan asas yang sekaligns merupakan prinsip dasar dalam hukum
perseroan. Asas ini bersifat universal, dalam arli asas tersebut diakoi dan
diterapkan baik di negara-negara dengan sistem compson law maupun civil
law. Namun demikian yang menjadi pertanyaan disini adalah “apakah asas
keterbatasan tanggung jawab” atau “docirine of separaie corporate
personality” ini bersifat mutlak, dalam arti harus selalu dan tetap
dipertahankan dalam kondisi bagaimanapon juga”™?

Menurut ilmu hukum perserosn sebagaimana juga halnya dengan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa “ doctrineg of separais
corparafe personality” i temyata tidak bersifat mutlak, dimana dalam
keadaan tabir tersebut dapat disingkap atau dikoyak oleh hakim dalam asti
bahwa bilamana terjadi atau terdapat keadaan tertentu, maka hakim dapat
mgrnutuskan agar pemegang saham persercan bertanggung jawab secara
pribadi sampal dengan hara kekaysan rpibadinya kepada kreditor
perseroan. Asas pengecualian ini dalam ilmu hukum dinamakan sebagai
“doctrine piercing the corporate veil”.

Kata “piercing™®, berarti mengoyak atan menembus, sedangkan kata
“peil” berarti tabir atan kerondung atan cadar, dengan demikian, maka

ungkapan “piercing the corporate veil” secara harfiah berarti cadar atas

3% Euady, Op., Cit, hal. 8
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tabir badan hukum dikoyak atau ditembus. Dalam penerapannya kedalam
ilmu hukum perseroan, maka menurut “doctrine piercing the corporate
veiP® ini, bahwa sesungguhbnya suatu badan hukum bertanggung jawab
secara hukum hanya terbatas pada haria kekayaan badan hukum it sendir,
akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas fangpung jawab tersebut dapat
ditemnbus atau dikovak (plercing).

Dengan demikian berdasarkan “doctrine piercing the corporate veil”,
ada kemungkinan pemegang saham dalam halhal  tertentu ikt
beranggung jawab sampai kepada pemegang ssham dalam hal-hal terientu
ikut bertanggung jawab smmnpai kepada harta kekayaan pribadinya atas
tindakan yang dilakukan olch dan atas nama perseroan sendini.

Lacirine piercing the corporaie veil imi bertujuan untok menghindari
adanya hal-bal yang tidak adil teriviama bagi luar perseroan dan tindakan
sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perserogn
oleh pemegang saham, baik yang terbit dari snatu transaksi dengan pihak
ketiga ataupun vang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan
melawan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Persercan
Terbatas (UUPT), doctrine piercing the corporate veil ini dapat kita temui
peraturannya dalam Pasal 3 ayat (2} yang secara lengkap berbunyi sebagai
berikut

“ke;g?man sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak berlaku

apabila:

a persyaratan Perseroan sebagal badap hukum belum afau fidak
terpenuhi;

¥ oid., hal. 61
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b. pemegang saham vang bersangkutan baik langsnng maupun tidak
langsung dengan itikad bunuk memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yeng bersangkutan ferlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung  secara melawan hukum  menggunakan  keRayaan
Perseroan, yang mengakibatkan kekavaan Perseroan mengadi
tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan,

Selain ketentuan tersebi, penerapan docirine piercing the corporaie
veil ini juga kita temui pengaturannya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan
(6) ULIPT yang menyatakan :

Ayat (5)

Setelah Perseroan memperoieh status badun hukum dan pemegang
saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam fangka waktu paling
lama & {enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang
saham vang bersangkutan wajib mengalibkan sebagian sahamaya
kepada orang lain atau Perseroan mengehiarkan saham baru kepada
orang lain,

Avat (6}

Palam hal jangka wakiu sebagaimana dimeaksud pada ayat {5) telah
dilampaui, pemegang saham fetap kurang dan 2 (dua) orang,
pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala
perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang

berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan
fersebut,

Berdasarkan penelitian penulis ditemukan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MA) yang melakukan pencrobosan atag
kemandirian perseroan terbatas denpan penerapan prinsip piercing the
corporate veil, yaitu Potusan MA Nomor 1916 K/PdY 1991.%

Dalam kasus ini dijelaskan bahwa PT. Djaja Tunggal, berdudukan di
Kota Bogor, yang pengurusnya terdird atas

- Presiden Dirsktur : Tan Sri Junaida

* VYaria Peradilan, 1998 hal, 42
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-~ Direktur : Koesnaen

- Presiden Komisaris  : Lee Darmawan

- Komisaris : Herry Kianto,

PT. Djaja Tunggal telah memperoleh pinjaman kredit dari Bank
Perkembangan Asia, berdasarkan :

« Berdasarkan kredit Nomor S58A/KR/BPA/VI/I983 sebesar Rp.
300.000.000 (tiga ratus juta) dengan jangka wakiu 1 {satu) tahun dari
tanggal | Juni 1983 sampal dengan tanggal 1 Juni 1984 dengan bunga
2,1% (dua konsa sate prosen) yang kemudian perjanjian keedit fersebut
diperpanjang lagi sampai dengan 1 (satu) taban, sehingga jatuh tempo
tanggal 1 Juni 1985;

- Berdasswkan kredit Nomor GUA/KR/BPA/VI/1982 sebesar Rp.
530.000.000 {(Jima ratus lima pulah juta) dengan jangka waktu { (satu)
tahun dari tanggal 1 Jusd 1983 sampai dengan langgal 5 Juni 1984
dengan bunga 2,1% {(dua koma sata prosen);

- Berdasarkan kredit Nomor 06/KR/BPA//1983 dengan fangka waktu 1
(saty) tahun dad tangpal 16 Janwary 1984 sampai dengan tanggal i6
Jaruary 1983.

Dntuk pemberian kredit ini telah diberikan jaminan tanah berupa
sertipikat Hak Guns Banguran Nomor 39 dan Hak Guea Bangunan No. 40
berikut bangunan pabrik atas nama PT. Djaja Tunggal, yang mana
sebenamya kedua sertipikat Hak Guna Banpunan tersebut telak berakhir
jangka waktunya techitung sejak tanggal 24 September 1980,

Kemudian pada saat semua perjaniian kredit tersebut jatub tempo,

ternyata PT. Djaja Tunggal tidak dapat membayar sernua pinjamannya

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



134

kepada Bank Perkembangan Asia, dengan alasan PT. Diaja Tunggal telah
berhenti beroperast karena menderita kerugian sampai sebesar 75% {(myjuh
puluh lima persen), sehingga PT. Diaja Tunggal menyatakan dinnya dalam
keadaan insolvensi.

Berdasarkan bukti-bukti vang digjukan ternyata babwa pengurus
Bank Perkembangan Asia adalab sama dengan pengurus PLL Dijaja
Tunggal, yang kemudian karena Bank Perkembangan Asia kalah kiiring,
maka Bank Perkembangan Asia ini diambil alih oleh Bank Indonesia
dengan mengubah susunan pengurus dari Bank tersebut,

Bank Perkembangan Asia kargna merasa dirugikan kemudian
mengajukan gugatan terhadap PT. Djaja Tunggal dan parma pengurusnya ke
Penpadilan Negeri.

Setelah samopai proses Kasasi di MA terhadap perkara tersebut
mempuskan "menghukum pengures (Direksi dar Komisaris) untuk secara
tanggung renteng dengan persercan membayar hutang kepada Bank
Perkembangan Asia, karena dalam perkara tersebut terbukti bahwa pada
waktu pernberian kredit oleh Bank Perkembangan Asia kepada PT. Djaja
Tunggal ternyata pengerus PT. Diaja Tunggal dengan Bank Perkembangan
Asia adalah sarua dan kavenanya ferdapat pelanggaran terhadap prinsip No
Conflics of Interest di dalam pemberian kredit tersebut.

Salah satu pertimbangan hukum MA pada kasus tersebut bahwa
dalarm pemberian kredit dari Bank Perkembangan Asia kepada PT. Djaja
Tunggal, dapat di duga adanys persekongkolan itikad buruk pada diri Bank
Perkembangan Asia dan PT. Djaja Tunggal serta pengurus kedua badan

hukum tersebut yang notabenenya adalah sama, sehingga dalam kasus
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tersebut berlaku prinsip “plercing the corporate veil” yakni pembatalan
pertanggungiawaban (imited Hability) dari suatu perseroan terbatas dapat
dipikulkan kepada pengurus, apabila tindakan hukem yang mereka
lakukan umtuk dan atas nama perseroan terbatas ternyata mengandung
persekongkolan secars itikad buruk yaog menimbulkan kerugian terhadap
pihak lain,

Berdasarkan uraian kasus tersebut, maka pemegang saham perseroan
dapat dipertanggungjawabkan apabila pemegang saham perseroan fersebut
melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Karena pemegang ssham telah ikut mengendalikan perseroan dan
secara ltikad buruk telah  menggunakan/memperalat  perseroan
melakukan ransaksl yang sebenamya semata-mata untuk kc;mitingan
pribadinya;

b. Pemegang saham terlibat dalam transsksi-transaksi perserocan yang
melanggar hukum;

¢. Pemegang saharmn secars fidak sah telah menggunakan kekayaan
persercan, schingga kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk
membayar/menutup hutang-hutangnya.

Setelah membahas tentang  pertanggungjawaban dari pemegang
saham sclanjutnya penulis akan membahas fentang pertanggungiawaban
Direksi dalam melakukan pengelolaan ateu menjalankan soatu perseroan.
Penuliz dalam bagian ini akan membahas apakah pertasggungiawaban
Direksi tersebut dapat dipertangpungjawabkan secara pribadi.

Perseroan ferbatas mutlak memerlukan Direksi sebagal wakiinya,

untuk melaksanakan segals hak dan kewajibannya yang lazimnya disebut
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sebagai Pengurus. Perseroan terbatas schagai badan hokum dan karenanya
sebagai suatu "artificial persor” yang hanya dapat melakukan perbuatan
hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya dan karena perseroan
terbatas tidak berfungsi jika tidak ada pengurus yang mewakilinya.

Dalam kaitannya dengan kepengurusan perseroan ini, maka Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 92 avat {1) menegaskan "Direksi
menjalankan pengurusan Persercan untuk kepeniingan Perseroan dan
sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Kemudian di dalam Pasal 97
eval (2} yang menyvatakan “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, waith dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan
pepuh fanggung jawab” dan kemudian dalam ayai (3} Pasal tersebut
menystakan “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalatt atau
falai menjalankan tugasnya sesuai dengan keientuan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2)". Salah satu tugas dar Direksi perseroan diatur
dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan “Direksi mewakili Perseroan
baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Berdasarken ketenman-keteniuan iersebut diatas, maka Direksi
mempunyai tugas dan wewenang ganda, yaitu melaksanakan “penpgurusan”
danh memyalankan “perwakilan™ Perseroan. Dircksi adalah organ perseroan
yang mewakili kepentingan perseroan selaku subyek hukum mandiri.
Tugas dan fangpung jawab Direksi ini bersumber pada ketergantungaa
perseroan kepada Dircksi sebagai perseroan yang dipercayskan oleh
undang-undang untuk mengurus persercan dan scbaliknya perseroan

sebagai sebab bagi keberadaan Direksi, dimana tanpa adanya Perseroan,
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maka Direksi juga #idak perlu ada, sehingga anfara perseroan dengan
Direksi ini dapat dikatakan terdapai “hubungan fidusia” atan kepercayaan
yang melahirkan “fiduciary duties”.

Tugas dan kewajiban serta wewenang seorang Direksi pada
umumnys secara rinei dalam ketentean Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007, sedangksn tugas dan kewajiban serta wewenang seorang Direksi
pada Khususnya vang berkenaan dengan perseroan yang dipimpinnya
tersebut diluar daripada yang distur dalam Undang-updang Nomor 40
Tahun 2007, dapat dilihat dari Anggaran Dasar Perseroan yang
bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat terlihat haliwa Direksi di
dalam menjalankan tugas pengurusan dan perwskilan perseroan harus
berorientasi pada 2 (dua) hal, yaite “kepentingan dan “tujuan” perseroan,
artinya bahwa kegiatan yang dilakukan demi kepentingan dan tujuan
perseroan. Ketentuan ini memberikan pedoman kepada Direksi tidak
dibenarkan untuk melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan persercan
atsu menggunskan, untuk hei-hal yang bukan merupakan kepentingan
perseroan atau bertentangan dengan tujuan perseroan. Dirsksi tidak bolch
mengedepankan kepentingan pribadi atau pibak lain daripada kepentingan
perseroan.

Sikap Direksi dalem menjalankan tgas pepgurusannya berpedoman
kepada Pasal 97 Undang-undang Perseroan Terbatas dimana dalam
ketentuan terscbut mengatur tentang saksi bagi Direksi dalam menjalankan
tugas dan jabatarmya. Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

tersebut menyatakan
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Pasal 97

(M
2)

()

{4

&)

(6}

(D

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

dilaksapakan setiap anggota Dircksi dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab.

Sctiap anggota Direkst bertanggung jawab penub secara pribadi

atas kerugian Perscrosn apabila yang bersangkudan bersalah

atau lalai menialankan fugasnva sesual dengan kelentuan

scbagaimana dimaksud pada ayat (2.

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 {(dua) anggota Direksi atau

lebik, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

berlaku secara tanggung renteng bagi setizp anggota Direksi.

Angpota Dircksi tidek dapat dipertangmungjawabkan atas

kerugian sebapaimans dimaksud pada ayat (3) apabila dapat

membuktikan:

a. kerugian tfersebut bukan karena kesalaban atau
kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan
tujnan Perseroan;

c. ntdsk mempuonyal benfuran kepentingan bak lanpgsung
maopun tiklak langsung atas tindakan pengurusan vang
raengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil indakan untuk mencegeh timbul atau
berlanjuinya kerugian tersebut.

Atas pama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling

sedikit /10 (satu persepuluhb) bagian dari jumiah seluruh sabam

dengan hak suara dapat mengajukan gugatan  melalui
pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena
kesalahan atau  kelalaiaonya menimbulkan kerugian pada

Perscroan.

Ketentuan schagaimana dimaksud pada =ayat (5) tidak

mengurangi hak anggoia Direksi lain dan/atau anggota Dewan

Komisarls untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan,

Dircksi sesuai dengan ketentuen fersebut dalam  meleksanakan

tugasnyza wajib dengan “itikad batk dan penuh tanggung jawab”. Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur dan menjabarkan fentang
“itikad baitk dan peoub tanggung jawab” tersebut, oleh karena itu
mengetalmi konsep dari “itikad baik dan penuh tanggung jawab” perlo

dilakukan pengkajian dengan mengacu pada konsep-konsep hukum yang

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



139

berfaku yang menganut sistern commen law (common law system), Hal ini
disebabkan karena dalam pembentukan Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 banyak menpambil atau mengadopsi doktrin-doktrin hukum dad
hukum perseroan negara-negara yang menganut common law system,
misalnya negara Inggris dan Aunerika Serikat. Sejak ketentuan perseroan
terbatas yang pertama, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang
Persercan Terbatas yang selanjutnya dicabut dan divbah oleh Undang-
undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah
dibahas dalam buku Ssjarah Pembentukan Undang-undang Republik
Indonesia yang disusun oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-
undangan yang dabulu masith bersda dibawah Departemen Kehakiman
tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Undang-undang yang mengator
perseroan terbatas lersebut disusun dengan mengacu pada hukem
perseroan negara-negara yang moenganut conunon law system, akan tetapi
secara implistt pengaruh terscbut terlibat jelas dan sangat terasa betapa
kental penganih doktrin-dokirin tersebut dalam vndang-undang perseroan
terbatas.

Negara-negara yang menganut copnon {gw syslem, pouan yang
dipakai dalam menentukan tugas seorang Direksi perseroan adalah dengan
memekat “sianderd of care” atau “standar kehati-hatian”. Undang-undang
Perseroan Terbatas di Indonesia tidak memberikan penjabaran tentang
“tikad batk dan penub tanggung jawab” yang harus diperhatikan oleh
Direksi dalam pelaksanaan tugasnya, meka untuk menghindari adanys
sanksi bertanggung jawab secara pribadi sampai kepada harta kekayaan

pribadinya, Direksi dalam pelaksanasn tugasnya sebaiknya senantiasa
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memperhatikan prinsip Fiduciary Duties, Prinsip Duties of Care, Prinsip
Duties of Loyalty, Prinsip Daties of Skili, Prinsip Duties to Act Lawfully
serta Doctrine Ultra Vires.

Berdasarkan prinsip fRduclary duties, maka Direkst dalam
pclaksangan tugas dan kewajibannya mengelelola perseroan, harus
memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi kepada dan untuk
kepentingan perseroan semata-mata dan bukan untuk dan kepada dirinya
sendiri atau pomegang sabham. Dircksi harus mampu mengartiken dan
melaksanakan kebijaksanaan perseroan secara baik demi kepentingan
perseroan, Dalam pelaksanzan tugasnya, Direksi harus mengusahakan
supaya perusahaan selalu berjalan pada jalur vang benar dan layak, dimana
Dircksl harus mampu menghindarkan persercan dari tindakan-tindakan
yang illegal, bertentangan deppan peraturan dan kepenfingan umum serfa
kesepakatan yang telah dibuat dengan organ perseroan lain,

Apabila direksi di dalam pelaksanaan tugasnya dihadapkan pada
suatu pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai
kepeniingan vang bertentangan denpan kepentingan pribadinya, maka
snggota Direksi yang bersangkutan wajib mengalihkan pekerjaan fersebut
kepada anggota Direksi iaimnnya. Hal i untuk mencegah adanya
pelanggaran terhadap prinsip “No Competiton With Corporate dan No
Conflict of Interest”.

Yang harus diingat oteh Direksi adalah bahwa tugas dan kewajiban
yang dibebankan kepadanya oleh perseroan ity didasarkan pads

kepercayaan {fiduciary duties) yang wajib dilaksanakannya dengan
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kecakapan yang penuh, hati-hati seria kepatuhan (dufies of skill, care and
foyalty).

Dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai  prinsip
Sfiduciary duties ini, maka berikut ini penulis kutip satu contoh kasus
pelangparan pringip fiduciary duties yaitu dalam kasus Re W & M Roith
Htol, sebagai berikut :

Dalam kasus ini Roith adalah salah sate diantara tiga Direldur dan
selaku pemegang saham Mayoritas vang mempunyai kekuasaan untuk
mengendalikan persercan, Semasa hidupnya, Roith afas nama perseroan
telah membuat perjanjian desgan isirinya, yang memuat ketentuan bahwa
istri Rolth akan menerima sciumiah vang pensiupan dar perseroan
bilamana Roith meninggal dunia. Peganfian tersebut diterima oleh
perseroan, karena Roith adalah Direktur yang mengendalikan persercan.

Seteiah Roith meninggal dunia, pelsksana warisan menggugat
perseroan untuk rmembavar uang pensiunan tersebut, akan tetapi ditolak
oleh likuidator. Pengadilan dalam hal ini memenangkan likuidator
persercan  dengan  pertimbangan  behwa “dalam  perjenjion tersebut
perseroan  siduk  mempunyai  kepentingan  dan  Roith  hanya
mempertimbangan  kepentingan  istrinya  secara  pribadi, sehingga
perbuatan Bukum itu merupakan perbuatan yang melanggor fiduciary
duties, yang menguntungkon diri sendiri dan merugitan kepentingan
perseroan”,

Dari kasus tersebut diatas dapat dilihat bshwa dalam hubungannya
dengan prinsip fiduciary duties ini, maka Direksi dalam pelaksanaan

tugasaya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya
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Perseroan, apabila kegiatan tersebut sama sekali atau memberikan sangat
kecil manfaat kepada perseroan bila dibundingkan dengan manfaat pribadi
yang diperoleh anggota Direksi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan “prinsip duties of care”, maka Direksi dalam
pelaksanaan tugasnya mengelols dan mewsakili perseroan dituntut untuk
sefalu bersikap hati-hati, waspada dan bertindak dengan perhitungan vang
cermat. Direkei dalam mengambil suatu kebijakan terhadap perseroan
tidak diperbolehkean bertindak secara ceroboh dan Direksi wajib bertindak
secara hati-hati dengan mempertimbangkan keadsan, kondisi dan biaya
pengelofaan vang bakal diimbulkan. Angpota Direkst harus menolak
untuk mengambil keputusan mengenal segala sesuatu hal  yang
diketahuinya atau sepatutnya diketabhui akan dapat mengakibatkan
perseroan mclanggar ketentuan perundang-undangan yang berlake
schingga perseroun ferancam dikenai sanksi oleh oforitas yvang berwenang:

Berdasarkan prinsip Daties of Loyaliy, maka Direksi dalam
menjalankan tugasnya, wajib mengutamakan kepentingan perseroan dari
kepentingan-kepentingan dirinya sendiri, pemegang saham maupun organ
perseroan yeng lainnya. Direksi fidak boleh menjadi pesaing bagi
perseroan yang diptmpinya (Ne Competition with Corporation), misalnya
dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan
kepada dan dilakukan oleh Perseroan yang dipimpinnya {etapi kesempatan
bisnis H#u disalurkan kepada perserozn lain vang didalamuys terdapat
kepentingan pribadi anggota Direksi itu. Anggota Dircksi harus menolak
untuk mengambil keputusan mengenai  segala sesuatu hal yang

dikeiahuinyg atay sepatutnya diketahui zkan dapat mengakibatkan
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perseroan melanggar  kefentuan  perundang-undangan  yang  berlaku
sehingga perseroan terancam dikenai sanksi oleh oforitas vang berwenang;

Prinsip duties of skill menekankan pada kemampuan dan keahlian
Direksi untuk mengurus perseroan. fabatan Direksi adalah jabatan puncak
dalam suatu perseroan dan karepanya seseorang yang rpendudnki jabatan
tersebut harus benar-benar professional, memiliki kualifikasi tertentu dan
benar-benar professional, memiliki kuoalifikasi tertentus dan benar-benar
mermmpunyai keahlian dan pengalaman yang cukup.

Menurut penulis dengan pertimbangan bzhwa iugas seorang
Direksi adalah sanget berat dan dituntui adanyas profesionalisme yang
tingei, maka yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah orang vang
minimum lulusan S 1 dan mernpunyal pengalaman kerja diatas 10 tahum,

Berdasarkan prinsip ini, taka Direksi dalam pelaksanaan lugasnya
wailb memperhatikan kecadaan hukum yang berlaku, Dircksi wajib
memimpin perseroan sesuai dengan persturan hukum vang berlaku dan
Direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal
yang diketshuinya atan sepaiutnya diketahui akan dapat menpakibatkan
perseroan  melanggar  ketentuan-ketentuan perundeng-undangan  yang
berlaku schingga persercan ferancam dikenai sanksi oleh otoritas yang
berwenang.

Selain prinsip-prinsip diuraikan di atas, maka ada lagi satu ajaran
(doktrin} yang juga penting untuk diperhatikan Direksi dalam pelaksanaan
tugas jabatannya yaitu Doksring Ultra Vires. Menurut ajaraa wira vires ini
hahwa perseroan hanya dapat melakukan perbuatan hakum yang secara

eksplisit maupun implisit diperbolehkan oleh peratwran perundang-
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vndangan ataun anggaran dasamya. Pembatasan kewspangan bertindak
terhadap perseroan biasanya ditetapkan dalam maksud dan tujuan
perseroan  yang tercantwm dalam  anggaran dasar  perscroan  yADg
bersangkutan.  Perseroan  dinyatakan tidsk cakap melakukan suatu
perbuatan hukum yang tidak tercakup dalam maksud dan tujuancya.

Menurut Fred B.G. Tumbuan bahwa perbuatan hukum yang
perseroan tidak caksp melakukannya karena berada < luar cakupan
maksud dan twyjuan adalak perbuatan “wltra vires™, yang pada prinsipriya
merupakan perbuatan yang batal demi hekum dan tidak mengikat
perseroan.

Menyadari  adanya f{indakan-tindakan tertentu yang dapat
dikualifikastkan sebapat tindakan wiire vires, maka Direksi dalam
pelsksanaan tugasnye mengelols perseroan, jugs harus memperhatikan
“Gpakab suatu perbuatan hukum vang dilaksenakennya uptuk dan atas
nama perseroan termasuk perbuatan yang wra vires atau tidak?”, Direksi
harus menghindari perbuatan-perbuatan hukum yang witra vires, karena
perbuatan hukum vang walfra vires adalah perbuatan yang batal demi
hulann,  sehingga  spabila  Direksi  melakukannya dan  kemudian
mesmmbuikan kerugian bagi pihak lain, maka Direksi dapat dituntot
pertanggungjawabsn sampal kepada harla pribadinya baik coleh pibak
ketiga vang dirugikan karenanya maupun oleh perseroan sendiri.

Meniadi pertanyaan disind adalsh “Mengapa Direksi yang harus
bertanggung jawab terhadap kerugian yang dittmbulkan akibat perbuatan
ultra vires’?”. Hal ini wajar mengingat menurut Pasal 79 ayat 1| UUPT

bahwa “Kepengurusan perseroan ity diserahkan sepemihnya kepada
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Direksi”. Jadi, Dircksilah yang merupakan organ perseroan yang mengurus
dan mewakili persercan baik di dalam mawpun di lvar pengadilan,
Sedangkan organ perseroan yang lain tidak berwenang mewakili perseroan
kecuai komisaris dalam hal-hal tertenta.

Dalam kaitannya dengan doktrine wltrg vires ini, maka ada satu
putusan Makhamiah Agung yvang menark untuk dikaji yaitu putusan
Makhamah Agung Nomor 3246,K/Pdt/1992, tanggal 28 Agustus 1996,

Kasusg ini bermula dari gugatan PT. Usaha Sandang terhadap FT.
Dhaseng dan PT. Interiand serta Mediarte Prawiro sclake Presiden
Direkiur dan kedua badan hulnm tersebut. Dalam gugatanpya PT. Usaha
Sandang mendalilkan bahwa PT. Dhaseng dan PT. Interland telah
berhutang kepadanya sebesar Rp. 324.480.158,72 {tiga ratus juta empat
ratus delapan pulub ribu seratus lima puluh delapan Rupiah koma tujub
puluh dua sen), Berdasarkan surat perjanjian pembayaran dan pengakuan
hutang tertanggal 22 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Mediarto
Prawire selaku Presiden Direktur dari kedua badan hukom tersebut, hutang
tersebut disanggupi akan dilunasi setelah menerima paoti rugi klaim
asuransi. Pada saat jatuh tempo, Mediario Prawirc memolak untuk
mernbayar hutang tersebut kepada PT, Usaha Sandang dengan alasan tidak
pernah mengadakan perjaniian jual beli textile dengan PT. Usaha Sandang,
sedangkan surat perjanjlan pembayaran dan pengakuan hutang tertanggal
22 Oktober 1985 ditandatanganinya dalam keadaan panik dan tidak tepang
pikirannya karena pabrik textilnya baru habis erbakar. Sehingga Mediarto

Prawiro maupun PT. Dbaseng dan PI. Interiand merasa tidak pemah

* Yaria Peradilan, 19981 17
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menjanjikan akan membayar butang kepada PT. Usaba Sandang dengan
uang ganti rugi hasil klaim asuransi kebakaran.

Pengedilan Negeri dadam putusannya nomor
269/Pdt G/1990/PN. Bdg, tanggal 21 Mei 1991 telah menoiak gugatan
penggugat {PT. Usaha Sandang) untuk selunihnya dengan perfimbangan
bahwa menurut anggaran dasar PT. Dhaseng dan PT. Interland, Direksi
harus mendapat persetujuan dari Komisaris apabila memberati atau
mengasingkan harta tetap perseroan, sedangkan dalam surat perjanjian
pengakuan hutang tersebut ditandatangard oleh Medianto Prawiro tanpa
adanya persetujnan komisaris sehingga menurut majelis perbuatan bukum
tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Mediarte Prawiro dan bukan
tanggung jawab keduoa badan hukwm tersebut dan karenanya gugatan harus
ditujukan kepada pribadi Mediarto Prawire dan bukan kepada kedua badan
hukam tersebut.

Pengadilan tinggi dalam putusannya nomor 453/Pdt./1991/PT.Bdg,
tanggal 26 Februari 1992 telah membatalkan putusan Penpadilan Negerd
dan mengadili sendiri depgan menyatakan mengabulkan gugatan
penggogat unfuk sebagian dan menghukum para terguget secam fanggung
renteng membayar Rp. 324.480.158,72 {tiga ratus juta empat ratus delapan
puluh ribu seratus [ima puluh delapan Rupiah koma tujuh pulub dua sen)
ditambah kerugian sebesar 2% {dua persen) per bulan dar
Rp.324.480.158,72 {tiga ratus juta empat ratus delapen pulub ribu seratus
fima puiuh delapan Rupiah koma tujub puloh dua sen} kepada penggugat.

Mahkamah Apung pada tingkat kasasi dalam putusannys nomor

3264 K/Par1992, tangeal 28 Agustus 1996 telah membatalkan putusan
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Pengadilan Tinggi dengan pertmbangan bahwa “tujuan pembatasan
kewenangan Dircktur dalam korperasi disebut “The Ulira Vires Rule”.
yakni aturan yang menentukan seorang Direksi fidak boleh bertindak
melampaui batas-batas yang ditentukan dslasn Undang-Undang dan
Anggaran Dasar perseroan. Oleh karena tindakan tergugat Il (Mediarto
Prawiro} yang membuat pernyataan hutang kepada penggugat (PT. Usaba
Sandang} untuk dan atas pama PT. Dhaseng dan PT. Interland, ditakukan
tanpa persetuiuan komisaris sesuwai dengan ketentuan Pagal 11 ayat 2
anggaran dasar perseroan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan
yang bersifat ULTRA VIRES karena berada di Juar kewenanpannya.
Tindakan Mediarto Prawiro tersebut adalah tidak ssh dan tidak mengikat
kedva  persercan  yang  dipiropinnya  sesual  dengan  asas
pertanggungjawaban terbatas ([imited liability) yang melekat pada kedua
badan hukum tersebut

Menurut Makhamah Agung bahwa tuntutan atas pernyataan hutang
yang dibuat oleh Mediarto Prawiro untuk dan atas nama keduz perseroan
tersebut tanpa persetjuan komisars, tidak dapat dituntut pemenuhannya
kepada kedua badan hukum itu. Hutang yang dibuat Mediarto Prawiro
dalam kedudukannys scbagai Direktur kedus baden hukum itu tanpa
persetujuan komisaris adalah hutang yang dibuat oleh Mediario Prawiro
sendiri yang sepenuhmya menjadi tanggung jawab pribadinya sendiri.

Atag dasar pertimbangan terssbut, maka Makhamah Agung dalam
putusannya felah membatalkan putusan Pengadilan Tinged Bandung dan
selanjutnya mengadili sendinl dengan menghukum Mediarto Prawire untuk

membayar hutang tersehut kepada PT. Usaha Sandang.
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Demikian kira-kira beberapa pedoman yang dapat dipakai scbagal
pegangan bagi Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mengadakan
pengurusan perseroan. Apabila Direksi dalam pelaksanaan tugasnya
mengurus persercan telah berusaha schaik-baiknya dengan berpegang pada
prinsip standar kehati-hatian yang berlaku, akan tetapi kemudian
keputusan yang diambil Direksi tersebut ternyata mengakibatkan kerugian
bagi perseroan atau pihak ketiga, maka vang menjadi pertanyaan disini
adalah  “Apakah Direksi dalam hal demikian dapat dituntut
pertanggungjawaban secara pribadi sebagaimana vang dimasknd dalam
pasal 97 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Persercan
Terbatas (UUPT)?",

Sebagaimana telah divratkan diatas bahwa prinsip “stendard of
care” yang harus diperhatikan Direksi dalam pelaksanaan tugasnya adalah
prinsip hukam yang sebenamya beriaku di Negara-negara dengan common
faw system, yang kemudian disdopst ke dalam UUPT yang berlaku di
Indonesia dan karenanya untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, maka
periu dilakukan pengkajian terhadap prinsip-prinsip lainnya yang berlaku
dalam negara-negara dengan common law system tersebut,

Di pegara-negara yang menganul common v system, biasanya
berlakunya prinsip “standard of care” Ini selaly ditmbangi dengan prinsip
yang disebut “Business Judgement rule” (prinsip pertimbangan bisnis).
Berdasarkan prinsip “Business Judgement rule” ini, maka Direksi “tidak
dapat dituntut” pertanggungiawaban secara pribadi atas tindakannya yang
dilakukan dalam kedudukannya selaku anggota Direksi, apabila tindakan

yang dilakukannya tersebut diyakininya sebagai tindakan yang terbaik buat
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perseroan dan  dilakukannya dengan jujur, beritikad balk dan tidak
bertentangan dengan hukum yang berlake. Sesunggabpun tindskan
tersebut ternyata kelira atau tidek meguntungkan atau bahkan mergikan
perseroan.

Apabila dapat dilakukan pengkajian terhadap UUPT, maka dapat
dilihat bahwa UUPT tidak secara tegas menpadopsi prinsip “Business
Judgement rule” mi. UUPT didalam pasal 104 avat 3 hanya mengatur
mengenai pertanggung jawaban Direkst dalarm hal perseroan dinyatakan
pailit. Di dalam pasat 104 ayat 4 UUPT dikatakan sebagat berikut

Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membukiikan:

4. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telak melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-batian,

dan penub tanggungiawab untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

¢. Tidak mempunyat benteran kepentingan baik langgsung rmaupan

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegeh terjadinya

kepailitan.

Sckalipun didalam UUPT tidak distur secaras iegas mengenal
prinsip “Business Judgement rul¢™ ini, akan tfetapi menurnt pendapat
penulis, sepanjang Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mengambil suatn
kepotusan dengan jtkad baik dan selaly berpegang pada standar kehati-
hatian yang berdaku secars umurn, maka Direksi tidak dapat diminta
pertanggung jawabannya secars pribadi sekalipun ternyals kemudian
bahwa keputusan tersebut mengakibatkan kerugian bagi persercan.
Yurisprudenst Pengadilan Amerika Serikat dalam perkara Franeis vs.
United Jersey Bank, 432 A2d 814 (N.J.1981), menawarkan beberapa

pedoman yang sangat berguna untuk dijadikan rojukan bagi setiap anggota
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Direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya yaitu bahwa anggota

Direksi harus :

I. memiliki pemahaman yang baik mengenal bisnis perseroan yang
diptmpinnya;

2. dari waktu kewaktu mengetahui mengenal kegiatan-kegiatan usaha
perseroan;

3. melakukan pemantavan kegiatan perseroan;

4. menghadiri rapat-rapat Direksi secara teratur;

5. melakukan review atas faporan-laporan keuangan persercan secara
feratur;

6. menanyakan apabila menjumpal masalah-masalal yang meragukan;

7. menyatakan keberatan terbadap dilakukannya perbuaian-perbuatan
yang jelas-jelas melanggar hukon;

8. berkonsultasi dengan penasihat perseroan;

9. mengundurkan din apabila perbatkan-perbatkan yang harus dilzkukan
ternyata tidak dilakukan.

Nepanjang  Direksi  dalam  pelaksangan  tugasnya  selalu
mermperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka niscaya Direksi tersebut akan
selamat dan sebaliknya bilamana Direkst mengabaikan hal-hal tersebut,
maka tidak mustahil bahwa Direksi suatu saat akan diminta atan dituntut
pertanggung-jawaban sampai kepada harta kekayaan prbadinya.

Sehubungan dengan int kiranya *“persoalan pertanggungjawaban
Direksi sampuai kepada harta kekgvaan pribadinyg” it juga harus
mendapat perhatian yang serius dari para Direksi yang hanya dipasang

oleh pemegang saham mayoritas uniuk membela kepentingannya dalam
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perseroan. Dircksi yang demikian inf oleh Prof. Sufan Remy Sjahdemi
dikatakan sebagai “Direksi Pajangan” (Figurehead Director).

Para Direksi pajangan ini bissanya tidak aktif menjalankan
tugasnya dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan dasar yang seharusnya
dilaknkan dalam jebatannya ity tidak pemah menghbadiri rapat-rapat
Direksi, tidak mempelajari hal-hal mendasar mengenai bisnis persercan
vang dipimpinnya, tidak membaca laporan-laporan, tidak berupays untuk
meminta bantugn yang diperhukan, dan lain-lain.

Dengan menyadart adanya tanggung jawab yang begitu besar dan
berat yang harus dipikul oleh scorang Direksi, sebagaimana diucapkan
oleh UUPT, yaitu harus bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan
pribadinya, maka seorang Direksi bendaknya menghindarkan dini untuk
tidak hanya mentadi Direksi Palangan (Figurehead Director) saia.

Demikian pula untuk menghindari adanya conflict of interest bagi
Direksi dalam pelaksanaan tugasnya, maka pemegang saham yang
sekaligus berfungsi sebagai anggota Dirgksi perseroan sebatknya dihindari.
Hal ini disebabkan karena pemegang saham yang sekaligus berfungsi
sebagai anggota Direksi perseroan dalam pelsksanaan tugasnya sehari-hari
cenderung untuk lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada
kepentingan persroan, apalagi jika anggota Direksi tersebut merupakan
pemegang saham mayoritas dan merupakan Direksi tunpggal pula dalam
Perseroan.

Di dalam UUPT memang tidak dijumpai adanya satu pasalpun
yang membolebkan atau melarang pemegang saham sekaligus Derfungsi

schagat Direksi. Hal mana berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukem
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Dagang (KUHD) dimana di dalam ketentuan pasal 44 dikatakan bahwa
Divektur dapat terdinl dar seorang pemegang saham atau orang lain. Jadi
berdasarkan. Kitab Undang Undang Hukum Dagang seorang pemegang
saham ilu dapat seialigus merangkap sebagei Direksi.

Menurut Rudhi Prasetya bahwa “wmsyr Direklur yung sckaligus
pemegang saham lidaklah penting, antara jabatan Direksi dengan
pemegang sabham sama sekali tidek ada relevansinya, karena itu saya
berpendirian bahwa jika pemegang jabatan Direksi sckaligus adalah
pemegang saham, maka hal in} serala-anata suafo kebetulan”,

Kami sangat tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh
Rudhi Prasetya bahwa wnsur Direksi sckaligus pemegang saham fidakiah
peniing, hal mans menurut kami justra denpan berlakunya Undang
Undang Nomor | Tabun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tabun 2007, hal tersebut
menjadi penting dan sangat penting, karena dengan berlakunya Undang-
tindang Nomor 1 Tabun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007, maka asas kemandirian suaiz perseroan ferbatag
menjadi bersifat tidak mutlak dimana tanggung jawab pemegang saham
tidak lagi hanya terbatas pada jumidah ssham yang menjadi bagiannya
dalam perscroan, demikian pula terhadep Direksi mmupun Komisaris
perseroan, akan ietapi dalam hal-hal {ertentu pemepang saham, Direksi
maupun komisarls persercan dapat ditunfut perfanggungiawaban sampai
kepada harta kekayaan pribadinya,

Mengingat harta kekayaan pribadi Direksi versebut scbenamya

menjadi Guarantee (jaminan) dalam pelaksanaan tugasnya, maka tidaklah
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berlebihan bilamana seseorang sebelum diangkat menjadi Direkst, terlebih
dahulu dimintakan surat persetujuan dari istrinya, hal ini adaiah dalam
kaitannya dengan adanya harta campur {gono-gini) yang diatur dalam
Undang Undang Perkawinan atau Undang — Undang No. 1 Tahun 1974,

Dalam rangka membahas mengemal tanggung jawab komisaris
perseroan terbatas, maka terlebih dahulu perlo diketahui siapa sebenamya
komisaris itu? Apa fungsi dan tugas komisaris dalam suatu persercan?
Untuk menjawsb pertanyaan ini, maka perlu dilihat ketentuan Pasal 1 ayat
(6) UUPT yang mendefinisikan sehagal berikut “Dewan Komisatls adalah
Organ Persercan yang bertugas melakukan pengawasan secara umun
dan/atau khusus sesual depgan anggaran dasar serta memberi nasthat
kepada Direksi.”

Berdasarkan definisi yang diberikan undang undang tersebut, maka
dapat diketabui babwa tugas utama Komisarls adalah mengawasi
pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi,
Komisaris di dalam menjalankan tugasnya bilamana menemukan
pekeraan Direkst vang dinilai kurang sesual atau menyimpang dari UUPT
dan anggaran dasar yang dapat mengakibatkan kerugian perseroan, maka
komisaris diwajibkan memberikan nasihat kepada Dircksi agar tugasnya
dilakukan sesual dengan ketentuan yang telah digariskan UUPT maupun
anggaran dasar.

Berdasarkan pasal-pasal dalam UUPT vyang mengatur ientang
Komisaris, maka fungsi dan tugas Komisaris pada dasarmya dapat
dikelompokkan menjadi 2 {dua) yaitu fungsi dan tugas komisariz dalam

keadaan normal dan dalam keadaan tertentu (darurat),
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Dalam keadaan normal pada dasamya Komisaris tidak mempunyai
fungsi eksekutif. Dalam keadaan normal komisaris tidak harnys
mempunyai fongsi dan tugas yang ditetapkan dalam pasal 108 ayat (2)
UUPT yaitu tmgas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada
Direksi. Sekalipun berdasetkan ketentuan Pasal 117 ayat 1 UUPT
dikatakan babwa “Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persertajuan atau
bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu”, akan
tetapi periu diperbatiken bahwa persefujuan fersebut bokaniah pemberian
kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan. Dircksi tidaklah dapat
terlepas dan tanggung jawabnya dengan mengendalikan babwa uptuk
melakukan perbuatan  hukum  terscbut  telah  dipercich persetujuan
komisaris schingga tanpgung jawabnya beralib kepada komisaris. Direksi
tidak perneh dapat bersembunyi di belakang “persetujuan” yang diberikan
Komisaris. Pemberian persetujuan tersebut tidak dapat membebaskan
Direksi dan tanggung jawabnya atas pengurusan perseroan.

Pemberian persetujuan disini hanya dimaksedkan bahwa untuk
perbuatan-perbuatan hukum fertentu diperfukan pengawasan yang lebih
khusus dari komisaris sehingga melalui lembaga perselujuan  ini,
diharapkan penyimpangan dalam meilakukan perbuatan hukum tersebui
dapat diminimalisasikan,

Dikatakan bukan “pemberian kuasa™ karena wewesnang pengurusan
dan perwakilan yang dimiliki oleh Direksi itu bersumber pada undang-
undang yaitu ketentuan dalam pesal 88 ayat 1 UUPT atau dengan kata lain

bahwa kewenangan Direkst untuk meweakili perseroan itu bukan semata-
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mata tmbul karena adanya persetuivan komisaris tersebut hanya
merupakan sustu perbuatan pelengkap saia untuk keabsahan ﬁndsitkaa
Direksi,

Sedangkan dikatakan bukan “tindakan pengurusan”™, karena
persetujuan tersebut bukan meropakan instruksi atau perintah yang wajib
dilaksanakan oleh Direksi. Sekalipun Direkst telab  memperoleh
persetujuan komisaris akan tetapi Direksi tetap bebas untuk memutuskan
apekah perbuatan hukum yang bersangkutan skan dilakukannya atau tidak.
Bilamana keadaan menunjukkan bahwa peloksapaan perbuatan hukum
tersebut seyogyanya divrungkan, maka Direksi wajib membatalkannya.

Jadi dengan demikian, jelss bahwa dalam keadaan nonmal,
komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif ssbagaimana fungsi Direksi,
akan tetapi dengan mengacy pada ketentuan pasal 114 ayat (5) UUPT
dimana dikatakan bahwa komisaris wajib dengan itikad baik dan penuhk
tanggung jawab menjalankan tugas uniuk kepentingan dan usaha
perseroan, maka secara acontrario dapat digimpulkan bshwa komisans
mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Direksi. Komisaris dalam
pelaksanaan tugasnya juga wajib berpedoman pada prinsip-prinsip
fiduaciary duties, Prinsip Duties of Care, Prinsip Duties of Loyaity,
Prinsip Duties of Skill, Prinsip Duties to Act Lawfully, prinsip Business
Judgement Rule serta Doctrine Ultra Vires.

Apabila Komisaris melakukan pelanggaran terhadap prissip-pringip
tersebut diatas, maka komisaris dapat dituntut pertanggungiawaban secara
pribadi, bilamana temyata bahwa akibat tindakan tersebut menirobulkan

kerugian bagi perseroan maupun terhadap pihak ketiga. Hal ind dapat kita
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lihat dalam putusan Makhamah Agung Nomor 1916 K/Pd/1991, tanggal
28 Agustus 1996 sebagaimana telah penulis kutip diatas.

Dalam perkara ini Makhamah Agung dalam tingkat kasasi telah
memutuskan “menghukum Komisaris untuk secara fanggung renteng
dengan perseroan dan Direks?” membayar hutang kepada pihak ketigs
{Bank Perkembangan Asta), karena dalam perkara tersebut terbukti bahwa
pada waktu pemberian kredit oleh Bank Perkembangan Asia kepada PT.
Diaia Tungeal termyata haliwa pengurus {Direksi dan Komisans) PT. Diaia
Tunggal dengan Bank Perkembangan Asia adalah sama dan karenanye
terdapat pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duties yaitu bahwa Direksi
dan komisaris Bank Perkernbangan Asia telah mengucurkan kredit kepads
PT. Diaja Tungpal dimana schenamya mereka juga selaku bertindak
sebagat Direkst dan Komisaris PT. Diaja Tunggal, sehingga disini terdapat
“conflict af inferest” didalam pemberian kredit tersebut,

Makhamah Agung dalem salgh satu pertimbangan hukumnya
menyatakan bahwa dalam pemberian kredit dari Bank Perkembangan Asia
kepada PT. Diaja Tunggal, dapat diduga adanya persekongkolan dan itikad
burnk pada dini Baok Petkembangan Asia, PT. Djaja Tunggal dan
pengurus {Direksi dan Komisaris) kedua badan hukum tersebut yang
notabenenya adalah sama, schingga tanggung jawab sewajarnya
dibebankan kepada para pengurus, apabila tindakan bukwmn vang mereka
lakukan untuk dan atas nama perseroan ferbatas temysta mengandung
persengkongkolan secarz ittkad burvk vang menimbulkan kerugian

terhadap pihak lain,
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Dari putusan Makhamah Agung tersebut diastas, dapat dilibat
bahwa sekalipun Komisaris dalam keadaan normal tidak ikul meiskukan
pengurusan perseroan, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungst
utamanya memberikan pengawasan kepada Direksi, terhadap Komisaris
juga berlaky prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan terhadap Direksi.

Perbedaan tanggung jawab Direksi dengan Komisaris hanya
terletak pada fungsi dan tugasnya saja yaitu bahwa tanggung jawab Direksi
terletak pada bidang pengurusan sedangkan tanggung jawab komisaris
terletak pada bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
dalars kegiatan pengurusan perseroan. Mengenai tanggung  jawab
Kaomisaris disini dapat dibedakan antara tanggung jawab kedalam (internal
tichilityy dan tanggung jawab keluar terhadap pihek ketiga (externof
liabifity).

Mengenal tangpung jawab komisaris yang bemsifat infernal
fiability, maka komisaris dapat ditunit perfangsung jawahan secara
pribadi melaha “derivative action” oleh pemepgang saham untuk dan atas
nama perseroan sebageimana diatur dalam pasal 114 ayat (3) UUPT
danfatau oleh pemepgang saham untuk kepentingan sendiri berdasarkan
ketentuan pasal 112 ayat {4) UUPT, sedangkan mengenat tanggung jawab
komisaris yang bersifat external lHability, mwaka bilamana tindakan
komisaris tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihek ketiga, misalnya
komisaris yang mengetabui perseroan tidak mungkin dapat melaksanakan
suatu petjanjian, akan tetapi tetap memberikan persetujuan kepada Direksi
untuk dan atas nama perseroan mengadakan perjanjian tersebut, maka

dalam hal demikian apabila pihak ketiga mengalami kerugian karcna
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tindakan tersebut, maka komisaris dapat dituntut bertanggung jawab secara
pribadi atas kerugian yang diderita oleh pihak ketipa tersebut, baik
berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 3 dan bherdasarkan kefentuzan
perbuatan melawan hukum vang termaktub dalam pasal 1388, 1366 dan
1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,

Sehubungan dengan uralan diatas, maka yang menjadi pertanyaan
adalah “Apakah komisaris ikut bertanggung jawab terhadap suata tindakan
vang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan komisaris,
apabila dalam kenyalaannya Direksi tidak pemah meminta persetijuan
tersebut kepada komisaris dan persetujuan tersebut tidak permah diberikan
oleh komisaris?”

Sekalipun fogas dan fungsi utama dard  komisaris adalah
mengadakan pengawasan dan memebertkan nasihat kepada Direksi, akan
tetapi tidak dapat dipungkiri babwa komisaris adalah seorang manusia
biasa yang tidak dapat dibarapkan wntuk mengeishui segala bindakan
Direksi sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya, Menurut bhemat kami,
apabila suatu tindakan Direksi vang menurut ketentuan dalam Anggaran
dasar harus mendapat persetujuan komisaris, akan ftetapi Direksi
melakukan tindakan tersebut dengar tanpa memberitahukan kepada
maupun meminta persetujuan dari komisaris, maka dalam hal demikian
komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, bilamana fernyaia
kemudian tindakan Direks? tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak
ketiga. Hal i juga dapat difihat dadam putusan Makhamah Agung nomoy
3264 K/Pd1992, tangeal 28 Agustus 1996, schagaimana dikutip oleh

penulis pada uraian terschuf diatas,
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Dalam putosan ini Makhamah Agung mentlai bahwa tindakan
Dircksi yang menurut Anggaran Dasar diperfukan persefujuan dari
komisaris, temnvata olch Direksi dilakukan dengan tanpa adanys ada
persetujuan dari komisaris, akan membawa konsekwensi juridis bahwa
tindakan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat Perseroan scbagat
badan hukum. Tindakan Direksi tersebut dianpgap secbagai tindaken
pribadi dan karenanya hanya mengikat Direksi secara pribadi dengan tanpa
melibatkan perseroan paupun komisaris. Komisaris dalam hal demikian
tidak dapat dituntut pertangpungjawabannya oleh pihak ketiga yang
merasa dirugikan oleh tindakan Direkst tersebuf.

Dalam keadaan tertentn {keadaan darurat) berdasarkan ketentuan
pasal 118 ayat (1} UUPT dikatakan bahwa “berdasarkan anggaran dasar
atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
perseroag vituk jangka waki tertentu”., Mengenai keadaan terientu atau
darurat  disini, dimaksudkan misalnya Direksi  diberhentikan  atan
meninggal dunia, sehingpa jabatan Direksi menjadt lowong dan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat segera diadakan, maka agar
supsya kepengurusan perseroan tidak terganggu, Komisaris berdasarkan
pasal 118 avat (1) UUPT diperbolehkan untok menjalankan tugas sebagat
pengurus perseroan, asal ha!l terscbut dilakukan berdasarkan anggaran
dasar atau keputusan RUPS,

Mengenai tanggung jawab Komisaris dalam pelaksanaan tugas
fungsinya dalam keadaan tertentu (darurat) disini, sebenarnya sudah cukup
jelas yaitu babwa selama kurun waktu menjalankan tindakan pengurasan

tersebut, maka langgung jawab komisaris iidak ada bedanya dengan
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tanggung jiawab Direksi. Dalam hal demikian terhadap komisaris tersebut
berlakunya semua ketentuan mengenai hak, wewepang dan kewajiban
Direksl terhadap perseroan dan pihak ketigs, hal ini diatur secara tegas
dalam ketentuan pasal 118 ayat (2} UUPT vang secara lengkap berbunyi
sebagai beriket “Bagi Komisaris yeng dalam keadaan fertentu untok
jangka wakfu terientu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berleky semua ketentuan mengenai hak,
wewenang dan kewajiban Diveksi terhadap perseroan dan pihak ketiga”.
Pari apa yang divraikan diatas dapat dilibat babwa sekalipun
perseroan terbatas adalah badan hukum yang mandiri yang teriepas dari
pemegang saham, Direkst maupun Komisarisnya, dimana perikatan yang
dibuat uniuk dan atas nama perseroan hanyalah mengikat perseroan secara
mandiri dan tidak dapat ditustut pemenuhannys kepada Pemegang saham,
dircksi maupun komisaris dalam sustu perseroan adalah terbatas. Akan
tetapi dalam hal-hal tertentu tidak mustahil bahwa tanggung jawab terbatas
tersebut dapat berubah menjadi tanggung jawab vang tidak terbatas, dalam
arti bahwa bak pemegang saham, Direksi maupun komisaris dapaf
dituntut  perlangmingiawzbannyas sampal kepads harta  kekayaan

pribadinya.

. Tanggeng Jawab Bukum Pemberi Leffer of Comfort berdasarkan
Hukun: Perseroan Terbatas,

Seperti yang telah penufis wraikan diatas tanggung jawab para
pemepang saham adalah pertanggungjawaban akibat tindakan perseroan
pada saat perseroan setelah dan sebefum didirikan, sedangkan tanggung

jawab Direksi dan Komisaris Perseroan adalah pertanggungjawaban
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terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan pada saat pengelolaan
perseroan. Tindakan-tindakan yang dapat dipertanpgungjawabkan adalah
tindakan yang sifatnya merugikan persercan. Tanggung jawab terhadap
tindakan-tindakan tersebut dapat berapa pengganfian kerugian baik
materiil maupun immateritl.

Tangpung jawab hukum pember /lefter of comfort merupakan
tanggung jawab vang dibenikan setelah perseroan sah  didirikan
berdasackan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Menurut penulis dapat diterapkan baik schelum atau sesudah
terjadi wanprestasi {defoulr) dan Debitur, Tanggung jawab hukum pemberi
fetter of comfert ini menuryt penulis dapat diberikan berdasarkan Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan
penelitian penulis pertanggungjawaban tersebut diberikan olch pemberi
fetter of comfort yang juga mernpakan organ dari perseroan terbatas
tersebut.

Sepanjang penelitian penulis pemben letter of comforr sebagai
jaminan dalam pedanjian kredit perbankan adalah pihak pemegang saham
walaupun tidak tertutup kemungkinan Direkst dan Komisaris juga
bertindak sebagai pemberi dari letter of comyfort. Seperti yang telah penulis
uraikan sebelumnya selain dari pemegang ssham, Direksi dan Komisaris
sertz pibak ketiga baik yang terafiliasi maupun tidak, dapat memberikan
atau bertindak sebagai pemberi letler of comfori sebagal jaminan dalam
perjanjian kredit perbankan. Karepa penulis hanya akan menguraikan
tangung jawab hukwn pemberi fefter of comfort dalam hukum perseran

terbatas, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang
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Perseroan Terbatags, maka penulis hanya membahas pertanggungjawaban
yang diberikan oleh pemegang saham, Direksi dan Komisaris (jika ada)
sebagai pemberi lefter of comfort sehagal jaminan dalam perjanjian kredit
perbankan.

Tanggung jawab hukem berdasarkan Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap pemberi letier of comfort
sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan menural penulis
fanggung jawab melakukan kontrol ferhadap pengelolasn perseroan,
sehingga perseroan tetap dspat menjalankan usahanya dengan baik dao
membayar hutang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dengan
fancar. Apabila tanggung jawab hukum melakukan kontrol terhadap
perseroan dalam menjalankan usahanya dengan baik fidak tercapai,
sehingga perseroan fidak dapat menjalankan psabanya dengan baik dan
terjadi kerugian kepada perseroan, sehingga perseroan kesulitan membayar
hutang, maka pihak pemberi letter of comfor? yang merupakan pengurus
dan pemegang sabam persercan dapat ditunfut untok mengganii kerugian
yang timbul khusugnya terhadap hutang-hutang persercan yang dijamin
oleh letter of comfort.

Tangpung jawab hukum pemegang saham sebapai penerbit atau
pemberi fetter of comfort sebagal jamipan dalam perjaniian kredi
perbankan adalah dengan cara melakukan penambahan modal yang diatur
dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor Tahun 2007 yang menyatakan :

Pasal 41
{1) Keputusan RUPS untuk penambshan modal dasar adaleh sah
apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuerum dan

jumiah suars setuju untuk perubshan anggaran dasar sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
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{Z) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan
disetor dalamn batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan
dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
seluruh jumiah sabam dengan hak suare dan disetujui oleh lebih
dari 172 (satu perdua) bagian dari jumlah selunsh suara yang
dikeluarkan, kecuali ditentukas lebih besar dalam anggaran dasar .

Berdasarkan ketentuan terscbut diatas pemegang szham dapat
melaukan penambabhan modal kepada persercan mgelalui Rapat Umunm
Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham yang juga sebapai penerbit
atan pemberi letier of comfort dalam kaitannyva dengan ketentuan diatas
ialah dengan melakokan penambzhan modal, peseroan dapat kembali
menjalankan bisnisnya, sehingga dapat membayar histang-hutangnya. Hal
tersebut dapat dilakukan apsbila perseroan mengalami kesulitan dalam
membayar hutang,

Menurut penulis berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-
uridang Nomor 40 Tabhun 2007 tentang Persercan Terbatas RUPS
merupakan organ perseroan yang utama. Ketentuan tersebut menyatzkan
bahwa

“"Rapat Umuwn Pemegang Saham, vang sclanjutaya disebut RUPS,

adalah Organ Perseroan yang mempunyal wewenang yang tidak

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas vang
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atay anggaran dasar”

Menwut penulis RUPS sebagai organ perseroan tertinggi, dem
kepentingan perseroan berhak untuk mengatur hal-bal yang berkaitan
dengan pengelolaan perseroan yang baik khususnya untuk membayar

hutang-hutang perseroan. Hal ini wajib dilakukan oleh para pemegang

sabam yang juga bertindak sebagai penerbit atau pember leiter of comfort.
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Tanggung jawab hukum pemegang saham sebagai pemberi letter of
comfort untuk jaminan dalam perjanjian kredit perbankan tida terlepas dari
ketentuan-ketentuan  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang

mengatur tentang RUPS yang diatur dalam Pasal 75 yang menyatakan

Pasal 75

{1} RUPS mempunyai wewenang vang fidak diberikan kepada Direksi
atau Dewan Komisaris, dalam batas yang dilentukan dalam
Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar,

(2) Dalam foram RUPS, pemegang sabam berbak memperoleh
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dart Direksi dan/atau
Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat
dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

{(3) RUPS dalam mata acamm Isip-lain tidak berhak mengambil
keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atan diwakili
dalam RUPS dan menyelujui penambahan mats acara rapat.

{4) Kepuiusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disefuju
dengan suara bulat.

Waktu mengadakan RUPS diatur dalam Pasal 78 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2007 ientang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut
menyatakan

Pasal 78

(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

{21 RUPS tshunan wajib: diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6
{enam} bulan setelah tahun buku berakhir.

{3} Dalam RUPS tzhunan, harus dizjukan sermua dokumen dari laporan
{ahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat {2},

{43 RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan
untuk kepentingan Perseroan,

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pemegang
szham yang bertindak scbagai penerbit letter of comfort bertanggung
jawab dalam RUPS untuk membahas hal-hal yang merupakan kepentingan
dari perseroan dalam rangka melunasi hutang-hutangnya kepada bank atau

lembaga kenangsn lainnya. Pertanggungjawaban dalam pembahasan
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tersebut dapat diterspkan dengan cara meminia keleranpan dan
pertanggungjawaban dalam RUPS kepada pengurus dalam hal ini Direksi
dan Komisaris perseroan dalam melaksanakan tugasnya melakukan
pengelelogan persercan. Pemegang saham yang menerbi;kan letter of
comfort selamna perseroan masih dalam keadsan berhutang kepada bank
ataa  lembaga keuangan lainaya wajib untuk  membahas atau
mengagendakan dalam RUPS tentang  keadaan-keadaan kenangan
{financiad), permodalan (capifal), dan kinerja dari para  pengurus
perseroan, yakni Diveksi dan Komisaris,

Tanggung jawab hukum pemegang saham rmaupun pihak ketiga
penerbil letter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian kredit
perbankan berikutnya adalah tanggung jawab melakukan pengontrolan
persercan  dengan meli;kukan pemeriksaan  terhadap  perseroan.
Pengontrolan perseroan  dengan  melakukan pemeriksaan  terhadap
perseroan dalam rvangka wniuk melihat kinerja dari perseroan dan
mencegah  perseroan  melakukan  perbuatan mefawan hukum  yang
merugikan  kepentingan pemegang saham atau pihak ketiga serta
memeriksa apakah anggofa Direksi dan Komisans perservan melakukan
perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perseroan, pemegang
saharn atau pihak ketiga. Pemeriksaan terhadap perseroan diatay dalam
Pasal 138 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
terbatas yang menyatakan ;

Pagal 138
{1} Pemeriksaan terhadap Persercan dapat ditakukan dengen tujuan

untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan
bahwa:

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



166

a. Persercan melakukan perbuatan melawan hukum  yang
merugikan pemegang ssham atau pihak ketiga; atan

b. anggota Direksi atan Dewan Komisaris melakukan perbuatan
melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang
saham atau pihak ketiga.

{2) Pemeriksaan sebagatmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengen mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya
ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan.

{3) Permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dizjukan
oleh:

a 1 (salu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu persepulub) bagian dari jumiah seluruh sasham
dengan hak suara;

b. pibak lain vang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar Perseroan atau perjamian dengan Perseroan
diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan;
atau

c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan
setelair pemohon terlehin dahulu meminta data atau keterangan
kepada Perseroan dalam RUPS dan Persercan tidak memberikan
data atsu keterangan tersebut.

{5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keteranpan tentang
Perseroan atap permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data
atan keterangan tersebut hans didasarkan atas alasan yang wajar
dan itikad batk.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a,
dan ayat (4} tdak menutup kemungkinan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal menentukan lain,

Sepertt yang {elah penulis uraikan sebelumnya tanggung jawab

hukum pemberi atau penerbit dari leiter of comfort dapat terjadi baik
sebelum maupun sesudah adanya sengketa karena wanprestasi (defauif).
Penulis telah uraikan tanggung jawab hulkum pemegang saham perseroan
sebagal pemberi Jetter of contfort dalam kredit perbankan sebagai jarninan
sehelum terjadinya wanprestasi, yaitu melakukan pengontrolan terhadap
kegiatan atau bispis, kondisi, modal atau keuangan dan kinerje dari
perscroan dan  pengurus persercan, yakni Direkst dan  Komisaris.

Tanggung jawab hukum pemegang saham perseroan sebagai penerbit
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lefier of comfort sesudah ferjadinys wanprestasi dari perjanjian kredit
perbankan adalah ganti kerugian terbatas pada jumlah saham. Tanggung
jawab hukum tersebut menunst penulis adalah berdasarkan penafsiran dan
Pasal 1317 KUHPerdata dimana pihak pem&é@mg saham telah gagal untuk
memenuhi janjinya. Tanggung jawab hukum tersebut dapat dikepakan
sampai dengan harta pribadi pemegang saham pembeni letier of comfort
sebagal jaminan dalam perjenjian  kredit perbankan apabila telah
melakukan piercing corporate veil. Apabila perseroan mengalami kerugian
akibat dari findakan pemegang saham balk yang bukan maupun pemberi
letter of comfort scbagal jaminan dalam perjanjian kredit perbankan dapat
dipcﬂaaggungjawﬁbkan sampal dengan harta atan kekayean pribadinya
apabila sampai merugikan perseroan, sehingga tidak dapat membayar atau
melunasi hutangnyva.

Sepaniang penelitian penulis pembert atau penerbit letter of comfort
scbagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan adalah pemegang
saham, tetapi tidak tertutup kemungkinan pemberi atau pensrbit letier of
comfort terscbut adalah pengurus perseroan, yakni Direksi dan Komisaris.
Menurut penulis Direksi mavpun Komisaris sebagai pihak yang tidak
aman dalam kapasitasnya schagal pemberi atau penerbit letter of comfort
karena ada bheberapa Direksi maupun Komisaris yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan perseroan selayaknya pemegang saham dan
Direksi maupun Komisans dapat diganti berdasarkan undang-undang dan
Anggaran Dasar perseroan,

Tanggung jawab hukum Direksi scbhagai pemberi letter of comfort

sebagat jaminan dalam perjanjian kredit perbankan apabila ada, dapat
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diterapkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya  wanprestasi,
Tanggung jawab hukum Direksi sehelum tefjadinya wanprestasi sama
dengan pemegang saham, tetapi lebih fokus pada pengelolaan perusahaan
dengan baik, schingpa perusahaan dapat begjalan dengan batk dan dapat
melunasi butang perseroan. Tanggung jawab bekum tersebut distor dalam
Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 4G Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas vang menyatakan “Direkst menjalankan pepgurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesval dengan maksud dan
tujuan Perseroan”. Berdasarkan ketentuan tersebut tanggung jawab hukum
Dircksi adalah melaksanan tugas pengurusan yang merupakan pengelolaan
perseroan khususnya dengen memperhatikan prinsip Fiduciory Duties,
Didtes of Care, Duties of Loyalty, Duties of SKil, Duties to Act Lawfully
dan menghindarkan Doctrine Ultra Vires.

Tanggung jawab hukam Direksi sebagai pember letfer of comfors
sebugai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan pada saat telah terjadi
wanprestasi adalah ganti kerugian, Tangrung jawab hukom ini menurut
penulis adalah karena Direkst gagal dalam melakukan pengurusan
perseroan, yaitu melakukan pengelolaan untuk kepentingan perseroan yang
berarti Direksi telah melanggar isi dad le/ter of comfort sebagaimana yang
telah penulis vraikan pada bab sebelomnya,

Perianggungiawaban Direksi ini menurnt penulis selain pelanggaran
terhadap Pasal 1317 Kitsb Undang-Undang Hukum Perdata adalah
berdasarkan Pasal 97 ayst (3) yang menyatakan “Setiap anggota Direksi
berianggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Persercan apabila

vang bersangkutan bersalah atao lalai menjalankan tugasnya sesual dengan
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ketentoan scbagaimana dimaksud ayat (2)”. Menurut dan schagaimana
telah pennlis uraikan sebelumnya Direksi bukan sebapai pibak yang aman
untuk memberikan Jeiter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian

kredit perbankan, karena sesuai dengan Pasal 97 ayat (8) yang menyatakan

"Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat (3} apabila dapat membuktikan

4. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kchati-
hatian untuk kepentingan dan sesual dengan maksud dan tujuan
Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tindak langsung stas tindakan pengurusan yang mengakibatkan

kerugian; dan
d. Telah mengambil tindaken umtuk mencagah timbulnys atau
berlanjutnya kerugian tersebut™,

Menurut pepulis hal-hal tersebnt diatas dapat dikesampingkan
apabila dalem letter of comfort menyatakan mengenyampingkan ketentusn
Pasal 97 ayat (3} mnt. Sclain itu menurat penulis ketontuan tersebut tidak
berlaku apabila terbukti Direksi tidak dapat melakukan pengelolaan ataw
pengurusan perseroan dengan baik, sehingga mentmbulkan kerugian bagi
perseroan.

Sebagaimana Direksi, pengurus persercan lainnya, yakni Komisaris
juga dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu perseroan yang berhutang
kepada bask mempunyai jaminan berbentuk letter of comfort yang
diterbitkan atau diberikan oleh Komisaris. Sebagaimana Direksi dan
pemegang saham menurut penulis pertanggungjawaban dapat diberikan

baik sebelum manpun sesudah terjadi wanprestast,
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Pertanggungiawaban Komisaris  sebelum  wanprestast  adalah
melakuken togosnya berdssarkan Pasal 114 ayal {2) Undang-undang
Nomor 48 tahun 2007 yang menyatakan ;

“Setiap anggota Dewar Komisaris wajib dengan itikad baik, kchati-

hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan

dan pemberian nasthat kepada Direkst sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108 avat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujean Perseroan”.

Kemudian sebagaimana Direksi pertanggungjawaban hukurn sesudah
terjadinya wanprestasi terhadap Komisaris yang memberikan leiter of
comfori sebagai jaminan dalam perjanfian kredit perbaskan menurat
penuliz adalal tanggung jawab hukum sesuai dengan Pasal 114 ayat (3)
yang menyatakan “Setiap angpota Dewan Komisads ikul bertanggung
jawab scoara pribadi atas kerugran Persercan apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai menjalankan tugasnys scbagaimana dimaksud pada ayat
{2)”. Komisaris layaknya Dircksi adalah bukan sebagai pihak yang aman
untuk memberikan lerter of comfort scbagai jaminan dalam perjenjian
kredit perbankan, karena sesual dengan Pasal 114 ayat (5) yang
menyatakan

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungiawabkan atas

kerugian sebagaimana dimakseuwd pada ayat (3) apabila dapat

membuktikan:

a. telah melakukan pengdawasan dengan itikad baik dan kehati-
hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesua dengan maksud
dan tujuan Perseroan;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi batk langsang maupun
tidak langsung afes Hndakan pengurusan  Direksi vang
mengekibatkan kerugian; dan

¢. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul
atau berlanjuinya kerugian tersebut.
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Menurut penulis hal-bal tersebut diates dapat dikesampingkan
apabila dalam lfetter of comfort menyatakan mengenyampingkan ketentuan
Pasal 114 ayat (3} ini. Selain ity menurut penulis ketentuan tersebut tidak
berlaku apabila terbukii Komisaris tidak dapat melakukan tugasnya dengan

paik, sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Tanggung Jawab Hukam berdasarkan Hukum Perbankan.
8, Tangguag Jawab Hukum Bank dan Calon Debifur dalam Proses
Pemberian Kredit dan Penilaian Jaminan,
Bank adalah sebuah tempat di mana vang disimpen dan dipinjamkan,
Bank wmwerupakan lembaga keuangan yang sangat peoting dalam
perekonomian. Secara umum, bank didehnisikan sebagai  lembaga
keuangan yang usaba pokoknva adalah menghimpun dana dan
menyalurkannys kepada masyarakat dalamm  bentuk  kredit serta
memberikan jasa dalam lalu listas pembayaran dan peredaran vang.
Menurut Undang.-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
18998 Tanggal 18 November 1998 temtang perbankan, yang dimaksud
dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana darn masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyahwkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak”. Selain itu pengertian bank diambil dari kata
yang berasal dan bahasa Italia, yaitu banca atau uvang Biasanya bank
menghasilkan untung dari biaya transsksi atas jasa yang diberikan dan
bunga dari pinjaman.
Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi

bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam  bidang
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keuwangan, artinya aktivitas perbankan seialu berkaitan dalam bidang
keuangan. Fungsi wtama dari bank adelah menyediakan jasa menyangkut
penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal
tuiisan, daa bedanjul sampail sekarsng di manz bank sebagal institusi
keuangan vang menyediakan jasa kevangan, Sekarang ini bank adalsh
institusi yang memegang lisersi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter
supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melskukan jasa perbankan
dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman,

Menurat Mishkin secara sederhana menjelaskan bank sebagai lembaga
keuangan yang mencnma deposito dan memberikan pinjaman. Iz juga
meniclaskan bahwa bank merupakan perantarz keuangan (financiol
intermediaries), schingga menimbulkan ipteraksi antara orang yang
membutubkan pinjaman untuk membiayai kebutuhan hidupnya, dengan
orang vang memiliki kelebihan dana dan berusaha mentaga kovangannya
dalam  bentuk tabungan dan depositc lainnya di bank. Finarcial
infermiediotion merupakan susiu akiivitas penting dalam perekonomian,
karena ia mentmbulkan aliran dana dard pihak vang tidak produktif kepada
pihak yang produktif dalam mengelola dana. Selanjutnya, hal ini akan
membantu mendorong perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis.

Bank Indonesia mengkategorikan fungsi bank sebagal financial
intermediaries ini ke dalam tga hal, Pertama, sebagai lembaga yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kedua,
sebagai lembagz yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk
kredit, dan vang kefiga, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran

vang.
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Beberapa karakieristik yang membedakan bank dengan son-bank

Sinancial intermediarizs, menurut Bossone, adatah sebagai berikut:

1.

Bank menciptakan likuiditas dalam bentuk bank’s own labilities atan
surat utang yang dibuat uotuk peminjam. Bank tidak melanjutkan
likiriditas yang sudah ada, telapl menambah likuiditas sistem setiap
saat bank mengadakan kredit baru kepada perusabaan melaloi
penciptaan deposit. Sedangkan non-bank financial intermediaries
bertindak sebagail capital markel intermediaries yang mengumpulkan
hikeiditas yang sudah ada (bank deposit) dardt savers dengan long
position dan menginvestasikannya pada investor dengan skort position.
Bank memberikan pengetshuan pada peminjamnya {(borrowers)
tentang operasi harian, kebutuhan likuiditas, aliran pembayaran, juga
faktor jamgka pendek dan pengembangan product market. Sedangkan
non-bank mengembangkan pengetahuan tentang prospek usabia jangka
panjang, investasi potensial, wend pasar (merket irends), dan
perubahan pada faltor fundamental ekenomi,

Bank merniliki peranan yang saugat penting dalam perckonomian,

terutama dalam sistemn pembayaran moneter. Dengan adanya bank,

aktivitas ckonond dapat disclenggarakan dengan biaya rendah. Bank juga

memiliki tiga karakteristik khusus vang berbeda dalams fungsinya bilg

dibandingkan denpan lembaga keuangan lkinnya. Tiga hal tersebut

menurut George (1997), adalah sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan

untuk menyimpan dana masyarakat, bapk bemperan khusus dalam

penciptaan vang dan mekanisme sistern pembayaran dalam perekonomian,
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Keberadaan perbankan memungkinkan berbagal transaksi keuangan dan
ekonomi dapat berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien.

Kedua, sehagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan berperan
khusus dalams memobilisasikan simpanan masvarakat untuk disalurkan
dalam bentuk kredit dan pembiayaan Isin kepada dunia usaha. Hal ini akan
memyperbesar dan mempermudah proses mobilisasi dan alokasi sumber-
sumber dana dalam perekonomian.

Ketiga, sebapai lembaga penanaman aset {imansial, bank memiliki
peran penting dalam mwengembangkan pasar keuangan, ferutama pasar
vang domesHk dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan
aset finansial, sepertt stmpanan masyarakat ke dalam beatuk aset finansial
{ain, yaitu kredit dan surat-surat berharga vang dikeluarkan pemerintah dan
bank sentral.

Ketiga fungsi penting terschut terkait dengan peran bank baik dari sisi
mikro msupun makre. Dan sisi mikeo, bank dibutubikan sebagai lembaga
kepercavazn masvarakat dalam memenuhi kebutuhan menyvimpan dana,
memperpleh kredit dan pembiaysan lain, mauvpun dalam melakukan
berbagal  transaksi ckonomi dan keuangan. Dan sisi makro, bank
dibutuhkan karena peran pentingonya dalam proses penciptaan wang dan
sistern pembayeran, serta dalam mendorong efcktivitas mekanisme
transmisi kebijekan moneter dan efistensi alokasi sumber dana dalam
perekonomian. Peran tersebut menempatkan bank scbagai lembaga
keuvangan yang berperan penting dalam pada sistem perekonomian kita,

Sejarmh mencatat asal mula dikenalnya kepiatan perbankan adalah pada

zaman kerataan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaba perbankan
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ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan
perbankan di Asia, Afrika dap Amerka. Kemudian perkembangen
selanjutnya adalah kegiatan bank int dibawa oleh bangsa Eropa pada saat
melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun
benua Amerika. Bila ditelusuri, sejamb dikenalnya perbankan dimulai dari
jasa penukaran vang. Schingga dalam sejarsh perbankan, arti bank dikenal
sebagai meja tempat penukaran yang, Dalam perjalanan sejarah kerajaan
tempo dulu mungkin penukaran pangnya dilakukan antar kerajean vang
satu dengan kerajaan yang kain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal
dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money Changer). Kemudian dalam
perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang
Iagi menjadi tempat penitipan vang atau yang discbut sekarang ini kegiatan
simpanan, Berikutnya keglatan perbagkan bertambah dengan kegiatan
peminjaman vang. Uang vang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan
dipinjarnkan kembali kepada masyarakat yang membutubkannya. Jasa-jasa
bank lainoya menyusul sesuai dengan perkembangan zamen dan
kebutuhan masyarakat yang semakin beragan,

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara,
Jasa perbankan pada wmumnya terbagi atas dua tujvan. Pertama, schapai
penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah,
Untuk i, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Inj
adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa
adanya penyediaan slat peinbayaran yang cfesien ini, meka barang hanya

dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan wakiu.

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



176

Kexlua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya
kepada pihek yeng membutubkan dana, berarti bank meningkatkan arus
dana untuk investasi dan pemanfaatan yvang lebih produktif. Bila peran ini
berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat. Tanpa adanya
arus dana ini, vang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat
memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka
tidak memiliki dana pinjaman.

Schaganmana yang telah penulis uratkan diatas berdasarkan ketentuan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan salab satu
kegiatan bank adalak menyalurkan dana kepada masyarskat dalam bentuk
kredit ateu pinjaman., Dalam pengertian schari-han pengertian “kredit”
sering diartikan dengan “pinjaman uang”. Seorang pedagang yang ingin
mencart pinjaman vang akan mengatakan bahwa iz akan mencan kredit.
Namun demikian di Indonesia istilah kredit sudah dikenal oleh masyamkat
secara luas dan sudah popuier dalam abad ke 20 {dua puluh) int walaupun
kata “kredit” tersebut tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukuemn
Perdata (RUHPerdata).

istilah kredit berasal dari bshasa Yunani, yaita "Credere” vang berarti
kepercayaan (frust or jaith). Oleh karena itu dasar dari kredit jalab
kepercayaan., Seseorang atas badan hukom vang memberikan kredit
{kreditur) percaya bahiwa penerima kredit (debitur) dimesa mendatang
akan sangup memenhi segala sesuatu vang telah dijaniikan dan apa yang

telah dijanjikan it dapat berupa uang atau jasa.*

% Thomas Buyatno, DasarDasar Perkreditan, Bdisi Kedoa, fakarta @ 1991), hal. {3

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



177

Dengan diterimanya kontraprestasi (balas prestast) pada masa yang
akan datang, maka jelas terpambar bahwa kredit dalam pengeriian
ckonomi adalah penundaan pembayaran dari prestast yang dibedkan
sekarang, baik dalam bentuk vang maupun jasa. Kita dapat melihat bahwa
faktor waktu merupakan fakror utama yang memisahkan prestasi dan
kontraprestasi.

Dengan  demikian kredit itu dapat pula berarti pihak  kesatu
memberikan prestasi baik berupa barang, vang atau jasa kepada pihak lain,
sedangkan kontrapresiasi akan diterima kemudian {dalarr jangka wakta
tertentu). Kredit berfungsi koperatif antara si pemberi kredit (kreditur) dan
penerima kredit (debitur). Keduanya, vaitu debitur dan kreditur saling
menarik keuntungan dan mengambil resiko. Singkatnya kredit dalam arti
huas didasarkan atas komponen-komponen Kepercayaan, resike dan
pertukaran ekonomi dimasa yang akan datang,

Bagi magyarakat Indonesia ishilah kredit ini sudah tidak asing di desa
maupun di kota dun prakteknya sudah dilaksanakan secara luas. Hal int
mendorong para konseptor Undang-undang Perbankan untuk memasukkan
sebagai istilah resmi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan yang telah diubah pich Undang-undang Nomeor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Pengertian kredit vang tercantura dalam UU No. 7 Tahun 1992

tentang Perbapkan tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 12 vang berisi

sebagai berikut ;

Kredit adalah penyediaan uaog atau tagithan vang dapat
dipersamakar dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjars meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
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peminiam untuk melonasi hutangnya setelah jengka waktu tertentu
derngan jumlak bunga, irnbalan alan pembagian hasil keuntungan,

Sedangkan Levy merumuskan ati bukun dari istilah kredit adalah
sebagal berikut

Menyerahkan secara sukarela ssjumilah uang untuk dipergunakan

secara bebas  oleh penerima  kredit, Peperitna kredit  berhak

mempergunakan  pinjaman  Hu  uotuk  keunfmgannnya  dengan

kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman it dibelakang bari. ™

Berdasarkan ramusan tersebut di atas vkuran vang dipergunakan oleh
Levy untuk kepercavaan Hu adalab kemampuan ekonomi si debitur,
dimana kreditur percaya meminiemkan uang kepada debitur oleh karena
debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman
itw di belakang bari, Mengapa dalam praktek perkreditan justru uang yang
kita sering jumpai, Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalab prestasi
uang, maka transaksi kredit menyangkut nang sebagai alat kredit, Uang
galam tansaksi kedit lebth mudah atau lancar dalam pelaksanaan kredit
jike dibandingkan dengan bareng dan jasa, terutama unfuk inengukur
pembayaran dikemudiag han dan jalannva trangeksi kredit semakin
diperlancar dengan adanya ukuran yang tepat mengenal berapa yang akan
diterima oleh kreditur dan beraps vang harus dibayar oleh debitur pada
masa yang akan dalang tu.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit menurut Pasal 8 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 temtang Perubshan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan {Undang-undang

1 Mariam Darus Badrulzaman, Perfaniias Keedit, (Bandung : 1989}, hal, 21
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Perbankan), dalem  melaksangkan kegiatan usshanya yang berupa

pemberian kredit bank antara lain :

1. Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas
itikad batk dan kemampuan serta kesanggupan Debitur untuk melunasi
utangnya sesual dengan yang diperjanjikan.

2. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai  denpan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bapk Indonesia
Sehubungan dengan ketentuan undang-undang yvang mengatur tentang

pelaksanaan pemberian kredit tersebut di atas, maka Bank Umum dan

Bank Perkreditan Rakyat wajib melakukan analisis kredit yang mendalam

atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur dan memiliki

serta menerapkan  pedoman  perkreditan  dalam  melaksanakan
perkreditannya.

Mengenai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad
baik dan kernampuan serta kesanggupan debitur untek melunasi hutangnya
sesuai dengan yang diperanitkan, maka hal itu dijelaskan lebih lanjut oleh
penjelasan Pasal 8 ayat (1) yang dapat disimpulkan antara lain schagai
berikut, vaing ;

a. Untok memperoleh keyakinan tersehut, sebelum memberikan kredit,
bank harus melakukan pepilaian yang  seksama atas  watak,
kemampuan, medal, agunan, dan prospek usaha debitur,

b, Mengigat bahwa agunan sebagai salah satu unsur perberian kredit,
maka apabila berdasarkan ussur-unsur lain vang telah diperoleh

keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan
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hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai

dengan kredit yang bersangkutan,

Berdasarkan analisis kredit yang dilakukannya bank akan memberikan
keputusan menolak atan menyetuiui permohonan calon debttur. Oleh
karena itu setiap analisis kredit barus memuat penilaian yang lengkap dan
sempuma, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan
imjern bank dan peraturan perundang-undangan laimnya.

Kewaiiban bank dan memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan
sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) lebih lamgut
diatur dengan SK Direksi Bl No. 27162/KE/DIR. SK Direksi Bank
Indonesia dapat menelapkan kewajiban semua Bank Umum  untuk
memiliki dan menerapkan kebijaksapaan Perkreditan Bank (KPB) dalam
peltaksanaan perkreditannya dan jnga melampirkan Pedoman Penyusunan
Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

PPKB mencantumkan bberapa hal yang sekuwrang-kurangnya harus
dimuat dalam keientuan KPB, yaitn : prinsip kehati-hatian dalam
perkreditan, organmisast dan  manajemen perkreditan, kebijakssnaan
persetujuan kredit, dokumesntasi dan administrasi kredit, pengawasan
kredit dan penyelesaian kredit bermasalah, KPB yang kemudian disertai
dengan Petunjuk Peiaksanaan Kredit (PPK) merupakan peraturan intern
masing-masing bank yang harus dipatuhi dalam pelaksansan pemberian
kreditnya,

Pasal 11 Undapg-undang Perbanken menetapkan keientuan Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku antara lain untuk

pemberian kredit oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam
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atsu pihak yang terkait dengan bank. BMPK yang ditetapkan bagi
peminjam atau kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank adalah
tidak melebihi 30% {iga pulub persen) dari modal bank yang sesuai
dengan keteﬁm vang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bagi pihak
yang terkait dengan bank tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal
bank. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam PBI No.
13/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI No. 8/13/PBI2006 tentang

Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBI BMPK).

Penjelasan Pasal |1 Undang-undang Perbankan yang menjelaskan
tentang BMPK tersebut dapat disimpulkan sebagai bertkut
a. Pemberian kredit mengandung risiko kegagalan atzu kemacetan dalam

pelunasannya, sehingga dapat berpenparub {erhadap kesebatan bank.

Risiko yang dihadepi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dan

masyarakeat vang disimpan di bank.

b. Qleh karena itn untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya
tahannyas, bank diwazjibkan menyebar nsiko dengan mengatur
penyaluran kredit sedemikian rupa, schingga tidak terpusat pada
debitur atau kelompok debitur tertentu,

Terhadap pelanggaran ketentuan BMPK dikenakan sanksi oleh Bank
Indonesia sesual dengan ketentuan yang tercantum dalam PBI BMPK,
Pasal 29 avat (3) Undang-umdang Perbankan menetapkan bahwa dalam
peroberian kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan
bapk dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada
bank. Berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (13, ayat (2) dan ayat (3) dapat

diketahui hal sebagai benikut :

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



182

a. Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam
rangka menjamin terlaksanannya proses pengambilan keputusan dalam
pengelolaan bank vang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

b. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dan masyarakat vang
disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sctiap bank periu {erus
menjaga dan memelihara kepercayaan masvarakat padanya.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat {2} dan ayat
{3) Undang-undang Perbankan dan penjelasannya tersebut, pemberian
kredit harus mendapatkan pengawasan berdagarkan sistern penpawasan
intern yang berlaku pada masing-masing bank apar dapat menjaga
kesehatannya dazn memelibars kepercayasn masyarakat kepadanya,
Pelanggaran terbadap ketentuan im adalah berupa sankst administratif dan
sanksi pidana.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan olch Bank indonesia
tentang Kualitas Akliva Produktif dalam PBI No. : 772/PBI/2005 vang
telah diubah dengan PBI No. 8/2/PBY2006 dan PBI No. : %/6/PBI2007
{PBI Kualitas Aktiva) adalah mengatur tentang hai-hal yang berkaitan
dengan pemberian kredit. Pemberian keedit mernpakan aktiva produkiif
bank dalam rangka pesyedisan dana untuk memperoleh penghasilan
Sehubungan dergan ketentuan PBI No. 7/2/PB1/2005 beserta perubahan-
perubahannya dan SEBI tentang petunjuk peiéi;samnnya, sepaniang
mengenat bidang perkreditan dianue mengenai hal-hal sebagai bertkut
a; Kualitas Kredit

I} Ketentuan mengenai kualitas kredit antara lain adalah menetapkan

sebagai berikut:
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a) Prospek usaha, yang meliputi penilaian terhadap kemponen-
komponen :
{1) Potensi pertuznbuban usaha,
(2) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan.
{3) Kualitas mansiemen dan permasalahan tenaga kerja;
(4) Dukungan dari grup atau afiliasi.
{3} Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelibara

lingkungan,

b} Kinerla (performance} debitur, vang melipu penilaian
terhadap komponen-komponen :
{1} perolehan laba;
{2} strukiur permoedalan
{3} aruskas.
{4) Sensivilas terbadap resiko pasar,

¢) Kemampuan membayar, vang meliputi penilaian terhadap
komponen-komponen :
{1} Ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
(2} Ketersedinan dan keakuratan mformasi kenangan debitor.
{3} Kelengkapan dokumentasi kredit.
{4) Kesesuaian penggunaan dana.
{5) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

2} Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan
a) Signifikansi den materialitas dari setiap fakior penilaian dan

komponen.
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b} Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitor
yang bersangkutan
3} Berdasarkan penilaian sebagaimana yang disebutkan di atas, maka
kualitas kredit ditetapkan menjadi
a} Lancar,
b)Y Dalam perhatian khusus.
¢} Kurang jancar
d) Diragukan
&) Macet
Berdasarkan ketentuan PBI Kualitas Akiiva dapat dikeiahwi adanva
lima polongan kulitas kredit yang berlaku bagi kredit yang diberikan oleh
bank sebagaimana telah discbutkan diatas. Penefapan golongan kuslitas
kredit upiuk masing-masing kredit debitur ditetapkan banknya berdasarkan
fakior penilaian dan komponen-komponen sebagaimana yang discbutken
diatas.
b. Penyisilan Penghapusan Aktiva
Ketentunn mengenal penyisthan penghapusan akiiva vang
berlaku bagi bank antara lain sebagai berikut ;
1} Bank waiitb membentuk Penyigiban Penghapusan Aktiva (PPA)
terhadap aktiva produktif dar aktiva non produktif berupa :
ay Cadangan urpum dan cadangan khusus aktive produkiif dan
b) Cadangan khusus untuk aktiva non produktf
Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) wajib dibentuk sesuai

dengan kebutuhantiya,
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Cadangan umum aktiva produkf ditetapkan paling kurang sebesar
1% (satu persen) dari gktiva produktif yang dimiliki dengan
kualitas lancar. Pembentukan cadangan wmum tersebut
dikecualikan untuk aktiva produktif dalam bentuk SBI dan SUN
sebagai bagian aktiva produktif yang dijamin dengan agunan funai
sebagaimana vang joga diater oleh PBI Kualitas Aktiva tersebut,

Cadangan khusus ditetapkan paling kurang sebesar : 5% (lima

persen) dari aktiva dengan kualitas Dalam perhatian khusus stelah
dikurangi nilal agunan, 15% (lima belas persen) dari aktiva kualitas
Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan dan 100% (seratus
persen) dan aktiva kvalitas macet setelah dikurangi nilai agunan,
Pengpunaan  nilai  apunan sebagai faktor pengurang dalam
perhitungan PPA hanya dapat dilakukan untuk aktiva produktif,

Persyaratan aguiman dan perhitungan agunan sebagai fakior

pengurang dalam perhitungan PPA. adalah sebagai berikut :
a) Apgupan hanya dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam
perhitungan PPA adalab yang berupa :

{1) Surat berharge dan saham aktf yong diperdagangkan di
Bursa Efek di Indonesia atan memiliki peringkat investasi
dan diikat secara gadai.

(2) Tanah rumsh tinggal dan gedung yang diikat dengan Hak
Tanggungan.

{3) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran 20 m’
(duapuluh meter kubik) atau lebih yang ditkat dengan

hipotek dan/atay
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(4) Kendaraan bermwotor dan persediaan yang diikat secara
fidusia
Agunan sebagaimana diuraikan distas wajilb dilengkapi

dengan dokumen yang sah, ditkat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, schingga memberikan hak
preferens: bagi bank dan dilindungi dengan asuranst dengan
banker’s clouse, yaitu klsusul yang membenkan hak kepada
bank untuk menerima wang pertanggungan <dalam hal terjadi
pembayaran Klatm,

Nilal agunan yang dapat diperhitunghkan scbagai pengurangan

dalam pembentukan PPA ditetapken sebagai benkut :

{1) Surat berharga dan surat saham yang aktif diperdagangkan
di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi
paling tinggl schesar 50% (lima puluh persen) dari nilai
tercatat di bursa efek pada akhir bulan;

(2) Tanah, gedung rumsh tinggal, pesawatl wdara, kapal laut,
kendaraan bermotor, dan persediaan paling tingel sebesar :
{a) 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian, apabily

penitatan dilakukan dalam 12 (duabelas bulan terakhir).
(b) 50% (lima puluh persen} dari penilaian, apabila

penilaian vang ilakukan telah melampaui jangka wakiu

12 {duabelas) bulan, namun belum melampaut 18

{delapan belas) bulan).
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(¢) 0% (ool persen} dari peniiaian, apabila penilaian yang
dilakukan telah melampaui jangka waku 24 {duapuluh
empat) bulan,

(3) Penilman dapat dilakukan oleh penilai independen atau
penilai intern bank. Penilai agunaan wajib dilakukan oleh
penilai independen bagi aktiva produktif lebih dari Rp.
5.0000.000.000 (lima milvar Rupiah) kepada debitur atau
kelompok peminjam.

{4) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali
atas nilai agunan yang lelah dikursngkan dalam PPA
apabila bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Bank
wajib menyesuaiken perhitungan PPA  sesual dengan
perhitungan Bank indonesia.

Sebagaimana telsh divraikan sebalumnys bahwa pemberian kredit
adalah salzh satu bentuk pinjaman vang. Dalam seatu pinjaman vang
sering dipersyaratkan adanya jaminan otang yang terdiri atas berbagai
bentuk dan jenisnya. Mengenai penjaminan utang, dalam bukum positif di
Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-ondangan yang mengatur
atau berkaitan dengan jaminan utang yang sering disebut dengan hukum
jaminan. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berlaku memberikan
pengaturan yang melndungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan
pinjaman vang dan jaminan utang tersebut.

Sehubungan dengan pemberian kredit perbankan, mengenai jaminan
utang diselwst dengan jaminan kredit sty agunan, Jaminan kredit

wrmnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Dari beberapa
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ketentuan yang berlaku dibidang perbankan dapat disimpuolkan balywa
jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan pada setiap skim perkreditan,
tefapi sepanjong yang dapat diketahui tidak terdapmat suatu alasan bagi bank
untuk mensyaratkan adanya kewajiban (calon) debitur untuk menyerahkan
{rnemberikan) suatu iaminan kredit, kecuali karena adanya ketentuan Pasal
1131 Kitab Undangamdang Hokum Perdata tentang kedudukan haria
pihak vang berhutang sebagai jaminan atas hutangnya, bank mungkin saja
dapat menyetujui pernberian kredit kepada Debitur tanpa mensyarstkan
penverahan jaminan sepanjang memenuid kelayakan dart berbagal aspek
yang dinilainya. Sehubungan dengan bal fersebut adanya persyaratan yvang
mewgjibkan calon debitur untuk menyerahkan (memberikan) jaminan
kredit, maka hal tersebut Iebih berkaitan dengan beberapa fungsmya,

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada Debitur
wajib meakukan upaya pengomianan agar kredit tersehut dapat difunasi
debitur yang besangkutan. Kredit vang tidak dilunasi oleh debitur baik
sefuruhnya maupun sebagian akan dapat merugikan bank. Kerugian yang
menunjukan jumlah yeng relatif besar akan mempengarohi  tingkat
kesehatan bank dan kelanjutan usaha bank. Oleh karepa in, sekecil apa
pun nilai vang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur tetap harss
diarnankan sesual dengan prinsip kehati-hatian, secara winum pengamanan
kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis kredit dar melalni penerapan
ketenman hukum yang berlaku. Khusus mengenai jaminan kredit untuk
pengamanannya dapat ditemukan batk pada tabap analisis kredit maupun
melalui penerapan ketentuan hukum. Keterkattan jaminan kredit dengan

pebgamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 Kitab
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Undang-undang Hukum Perdata, sehingga merupakan upaya lain atau
altemmatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit
pada wakiu debitur ingkar janji kepada bank.

Apabila dikemudian har Debitur ingkar janji, yaitu tidek melunasi
utangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, akan
dilakukan pencairan (penjualan) atas objek jaminan keedit yang
bersangkutan. Hasil pencairan jaminan kredit tersebut selanjutnya
diperhitungkan oleh bank untuk pelupasan kredit debitur vang tclah
dinyatakan sebagai kredit macet,

Cara pencairan jaminan kredit tersebut wajib dilakukan sesuai dengen
ketentoan hukum yang berlakue. Dalam bhal ini cara pencairan jaminan
kredit terkait dengan berbagat hal antara lain kepade pengikatannya
melaini lembaga jaminan atan tidak, kemauvan debitur untuk bekerjasama
dengan bank, bentuk dan jenis jaminan kredit, kemampuan bank untuk
menangani pencairan jaminan kredit dan sebagainya.

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan
muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet, selama kredit
telah dilunasi oleh debitur tidak skan terjadi pepcairan jaminan kreditya,
Palam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur yang
bersangkutan sesual dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit.

Fungsi jaminan kredit untok mengamankan pelunasan kredit sangat
bekatan dengan kepentingan bank vang menyalurkan dananya kepada
debitur yang sering dikatakan mengendung risiko. Dengan adanya jaminan

kredit yang dikuasai dan ditkat bank sesuai dengan ketentuan hukum vang
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berlaikuw, pelaksanaan fungsi tersebut akan igrlaksana pada saat debitur
ingkar janji.

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta kekayaan milik debitur
vang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitar vang bersangkutan takut
akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur untuk
berupaya melunasi hutangnya kepada bank apar hartanya yang dijadikan
jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus di sita kemudian
dicairkan oleh bank,

Umumnya sesual dengan perturan intern masing-masing bank, nilax
jaminan kredit yeng diserahkan debitur kepada bank lebih besar bila
dibandingkan dengan hila keedit yang diberikan bank kepada debitur yang
bersangkutan. Hal ini memberikan motivasi kepeda debitur untuk
menggunaken kredit sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usahanys secara
baik, mengelola kondisi keuangan secara hati-hati, schingga dapat segera
melunasi kreditnya agar dapat mengunasai kembali hartanya. Tidak dapat
dipungkiri siapapun juga pasti tidak ingio kehilangan harta aten asetnya
karena merupakan sesustu yang dibuiuhkan, mempunyai nilai-nilai
terientu atan disayangi.

Berdasarkan uraian tecsebut diatas dapat kita libat bahwa tanggung
jawab hukum dalam pemberian keedit adalah pada debitor dan kreditur,
Tanggung jawab kreditur ialah melakukan prosedue-prosedur pemberian
kredit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangen vang berlaku,
Prosedur-prosedur tersebut dilakukan sebagal fanggung jawab dalam
menjaga tingkat keschatan dan keamanan bank supaya dapal terus

melangsungkan usahanya. Tanggung jawab bank dalam prosedur-prosedur
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pemberan kredit tersebhut adalah mefihat apekah pihak yang akan menjadi
calon debitur pantas untuk meserima kredit dad bank dengan melakukan
penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha
dari debitur atau yang lebih dikenal dengan character, capability atau
capacity, capital, coflateral dan condition. Penilaian tersebut waiib
dilakukan berdasarkan perturan penundang-undangan yang berlaku.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tersebut  kKhususnya
peraturan-peraturan yaog dikeluarkan oieh Bank Indonesia sebaiknya oleh
Bank dijadikan peraturap internal, khususnva ketentuan-ketentuan tentang
pembertan kyedit, Hal tersebut supaya terjadinya kelancaran, keamanan
dan kesehatan bisnis bank.

Sedangkan tanggung jawsb dari debitur adalah dengan melaksanakan
itikad batkoya dalam rangka memperoleh kredit, yaitey memberikan
ketcrangan-keterangan khususnya yang menyangkut characier, capability
atau capacity, capital, collateral dan condition atau watak, kemampuan,
modal, agunan dan prospek usaha. Pelaksapaan fanggung jawab ini
diperlukan supaya bank dapat melihat apakab calon debitr yang
memohon pinfaman kepada bank pantas dan mampu untuk diberikan kredit
serta melunasinya. Apabila pihak debitur mempunyai hubungan afiliasi
dengan bank atau mempunyai hubungan yang diatur berdasarkan
ketentuan PBI BMPK, maka bank dan calon debitur wajib mematuhi PBI
BMPK tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas bank dan calon debitur mempunyal
tanggnng jawab dalam proses pemberian kredit. Tanggung jawab tersebut

wajib dilaksanakan dengan baik Pelaksanaan tanggung jawab tersebut
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dengan baik dapat menguntungkan bank dan calon debitur, tetapi apabila
salah satu tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar,
maka selain dapat merugikan salah satu pihak, yaitu bank atan debitur juga
dapat merugikan bank dan debitur terscbut. Apabila pihak bank mengalami
kerugian, maka masyarakat yang menylmpan dananya pada bank tersebut
juga dapat terkena kerugran. Oleh karena itu para pihak dalam hal ind bank
dan debitur wajib melaksanakan tanggung jawabnya masing-masiag dalam

rangka memperoleh kredit atau pinjaman dari bank,

Tapggung Jawab Hukum Pemberi Lefier of Camjort schagat Jaminan
dalam Perjanjian Rredit Perbankan berdasarkan Hukum Perbankan.

Tanggung jawab hukum pemberi atsu penerbit letter of comfort ini
Iebih menitikberatkan pada tanggung jawab sebelum terjadi sengketa
antara Debitur dan Kreditur. Tapggung jawab hokum pemberi atau
penerbit letier of comgfori dalam hukum perbankan bahkan dapat
diterapkan sebelum pemberian kredit dilsksanakan, Tangoung jawab
hukum iat selain meoentukan apakzah Debitur layak mendapatkan kredit
karena keadaan dan kondisi dari pihak pemegang sahan atau pihak ketiga
fainnya sebagai penerbit letfer of comfort yang skan dijadikan jarninan
dalam perjanjian kredit dapat diperhitungkan, sclain melakukan pemlatan
terhadap jaminan-taminan fain yang diberikan,

Sebagaimana kita ketahul apabila bank akan memberikan kredit, maka
harus mematuhi kelentuan Pasal 8 Undang-undang Perbankan yang
menyatakan “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi

hutangnya sesuat dengan yang diperjanjikan”™ dan penjelasan dari alinea ke
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2 pasal terscbut menyatakan “Untuk meomperoleh keyakinan tersebut,
sebelum menoberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha
dart Nasabah Debitur™. Scbagaimana juga vang telah  diuraikan
sebelumnya dengan adanya kewajiban terhadap “keyakinan bank”, maka
Bank Indonesia sebagai regulator menerbitkan beberapa peraturan yang
berhubungan dengan ketentuan tersebut, seperti peraturan tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Pmdukiiy, Penerapan
Manaiemen Resiko Bagi Bank Umum, Pencrapan Prinsip Mengena!
Nasabah (Know Your Customer Principal} dan lain-lain. Peramran-
peraturan terschut merupakan alat pengaman bapi perbankan dalam
pemberian kredit karepa kegiatan pemberian kredit oleh bank termasuk
kegiatan yang mempunyai resiko vang cukup tinggd, Resiko tersebut selain
dapat mepengauhi keschatan bank juga dapat berakibat kepada masyarakat
karena banyak dasa masyarakat yang dipercayakan untuk disimpan pada
bank. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undanpg-undang Perbankan bank
harus melakukan penilaian terhadap calon Debitur

Apabila kita melihat ketentuan-ketentuan dalam hukum perbankan baik
yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan maupun ketentuan-
ketentuan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia baik berbentuk
Peraturan Bank Indonesia dan peraturan-peraturan twrunannya tidak ada
yang mengatur tentang kewajiban dari calon atanpun Nasabah Debitur dap
pihak yang memberikan jaminan pribadi serta pemberi atay penerbit letter
of confort sebagal jaminan dalam ranpka memperoleh kredit dari bank

atan bahkan lembaga keunangan lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



194

menuryt penulis selain merupakan tanggung jawab bank juga meropakan
tanggung jawab dari Debitur dan pikak penjamin apabila ada pihak yang
akan memberikan jaminan dalam bentuk jaminan pribadi (borgiochs) serta
tanggung jawab dari pihak peroberi atau penerbit Jetter of comfort yang
akan dijadilcan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit Debitur tersebutl,
Menurut penulis penilaian yang dilakukan terhadap pemberi jaminan
pribadi dan pemberi letfer of comfort dilakukan dalam rangka unmtuk
mengetahut apaksh mempunyal kemampuan dan kesangpupan wrduk
melunasi butang apabila Debitur kesulitan atau bahkan telah wanprestasi
{defaulr) dalam perjanfian kreditnya,

Tanggung jewzab hukum pemberi atau penerbit leifer of comfors
sebagai jaminan dalam perjanian kredit perbankan menurut penulis adalah
mematahi ketentuan Penielasan dan Pasal 8 Undang-undang Perbankan,
yaity memberikan dokumen-dokumen yang berisi keforangan-keterangan
atau informasi-informasi yang berkaitan dengan watak, kemampuan,
modal, agunan, dan prospek usabanya. Keterangan-keterangan dan
informasi-informasi  tersebut mempunyai tujuan dan berpuna untuk
mengetahui sejauh mana pemberi atau penerbit letter of comfort sebagai
jaminan dalam perjanjian kredit perbankan dapat memenuhi janp vang
dibenkannya dalam letter of comforf tersebut Scbagaimans vang felah
penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya jaminan Jetfer of comfort
memberikan jaminan berupa Janji supaya Debitur dapat melaksanakan
uszhanya dengan baik dan dapat melunast pinjaman atau hulangnya
kepada bank, maka menuwrut penulis penilaian terhadap watak,

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usahanya adalah sangat penting
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kbmsusnya untuk menjaga keamanan kelangsungan usaha dan kemampuan
pembayaran hutang atau pinjaman dari Debitur, misalnya apabila Debitur
sedang mengalami kesulitan pembayaran hutangnya, tetapt hutang tersebut
behun jatuh tempo, apakah pemberi atau penerbit Jetter of comfors scbagai
jaminan dalam perjanjian kredit fersebut khosusnya dengan isi yang telah
penuliz wralkan di bab sebelumnya dapat memenuhi janjinya mungkin
dengan cara melakukan penambaban modal, pengontrolan, pemeriksaan
terhadap perseroan seperti yang telah penulis uveaikan pada tanggung jawab
hukum pemberi letter of comfort sebagal jaminan dalam perganjizo kredit
perbankan dalam hukum perseroan terbatas atan dengan cara yang lain.

Berdasarkan hal tersehof diatas, selain Kewajiban dari bank memenuhi
ketentuan-ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur
tentang tata cara pemberian kredit dan pentlaian Debitur, maka dibutubkan
tanggung jawab hukun Debitur dan pihak-pithak yang menjadi penerbit
atau pemberi fetfer of comfort berupa itikad batk pemberian keterangan-
keterangan atau informasi-informasi  yang sebemarnya dan  tidak
menyesatkan fentang watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek
usaha,

Pemberi atav penerbit letter ¢f comfort mempunyal tanggung jawab
untuk memberikan keterangan-keferangan dan / ataw informasi-informasi
yang berkaitan dengan watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek
usaba, Menurut penvlis peraturan yang paling berhubungan dengan
tanggung iawab hukum pemberi ataw penerbit fetter of comfort adaluh
Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBL/200? tentang Pensrspan Prinsip

Mengenal Masabah (Know Your Cusiomer Principal) (PBI KYC). Calon
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Dehitur apabila aplikasi perjaniian kredithya disetujui oleh bank, maka
menjadi Nasabah Debitr, Hubungan antara pemberi atau penerbit letter of
comfort adalah dalam bentuk afiliasi dari Masabah Debitur, Karena afiliasi
ini memberikan janil supaya Dehitur dapat melunasi hotangnya dengan
membertkan fetter of comfort sebagai jaminan dalam perjangian kredit
perbankan, maka seperti yang penulis uraikan pemberi atau penerbit letter
of comfort perlu memberikan keterangan-keterangan dan / atso informast-
informasi yang diatur dalam ketentuan PBI No. dalam Pasal 4 ayat (1}
huruf 2 dan buruf ¢ vang menyatakan “Sebelum melakukan hubungan
usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai identitas
calon nasabah dan informasi lain yang memunginkan bank untuk dapat
mengetahid profil calon nasabah”. Menurut penulis calon nasabah untuk
kepentingan jaminan berbennik letter of comfort dalam perianiian kredit
dapat diganti dengan “identitas serta informasi lain yang memungkinkan
bank untuk dapat mengetahnsi profil dan calon pemberi atau penerbit fester
of comfort © wajib diberikan oleh pemberi atan penerbit leiter of comfort
sebagal jaminan dalam perjantian kredit dengan bank,

Hal-hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 5 PBIKYC apabila
pemberi atan penerbit leffer of comfort merapakan orang perorang, maka
menurut  penulis  wajib  memberkan  dokumen-dokumen  dan/atau
keterangan-keterangan  berupa identitas Nasabah yang memuat nama,
alamat tinggsl tetap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
keterangan mengenat pekerjaan {apabila menjabat atau bekerja di tempat
lain), spesimen tamds iangan dan kelerangan mengenal sumber serta

jumlah dana atau harta kekayaan vang dimitiki khususnya dana atan harta
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kekayaan yang tersimpan di dalam bank dan harta kekayaan yang berupa
benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Mepurut penulis selain hal
tersebut apabila Debitur merupakan perseroan, maka orang-perorang yang
menjadi penerbit atau pembexi letter of comfort tersebut harus memberikan
keterangan tentang hubungannya dengan persercan dan kapasitas dalam
perseroan (apabila pemegang saharm, maka beraps jumiah saham yang
dimiliki dan apakah juga ikut menjabat dalam persercan (walaupun hal ini
dapaf diketahui dadi anggaran dasar persercan yang akan menjadi Nasabah
Debitur)). Apabila penerbit atan pembert lefler of comfors tersebut ialah
persercan yang mempuayai hubungan dengan Debitur keterangan-
keterangan atau informasi-informasi seperti yang diuraikan diatas dan
penerbit atau pemberi letter of comfort tersebit wajib ditandatangani oleh
pihak yang mempunyai kapasitas untuk mewskili perseroan yang
menerbitkan atan memberikan letter of comfort schagai jaminan dalam
peganiian kredit perbankan.

Dokumen-dokomen tersebut di atas sangat diperlukan untuk
mengetahui dirt pribadi dari penerbit atau pemberi lefter of comfors
sebagai jamioan dalam peérjanjian kredit perbapkan. Tanggung jawab
hukums pemberian informasi-informasi dan dokumen-dokumen pemberi
atau penerbit feffer of comfort int sangat penting.

Selain dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang diursikan di
atas pemberi atau penerbit lefler of comjfors seperti halnya Nasabah Debiiur
wajib untuk memberikan keferangan tentang pinjaman-pinjaman yang
dipunyal apabila ada. Hal mi diperlukan apabila Debitur wanprestasi

(defanddt) pinak pemberi Jetter of cosifort yang berarti juge telah gagal
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melaksanakan janjinya dapat melunasi hutang Debitur sesuai dengan
prinsip perseroan terbatas dengan baik dan tidak mengganggu pembayaran
pinjaman kepada kreditur-kreditur (apabila ada) pemberi atau penerbit
letter of comfort sebagai jaminan kredit perbankan.

Pemberi atau penerbit fefter of comfort sebagai jaminan dalam
perjaniian kredit perbankan baik sebelum maupun sesudah tefjadinya
perjanjian kredit perbankan wajib untuk Debitur dalam menjaga potensi
pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi Debitar dalam persaingan,
kualitas manajemen dap permasalahan tesaga kerja dan upaya vang
dilakukan Debitur dalam rangka memelihara lingkungan. Hal-hal tersebut
apabila periy diperjanjiiken dalam perjanpan  kredit atan  bahkan
memeriniabkan Direks) untuk melaporkan secera berkala hal-hal tersebnt,
schingga bank dapat melihat kontroi terhadap prospek usaha dari Debitur
vang dilakukan oleb penerbit atau pemben letter of comyort sebagai
jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. Hal tersebut dilakukan
khususnya bila pinjaman atau kredit yang diperoleh mempunyai nila vang
cukup besar. Hal tersebut distwr dalam PBI Kusliss Akliva yang
merupakan salah satu peraturan yang berkaitan denpan tanggung jawab
hukura dari pemben atau penerbit /efter of comfor? sebagai jaminan dalam
perjanjian kredit perbankan. Hal inf meropskan selah safu pentlaian
terhadap prospek usaha dari Debitur, Menurut penulis pentlaian terhadap
prospek usaha juga dapat dilaknkan terhadap pemberi atau penerbit letter
of comfort sebagai jaminan dalam perjaniian kredit perbankan. Penilatan
tersebut untuk melibat apakah penerbit atau pemben letter of comfort

sebagsi jarninan datam peganjian kredit tersebot mempunyai prospek vang
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bagus, sehingga dapat melindungi Debitur baik sebelum maupun sesudah
tegjadinya wanprestasi (defad?).

Tanggung jawab hukwm pemberi atau penerbit letter of comfort
sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan yang berkaitan dengan
PBI Kualitas Aktiva selain dari prospek usaha sebelum pemberian kredit
adalah memberikan keterangan-keterangan tentang kinerja (performance)
Debitur yang meliputi perolehan laba batk yvang sudah ada atau perkiraan
yang akan datang, struktur permodalan, arus kas dan sensitivitas techadap
restko pasar. Tanggung jawab hukum setelah pembenan kredit adalah
menjaga dan melakukan kontrol terhadap kinerja {performance)} Debitur,
sehingga Debitur dapat menjalankan usabanya dengan baik dan dapat
melakukan pembayaran dan melunasi hutangnya. Pemberi atau penerbit
letier of confort sebagai Jaminan dalam perjanjian kredit yang merupakan
pemegang saham  wajib unlgk  memenntahkan pengurus  persercan
melaporkan kepada bank tentang penilajan kineria {performance) tersebut
kitususayza bile pinjaman atau kredit yang diperoleh mempunyai nilai yang
cukup besar. Penilaian juga dapat dilakokan oleh penerbit atan pemben
fetter of comforr sebagal jaminan dalam perjanjian kredit perbankan.
Selama melakukan pentlaian ferscbut penerbit atau pemben letter of
comfort sebagai jaminan dalam perianjian kredit perbankan mempunyai
tanggung jawab untuk menyerabkan segala dokumen, keterangan dan/atan
informasi yang dibutubkan oleh bank. Penilaian tersebut umtuk melihat
apakah penerbit atau pemberi letfer of comfort sebagal jaminan dalam

perjanjian kredit tersebut mempunyai kineria {performance} yang bagus,
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schingga dapat melindungt Uebitr baik sebelum maopun sesudah
terjadinya wanprestasi (defauii).

Selain tanggung jawab hukum dalam prospek usaha dan kinerja
(performance), juga diperlukan tanggung jawab hokum dalam rangka
pengontrolen kemampuan membayar, yang meliputi penilaian komponen-
komponen ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan
keakuratan informasi dan keuangan Debitur, kelengkapan dokumentas:
kredit, kesesuaian penggunaan dana dan kewajaran sumber pembayaran
kewajiban. Tanggung jawab hukum tni wajib dilakukan oleh penerbit atau
pemberi letter ¢f comforf sebagal jaminan dalam perjanjian kredit
perbankan dengan cara meminta laporan dart pengurus perseroan {entang
pelaksanaan hal-hal tersebut. Keterangan kemampuan membayar hanya
dapat diminta oleh bank kepada Debitur, sedangkan tanggung jawab
kontrol terhadap dokumen-dokumen ferscbut wajib dilakukan oleh
penerbit atau pemberi leffer of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian
kredit perbankan dalam rangka memenubi janii vang diberkan dalam
letier of comfort tersebut. Penerbit atau penerbit leiter of conmfort? dengan
melaksanakan tanggung jawab hukum tersebut berarti menurut penulis
sudah melaksanakan janji-janji yang tersebut dalam letfer of comfort yang
dijadikan jaminan dalam pedanjian kredit perbankan, Salah satu fujuan
dari tanggung jawab hukum ini supaya Debitur tetap berade dalam
golongan kualitas kredit yang berada datam keadaan “lancar”.

Tanggung jawab hukum dalam rangka pemberian kredit int apabila
terdapat penerbit atau pemberi letter of comfort schagal jaminan dalam

perjanjian kredit perbankan tidak hanya terletak pada tanggung jawab
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hukum dari bank untuk melaksanaken ketentuan peraturan perundang-
urdangan, tetap) juga merupakan anggung jawab dari Debitur dan pemberi
atau penerima fefter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian kredit
perbankan. Tanggung jawab hukum terbadap pemberi atau penerbit Jefrer
af comfort dalam pemberian keterangan dan/atau informasi seperti yang
telah diuraikan di atas adalab dalam rangka menepati janji dari penerbit
atau pemberi fetier of comfort ssbagal jaminan dalam perjanjian kredit
perbankan. Selain itu menjaga kelangsungan usaha dan pembayaran
hutang serta supaya Debitur Hidak wanprestast (defauli).

Berdasarkan hal-hal yang telab diwraikan sebelumnya, maka menurut
Peraturan Bank Indonesia yang berkajtan dengan tanggung jawab hukum
ini adalah PBI KYC dan PBI Kualitas Akfiva. Tanggung jawab hukum ini
berkaitan dengan dokumen-dokumen yang berisi keterangan-keterangan
dan/atan infomasi-informasi yang selain berkaitan dengan Debitur juga
berkaitan dengan pemberi atau pencrbit letfer of comfors sebagai jaminan
dalam perjanjian kredit perbankan khususnya keterangan tentang prospek
usaha dan kinerja {performance). Menurut penulis letter of comfort yang
pada saat sckavang ini telah banyak dijadikan jaminan dalam perjanjian
kredit padabal merupakan jaminan yang kurang babkan tidek aman, karena
sifat jaminannya adalah janli untuk melsksanakan sesuatu  demi
kepentingan kelangsungan usaha dan pelusasan perobayaran hutang
kepada Bank. Karena iu dengan sdanya tanpgung jawab hukum ini,
éezmga risiko terjadinya kemacetan dan wanprestasi (default) dapat

terhindarkan.
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6. Tanggung Jawab Hukam apabila Debitur Pailit,

a. Tanggoung Jawab Hukum dalam Kepailitan

Terdepat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-undang

Kepatlitan suaty negara agar undang-undang tersebut dapat memenuhi

beberapa kebutuban dalan svatu sistern hukum dan dunia usaha pada

umumnya, baik secara nasional maupun internasional,

Suatu Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundasn Kewajiban Pemnbayaran Ulang fermasuk dalam hal ini UUK

seyogyanya memuat asas-asas sebagai berikut:**

i

Undang-undang Kepailitan harus dapat mendorong kegairahan
investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan
Indonesia memperolek Kredit luar negert.

Dalam bal ini, Undang-undang Kepailitan yang berlaku di
Zz:';doacsia harus dapat mendorong investasi asing dan menumbubkan
kehidupan pasar modsl. Selain it Undang-undang Kepailitan haros
memudabkan  bagi  perusabaan-perusabaan  Indonesia  untuk
memperoleh kredit dari luar negeri. Di mana harus disadari oleh kita
semus bahwa bagaimanapun juga pinjaman luar negeri dari waktu ke
waktu meruspakan kebutuhan untuk membiayval pembangunan nasional
karena keterbatasan dana dalam negen. Untuk mencapai tujnan
tersebut maka Undang-undang Kepailitan seyogyanya memuat asas-
asas dan ketentuzn-ketentuan yang dapat dilerima secara global
{globally accepted principles). Asas tersebut harus merupakan asas-

asas vang sejalan dengan asas-asas hukom kepailitan dari pegara-

* ibid., 42
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negara pemodal (investor) dan kreditur asing yang diinginkan oleh
pemerintah Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia
usaha Indonesia.

. Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan vang
seimbang bagi pam kreditur dan debitur,

Undang-undang  Kepailitan  diadakan untok memberikan
perlindungan kepada para kreditur apabila debiter tidak mebayar
utang-utangnya. Dengan Undang-undang Kepailitan diharapkan para
kreditur dagat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor
vang dinyatakan pailit karena debitur tidak mampe lagi membayar
vlang-utangnya. Namun perdindungan vang diberikan oleh Undang-
undang Kepailitan bagt kepentingan kreditur dan para stekeholders-aya
tidak boleh sampai merugiken kepentingan debituor das para
stakeholders dart debitur yang bersangkutan. Sehingga suatu Undang-
undang Kepailitan yang baik baruslah dilandaskan pada asas untuk
memberikan periindungan yang seimbang bagi semua pihak yang
terkait dan berkepentingan depgan kepailitan sessorang atas suatu
perusahaan.

. Putusan pernyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para
kreditur mayoritas.

Sekalipun  Updang-undang  Kepaifitan  membolehkan
nermohonan pernyataan pailit diajukan oleh salab sam kreditur saia,
namun demi kepentingan para kreditur lain, tidak seyogyanya Undang-
undang Kepailitan membuka kemungkinan dipercichnya putusan

pernyataan patlit itu tanpa disepakati kreditur-kreditur lain. Undang-
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undang Kepailitan seyogyanya menentukan bahwa putusan pengadilan
atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh seorang kreditur harus
berdasarkan persetujnan para kreditur lain melalut lembaga rapat para
kreditur (creditors meeting), Di pibak lain, sckalipun permohonan
pemnyataan pailit dapat digjukan oleh debitur sendiri, nemun putusan
pernyataan pailit iftu seyogyanya tidak dapat diambil oleh pengadilan
tanpa disetujui oleh semua atau mayoritas kreditur (sebagian besar
kreditur), Yang dimsksudkan dengan mayoritas kreditur adalab para
kreditur pemilik sebagian besar piotang. Adalah tergantong dari
Undang-undang Kepailitan yang bersangkutan apakah untuk
mengntukan mayoritas itu adalah lebih dart 30% (lima puluh persen)
dari jumish wang debitur atan 273 atau % dan jumish utang debitur,
Dengan demikian asas yang dianut oleh svetu Undang-undang
Kepailitan scyogyanya ijalah bahwa kepailitan pada dasamya
merupakan kescpakaten bersama antara debitur dan para mayoritas
krediturmya.

. Permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan
terhadap debitur vang insolven yaitu yang tidak membayar utang-
utangnya kepada para kreditur mayoritas,

Sejalan dengan apa yang telah diurakan di atas, permohonan
pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diatukan dalam hal debitur
tidak membavar uiang-utangnya kepada satu atau scbagian besar
kreditur yang memiliki tagthan yang keseluruhanaye merupakan paling
sedikit lebth dari 50% dart seluruh utang debitur kepada semua

krediturnya. Dengan kata lain apabila debitur tidek membayar kepada
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kreditur terfentu saja sedanpkan kepada para kreditur lain yang
memiliki tagihan lebih dari 50% darl jumlbah seluruh utangnya tetap
melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka ferhadap debitur itu
seharusnyva tidak dapat diajukan permohonan patlit baik oleh kreditur
maupun oleh debitur sendiri. Sehingpa debitur yang tidak membayar
utangnya hanya kepada satu atau lebih kreditur saja tetapi masih
membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para kreditumya,
perkaranya scharusnya bukan diajukan sebagai perkara kepailitan
kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan
perkara-perkara kepailitan, dalam hal ini menurat UUK adalah
pengadilan niaga, melainken diajukan sebhagai perkara gugatan perdata
kepada pengadilan perdats biasa.

. Seiak dimulainya pengajuan permehopan pernyataan pailit seyogyanya
diberlakukan keadnan diam (standstill atau sfay).

Undang-undang  Kepailitan scharusnya menganut ketentuan
mengenal berlakunya keadaan diam (standsnill atau stay) secara
otomatis {berlaku demi hukum), dengan kata lain meemberlakukan
automatic sfandstifl atau awlomaiic stay, sgjak permohonan pemyataan
pailit didaftarkan di pengadilan. Selama berlskunya keadasan diam
terjadi keadaan status guo terhadap harta kekayasn {asses) debitur
maupun terhadap utang debitur, Ketentuan ini adalah demi miclindungi
para kreditur dari upaya debitur untuk menyembuayikan atau dan
upaya-upaya debitur untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta
kekayaan debitur pada pihak lgin yang dapat merugikan kreditar.

Dalam keadaan syandstifl i tidak dimungkinkan pula terhadap
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kekayaan debitur, baik scbagisn maupun selurubnya dibebani sita. Juga
tidek dimungkinkan para pemegang jaminan kebendaan untuk
melakukan eksekusi atas jaminannya. Juga setain bagi kepentingan
para kreditur, berlakunya keadaan diam otomatis ateu keadaan diam
demi hukum {guiomatic siay) sejak permohonan pailit didafiarkan di
pengadilan adaleh juga demi melindungi debitur dari upaya parg
kreditur secara sendiri-sendiri menagih taginannya kepada debitur.

. Undang-undang Kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditur
pemegang jaminan kebendaan,

Lembaga Hukum Jaminan Kebendaan harus dihormati oleh
Urnddang-undang Kepailitan., Di dalam #imu hukum perdata, seorang
pemegang jaminan kebendasn mempunyai hak yang disebut hak
separatis. Yang dimaskudkan dengan hak separatis ialah hak yang
diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang iaminan kebendaan
bahwa barang jaminan yang dibebani hak jaminan kebendsan @idak
termasuk harta pailit dan kreditur berhak untuk melakukan eksekusi
berdasarkan kekuasaannya sendiri yang dibertkan oleh undang-undang
sebagai perwujudan dari hak kreditur pemegang jaminan kebendaan
untuk didahulokan dari pars kreditur laionya. Schobungan dengan
berlakunya hak separatis tersebut, maka pemegang jasainan kebendaan
tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan cksekusi harta
kekayaan debitur yang dibebani dengan jaminan kebendaan itu.
Adanya jaminan kebendaan dan pengakuan hak separatis dalam proses
kepailitan menupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem

pengkreditan suatu negara,
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7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang
tidak berlarut-darut.

Undapg-undang Kepailitan harus menjamin proses kepailitan
berjalan tidak berdarut-larut. Untuk mencapai fwjuan itu, Undang-
undang Kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan
harus telah tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai. Dalam hubungan
ini maka harus ditentukan batas wakiu bagi pengadilan vang
berwenang memutuskan pemyataan pailit haros telah memeriksa dan
memutuskan permohonan pemyataan pailit itu. Batas waktu itu tidak
boleh terdalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya
putusan pengadilan yang mutuaya mengecewakan karena harus dibuat
tergesa-gesa oleh hakim.

8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum,

Mengingat putusan pemyataan pailic terhadap seorang debitor
berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka
proses kepailitan harus dapat diketabui oleh masyvarakat lugs, Putusan
pailit terhadap seorang debitur bukan saja menyangkut kepentingan
satu atae dua orang kveditur saja, tetapi juga menyangkut semus
kreditur, karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itw maka
terhadap harta debitur diletakkan sita umum, Apabila debitar adalah
suaty bank, yang juga sangat berkepentingan adalah para kreditur bank
yang berupa para nassbah penyimpan dana yang jumishnya sangat
banyak babkan dapat mencapai jutaan jumlabnya. Apabila debitur
dalam mengerahkan kebutuhan modal kerjanya mengeluarkan surat-

surat utang berupa bonds atau debentyres, maka juga boldholders dan
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debentureholders ini dapat pula berjumlah banyak sekali. Mereka
dapat terdiri dari para pemegang surat utang di dalam negeri manpun di
luar neger. Selain itu putusan pailit bukan saja menyangkut
kepentingan kreditur saa, tetapi juga menyangkut stakeholders yang
lain dari debitur yang bersangkutan yaitu pegars sebagai penerima
pajak debitur, para karvawan dan bureh dari debitur, para pemasok
yang memasok barang dan jass kebutuhan debitur, para pedagang atau
pengussha yang memperdagangken barang dan jasa debitur, Jumiah
parn  pemasok  maupun  pedagang  atau  pengussha yang
memperdagangkan barang dan jasa dapat pula berjumlabh sangat
banyak, Kemudian para pemegang saham debitur yang juga memiliki
kepentingan vang besar terhadap kepailitan debitur, Bagi debitur yang
berupa perseroan terbuka, yaitu perseroan vang telah melakukan go
public dengan mendaftarkan saham-sghamnya di pasar modal makg
para pemegang sabam publik dari perseroan debitur dapat tersebar baik
i dalam negen maupun di luar negeri, mercka inilah vang disebut para
investor publik dari porusahaan debitur. Oleh karena bepitu banyak
pibak yang berkepentingan dengan debitur yang bersangkutan, maka
sejuk permohonan pailit digjukan kepada pengadilan, selama proses
pemeriksaan berlangsung di pengadilan baik pengadilan tingkat
pertama rranpun banding / kasasi, ketika putusan paitit dijatubkan oleh
pengadiian tingkat pertama maupun banding / kasasi, sciama tindakan
pembercsan dilakukan likuidator / kurator harus dapat diketahut oleh
umutm. Apabila berlangsung proses restrukturisasi, sejak proses itu

dimmiiai, selama berlangsungnya negoisasi antara debitar dan kreditur
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dan ketika terjadi putusan terhadap upaya restrukturisasi utang itu,
harus pula proses restrukturisasi itu dapat diketahui oleh wnum.

9. Pengurus perusahaan yang karena kesalahaonya mengakibatkan
perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.

Sering ditemui dalam prakiek teriadinya kesulitan keuangan
sustu perusahaan bukan sebagai akibat keadean bisais yang tidak baik,
tefapl  karema para  pengurvsnya tidak  memiliki | kemampuan
professional yapg baik untuk mengelola perusabaan atau karena
tinidekan-tindakan tidak terpuji dari para pengurus perusahean.
Tindakan-tindakan tidak terpuji itu antara lain pengurus perusahaan
melakukan perbuatan-perbuatan yang berorientasi kepada kepentingan
pribadi dengan merugikan perusahaan. i dalam Undang-undang
Kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengurus yang karena
kelalalannya atan karcpa ketidakmampuannva iclah menycebabkan
perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit, yang
bertanggung jawab secars pribadi.

10, Undang-undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermara
kepada atau dengan mudash memungkinkan dipailitkan  suatu
perusabinan debitur yang tidak membayar utang. Undang-undang
Kepailitan harus diberikan alternatif musra yang lain, yaitu berupa
pembenan kesempatan kepada perusshaan-perusshaan yang tidak
membayar utang-utangnya tetapi masth memiliki prospek usaha yang
baik dan peogurusnya beritikad baik serta kooperatif dengan para
kreditwr  untuk  melupasi utang-ulangaya  dan disehatkan

perusahaannya.
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11 Undang-undang Kgepailitan harus  mengkniminalisesi kecurangan
menyangkut kepailitan debitur.

Svatu Umdang-undang Kepailitan seyogyanya memuat
ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap debitur yang telah berada
dalam keadaan kevangan yang insolven atau menuju kearah keadaan
kevangan yang ingolven, yang melakukan perbuatan-perbuatan-
perbuatan yang merugikan kreditur tertentu alau para kreditur pads
umumnya. Atau memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap
kreditur tertentu yang bersekengkol atau berkonspirasi dengan debitur
yang telah berada dalam keadaan keuvangan yang insclven atau menuju
kearah kesdaan kevangan yvang insolven untok hanys menguntungkan
kreditur yang bersangkutan tetapl merugikan kreditur lainnya. Suatu-
suaty Undang-undang Kepailitan sevogyanya memuat Ketentoan-
ketentuan sanksi pidana terhadap debitur yang merckayasa kreditun-
kreditur fiktif dalam rangka kepailitannya.

Dalam bal ini terdapat juga pendapat mengenai prinsip-pnnsip suatu

Undang-undang Kepailitan vaitu schagal berikut:*®

1. FProvide an egual, fair and orderly procedure in handling the affairs of
insplvent ensuring that credilors receive an egual and eguitable
distribution of the assets of the debtor,

2. Provide procedure which ensure that debis are satisfied with as little
delay and expense as possible;

3. Ensure that administrations qre conducted in an independent and

competent manner;

* Andrew Keay, INSOLVYENSI: Personal and Corporate Law Practice, third edition, (Sidney: John
Libbey & Company, Lid, 1998, bal. 9.
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Provide mechanism which allow for treatmeni of the affairs of the
inselvents before the insolvent's position is hopeless;
Provide procedure which enable both debtors and creditors 1o be
involved in the resolution of the insolvency problens;
Ascertgin the reason for the insolvency and to provide mechanisms,
which allow jfor the examination of the conduct of insolvent, their
associates and the officers of corperate insolvents. This aim is designed
to support the maintenance of commercial mortality,

Kenudian mengenal fujuan suatu Undang-undang Kepailitan menurut

Jordan et al:¥’

All barkrupicy fow, however, no muatier whev or where devised
and enacted, has at least two general object in view. Jf aims, first,
lo secure and equitable division of the insolvent debtor’s
property among ail his creditors, and, in the second place, to
prevent on the part of the insoivent deblor corduct detrimental to
they interest of his creditors. In other words, bankruptcy faw
seels o protect ihe creditors, first, from -one ansther and,
secondly, from their debtor. A third object, the protection of the
honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is
sought 10 be attained in some of the systems of bankruptcy, bt
this is by no means a fundamental feature of the faw.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui tujuan-tujuan

dart hulaumn kepailitan, adalah;

1.

Untuk mejamin pembagian vang sama techadap harta kekayaan debitar

di antara para krediturnya.

2. Mencegah agar debitur tidek melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat

merngikan kepentingan kreditur,

7 Zobest 1, Jordan, William 1. Warren, Daniel 3. Busse!, Bankruptoy (New York: Foundation Press,

1999), hal. 17,
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3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para
krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang,

Menurut Prof. Radin, tujuan Undang-undang Kepailitan adalah:®® *4
prrpose of all bankrupicy laws is fo provide a collective forum for serting
ot the rights of the various cleimants against the assels of a deblor where
there are not enough assets to go around”,

Dari sini dapat dilihat bahwa semua Undang-undang Kepailitan
mempunya: tujuan untuk memberikan suatu forum kolekiif uptuk memilah.
miiah hak-hak dari berbagal penagih terhadap asset seorang Debitur yang
tidak cukup nilainya. Kernudian menurat Prof. Wanen dikemukakan sebagai
verikut™ “In bunkrupicy, with an inadequate pie to divide and the looming
discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled 1o shares of
the debtor assels and how these shares are o be divided. Distribution
among creditors Is not incidental 16 other concerns; it is the center of the
bardrupicy scheme”.

Baik, menurut pendapat Radin maupun Warren berpendapat bahwa inti
dari hukum kepailitan adalah “a debt collection systen” atav cara menagih
viang-utang dari debitur, Akan tetapl walaupun demikian bankruprcy atan
kepaititan bukanlah satu-satunya cara untok menagih utang-utang si debitue
dalam ha! ini terdapat pula hukum jamipan yang memberikan ketentuan-

ketentuan dan tata cara untuk menagih utang-wangnya si debitur,

* David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, Bankruptoy {St. Paul Minn: West Publishing:
Co, 1993, hal. 2

“ Ihid .
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Dalam hal ini Radin dan Warren memberikan pendapat sebagai
berikut;*
suggest differences between the bankruptcy and state and
nonbankruptcy debt collection laws:
1. State and nonbankrupicy debt collection laws provide for
collection of a single debi, but bankruptcy is a collective debt
coflection device:

2. Bawnkruptcy provides for some sort of financial fresh start for
certain deblors.

Dari pendapat Radin dan Warren tersebut dapat dilihat bahwa
perbedasn antara hukum atau Undang-undang Kepailitan dan wndang-
undang lain atau dalam hal il hukum alas undang-undang yang mengatur
mengenal jaminan adalah bahwa pada kepailitan mengatur tata cara menagih
utang-uiang debitur yang ada pada beberapa kreditur secara kolektif
sedangkan uatuk undang-undang atau hukum jaminan mengatur tata cara
menagih hanya untuk satu utang debitur kepada kreditr tertenty. Menurut
Prof. Sutan Remy Sjahdeini tujuan dari hukum kepailitan adalah:'

1.  Melindung: para kreditur konkuren untuk memuperoleh hak mereka
sehubungan dengan berlakunya asas jamipan, bahwa “Semua harta
kekayaan debitur baik yang bergerak maupun vang tidak bergerak baik
vang telah ada maupun vang baru akan ade di kemudian hari menjadi
jaminan bagi perikatan debitur™, yaitu dengan cara memberikan
fasilitas dan prosedur untuk mereka depat memenuhi tagihan-
tagihannya terhadap debitur, mennrut hukum Indonesia asas jaminan
tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUHPer. Hukum kepailitan

menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditur terhadap

* Ipid,, p. 3.
1 Siahdeini, Hukum Kepailitan, Op, Cit., hat.38.
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harta debitur berkenaan dengan asas jaminad fersebut, Tanpa adanya
Undang-undang Kepailitan, maka akan teqadi kreditur yang lebih kouat
akan mendapatkan bagian yang iebih banyak dari para keeditur vang
lemah,

Menjamin agar para pembagian harta kekayaan debitur di antara para
kreditur sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional
haria kekayaan debitur kepads para kreditur konkruen atau wnsecured
creditors berdasarkan perimbangan besarnya fagithannya masing-
masing kreditur tersebut). Di dalam hukum Indoneia dijamin oleh
Pasal 1132 K{JHPer.

Mencegah agar debitue tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang
dapat merugikan kepentingan pars kreditur, Dengan dinyatakan
seorang debitur pailit, maka debitur tidak lagi memiliki kewenangan
untek mengurus dan memindah tangankan harta kekayasonya vang
dengan putusan pailit itu status hekum dari barta kekayaan pailit
debitur meniadi harta pailit.

Pada hukum  kepailitan Amerika  Serikat, bukum  kepailitan
memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para
krediturnya, dengan cara memperglch pembebasan utang. Menurut
hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitur perorangan
(individual debtory akan dibebaskan dan ulang-utangnya seielah
selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta
kekayaannya. Sekalipun nilai harta kckayaannya setelah dilikuidasi
atau dijual oleh likuidstor tidak cukup untuk melunasi selurch utang-

utangnya kepada para krediturnya, tetapi debitur tersebut fidak lag:
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diwajibkan untuk melonasi wang-utang tersebut, Kepada debitor

tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh financial fresh srari.

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan
perusahaan mengalami keadaan keuangas yang buruk sehingpa
perusabaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan
pailit oleh pengadilan,

6. Membenkan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya untuk
beranding dan membuat kesepakatan mengenat restrukiurisasi utang-
utang debitur.

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan hartz kekayaan debitur sejak
putusan terschut dikeluarkan dimasukkan kedalam harta pailit. Undang-
undang Kepailitan (UUK) memang tidak memberikan ketentuan yang
eksplisit mengenai dimasukkannya harfa debitur ke dalam atau berubabnya
status harta debitur menjadi harta pailit setelah putusan pernyataan pailit
oleh pengadilan. Hal ini hanya dapat disiratkan dari ketentuan-ketentuan
dalarn UUK, dimana istilah harta pailit atau aslinya dalam bahasa Belanda
disebut “failliaten boedel”, dipakai dalam bahasa UUK.,™

Harta debitur yang termasuk harita pailit menurut Pasal 19
Faillissementsverordening (Fv), kepailitan melipoti selurub  kekayaop
debitur yang ada pada sazt pernyataan pailit it diputuskan maopun terhadap
semua kekayasan yang diperoleh sclama debitur berzda dalam keadaan
kepatlitan, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 20 Fv. Ketentuan Pasal 19
tersebut merupakézz pelaksanaan dari dan oleh kerens ity sejalan dengan

ketentuan Pasal 1131 KUHPer. Mengingat ketentuan Pasal 1131 KUHPer

2 1bid ., hal. 197,
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tersebut di atas, maka harta kekayaan debitur bukan saja terbatas kepada
harta kekayaan beropa barang-barang tetap seperti tanah, telapl juga
bergeral, seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, bangunan.

Termasek pula barang-barang yang berwujud maupun yang tidak
berwujud seperti pintang atau tagthen. Termasuk bila di dalamnya adalah
barang-barang balk bergerak maupun tidak bergerak yang berada di dalam
penguassan orang lain yang terhadap barang-barang itu debitur memiliki
hak, seperti barang-barang debitur yang disewa olch pibak lain atau yang
dikuasai orang lain sccara melawan hukom atau fanpa hak.™

Sedangkan bagi harta debifir yang tidak termasuk harta pailit, dimana
ketentuan Pasal 1131 KUHPer dan Pass! 19 Fv tersebut di atas bukan tenpa
pengecualian. Artinya, bukan tidak ade di antara harta kekayaan debitur,
baik vang telah ada maupun vang baru gkan ada di kemudian hari, vang
tidak dimasukkan ke dalam harta pailit. Pengecualian itu ditentukan dalam
Pasal 20 Fv, dimana menurut Pasal 20 Fv dari harta kekayaan yang dimiliki
oleh debitue selama berada dalam kepailitan dikecualikan dari harta pailit
adalah:™
1. Barang-barang yang discbutkan dalam hukum acara perdata Pasal 451

Ne. 2-5, nang atag gajl labuoan yang discbutkan dalam reglemen
tersebut Pasal 749 ayat 3, dan hak cipta, atas hal mana tdak dapat
diadakan penyitaan seperti diuratkan dalam hukum acara perdata tersebut
Pasal 452 ayat (1}, kecualt bila dalam kepailitan telah diajukan oleh para
kreditur penagihan utang-utang seperti yang discbuatkan dalam ayat (2}

pasal tersebut;

* 1bid ., hal. 198.

“ Ibig.
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2, Semua basil gaji pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari
peketjaan sendidd, gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang
tunggu alau uang tunjangan, sckedar atau scjauh hal ity ditetapkan oleh
bakim pengawas;

3. Uang vang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban
pemberian nafkahnya menurat peraturan perundang-undangan;

4. Sejuwmlah vang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dad pendapatan
hak nikmat hasil seperti yang dimaksud dalam KUHPer Pasal 311 untuk
menutup beban yang dischut dalam KU HPer Pasal 312;

5. Tupsogan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur
pailit berdasarkan KUHPer Pasal 318.

Selain harta debitar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 Fv,
mengingat hak separatis yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak jaminan,
yaitu harta kekayaan debitur yang ielah dibebani jaminan kebendaan seperti
hak tanggunan, hipotek, gadai dan fidusia, dikecualikan pula dari barta pailit.

Selain ity untuk status barapg yang diperoleh debitur seteiab putusan
pailit dimanz selama berlangsungnya kepailitan, vaitu selama putusan
pengadilan niaga yang telah menyatakan debitur pailit tikiak dicbah sebagai
akibat upaya hukum berupa kasasi atau peninjauvan kembali, atav selama
kueator belum selesal dengan tindakan pemberesan atau Hkuidasi térhadap
harta pailit, maka barang berupa apapun juga yang diperoleh kemudian olch
debitur selama kepailitan berlangsung, demi hukum masuk kedalam harta
pailit, hal mana terdapat dalam Pasal 19 Fv, Asas ini sejalan dengan asas
yang termuat dalam Pasal 1131 K{lHPer yang menyatakan babwa segala

harta kekayaan debitur, balk yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
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baik yang sudah ada maupun yvang bare aken ada di kemudian hari, menjadi
jaminan unfuk segala perikatan debitur.

Pranats hokum yang discbut dengan penangguhan cksekusi jaminan
utang {stay) merupakan salzh satu ltopik bergengsi dalam hukum pailit kita.
Kadanp-kadang untuk stay ini disebut juga cool-down period atan legal
moratorium. Penangguhan cksekost imi tepadi kKarena hokum By fhe
operation of faw) tanpa perhu dimintakan sebelumnya oleh kurator. Yang
dimaksud dengan penangguhan cksekusi jasmpan utang dalam hukom paifit
adatah dalam maesa-mass fertentu, sesungguhpun hak untuk mengeksekusi
jaminan utang ada di tangan kreditur separatis (kreditur pemegang hak
Jjaminan), tetapi kreditur separatis tersebut tidak dapat mengaksekusinya.ss

Selama belum terdapat putusan hakim terhadap permochonan
pernyataan pailit terbadap seorang debitur, baik penmohonan itu dizukan
oleh debitur sendin maupun diajukan oleh kreditur atan oleh kejaksaan demi
kepentingan umum, debiter masth lelizasa untuk melakukan pengelolaan dan
memindahtangankan harta kekayaannya. Keleluasaan itu baru hilang setelah
pengadilan niaga dalam putusannya menyatakan debitae pailit. Sejak putusan
pengadilan i dijatubkan, maka harta kekayaan debitur bernbah statusoya
menjadi harta pailit, yang pengsloalaannya tidak lagi dilakukan oleh debitur
tetapi dilakukan oleh kuraior. Dengan kata lam sejak putusan pernyataan
pailit itu dijatubkan oleh pengadilan, maka debitur tidak lagi dapat
melakukan tindakan hukum apapun terhadap barta kekayaasnnya.

Selama proses pemeriksaan  kepailitan sedang  bedangsung  di

pengadiian, debitur tidak mustahil melakukan hai-hal yang menyangkut

** Munir Fuady, op. cit, hal 103,
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harta kekavaannya yang dapat merugikan para kreditumya. Sebaliknya puia,
sekalipun proses pemeriksaan permobonan kepatlitan sedang berlangsung 4
pengadilan dan  para  kreditr  telah  mengetahui  tentang  sedang
berlangsungnya pemeriksaan kepailitan ifo, pam kreditur dapat, karena tidak
dilarang oleh undang-undang, menagih pivtangnya sccara sendiri-sendiri
kepada debitur yang bersaxtgim. Terhadap penagihan pars kreditur
tersebut, debitur tdak dilarang pula oleh undang-undang untuk
memenuhinya. Perbuatan satu atau lebih kreditur yang berupaya menagih
piutangnya selama proses pemeriksaan kepailitan sedang berlangsung, dan
tindakan debitur untuk membayar iagihan-tagiban tersebut  tanpa
mempedulikan kreditur-kreditur Jain, termasuk kreditar vang mengajukan
permohonan pernyataan pailit vang sedang diperiksa oleh pengadilan itu,
sudah barsng tentu dapat merugikan kreditur yang lain, Tidak mustahil
debitur akan menguntungkan kreditar-kreditur tertentu yang disukainya dan
menolak penagiban kreditur-kreditur yang lain.
Dalam UUK, tentang penangguhan eksekusi (aulomatic stay) diatur,

diantaranya pada Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:™

“Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat

(1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut harlanys yang berada

dalam penguasaan debilur yang pailit atau kurator, ditangguhkan

unfuk jangkan waktu paling lama 90 (sembilan puluh} hari

terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan™

Apabila kita bandingkan dengan US Bankruptey Code adalah sangat

berbeda dengan sikap yang diambil oleh UUK. US Bankrupicy Code telah

memberikan perlindungan hukum kepada debitur mavpun para kreditur seiak

* Indonesia, {adang-Undang Tentane ne{zm ?erat_l.m Pemerintah Pengpanti Undang-undang No.
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan T o sevarnn Uitane, DX Be, 131 tshan
2004, TLH. No, 4443, ps. 535,
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permohonan  pemvyataan pailit diajukan kepada pengadilan. Bentuk
perfindungan hukum yang diberikan oleh US Bankrupicy Code terhadap
debitur dan para kreditur selama proses pemeriksaan kepailitan disebut
antomatic stay. Istilah tersebut dikenal pula dengan awfomatic standstiil.
Dalam hal ini penulis sangat setuju terhadap sikap yang diambil oleh US
Bankrupicy Code dan sebaikuya hal ini sebaiknya juga ditkuti oleh UUK
kita, karena memang ketentuan tersebut secara logika hukum dapat diterima.

Fungsi dari pemberlakusn amtomatic stay itu adalah unitok menjaga

agar jangan sampai tetjadi gangpuan-ganggoan seperti tindakan para kreditur
tertentu menagih tagihanoya vang dapat menggangsy administrasi
kepatlitan, karena apabila pangguan itu lerjadi maka upaya untuk
megaperoleh pelunasan bagi tagihan-tagihan melalui proses kepailitan akan
sia-sia. Berlalunyva awtematic stay akan mencepah para kreditur untuk dapat
melakukan tindakan terbadap debitur, terbadap harta kekayaan debitur atau
terhadap harta pailit dalam rangka upaya para kreditur tersebut memperolch
tagihan-tagihannya atau untuk mengeksekusi jaminannya.

Dalam hal ini penulis mengambil contoh dari apa yang dinyatakan 78

Bankruptcy Code pada Pasal 362 (a) vang menystakan:’

1. The commenceneni or contimution, including the issuance or
emplayment process, ¢f a judicial, adminisirative, or other action
or proceeding against the deblor that was or could have been
commenced before the commencement of the case under thiy title,
or to recover « claim against the debtor that arose before the
commencenient of the case under this title;

2. the enforcement, against the deblor or against properiy of the
esiate, of a judgement oblained before the commencement of the
vase under this title;

3. any act to obtain poxsession of property of the estate or of property
Jrom the estate or to exercise control over property of the esiate;

¥ David G Epstein,, op, it .59
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. any act fo create, perfect, or enforce any lien against property of

the estate;

. any act 1o create, perfect, or enforce against property of the debtor

any fien 1o the extent that such len secures a claim that arose
before the cammencemeni of the case under this title;

. gny act o collect, assess, or recover a claim against the debior that

arose before the commencement of the case under this title;

. the setoff of any debt owing to the debtor that arore before the

commencement of the case under this title against any claim
against the debiror; and

the commencement or continuation of a proceeding before the
Uhited States Tax Court concerning the debior.

Kemudian Epstein dalam hal ini juga menambahkan beberapa hal,

“This is the automatic stay of barkrupicy. The stay is applicable to oll
-entities; it applies in every case; ard it does 50 automatically: the stay
arises and is effective, without any requet or order, when buankrupcy
petifion filed simply and solely as result of the filing. Nothing more is
necessary 10 the existence or force of the stay”.

Kemudian Epstein juga mengatakan bahwa berdssatkan US

Bankruptcy Code pasal 362: ... section 382 essentially commands that il

the collection efforis should cease upon the filling of a voluntary or

involuntary petition ...

Dari apa yang dinyatakan Epstein tersebut dapat dilihat bahwa

automatic stay ateu keadaan diam tersebut adadah pada saat bertansungnya

proses pemeriksaan kepailitan bukan pada seat setelah putusan pailit

diputuskan oleh pengadilan. Kemudian juga Epstein menyatakan:™ ... the

stay internds {o stop virtually every creditor from all celivction activities ..

broadly any action tv collect is prohibited .. the stay itself does not

extinguish a creditors claim, len or other right. It only delays realizing or

enforcing them.

* thid., p. 80
% toid., p. 61.
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Dengan kata lain, berlakunya gutomatic stay mencegah kreditur untuk
dapat melakukan tindakan bukum dan tindakan administratif terhadap
debitur, akan tetapi kredifur juga tercegah untuk dapat melakukaa tindakan
apapun juga untuk mendapatkan pembaysran, kemudian juga memberikan
kepada debitur kelegaan dari upaya-uvpaya para kreditur baik sendirt-sendini
maupun: beberapa orang bersama-sama uniuk menagih phutang mereka.
Akan tetapi mwtomeanic stay tersebut hanya bersifat menunda, dirvana kreditur
tetap dapat melaksanakan hak-haknya. Selain dari it fungsi dari awtomatic
sty menurnt Epstein adalah:5”

There other, equally important goals and affect of the stay. It freezes
and muaintains the status guo among creditors. None of them con
advances her claim over the other creditors. The stay locks in fixes the
creditors stale law relationships and the priorities among them. Also
becguse creditor action is suppressed during the bankruplcy case,
claim and property can be handied in an orderly manner consistent
with bonkruptcy principies and  policies, including  bankruptcy
privrities that can reflect, supplement, or override stale law.

Diengan kata lain berlakunya autematic stay mencipiakan status guo di
antara para kreditur, dimana dengan berlakunys awfomatic stay im tidak
satupun dari para kreditur yang dapat mengajukan tuniutan. Dengan
demikian maka tagihan-fagihan dan harta kekayaan debitur dapat ditasgani
secara tertib sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan kepatlitan,

Juga dalam hal inl gufomatic stay memberikan pula perlindungan
kepada kreditur konkuren dimana seperti dinyatakan Epstein, yaitu® for
unsecured creditors the stay thus provides protection from each other,

withoui the slay these creditors would be able to pursue their own remedies

against the debior’s propertv. Those who acvied first wonld vbtain payment

" Ibig., hal. 80

ﬂi&id_.

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



223

of the claims in preference to and to detriment of the creditors. Bankraptey
is designed fo provide an orderly Hquidation procedure wnder which alf
general unsecured creditors are tregied equally. A race of diligence by
creditors for the debtor's assess prevent that. Dimana bagi kreditur konkuren
automaiic stay membertkan perlindungan terhadap para kreditur konkuren
fainnya. Tanpa adanya sigy, maka para kreditur akan berlomba-lomba
menagih piutangnyva dan siapa yang dapat bertindak mendahdui yang lain
akan mempercleh pelunasan terlebih dahulu yang mana akan menyebabkan
penyelesaian uvtang debitur menjadi tidak tertib, hal mana bertentangan
dengan kebijakan dari kepailitan itu sendin.

Kepailitan pada umumnya tidak mempengasuhi hak jaminan kreditur
preferen, maka sekalipun automatic stay diberiakukan, para kreditur preferen
{secured creditors) tetap memiliki hak-baknya terhadap agupan baik selama
maupun  setelah  berakhimnya kepailitan. Hanya saja  sfay  terschut
bagamainapun juga dirasakan mahal oleh para kreditur preferen karena bagi
mereka wakiu adalah uang, torutama kreditur preferen akan kehilangan
reinvestasi.

Sebagaimana diketahui UUK adalah svaty perangkat ketentuan vang
ditujukan untuk merealisir / mewnjudkan ketentuan hukem material yang
penting tertera dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPer. Ketentuan dalam UUK
diperiukan untuk mengatur agar kekayaan debitur dapat dilikuidasi dan hasil
penjualannys dapat dibegi secars tertib antara pars kreditur secars
proporsional dengan masing-masing kreditur, dalam hal kekayaan debitur

tidak cukup uniuk membayar seluruh utang-utangnya.
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Dengan dipailitkannya seorang debitur, terdapat beberapa akibat
hukum vang diberlakukan kepadanya oleh UUK. Akibat hukum tersebut
berlaku kepada debitur dengan dua mode pemberiakuan, yaitu sebagai
berikut:%

1. Berlaku dems hukum
Ada beberapa akibat hukum vang berlakn demi hukum (by rhe
operation of law) segera setelah pernyataan peilit dinvatakan atau
setelah pernyatasn pailit mempunyai kekoaten hukum fetap, ataupun
setelah berakhirnya kepailitan, Dalam hal seperti ini, pengadilan ninga,
hakim pengawas, kurator, kreditur dan sispapun yang terlibat dalam
proses kepatlitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk
terjadinya akibat hukum terschut. Misalnya larangan bagt debitur pailit
untuk meninggalkan tempat tinpgalnya (cekal) seperti yang disebutikcan
dalarn Pasal 97 UUK, sunggubpun dalam hal ini pibak hekim
pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk
meninggatkan tempat tingealnya,
2. Berlaku secars rade of reason
Untuk akibat-akibat hukum tertentu dart kepailitan berlaku rzle
of reason. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak
otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh
pihak-pihak tertentn, scielah mempunyai alasan yang wajar untuk
diberiakukan. Pihok-pihak yang mesti mempertimbangkan berlaku
akibat-akibat hukem tertentu, misalnya kurator, pengadilan niaga,

hakim pengawas dan lain-lain.

< Munir Fuady., op. cit., hal. 65.
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Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan nde of
reason adalah tindakan penyegelan harta pailit, Dalam bal ini, harta
debitur pailit dapat disegel atas persetujuan hakim pengawas. Jadi tidak
secara otomatis, dimapa regson penyegelan ini adalab unwk
pengamanan harta pailit itu sendin. Untuk kategori akibat kepailitan
berdasarkan rufe of reason ind, dalam perundang-undangan biasanya
{walsupun tidak sclamanys) ditandai dengan kata dapat schelum
ditentukan akibat tersebut, misalnya featang penyegelan yaitu pada
Pasal 90 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa atas persetujuan
hakim pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit,
dapat dilakukan penyepelan atas harta pailit.
Sedangkan ruang lingkup kepailitan itu sendiri terhadap Debitur
mencakup antara Jain:®
1. Seluruh kekayaan si palit pada sast dia dinyatakap pailit (dengan
beberapa pengecushian untuk si pailit individu) serta aset-asct yang
diperoleh selama kapailitannya, dan

2. Hilangnya wewenang st pailit untuk mengurus dan mengalibkan hak atas
kekayaannya yang termasuk budel si pailit.

Perlu juga diperhatikan bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak
sermuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu
pula persetujuan instansi tertentn, tapi ada juga yang berlaku karena hukum
{by the operation of low) begitu putusan pailit dikabulkan oleh pengadilan

niaga.

® Rudhi A Lontoh., op. ¢it., hal. 286,

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



226

b. Tanggung Jawab Hokum Pemberi Lefier of Comyjort apabila Dehitur
Pailif,

Salah satu pertanggungjawaban yang timbul dari adanya perjanjian
kredit atay perjaniian pinjam-meminjam adalah kepailitan. Walaupuan
kepailitan tidak terjadi hanya karena diakibatkan oleh adanya perjanjian-
perjanjian kredit yang tidak terbayar, tetapi jugs dapat terjadi karena
adanya perjanjian lain yang tidak terpenubi prestasinya, sehingga menjadi
hutang. Hutang dalam Undang-undang Kepailitan dinyatakon sebagat

*Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumliah
uang baik dalam mata vang Indonesia maupun maia uang asing,
baik secara langsung maupun yang gkan imbul di kemudian hari
atau  komtinjen, vang tinbul  karena penaniian  atau
undang-undang dan yang wajib dipenudii oleh Debitur dan bila
tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat
pemenuhansya dar harta kekayaan Debitur™

Setelah sebolumnya penulis menguraikan tentang kepailitan dan
pectanggungjawabannya pada bagian ini penulis akan membahas tentang
tanggupg jawab hukom dari peserbit atan pemberi letter of comgort
sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. Tanggung jawab
hukum inl mempunyai perbedaan dengan tanggung jawab hukom yang
telah penulis uraikan sebelumnya.

Tanggung jawab hukum pemben atau penerbit leiter of comfort dalam
kepailitan adalah pertanggungiawaban yang diberikan pada saat Debitur
sudah mengalami wanprestasi (defordf). Tanggung jawab hukum ini
berupa tanggung jawab materiil bukan tangpong jawab moril, jadi sifatnya
bukan merupakan tanggung jawab pengontrolan lagi, tetapi merupakan

tanggung jawab penggantian dart hutang.
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Dalam wawancara dan diskusi dengan Bapak M. Yahya Harabap, S.H
mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indongsia dan Senior
Partuer Law Offices of Kemy & Pariners menyatakan bahwa Jerter of
comfort sifatnya dapat dipersamakan dengan borghtoch! ateu jaminan
pribadi. Karena itu menurut penulis tanggung jawab hukum pemberi atau
penerbit letter of comfort sebagal jaminan delam peranjian kredit
perbankan apabila Debitur pailit dapat dipersamakan dengan tangpung
Jawab hukum pemberi jaminan pribadi. Pemudis mengetahui hal ini masih
menjadi polemik, karena sifat dari letfer of comfort yang hanya berupa
janji bukan menanggung, tetapi deni tercapainysa kepastian hukum dan
keamanan serfa kesehatan bank dalam melakukan bisntsnya tidak cukup
hanya pertanggungiawaban moriil, tetapi dibutuhkan tanggung jawab
mateil,

Tanggung jawab dari pemberi atau penerbit fetier gf comfort hanya
terbatas pada peranjian-perjangian kredit yang diberikan jaminan leifer of
comfort, sedangkan perianjian-perjaniian vang tidak ada jaminan letter of
comfort, maka tidak dapat dipertangpungjawabkan olch pemberi atan
penerbit Jeiter of congort tersebul. Jadi kreditur Juin yang dalam penanjian
kredit dengan Debitur tidak terdapat jaminan letier of comfort tidak dapat
diperfanggungjawabkan. Tanggung jawab hukum pemberi atau penerhit
Ierter of comfort sebagai jarninan dalam perjaniian kredit perbarkan tidak
dapat dilaksanakan terhadap perjenjian-perianjian yang fidak dijaminkan
dengan letter of comfort, jadi spabila Kreditwr yang mengadakan

perjanjian kredit dengan Debitur tidak mengajukan pailit, maka pemberi
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atau penerbit fetrer of comyort scbagai jaminan dalam perjaniian kredit
perbankan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang telah diuraikan tersebut diatas dapat dikesampingkan apabila
Debitur vang telah dinyatakan pailit mempengarahi kinerja {performance)
dari pegjenjian-perjanjian kredit dengan Kreditur yang masih dalam proses
pembayaran den pelupasan yang diakibatkan karena harts kekayaan
Debitur difokuskan untuk membereskan kepatlitan, sehingga fidak dapat
melakukan pembayaran dan pelunasan hutang terschbut atau dengan kata
lain pada saat dinyatakan pailit harta kekaysan Debitur tidak cukup untuk
melakukan pembayaran atan pelunesan dari pedanjian-perjanjian kredit
tersebul. Padabal apabila tidak dinyatakan pailit pendapatan Debitur tetap
dapat melunasi semua perjaniian-perjanjian kredit vang ada. Perjanjian-
peganyian kredit tersebut terdapat letter of comfori schagal jaminannva,
maka menurut penulis penerbit atau pembent letter of comfort tersebm
dapat dipertanggungiawabkan.

Berdasarkan hal tersebut diatag, maka penulis setuju dengan pendapat
Prof. Erman Radjagukuguk, 8.H., LLM.,, Ph.D), Dosen Hukum Perusahaan
dan Kepailitan Program Pascasariang Fakultas Hukum  Unpiversitas
Indonesia yang mengatakan bahwa filosofi dari kepailitan adalah seorang
Debitur dapat dinyatakan pailit apabila harta kekayaan Debitur lebih
sedikit dari pada hutangoyva. Apabila harta Debitur masih ada untuk
melunasi hutangnya, maka Debitur tidak dapat dinyatakan pailit. Karena
itu apabila Debitur dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

Undapg-undang Kepailitan yang menyatakan
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“Diebitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak
membayar Junas sedikitnya sate. utang yang tefah jatuh wakiu dan
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik
atas permohonannya senditi maupun atas permohonan satu atan
lebih kreditornys”. .

Sangat bertentangan dengan flosofi dari kepailitan, Karena dengan
adanya pernyataan pailit vang dimohonkan dan diputuskan di Pengadilan
Niaga dapat merusak kinerja (performunce) dari Debitur apabila haria
Debitur masih cukup banyak. Kemudian dengan adanyz pernyataan pailit
tersebut dapat mempengarahi hutang-hutang Debitur vang lain yang
pembayarannya masih dalam proses dan tetap terbayar dengan baik.
Seperti vang penulis uraikan sebelumnya, maka dengan adanya pernyataan
pailit tersebut dapat mempepgerahi perjanjian-perjanjian lain, dimana
selurul harte Debitur difokuskan untuk membereskan kepailitan.

Apabila Debitur pailit, maka pemberi atau penerbit letter gf comfort
gagal untuk melaksanakan fanii-janji yang diberikannya dalam Zeffer of
comfor! texrsebut. Karena penerbit atau pemberi letter of comfort telah
gagal dalam mengupayakan dan mengusahakan agar Debitur tetap dapat
melunasi hutang-hutangnya dengan baik, maka penerbit afau pemberi
fetter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan dapat
dipertanggungiawabkan.

Seperti  yang telah  peoulis  uiarakan  sebelumnyz  bahwa
pertanggungjawaban  penerbit atan pemben leiter of comfort scbagai
jaminan dalam perjanjian kredit perbankan sama halnya dengan tanggung
jawab pember jaminan pribadi stau penanggung (borgtock). Karena itu
apabila Debitur pailit, maka pemberi ateu penerbit dart letter of comfort

sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan dapat langsung di
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tuntt untuk melakukan pembayaran terhadap hutang-hutang debitur vang
belum dilunasi. Hal ini di atur dalam Pasal 1832 Kitab Undang-undang
Hukwm Perdata yang menyatakan hahwa :

Pasal 1832

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur

lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

(1) bila ia telah melepaskan hak istimewanya uniuk menontut
barang-barang debitur lebih dahuly disita dan dijual;

{2} bila 1a telah mengikatkan dirinya bersama-sams dengan debitur
terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-
akibat perikatannya diatur mepurut asas-asas yang ditetapkan
uniuk utang-utang AnggUNS-MENangEung;

{3) jika debitur dapat mengajukan sustu tangkisan yang hanya
meogenal dirinya sendini secara pribadi;

{4} jika debitur berada keadaan paili;

{3) dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Apabila pemberi atau penerbit lefier of comfors sebagat jaminan dalaun
perjanjian kredit perbankan fidak ingin harta kekayaannya disita terlebih
dahuiu, maks pepanggung atau ;}enefbit ataw pemberi leiter of comfort
tidak melepaskan hak isimewanya dan wajib mengajukan permohonan
kepada pengadilan ientang penyitaan harta Debitur terlebib dabulu pada
waktu dituntut pertama kalinya di muka hakimn, Hal ini diatur dalem Pasal
1833 vang menyatakan bahwa Kreditwr tidak wajib menyita dan menjual
lebih dahulu barang kepunysan debitur, kecushi bila pada wakto pertama
kalinya dituntut dimuka Hakim, pemangpung mengajukan permohonan
untuk it

Hal tersebut dilakukan dengan cara yang diatur dalam Pasal 1834
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mesyatakan “Penanggung
yang menuntut agar barang kepunyaan debitur disita den dijual lebih

dahulu waiib menunjukkan barang kepunyaan debitur ite kepada kreditur
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dan membayar lebih dahuly biaya-biaya untuk penyitaan dan penjualan
tersebut”. Kemudian apabila masih tidak cukup untuk roelunasi hutang,
maka penerbit atau pemberi letfer of comfort sebagat jaminan dalam
perjanjian kredit perbankan yang pertanggungiawabannya dipersamakan
dengan pegjanjian penanggungan dapat disita dan dijual.

Selain Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengaturan terbadap
pertanggung jawaban letfer of comfori apabila Debitor pailit diatur dalam
Undang-undang Nomor 37 Tshun 2004 tentang Kepailitan, Tanggung
jewab hukum tersebut adalah periangpungjawaban pembayaran astau
petunasan terhadap hutang yang menjadi objek pailit. Hal ini diater dalam
Pasal 141 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan baliwa ;

Pasal 141
{1} Kreditor vang piutanpgnya dijamin oleh scorang, penanggung

dapat mengajukan pencocokan, piutang setelah dikurangi dengan
pembayaran yang telah diterima dari penanggung.

{2} Pepanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran
yang telah dilakukan kepada Kreditor,

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penangpung
dapat diterirna secara bersyarat, dalems pencocokan atas suatu
Jjumlah yang belum dibayar cleh penanggung dan tidak dicocokan
oleh Kreditor.

Tanggung jawab hukum ini berdasarkan ketentuan Undang-undang
Kepailitan tetap wajib dilaksanakan apabila antara Debitur dan Kreditur
sudah terjadi perdamaian. Hal ind distur dalam ketentuan Pasal 165
Undang-undang Kepailitan yang menyatakan

Pasal 165
{1} Meskipun sudeh ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak
terhadap para penanggung dan sesama Debitur,

{2) Hak Kreditor terhadap benda pihak ketige tetap dimilikinya
seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.
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Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tangpgung jawsb hukum
terhadap harta kekayaan dad penerbit atau pemberl lelter of comjor!
sebapai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan tetap ada seolab-olah
tidak terjrdi perdamagian, Hal tersebut dapat dikesampingkan apabila
pengesahan perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang
mengakibatkan berakhirnya kepailitan. Hal ini diatur dalam Pasal 166
Undang-undang Kepailitan yaog menyatakan

Pasal 166

{1} Dalam bal pengesaban perdamaian telah memperoleh kekuatan
hulcum tetap, kepailitan berakhir.

(2) Kurator wajib mengumumkan perdamaian  sebagaimana
dimaksed pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan paling sedikit 2 (dua) surat ksbac harian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Tanggung jawab hukum penanggung ateu pemberi jaminan pribadi
yang dapat dipersamakan dengan penerbit atau pemberi letier of comfort
sebagal jaminan dalam perjanjian kredit perbankan adaizh pada Putusan
Msahkamah Agung RI No. 3% K/N/ 1985 vang pada intinya tentang
Penjamin telah melepaskan hak-hak istimewanya berari Kurator {in casw
Pemchon} dapat langsung menuntut  Penjamin untuk  memenuhi
kewajibannya dan Putusan Mabkamah Agung R No. 43 K/N/1999 yang
pada  intinya fentang Penjamin  vang telash melepaskan  hak-hak
istimewanya berarti ia menggantikan kedudukan Debitur sehingga i2 {(in
casu para Termohon) dapat dikateporikan sebagai Debitur Pailit.

Beberapa putusan pengadilan selain yang telah diuraikan diatas vang
pada intinya menjatehkan putusan pesjamin pribadi dinyatakan ikt pailit,

Putusan-putusan pengadilan fersebut antarg lain adalah Badan Penyehatan
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Perbankan Nasional (BPPN) terhadap PT. lmu Intiswadaya (debitur
wtama), Linda Januarita Tani (penjamin pribadi), dan PT. Optimal
Teknindo  Internasional  (penjamin  perusahaan} (Pufusan No.
79/PAILIT/2000/PN NIAGA.JKT. PST.}, Bank Credit Lyonnais Indonesia
terhadap PT. Sandjeja Graha Saraoa {penjamin perusahaan), Tjokro
SBandjaja (penjamin  pribadi), dan Patricia Sandjaja  (penjamin
pribadt) (Potusan No.29/PAILIT/1998/PN.NIAGA/ JKT. PST.) dan Hasim
Sutiono dan PT. Muji Inti Utama terhadap PT. Kutai Kartasegara Prima
Coal {penjamin perusahaan) dan Ny. Iswati Sugianto (penjamin
pribadi) (Putusan No. 18/PAILIT/1998/ PN.NIAGA/JKT.PST.).

Sampai dengan saat ind sepanjang penelitian penulis belum pernak ada
Debitur yang dijamin dengan letfer of comyfor? dalam perjaniian kredimya
dinyatakan wanprestasi {defaulf) dan pailit, sehingga belun ada contoh
pelangpungjawaban sccara konkret, Hal-hal vang telah penulis uraikan
sebelumnya murni pendapat dan hasil penelitian peoulis, oleh karena itu
penulis mohon maaf apabila pendapat penulis masib banyak terdapat
kekurangan dan penulis juga mohon pendapat dan saran karena tanggung
jawab hukum pemberi letter of comfort schagai jaminan dalam perfanjian
kredit perbankan masih tergolong baru. Karena itu kemungkinan tefjadinya
pertangpungjawaban sesudah Debitor dinyatakan wanprestasi dan/atau

pailit dapat terjadi dikemudian hari,

C. Letter of Comfort bukan merupakan Jaminan Kredit yang paling Kuat dan
Aman sebagai Kendala dalam perfanggungjawaban hukum dalam

Perjanjian Kredit Perbankan.
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Telah dibahas pada bab scbelumnya mengenai penggolongan jenis kredit di
dalam praktek ada 2 (dus), vaitu Kredit Produktif (Kredit Investasi dan Kredit
Modal Kerja) dan Kredit Konsumtif. Jaminan yang biasanya digunakan untuk
tiap-tiap pemberian kredit adaiah berbeda, tergantung dari jenis kredit itu sendiri.
Jaminan itu sendird ada 2 {dua), yaitn :

1. Jaminan Utamna adalah jaminan untuk obyek atau proyck yang dibiayai kredit
fersebut.

2. Jaminan tambahan adalah jaminan selain obhyek atan proyek yang dibiayai,
vang berfungsi sebagai tambahan apabila Bank menilai bahwa jaminan utarma
saja belum cukup untuk mengeover kredit yang bersanghkutan.

Untuk kredit investasi, maka jaminan utamanya adalah proyek investasi
tersebut. Contohnya : Debitur meminjam kredit dari Bank untuk mendirikan
pabrik {mamfacturing). Maka dalam hal ini jamican utamanya adalah Hak
Tanggungan berupa tanah dan/etau bangunan pabrik tersebut. biasanya Bank juga
akan meminta jaminan tanbahan, misalnya beropa fidusia ataupun cessie piutang
dari Debitur. Apabila Debitur memiliki penanggung yang dinilal Baok cokup
bonafit atau memiliki kreadibilitas yang baik, maka jaminan tambahan dapat pula
berupa faminan pribadi atau borgrecht. Untuk kredit modal kerja, maka jaminan
utamanyz biasanya bempa fidusia atau inventaris, stok bahan baku atau pembantu
dan barang jadi dari Debitur, sebagai obyek yang dibiayai oleh bank atau cessie
piutang, untuk jaminan fambahannya biasanya bank skan meminta Hak
Tanggungan, batk untuk tanah dan banpunan yang berkaitan deogan proyek.
Sedangkan ontuk kredit konsumtf, maks jaminannys adalab fidusiza dari
kendaraan bermotor, ataupun alat-alat rumah tangga yang dibeli oleh Debitur yang

menggunakan kredit tersebut.
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Pelaksansan lembaga jaminan, yaitu Hak Tanggungen, Jaminan Fidusia,
Cessie Piutang dan Jaminan Pribadi dalam prakteknyz di Bank dapat terlihat dari
adanya akia-akia atas jaminan yang terlampic dalars perjanjian kredit tersebut,
seperti Akta Jaminan Fidusia yang diperkuat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia,
Akta Pemberian Hak Tanggungan yang diperkuat dengan Sertifikat Hak
Tanggungan, Akta Jaminan Pribadi dan Akta Cessie Pintang.

Dalam Akia Jamman Fidusia yang diperkvat dengan Seriifikat Jaminan
Fidusia yang diterbitkan olch Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,
didalammya menjelaskan tentang identitas para pihak, yaitu penerima dan pemberi
fidusia yang dinyatakan didalamnya telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian
Kredit sehagai perjanjlan utama atau pokok. Akia Jaminan Fidusia diterangkan
bahiwa obyek jaminan fidusiz adalah semua hak, wewenang, tagihan-tagihan serta
Kaim-klaim yang sekarang maupun yang akan datang dan/atan dkemudian hari
akan dimiliky, diperolch dan dapat dijalankan oleh pemberi fidusia terhadap pihak
ketiga. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia yang
menyatakan bahwa Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas
pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjaniian pokok, uraian mengensi
obyek jaminan, nilai penjaminan dan obyek jaminan. Penulis sarankan wntuk
keamanan dan keknatan serta kepastian ekonomi sebatknya nilai penjaminan lebih
kecil dari nilai obyck jaminan, sehingga tidak melanggar asas kepatutan dan
kewajaran.

Syarat dan ketentuan dalam skia jaminan fidusia ini menerangkan bahwa
pembebanan jaminan fidusta atas obyek jaminan Hdusia yang dimiliki oleh
pemberi fidusia terjadi pada saat penandatanganan akia dan telah menjadi milik

penerima fidusia. Namun obyek fidusia tetap dikuasai oleh pemberi fidusia.
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Berarti cara penyerahan (fevering), yaitu penyerahan kepemilikan benda tanpa
menyerahkan fisik benda tersebut (comstiturum posessorium), telah terlaksana
dalam akta ini. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan
benda bergerak berwujud vang wajib untuk diperhatikan adalah surat-surat atag
dakumen-dokumen kepemilikian dan benda tersebut, dimans dokumen-dokumen
kepemilikan benda tersebut vang akan diserabkan kepada Bank sebagai kreditor
urituk jarninan.

Penerima fidusia ateu wakilnya vang sah berhak memeriksa setiap waldu
daftar obyek jaminan fidusia. Daftar itu wajib diserahkan oleh pemberi fidusia
tiap-tiap triwulan, selambat-lambainya 60 hari terhitung sejak akhir friwulan atau
diperjanjikan lain sesuai dengan kebutuban dari obyek jaminan fidusia tersebut.
Debitur terbukti lalai apabila tidak melaksanakan sesual dengan kewajibannya dan
mengakibatken teigh lewamya waktu yang ditentukan dalam perjanjian tzupa
perfu teguran dari jure sitadenpgan demikian, maeka kreditor dapat memantan
perkembangan daftar alau asset yang dijaminkan oleb Debitur tersebut.

Akta mi juga menerangkan bahwa apabila hasil obyek jaminan fidusia tidak
mencukupl utang debitur, maka Debitur tetap terikat untuk membayar lunas sisa
nizagnya. Pembebanan jaminan fidusia ini dinyatakan berakhir dengan sendirinya
saat debitur memenuhi atau membayar lunas semua kewajibannya, Hal ini sesuai
dengan Pasal 25 ayat la Undang-undang Jaminan Fidusia yang mengatakan
bahwa jaminan fidusia hapus karena hapusnya lustang yang dijamin dengan
fidusia, Apabila hutang tersebut belum Junas, maka debitur wajib untuk melenasi
apabila ingin menghapus jamivan fidusia tersebut. Pembent fidusia dapat
menghapus obyek yang dijadikan jamiran fidusia selama histangnya masih

berlangsung dengan syarat mengganti dengan obyek yang mempunyai nilai yang
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sama atau lebih dengan jaminan fidusia terdahulu yang kemudian dibuatkan
kembali akia jaminan fidusia baru atau membuat akes perubshan jaminan fidusia,
Pemberi fidusia menjamin bahwa obyek jaminan fidusia adalah hak penuh
atau kepunyaan pemberi fidusia dan terlepas dari perkara atau sengkets yang
dalam hal ini dapat dibuktikan dengan memberikan legal clearance atau surat
pernyataan dari pengadilan negeri setempat bahwa obyek vang akan dijaminkan
dengan fidusia bebas dant perkara atau sengketa hukum. Obyek faminan juga tidak
berada dalam sitazn serta belum pernah diberikan sehagai jaminan uiang kepada
siapapun juga. Pembed fidosia juga membebaskan penerima fidusia dan semua
tuntuian atau gugatan yang diajukan oleh siapapun juga mengenai obyek jaminan
tersebut. Hal ini wajib dicantumkan dalam akta perjagiian kredit dan / atau akia
jaminan fidusia yang apabila Debitur atav pemberi Gdusia terbukti lalal, maka
penerima fidusia atau Bank dapat meminia segera dilakukan eksekusi atau obyek
jaminan fidusia tersebut diganti dengan obyek lmn yang sesuai dengan yang telah
diuraikan. Hal mengenai bebasnya obyek fidusia dari peckara atau sengketa diatur
dalam Pasal 24 Usdang-undang Jaminan Fidusia vang menyaizkan bahwa
penerima fidusia tidak menanpgoag kewajiban akibat tindakan pemberi fdusia
yang timbul dari hubungan kontraktual ataupun perbuatan melanggar hokum
sehubungan dengan penggunaan dan pengalian obyek jarminan fidusia tersebut.
Penerima fidusia melaksanakan pendafiaran jaminan pada kantor Pendaftaran
Fidusia dan menghadap pejabat atau instansi yang berwenang. Penerima fidusia
juga bisa menggjukan permohonan perubshan dalam hal terjadi perubaban atas
data dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, Hal ini distur dalam Pasal 11, 12, 13, 14,

15 dan 16 Undang-undang Jaminan Fidusia,

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



238

Akta Cessie Piutang dibuat berdasarkan perjanjian kredit yang terlebih dahutu
terjadi. Oleh karena itu, maka perjaniian cessie merupakan perjanjian areesoir
atan tambghan dari perjanjian induknya atau pokoknys, yaitu perjanjian kredit.
Diebinur menyerahkan {(prencedeer) kepada kreditor, tagihan Debitur atas piutang-
prutangnya techadap pihak ketipa dan klaun-ldaim aguransi. Akta ini menyatakan
bahwa kreditor menerima baik penyerahan hak atas piufang-piotang tersebut
(cessie} dari Debitur. Akta ini menyatakan bahwa Debitur memberikan kuasa
khusus kepada kreditor untuk:

1. Memberitahukan adanya cessie kepada para pihak yang berhuotang kepada
Debitur.

2. Melakukan peneguran, pepagiban, penuntutan atap  penggugstan,
menandatangani dan menycrabkan kwitanst pembayaran aias piutang-piutang
pada Debitar.

3. mengpunakan hasil penagiban (pembayaran atas hutang) scbagai pembayaran
atas seluruh atan sebagian hutang kepada kreditor.

4. melakakan tindakan-tindakan lain yang menurut hukum dapat dilakukan oleh
Debitur selaku piiak kreditor kepada Debiturnya.

Debitur juga berkewsithan untuk menyerahkan daflar piutang-pivtangnya
kepada kreditor setiap aldiir sriwulan, selama Debitur masih berhotang. Debitar
dapat menagih sendiri piutang-piutang piwtang-prutang terscbut dengan seijin
kreditor. Dengan demikian, maka kreditor dapat terus memantau perkembangan
daflar piutang atau asset vang dijaminkan oleh Debitur tersebut.

Akta ini menyatakan bahwa hak atas piutang {(cessie) tetap berlaku dan
mengikat kedua belah pihak selama kreditor dan Debitur masih terikat dalam

hubungan pinjam meminjam, Apabila kewajiban Debitur telah terpenuhi, cessie
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hapus dengan sendirinya. Demi Kepastian hukum, kreditor berkewajiban
memberikan tanda pelunasan atas hal itu, Hal ini berarti pegianjion accesoir adalah
hapus apabila perjanjian pokok atau induknya juga hapus, karena perjanjian
acceselr mengikutl perjanitan induknya.

Akta jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang kita kenal dengan
(borgtocht atau personal atau corporate guarantee weiib menerangkan teriebih
dabulu tentang Bank seiaku kreditor dan Debitur serta penanggung dalam akta
tersebut. perjanjian ini dibuat berdasarkan perjanjian kredit ssbagai perjaniian
pokoknya. Oleh karena itw, maka pegjanjian ind merupakan perjaaiian gccesoir
atau tambahan dari perjanjian pokok sama halnya dengan perjanjian cessie dan
perjanjian jaminan lain yang telah pennlis wraitkan sebelumnya. Hal int juga sesual
dengan Pasal 1824 K{HPerdata yang menyatakan penanggungan tidak dapat
haoya diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tepas; penanggungan itu
tidak dapat diperluas hingga melebibi kekentuan-ketentuan yang menjadi svarat
sewaktu mengadakannya. Dengan akta ini penanggung setuju untuk membayar
kepada Bank, semua kerugion vang di derita oleh Bank akibat Debitur fidak
melaksanakan kewajibannya.  Kewajiban-kewajiban  vang  dijamin  olch
Penanggung atau Penjamin dalam jamivan pribadi ini merupakan hutang dan
kewajiban penangpunyg sendiri, Penanggungan ini berlaku terus menerus sampal
seinua hutang Debitur telah dibayar penuh.

Akia ini menyatakan bahwa penanggungan merupakan kewajiban pokok dan
hutang penanggung. QOleh karena iu Bank tidak diwajibkan sebelum
merealisasikan penanggungan, untuk terlebih dabuiu ;

1. Menagih kepada kreditor.

2. Mengajukan perkara atau menuntut Debitur melalui Pengadilan.

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH Ul, 2009



240

3. Mengajukan permohonan penetapan pailit terchadap Debitur.
4. Mengambil pelunasan dard jaminen lainnya yang dipegang oleh Bank
sehubungan dengan kewajiban Debitur berdasarkan perjaajian kredit,

Dengan demikian, maka penanggung tidak diperkenankan menggunakan
haknya yang diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata yang menyatakan penanggung
tidak wajib membayar kepade kreditur kecuali jika debitur lalai membayar
utangnya; dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual
teriebik dahulu untuk melunasi utangnya. Hal demikian diperkenankan, karena
hak tersebut harus dicantumkan secara jelas dalam perjanjian ini, untuk dapat
dipergunakan. Namun penanggung dapat meminta ganti rugi dasi Debitur dalam
melaksanakan kewajiban-kewajibanoya. Hal inl sesuai dengan Pasal 18490
KUHPerdata yang menyatakan penanggung yang telah membayar lunas wtangnya,
demi hukum menggantikan kreditur dengan segala haknya 'ter%xaﬁiap debitur
semula

Akta jamizan pribadi ini juga menentnkan kewajiban-kewajiban Penanggung,
yaifu
1. Mendorong Debitur untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melunasi hutang

Debitur.

2. Memasang asuransi terhadap resiko-resiko yvang mungkin terjadi atas haria
kekayaannya.

3. mematuhi undang-undang dan perataran yang berlaku dan memelibara semua
barang-barang usaha miliknya agar tetap dapat berfungsi dengan baik.

Aktz ini didalamnya juga mengatur bahwa penanggung tidak diperkenankan

untuk ;
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I. Membebani harta kekayaannya yang sekarang atau yang ada di kemudian hari,
kecuali jaminan sudah diberikan sebelum ditandatangani perjanjian ini.

2. Meminjam, memberikan pinjaman, memberikan penangpungan  untuk
kepentingan pibak lain.

3. Mendapatkan utang baru, kecuali utang dalam kegiatan usaha Penanggung
schari-hari vang jatub ternponya tidak melebiki 6 (enmam) bulan sejak
terjadinya.

Hal-hal vang telah diuraikan terscbut dimeksudkan agar aset penanggung
tidak habis, sehingga dapat dipakai uatuk membayar utang Debitur.

Akta Pemberian Hak Tangpungan (APHY) dibuat oleh pejabat yang
berwenang, vaitu Pejabat Pembuat Akta Tansh (PPAT) dan didafarkan pada
Badan Perianahan Nasional(BPN). Hal ini sespai dengan Pasal 19 Peraturan
Pemerintsh Nomor 10 Tahon {961 tentang Pendaftaran Tanak dan Pasal 10 avat
{2} Undang-undang Nomor 4 Tahua 1996 tentang Hok Tanggungan Beserta
Benda-Benda vang berkaitan dengan Tanah (UUHT). Dalam APHT diterangkan
bahwa telzh dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang terlebih dabuiu
anfarga Debitur denpan kreditor. Arinya pemberian hak tenggungan sebagai
petjanjian tambaban atay gecesoir dan perjanjian pokekaya, yaitu perjanjian
wiang pintang, Hal ini juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UUBT. APHT jugs
mencantumkan secara jelas identitag dan domisili para pihak, vaitu pember hak
tanggungan (Debitur) dan penedma hak tanggungan (kreditur), jumiab utang-
utang yang dijamin, nilal tenggungan dan obyek hak tanggungan. Hal imi
memenuhi Asas Spesialitas vang tercantum dalam Pasal 11 ULTHT. Hak atas tanah
vang dbebani Hak Tanggungan, dalam akia ini, adalah Hak Miltk, Hak Guna

Bangunan Dan Hak Guua Usaha. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUHT yang
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menyatakan bahwa hak atas tangh vang dapat dibebani Hak Tanggunpan adalsh
Hak Milik, Hak Gura Ussha dan Hak Guna Bangunan scria Hak Milik Atas
Satvan Rumah Susun dimana hal ini distur dalam Pasal 27 UUHT. Juga
dicantumkan dalam APHT bahwa pemberion hak tanggungan meeliputi semua
bangunan dan konstruksi yvang sekarang ada ataw dikemudian hari didirikan
diatasnya dan segala sesuatu yang melekat pada bangunan dan tanah tersebut,
yang menurat sifat peruntukannya stau berdasarkan peraturan bukum yang
berfaku dianggap sebagat benda tetap. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayai (43 UUHT.

Apabile debitur melakukan pelunasan hutang dengan cars angsuran, maka
hak tanggungan akan tetap membebani obyek hak tanggungan antuk menjamin
sisa hutang yang belum ditunasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (13} UUHT
yang menyatakan Hak Tanggungan bapus karena hal-bal schagai berikut bapusnya
utang vang dijamin dengan Hak Tangpuagan, dilepaskanoya Hak Tanggungan
oleh pemegang Hak Tanggungan, pembersithan Iak Tanggungan berdasarkan
penctapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri dan hapusnya hak atas tanah
yang dibebani Hak Tanggungan. Sehingga apabila hutang Debitur belum dilunasi
seluruhnya, maka obyek jaminan akar tetap dibebani hak fanggungan untuk sisa
hutangnya tersebut.

APHT menyatzksan babwa [Debitur tidak akan menyewakan kepada pihak
Iain obyek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebib dahulu dari keeditor,
termasuk menentukan atay meogubah jangka wakin sewa dan/atas menerima uang
sewa di muka jika disetujs disewakan atau sudah disewakan dap janji-jagji lain
yang berhubungan dengan pemberian hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan janji
yang tercantumy dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT yang menyatakan bahwa dalam

Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain janji
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yang membatasi kewenangan pemberl Hak Tangpunpgan untuk menyewakan
obyek Hak Tanggungan dan/atau mepentukan atau mengubah jangka wakin sewa
danfatau menerima uang sewa di muka, kecuali dengen persetujuan tertulis lebih
dabuly dari pemegang Hak Tangguagan, janji yang membatasi kewenangan
pemberi Hak Tanggengan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak
Tanggungan, kecuald dengan persetujuan fertulis lebih dahulu dan pemegang Hak
Tanggungan, janii yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungsn untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan
Ketua Penpadilan Negeri yang dasrah hukummnya melipoti letak obyek Hak
Tanggungan apabila Debitur  sunggub-sungguh  cidera janji, jenji  yang
memberikan  kewenangan  kepada pemcegang  Hak Tanggungsn untuk,
menyelamatkan obyek Hak Tangpungan, jika hal itu  diperlukan untuk
pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah meniadi hapusnya aise dibatalkennya
hak yang meniadi obyck Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau
dilanggarnya ketentuan undang-undang, janji bahsva pemepang Hak Tanggungan
pertama mempunyal hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak
Tenggunpgan apabila Debitur cidera janii janji yaang diberikan oleh pemegang Hak
Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersibkan dan
Hak Tanggungan, janii bahwa pemberi Hak Tanggungan iidak akan melepaskan
haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dabulu dari
pemegang Hak Tanggungan, janji bahwa pemegang Hak Tanggungan tidak akan
memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pember Hak
Tanggungan Untuk pelunasan piatangnya apabila obyek Hak Tanggunpan
dilepagkan haknya oich pemberi Hak Tanggungan ateu dicabul hakmya uniuk

kepentingan wmum, janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh
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seluruh atan sebagian dard uang aswansi yang diterima pembert Hak Tanggungan
untuk pelunassn piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan, janji
bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan
pada waktu cksckusi Hak Tanggungan dan janji yang dimaksud dalam Pasal 14
ayat {4). Jika Debitur tidak memenuli kewajibannnya untuk melunast hotangnva
berdasarkan perjargian pokoknya, maka kreditor mempunyal wewenang yang
diatur dalams Pasal 6, 11 ayat ‘(2) ¢ dan 20 ayat (1) yang menyatekan apabila
Debitur cidera janji, pemegang Hak Tangpungan pertama meropunyai hak untuk
menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melahn pelelangan umurm
serta mengambil pelunasan pivtangnya dari hasil peniualan tersebut (Pasal 6), janji
bahwa perocgang Hak Tanpgungan pertarna mempunyai hak uniuk menjual atas
kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabiia Debitur cidera janji (Pasal 11
avat {2} ¢ dan hak pemegang Hak Tanggunpan pertama untuk meniual obyek Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 6 (Pasal 20 ayat (133 APHT
mengatur bahwa Debitur tidak akan membersihkan hak tanggungan, kecuali
dengan persetujuan dari keeditor, Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2} § vang
menyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-
janji, antara lgin janii yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan periama
bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dan Hak Tanggungan. Janji
lainnya yang diatur dalam APHT adalah memberikan kewenangan kepada kreditor
antuk melakukan tindakan yang diperlukan untik menjaga den memperiahankan
serta menyelematkan objek hak tanggupgan jika hal v diperlukan untuk
pelaksanaan eksekust atau mencegah hapusnya atau dibatalkannya hak yang
menjadi ohjek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan

undang-undang, Hal int diatur dalam Pasal 11 ayat (2} d.
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Sertifikat tanda bukii hak atas tanah vang menjadi obyek hak tanggungan
akan diserabkan kepada kreditor oleh Debitur untuk disimpan dan dipergunakan
oleh kreditor dalar melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang hak tanggungan,
Kreditor menerima kuasa dari Debitur untuk menerima sertifikat hak atas tanah
vang sudah di pasang Hak Tanggunpgan dan sertifikat Hak Tanggungan terschut
dart Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan didaftar. Hal ini ;J}ampakan salah
satu keungguian hak tanggungan, babwa keeditor memegany secara fisik tanda
bukti kepemilikan tanah tersebut, sehingga kedudukannya secara hukum adalzh
kuat. Mengenal sertifikat hak tanggungan diatur dalam pasal 14 dan 153 UUHT

yang menyatakan

Pasal 14

{1y Sebagal fanda bukti adanya Hak Tanggunpan, Kantor Pertanahan
menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuzai dengan peratoran
perundang-undangan yang berlaku

(2) Sertipikat Hak Tanpgungan schapaimana dimaksud pada ayat (1)
membuat  imh-irah  dengan  kala-katz "DEMI  KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA™.

(3) Sertiptkat Hak Tanggungan schagaimana dimaksud pada ayat (2}
mempunyal  kekuatan eksekulorial yang sama  denpan  pulusan
pengadilan yang teiah memperoieh kekuatan hukum tetap dan beriaku
sebagai pengpanti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas
tanah.

(4} Kecuali apabila diperianjikan lain, seriipikat hak atas tanah yang telab
dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikemnbalikan kepada pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan.,

(5) Sertiptkat Hak Tanggungan diserabkan kepada pemegang Hak
Tangegongan.

Pagal 15
{1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta
notaris atau akta PPAT dan memenuld persyaratan sebagai berikut:
4. tidak memuat kuasa vatuk melakukan perbuatan hulumn fain
daripads membebankan Hak Tanggungan;
b. tidak memuat kuasa substitust;
c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang
dan nama sers
d. ideniitas kreditomya, nama dan identitas Debitur apabila Debitur
bukan pemberi Hak Taoggunpan.
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(2) Kuasa Unink Membebaskan Hak Tanggungan fidek dapat ditarik
kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali
karena kuasa tersebut felsh di laksanakan atau karena telah habis
jangka waktanva sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

{3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah
vang sudah terdefiar wajib ditkuti dengan pembuatan Akia Pemberian
Hak Tanggunpan selambat-lambatnys 1 (salu) bulan  sesudah
diberikan.

{4) Surat Kuasa membebankan Hak Tanggunpan mengenai hak atas tanah
yang belum terdafar wajib di ikuti dengan pembuatan Akta Pemberian
Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 {tiga} bulan sesudah dibenkan.

{5} Ketentuan schagairnana dimaksud pada ayat (3) dan ayat {4} tidak
berlaku dalam hal Surat Kuassa Membebanken Hak Tanggungan
diberikan untuk menjamin kredit tertentu vang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang beriaku,

(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak ditkuti
dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam wakiu
yvang ditentukan sebagaimana vang dimaksud pada ayat {3} dan ayai
{(4), atau waktu yang ditestukan menurut ketentuan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (5) batal demt hukum.

Berdasarkan urajan diatas, maka jelas teriihat bahwa tata ¢ara pembebenan
kredit dengan jaminan berupa Fidusia, Cessie Piutang, Borgtocht dan Hak
Tanggungan, dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya, berdasarkan
peraturan dan hukum yang beraku. Bank tidak mau mengambil resiko kerugian,
apabils temyata Debitur wanprestasi dan fidak mampu melusasi hutang-
hutangnya. Apabila pengikatan jaminannya tidak ditkat secara sempuma menurut
hekum, maka besar kemungkinan bank akan dikalabkan di dalam Pengadilan,
dalam rangka peleksanaan eksekusi jaminan-jarminan tersebut. Oleh karena ifu,
akta-akta yang telah penulis praikan pada bab ini selalu dibuat secara notaniil oleh
notaris dan APHT dibuat oleh PPAT, agar sah menurut hukum. Sedangkan

perjanjian kredit antara Bank dengan pasabahnya dapat dibuat dibawah tangan.
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Menurut Prof. K. Subekti, 8$.H jaminan yang baik dan ideal sesual dengan
togasnya melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, harus memenubi
persyaratan-persyaratan sebagai berikat : %

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pthak yang
memerlakan (Debitur).

2. Tidsk melemabkan potensi atan kekuatan Debitur uniuk melakukan atau
menecugkan usahanya,

3. Memberikan kepastian kepada kreditor, dalam hal ini Bank dan lembaga
kevangan lainnya, dalam arti babhwa barang jaminan setlap weakbha tersedia
untuk dicksekust atau mudah divangkan untuk melunasi utang Debitur.

Melihat syarat-syarat tersebut diatas, maka Prof. Subekii berpendapat babwa
yang paling memenult syarat-syarat tersebut adalah Hipetik dan Fidusia.™ Prof
Subekti juga berpendapat bahwa dalam hal pemberian jaminan ada 2 (dua) macam
segi yang harus diperhatikan, yaitu {*

1. Pengamanan bapi kreditor yang piutangnya dijamin terhadap perbuatan
Debitur. Dalam hak tanggungan, keamanan kreditor tefjamin, vaitu deogan
ketentuan bahwa ia dapat mengeksekusi barang jaminannya (yang dibebani
dengan Hak Tanggungan), ditangan siapa saja barang itu berada {droit de
suite). Hak Tanggungan adalah sangai aman, hingga dabulu dianggap sebagai
suatu penanaman modal atau investasi. Terutama dengan adanya ketentuan

dalam UUHT, yaitu janit yang diberikan olch pemegang Fak Tanggungan

R, Subekti, Jaminan-faminen untuk Pemberian Kredit Menurut Hukam Indonesia, cet.$, (Bandung -
PT. Citra Adityn Bakti, 1991) bsl. 19

I 1bid., bal, 74
* Toid., hal, 7178
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pertamz bahwa obyek Hak Tapgpungan tidak akan dibersihkan dari Hak
Tanggungan.

2. Pengamanan kreditor tersebut terhadap kreditor-kreditor lainnya (kreditor
konkwreny. Dalam Hak Tanggungan, dasar pengamanan ini adalah dianutniya
asas publisitas oleh Hek Tanggungan, vaitu wajib didafiarkanoya Hak
Tangpungan pada kantor pertanahan setempat.

Lembaga-lembaga jaminan yang telah penolis wraikan  semuanya
mempunyai kelemahan khususnya pada kisaran nilai pertanggongan dari masing-
masing objek jaminan. Nilai masing-masing objek jaminan apabila dibebankan
untuk jangka waktu kredit dalam wakiu vang lama, maka tidak tfertutup
kemungkinao nilatnya akan berkurang. Nilai jaminan vang tercantum baik dalam
akita atan dokumen pendukimgnya berdasarkan pengalaman penulis dapat
mengalami pasang surut, walaupun obyek jaminan Hak Tangpungan tidak terjadi
penyusulan secara drastis, tetapi lembaga-lembaga jaminan tersebut mempunyai
kekuatan dan kepastian hukum vang lebih bagus dalam hal eksekusi apabila
Debitur default ataun ingkar janji dibandingkan dengan jaminan dalam bentuk
iettar of comfort.

Jaminan dalam bentuk letier of comfors adalah bukan sebagai iaminan yang
paling aman dalam perjanjian kredit. Zeiter of comfort sebagai jaminan tidak
memuat hal-hal yang penting daiam jamipan, yaitu berapa nilai penjaminan yang
diberikan seperfi halmya jaminan dalam bentuk Hak Tanggungan dan Jaminan
Fidusia walaopun fefier of comfort tersebut bukan merupakan hak kebendaan,
Letter of comjort juga tidak memberikan perfjanjian untuk menangguog hutang
beserta bunga dan biaya-blaya kainnya sepertt halnya jaminan dalam bentuk

jaminan pribadi (borgiech?) hanya mencantumkan “bahwa schubungan dengan
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pemberian kredit sejumiah,...... {.....), maka kami {pemberi letter of comfors) akan
mengusahakan supaya debitur tetap dapat menjalankan usahanya dengan baik dan
Debitur senantissa membayar juminh yang pinjam beserts bunga dan biaya-biaya
fainnya walaupun letter of comfort diberikan dalam bentuk sural. Selain itu karena
letter of comfort bukan merupakan benda, maka pihsk Debitur tidak dapat
mgpahan letter of comfort sebagai jarninan. Jadi dalam pemben Jeiter of comfort
tidak mencantumkan secara tegas nilal iaminan dan pilai penjaminan, kemudian
tidak mencantumkan perjanjian untuk membayar hutang beserta bunga dan biaya-
biaya lainoya

Selain hal-hat yang telah penulis uraikan sebelumnya, salah satu fakior yang
menyebabkan letter of comfort bukan sebagal jaminan yang paling aman atau
bahkan jaminan yang aman dalam perjanjian kredit perbankan adalah tidak
disturnya letier of vomfort dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sepanjang penclitian penulis Jetier of comfors baru timbu) dalam wakim dekat
dan digunakan apabila berhubungan dengan pihak asing, karena letier of comfort
telah lazim dJignnakan di beberapa negara sebagai jamisan untuk kegiatan
ransaksi yang beragam.

Berdasarkan hal-hal yang telah divraikan tersebut diatas, maka salzh satu
sebab fetter of comfort bukan sebagai jaminan yang aman dalam perjanjian kredit
perbankan adalah masalah eksekusi terbadap pemberi fefter of comfors tersebut.
Seperfi yang ktz semua ketshui bshwa setiap jaminan yang diafur dalam
peraturan perundang-undangan di Indomesia dan digunakan dalam praktik
perbankan khususnya ada tata cara melakukan eksekusi terhadap jaminan-jaminan

terscbut, sedangkan karena lefter of comjort tidak diatur dalam peraturan
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perundang-undangan, maka tentunya terdapat permasalaban dalam melakukan
eksekusi dan letter of comfort tersebut.

Penulis telah menguraikan perfangmmgiawaban khususnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas, dimana penerbit atauy pemberi
letter of vomfort tetap dapat dipertanggunjawabkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di Indonesia, walaupun masalah ini masik menjadi polemik
batk dalam teori dan praktik dalam hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian-
uraian tersebut diatas, maka meourut penulis fetter of comyfort bukan sebagas
jaminan yang paling aman untuk setiep kegiatan transaksi yang didalamnya
terdapat jaminan, oleh karena Hu menurut penulis scbatknya apabila ingin
mentinta jarinan dari pihak lain, maka hanya menggunekan jaminan vang telah

diatur dalam perturan perundang-undangan di Indonesia.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari Bab [i sampai dengan Bab 1V, maks penulis akan

memberikan jawaban berupa kesimpulan dari permasalaban yang dicantumkan

pada bagian Rumusan Masalah pada Bab 1. Kesimpulannya adalah sebagas

berikut:

I

Tanggung jawab hukum letter of comfort dapat terjadi sehelum maupun
sesudah adanya sengketa, yaitu Debitur wanprestasi (defaulf). Tanggung
jawab hukum sebelum terjadi wanprestasi adalah dengan cara pengontrolan
Debitur sesual dengan isi dari Jerter of comfort, vaitu pengontrolan dalam
rangka menjaga Debitur melangsungkan usabanya dengen baik, schingga
dapat melunasi hutangnya. Tanggung jawsb hukwm peoerbit atau pemberd
letter of comfort jupa dapat dilaksanakan pada saat permohonan perjanjian
kredit diajukan, yaftu dengan cara pemberi atau penerbit Zeiter of comfors
memberikan keterangan yang lelas fentang watsk, kemampuarn, modal,
agunan, dan prospek usaha. Tanggung jawab hukum sesudah adanya sengketa
menurut penulis adalah dengan tkut membayar hutang dari Debitur, karena
apabila Debitur wanprestasi, maka penerbit atau pemberi Jetter of comifors
telah gagal melaksanakan janjinga dan hal ini merupakan pelanggaran
terhadap Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Karena itu dengan
menggunakan dalil bahwa penerbit atau pemberi Zester of comfort telah gagal
melaksanakan apa yang telah dinyatakan yang merupakan janji bagi dirinya

sendint untuk menuntut pembayaran atas hutang Debitur. Penulis setujo
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dengan pendapat Bapak M.Yahya Harahap bahwa sifat dari Jetter of comfor!
sama dengan perjanjian penanggungan, oleh karenz iu tata cars
pertanggungjawaban  Jefter of comforr adalah  sama  dengan
pertanggungiawaban datam peniberi Jaminan pribadi
{penanggungan/horgiocht) yang diatur dalam Kitsb Undang-undang Hukum
Perdata.

. Beberapa perusahaan telah menggunakan lefier of comfort sebagal jaminan
dalam perianiian kredit dengan bank. Letter of comfort bukan sebagai jaminan
yvang amazan dan kuat untuk peranjian kredit perbankan zebagaimana telah
penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, bahkan pengadilan di beberapa
Negara menyatakan bahwa Jetier of comfort dapat digunakan sebagai jaminarn,
tetapi tidak dapat diesekusi karena hanya berupa pernyataan yang berupa janji
belaka. Kendala dari Jetter of comfors inl isinya adalah hanya berupa janj
untuk menjaga kelangsungan usaha dari Debitur dan menjaga supaya Debitur
selama masa perjanjian kredit berlangsung dapat meiakukan pembaysran dan
melunasi pinjamannya, lain halnya dengan peranjian jamdnan pribadi
(borgtoch!) dimena penanggung akan menangguay pembayarsn hutang
apabila Debitur telah wanprestasi. Perbedaan isi dari perjanjian jaminan
pribadi dengan lefier of comfort merupakan salabh satu kendala dalam
pertanggungiawabannya. Kendala Iainnyas adalah fetter of comfort bukan
merupakan produk jaminan yang diatur dalam peraturan perondang-undangan
di Indonesia, sehingga apabila Debitur mengalami wanprestasi akan sulit
untuk melakukan eksekusi layaknya jaminan-jaminan yang telah diatur daiam
peraturan perundang-undangan i Indopesia. Selain ity yang merupakan

kendala dari Zeffer of comfort sebagal jaminan dalam perjanjian kredit
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perbankan adalah banyak ferfer of comyort yang tidak dibuat sebagai akia

otentik, yaitu dibuat skia notaris, melainkan hanya di legalisasi kemudian di
register di kantor notaris, jadi kekuatannya dari Jester of comfort tersebut tidak
mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dengan akta
notaris, Semua kendala dari lelter of comfort vang telah diursikan tersebut

dapat herbahaya apabila Debitur wanprestasi.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan vaog telgh diuraikan tersebut diatas, maka penulis
menyarankan sebagai berikut ;

1. Penulis menyarankan dalam perjanjlan kredit scbaiknys menggunakan
jaminan vang telah diatur dulam peraturan perundang-undangan yang berart
jangao mepetima jaminan dalam bentok letier of comfori,

2. Apabila telah menerima jaminan dalam bentuk leter of comfort sebaiknya
diobah menjadi jaminan pribadi {penangpungan / borglochs), schingga
kepastian hokum dalam melakukan eksekusi apabila Debitur wanprestasi febih

terjarnin.
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